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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat 

dan hidayah-Nya sehingga buku Etika Bisnis Islam ini dapat 

tersusun dan selesai tepat waktu. buku ini disusun dengan harapan 

dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-

prinsip etika dalam menjalankan bisnis berdasarkan ajaran Islam. 

Dewasa ini, dunia bisnis semakin kompleks dan membutuhkan 

landasan moral yang kuat agar aktivitas ekonomi dapat berjalan 

secara adil, jujur, dan bertanggung jawab. Etika bisnis dalam Islam 

bukan hanya sekadar pedoman untuk mencapai keuntungan material, 

tetapi juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan 

menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung 

jawab. Buku disusun untuk memberikan pengetahuan serta panduan 

praktis kepada para pembaca, khususnya mahasiswa, akademisi, dan 

pelaku bisnis, dalam memahami serta menerapkan konsep etika 

bisnis sesuai ajaran Islam. 

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada berbagai pihak yang 

telah membantu dalam penyusunan buku ini, kami juga berterima 

kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam bentuk 

masukan, waktu, dan tenaga sehingga buku ini dapat terselesaikan 

dengan baik. 

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan 

dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Oleh karena itu, kami 

terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun agar buku ini 

dapat terus berkembang dan bermanfaat bagi para pembaca. Semoga 

buku Etika Bisnis Islam ini dapat menjadi referensi yang berguna 

dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam di dunia bisnis dan dapat 

menjadi amal jariyah bagi semua pihak yang terlibat dalam 

penyusunan karya ini. 

 

Cirebon,  April 2025 

Penulis,   
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UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang 

telah memberikan kekuatan dan kemudahan sehingga buku ini, Etika 

Bisnis Islam, dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih 

yang tulus kami sampaikan kepada Rektor UIN Siber Syekh Nurjati 

dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Syekh Nurjati Cirebon. 

Dukungan serta bimbingan yang diberikan sejak awal hingga akhir 

sangat membantu dalam mewujudkan karya ini. 

 

Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh tim penulis, 

penyunting, dan pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak 

langsung dalam penyusunan buku ini. Dedikasi, ide, dan waktu yang 

kalian berikan telah memperkaya isi buku ini dan menjadikannya 

lebih bermanfaat bagi pembaca. 

 

Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia 

pendidikan dan bermanfaat bagi siapa pun yang ingin memahami 

dan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam secara baik dan 

benar. Dengan penuh harapan dan penghargaan, kami berharap 

karya ini dapat menjadi amal jariyah yang terus membawa 

keberkahan bagi kita semua. 

 

Cirebon April 2025 

 

Penulis  
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PETA KEDUDUKAN BUKU ETIKA BISNIS ISLAM  

 

 Buku Etika Bisnis Islam ini disusun untuk memberikan pemahaman 

dasar mengenai prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan 

dalam Islam dan diterapkan dalam konteks bisnis. Buku memiliki 

kedudukan yang penting dalam kurikulum studi ekonomi Islam, 

terutama karena perannya sebagai fondasi dalam membentuk 

pemahaman mahasiswa mengenai praktik bisnis yang tidak hanya 

berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai 

syariah. Dengan buku ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami 

bagaimana bisnis harus dijalankan dengan prinsip-prinsip kejujuran, 

keadilan, dan tanggung jawab sesuai tuntunan agama. 

Etika Bisnis Islam menjadi mata kuliah  yang harus dipahami 

sebelum mahasiswa melanjutkan ke mata kuliah yang lebih khusus, 

seperti Fikih Muamalah, Manajemen Bisnis Syariah, dan Akuntansi 

Syariah. Di dalam buku ini, mahasiswa akan belajar mengenai 

konsep-konsep etika yang nantinya mendasari sikap dan keputusan 

mereka dalam dunia bisnis Islam. Dengan demikian, buku ini 

memiliki fungsi strategis untuk mempersiapkan mahasiswa dalam 

menjalani mata kuliah lanjutan yang membutuhkan pemahaman 

etika dan moral yang kuat. 

Buku ini juga memiliki kedudukan penting dalam membentuk 

karakter dan integritas mahasiswa. Selain aspek akademik, buku ini 

berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, 

dan komitmen terhadap kebenaran yang menjadi dasar moral dalam 

praktik bisnis. Mahasiswa diharapkan tidak hanya menguasai materi 

secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam perilaku 

sehari-hari, baik dalam konteks kampus maupun di lingkungan kerja 

nantinya. Dengan bekal ini, mereka dapat menjadi individu yang 

mampu menjalankan bisnis dengan mempertimbangkan aspek etika 

dan nilai kemanusiaan. 
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Di luar dunia akademik, kedudukan buku Etika Bisnis Islam 

juga penting dalam membekali mahasiswa menghadapi dunia 

profesional yang dinamis. Dunia kerja memerlukan individu yang 

tidak hanya berkompeten tetapi juga memiliki prinsip moral yang 

kuat. Buku ini mempersiapkan mahasiswa agar memiliki landasan 

yang kokoh dalam bersikap dan mengambil keputusan bisnis yang 

etis di masa depan, terutama ketika dihadapkan pada dilema atau 

tantangan moral dalam bisnis. 

Akhirnya, buku Etika Bisnis Islam ini diharapkan dapat 

menjadi salah satu kontribusi dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan di bidang ekonomi Islam. Dengan menyajikan prinsip-

prinsip etika bisnis yang berlandaskan ajaran agama, buku ini 

berperan dalam memperkaya kajian akademis dan penelitian di 

bidang ekonomi Islam yang semakin relevan di era modern ini. 

Kedudukannya yang strategis menjadikan buku ini sebagai landasan 

filosofis yang mendukung perkembangan wawasan bisnis Islam 

yang lebih berkelanjutan dan manusiawi. 
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Bahan Ajar 1 

PENGANTAR ETIKA BISNIS ISLAM 
 

OVERVIEW 

A. Deskripsi Singkat Materi Yang Akan Dibahas 

Materi yang akan dibahas mengenai Pengantar Etika 

Bisnis Islam akan membahas konsep dasar dan prinsip-prinsip 

utama yang menjadi landasan dari etika bisnis dalam konteks 

Islam. Materi akan membahas pengertian etika bisnis, 

pentingnya etika dalam dunia bisnis, serta bagaimana Islam 

mengatur perilaku bisnis.  

Prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti keadilan, 

kejujuran, tanggung jawab sosial, transparansi dan 

keseimbangan antara mencari keuntungan dengan 

memperhatikan kebutuhan orang lain akan menjadi fokus 

utama. Selain itu, akan dibahas juga aplikasi praktis dari 

konsep-konsep ini dalam berbagai aspek bisnis, serta 

relevansinya dengan konteks bisnis dan masyarakat modern. 

Materi akan memberikan pemahaman yang kokoh tentang 

landasan etika bisnis Islam dan bagaimana prinsip-prinsip ini 

dapat diterapkan dalam praktek bisnis sehari-hari. 
 

B. Relevansi 

Bagian relevansi yang akan dibahas dalam pengantar 

Etika Bisnis Islam akan menyoroti pentingnya pemahaman dan 

penerapan prinsip-prinsip etika Islam dalam konteks bisnis 

modern. Materi ini akan menekankan bagaimana nilai-nilai 

etika Islam seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab sosial, 

dan transparansi memiliki relevansi yang kuat dengan tantangan 

dan tuntutan bisnis saat ini. Kami akan mengulas bagaimana 

prinsip-prinsip tersebut tidak hanya membentuk perilaku bisnis 

yang bermoral dan bertanggung jawab, tetapi juga membangun 
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hubungan yang kuat antara pelaku bisnis, konsumen, dan 

masyarakat secara luas.  

Selain itu, kami juga akan mendiskusikan bagaimana 

penerapan etika bisnis Islam dapat memberikan kontribusi 

positif terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan 

inklusif, serta menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan 

berkelanjutan. Dengan menyoroti relevansi etika bisnis Islam 

dalam konteks global yang terus berubah, materi ini akan 

memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya 

mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis untuk 

mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dan bermakna. 

 

C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 

Bagian capaian pembelajaran mata kuliah yang akan 

dibahas dalam pengantar Etika Bisnis Islam akan mencakup 

pemahaman mendalam tentang konsep dasar etika bisnis dalam 

Islam serta penerapannya dalam konteks bisnis modern. 

Mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi dan menjelaskan 

prinsip-prinsip utama etika bisnis Islam, termasuk keadilan, 

kejujuran, tanggung jawab sosial, transparansi dan 

keseimbangan antara mencari keuntungan dengan 

memperhatikan kebutuhan orang lain.  

Selain itu, mereka diharapkan mampu mengevaluasi 

relevansi dan aplikasi praktis dari prinsip-prinsip ini dalam 

berbagai aspek bisnis, serta menganalisis dampaknya terhadap 

masyarakat dan lingkungan. Mahasiswa juga diharapkan dapat 

mengembangkan pemahaman yang kritis dan reflektif tentang 

bagaimana etika bisnis Islam dapat menjadi panduan yang 

berharga bagi pengambilan keputusan bisnis yang bertanggung 

jawab dan berkelanjutan.  

Dengan mencapai tujuan pembelajaran ini, diharapkan 

mahasiswa akan memiliki landasan yang kokoh untuk 

mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis mereka. 
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TOPIK 1 

KONSEP DASAR ETIKA BISNIS ISLAM 

 

A. Pengertian Etika Bisnis Islam 

Secara bahasa, kata etika berasal dari kata “ethos”, yang 

dalam bahasa Yunani berarti “adat” atau “kebiasaan”. Kamus 

Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan etika sebagai ilmu 

mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, juga mengenai hak 

dan kewajiban moral atau akhlak. Dalam hal ini, etika 

merupakan nilai-nilai, prinsip-prinsip moral, dan semua 

kebajikan lainnya yang diwariskan dari generasi ke generasi 

sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan yang baik dan 

berakhlak.  

Sementara itu, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris 

“business”, mengacu pada usaha atau bisnis. Kamus Besar 

Bahasa Indonesia mendefinisikan bisnis sebagai usaha komersial 

di bidang perdagangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa etika 

bisnis merupakan seperangkat nilai yang dijadikan pedoman 

dalam melaksanakan kegiatan usaha yang baik dan bermoral. 

Sistem nilai biasanya diwariskan sebagai kebiasaan baik dalam 

bentuk hukum atau adat istiadat yang seharusnya menjadi 

landasan bagi setiap pemeluk agama. Oleh karena itu, diyakini 

bahwa agama adalah sumber utama dari prinsip-prinsip moral 

dan etika.  

Agama Islam memandang perdagangan sebagai cara 

terbaik untuk mendapatkan uang, oleh karena itu, semua 

transaksi bisnis harus dilakukan secara etis dan menjauhkan diri 

dari riba, penipuan, kecurangan, dan perbuatan salah lainnya. 

Ekonomi Islam tidak memandang etika dan bisnis sebagai 

sesuatu yang saling terpisah. Artinya, jika usaha bisnis 

berorientasi pada akhirat, maka bisnis dengan sendirinya 

mematuhi standar moral yang didasarkan pada keimanan ini. 

Proses menjalankan bisnis dengan menggunakan prinsip-prinsip 
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etika bisnis Islam didasarkan pada al-Qur'an sebagai sumber 

utama, hadis Nabi Muhammad SAW, ijma' (kesepakatan ulama), 

qiyas (analogi), maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariat), serta 

penerapan prinsip-prinsip fiqh (hukum Islam). 

Adapun dalam bisnis Islam, terdapat sejumlah prinsip-

prinsip dasar yang berlaku, yaitu: (1) kaidah fikih (hukum Islam) 

yang menyatakan bahwa “pada dasarnya semua bentuk 

muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang 

mengharamkannya”; (2) muamalah dilakukan berdasarkan 

prinsip-prinsip mendatangkan manfaat dan menghindarkan 

mudharat (jalbu al-mashalih wa dar'u al-mafashid) atau yang 

dikenal dengan maslahah; (3) muamalah dilaksanakan dengan 

menjunjung tinggi nilai keseimbangan (tawazun) dalam 

pembangunan; dan (4) muamalah dilaksanakan dengan 

menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan menghindari 

unsur-unsur kezaliman. 

 

B. Urgensi Etika Bisnis Islam 

Urgensi etika bisnis Islam tercermin dalam kebutuhan 

akan panduan moral dan spiritual dalam dunia bisnis yang 

semakin kompleks dan terus berkembang. Di tengah-tengah 

tantangan moral dan etika yang dihadapi dalam lingkungan 

bisnis modern, prinsip-prinsip etika Islam memberikan kerangka 

kerja yang kokoh untuk membimbing perilaku bisnis yang 

bertanggung jawab dan berintegritas. 

Pentingnya etika bisnis Islam juga terlihat dalam 

kontribusinya terhadap pembangunan masyarakat yang 

berkelanjutan dan berkeadilan. Prinsip-prinsip seperti keadilan, 

tanggung jawab sosial, dan keseimbangan antara keuntungan dan 

keadilan memainkan peran penting dalam menciptakan 

lingkungan bisnis yang inklusif dan memberdayakan. Selain itu, 

etika bisnis Islam memiliki urgensi dalam mempromosikan 

keberagaman dan inklusivitas dalam bisnis. Dengan 

menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia, 
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menghindari diskriminasi, dan memperlakukan semua pihak 

dengan adil, etika bisnis Islam membantu menciptakan 

lingkungan bisnis yang menghargai keragaman dan 

memungkinkan partisipasi yang setara bagi semua orang. 

Etika bisnis Islam juga mendesak pentingnya transparansi 

dan akuntabilitas dalam bisnis. Prinsip-prinsip seperti amanah, 

kejujuran, dan integritas membantu membangun kepercayaan 

antara pelaku bisnis, konsumen, dan masyarakat. Ini penting 

dalam memastikan keberlanjutan bisnis jangka panjang dan 

menjaga reputasi yang baik di mata publik. 

Urgensi etika bisnis Islam juga terlihat dalam 

kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi yang 

berkelanjutan dan adil. Dengan menekankan pentingnya 

distribusi kekayaan yang adil dan pengelolaan sumber daya yang 

berkelanjutan, etika bisnis Islam membantu menciptakan 

lingkungan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Terakhir, 

urgensi etika bisnis Islam tercermin dalam kontribusinya 

terhadap pencapaian kesejahteraan spiritual dan moral bagi 

individu dan masyarakat. Dengan menekankan nilai-nilai seperti 

kesabaran, kedermawanan, dan kedermawanan dalam bisnis, 

etika bisnis Islam membantu membentuk karakter yang lebih 

baik dan membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. 

Dengan demikian, etika bisnis Islam memiliki urgensi 

yang besar dalam membimbing perilaku bisnis yang 

bertanggung jawab, mempromosikan keadilan sosial, dan 

menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan dan inklusif. 

Ini menjadi penting dalam menghadapi tantangan-tantangan 

moral dan etika dalam dunia bisnis modern dan dalam 

membangun masyarakat yang lebih baik secara keseluruhan. 

 

C. Peran Etika Bisnis Islam 

Salah satu peran utama Etika Bisnis Islam adalah 

membentuk kepribadian bisnis yang bermoral bagi para pelaku 

bisnis. Dalam konteks ini, Etika Bisnis Islam mengajarkan nilai-
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nilai seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang 

menjadi landasan bagi perilaku bisnis yang bertanggung jawab 

dan etis. Dengan menjadikan nilai-nilai ini sebagai panduan 

dalam setiap aspek bisnis, Etika Bisnis Islam membentuk 

karakter bisnis yang integritas dan moralitasnya tercermin dalam 

setiap tindakan dan keputusan yang diambil. 

Etika Bisnis Islam juga memiliki peran dalam mendorong 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan 

mempromosikan prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, 

dan kepedulian sosial dalam aktivitas bisnis, Etika Bisnis Islam 

membantu menciptakan lingkungan bisnis yang stabil, adil, dan 

berkelanjutan. Hal ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi 

yang seimbang dan berkelanjutan, serta pada penciptaan 

lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi yang lebih luas. 

Etika Bisnis Islam juga memiliki peran dalam 

menyediakan solusi atas berbagai tantangan sosial dan 

lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan 

memprioritaskan kepentingan sosial dan lingkungan dalam 

keputusan bisnis, Etika Bisnis Islam membantu mengatasi 

masalah-masalah seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan 

kerusakan lingkungan. Praktik bisnis yang bertanggung jawab 

dan berkelanjutan yang dipromosikan oleh Etika Bisnis Islam 

dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi berbagai 

tantangan ini. 

Terakhir, salah satu aspek penting dari Etika Bisnis Islam 

adalah membangun hubungan bisnis yang berdasarkan 

kepercayaan antara para pelaku bisnis dan pemangku 

kepentingan lainnya. Dengan menjalankan bisnis dengan 

integritas, kejujuran, dan keadilan, Etika Bisnis Islam membantu 

membangun kepercayaan yang kuat antara konsumen, mitra 

bisnis, dan masyarakat. Hubungan bisnis yang didasarkan pada 

kepercayaan ini membantu meningkatkan kinerja bisnis, 

mengurangi risiko, dan menciptakan lingkungan bisnis yang 
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berkelanjutan, dan menginspirasi perubahan positif dalam 

paradigma bisnis secara lebih luas. 

 

D. Fungsi Dan Tujuan Etika Bisnis Islam 

1. Mengatur Perilaku Bisnis 

Fungsi utama etika bisnis Islam adalah mengatur 

perilaku bisnis agar sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-

prinsip Islam. Ini meliputi aturan-aturan yang mengatur 

transaksi bisnis, termasuk larangan terhadap riba (bunga) dan 

praktik-praktik lain yang bertentangan dengan prinsip-

prinsip Islam. Tujuan etika bisnis Islam adalah membantu 

pelaku bisnis mengembangkan nilai-nilai moral dan spiritual 

dalam diri mereka. Ini mencakup aspek-aspek seperti 

kesabaran, ketekunan, dan kedermawanan dalam melakukan 

bisnis. Dengan memperkuat nilai-nilai ini, pelaku bisnis 

dapat menjalankan bisnis mereka dengan cara yang lebih 

bertanggung jawab dan beretika. 
 

2. Menjaga Reputasi Bisnis 

Etika bisnis Islam bertujuan untuk membangun 

kepercayaan antara pelaku bisnis, konsumen, dan 

masyarakat secara umum. Prinsip-prinsip etika, seperti 

kejujuran, amanah, dan transparansi, membantu membangun 

fondasi yang kokoh bagi hubungan bisnis yang saling 

percaya. Ini menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan 

berkelanjutan, di mana semua pihak merasa nyaman dan 

dihormati. Tujuan etika bisnis Islam adalah mempromosikan 

integritas dan kejujuran dalam setiap aspek bisnis. Ini berarti 

bahwa pelaku bisnis diharapkan untuk mengikuti prinsip-

prinsip etika dalam semua transaksi dan interaksi bisnis. 

Dengan menjunjung tinggi integritas, bisnis dapat 

membangun reputasi yang kuat dan dipercaya di mata 

masyarakat. 
 

3. Menghindari Kezaliman 
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Salah satu fungsi penting dari etika bisnis Islam adalah 

mencegah terjadinya kezaliman dalam transaksi bisnis. 

Prinsip-prinsip etika bisnis Islam menekankan pentingnya 

menghindari praktik-praktik yang merugikan atau menzalimi 

pihak lain. Salah satu fungsi utama etika bisnis Islam adalah 

menghindari praktik-praktik yang diharamkan dalam Islam, 

seperti riba, maysir (perjudian), dan praktik-praktik yang 

merugikan atau merugikan manusia atau lingkungan. 
 

4. Mendorong Amanah dan Kepercayaan 

Etika bisnis Islam mendorong praktik bisnis yang 

didasarkan pada amanah (kepercayaan) dan kejujuran. Ini 

membantu membangun kepercayaan antara pelaku bisnis, 

konsumen, dan masyarakat secara keseluruhan. Etika bisnis 

Islam bertujuan untuk mengembangkan kesadaran akan 

konsekuensi moral dari tindakan bisnis. Pelaku bisnis 

diharapkan untuk mempertimbangkan dampak sosial dan 

lingkungan dari kegiatan bisnis mereka, serta bertanggung 

jawab atas konsekuensi yang timbul. Ini menciptakan 

kesadaran yang lebih besar akan tanggung jawab sosial 

pelaku bisnis dalam masyarakat. 
 

5. Memperkuat Tanggung Jawab Sosial 

Fungsi etika bisnis Islam juga mencakup memperkuat 

tanggung jawab sosial pelaku bisnis terhadap masyarakat dan 

lingkungan. Pelaku bisnis diharapkan untuk memberikan 

kontribusi positif bagi masyarakat dan mengelola bisnis 

mereka dengan memperhatikan dampaknya terhadap 

lingkungan agar lestari bagi generasi yang akan datang. 

Tujuan etika bisnis Islam adalah mengembangkan 

sikap tanggung jawab sosial di antara pelaku bisnis. Ini 

mencakup kesadaran akan dampak sosial dan lingkungan 

dari kegiatan bisnis, serta kewajiban untuk memberikan 

kontribusi positif bagi masyarakat. Etika bisnis Islam 

menekankan pentingnya bagi pelaku bisnis untuk 
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memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat 

dalam pengambilan keputusan bisnis. 
 

6. Menjaga Keseimbangan 

Etika bisnis Islam mengajarkan pentingnya menjaga 

keseimbangan antara mencari keuntungan dan 

memperhatikan kebutuhan serta hak-hak pihak lain yang 

terlibat dalam transaksi bisnis. Ini membantu mencegah 

terjadinya eksploitasi dan ketidakadilan dalam bisnis. Tujuan 

utama dari etika bisnis Islam adalah menciptakan 

keseimbangan antara pencarian keuntungan materi dengan 

menjaga nilai-nilai moral dan spiritual. Islam mengajarkan 

bahwa keberhasilan bisnis tidak boleh dicapai dengan 

mengorbankan prinsip-prinsip etika dan keadilan. Ini berarti 

bahwa tujuan bisnis harus disesuaikan dengan prinsip-

prinsip Islam yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan 

tanggung jawab sosial. 
 

7. Menghormati Hak Individu 

Etika bisnis Islam menekankan pentingnya 

menghormati hak individu, baik dalam hal kepemilikan, 

kontrak, maupun perlakuan terhadap karyawan dan 

konsumen. Ini melibatkan praktik-praktik yang menghormati 

martabat dan hak-hak manusia. Etika bisnis Islam bertujuan 

untuk menjaga martabat dan hak asasi manusia dalam 

konteks bisnis. Ini mencakup menghormati hak individu, 

menghindari diskriminasi, dan memperlakukan semua orang 

dengan adil dan setara. Prinsip-prinsip ini membantu 

menciptakan lingkungan bisnis yang inklusif dan 

menghormati keragaman. 
 

8. Memfasilitasi Pembangunan Berkelanjutan 

Etika bisnis Islam juga berfungsi sebagai alat untuk 

memfasilitasi pembangunan berkelanjutan, baik dari segi 

ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Ini melibatkan praktik 

bisnis yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan 
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lingkungan. Tujuan etika bisnis Islam adalah 

mempromosikan pembangunan berkelanjutan yang 

memperhatikan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan 

lingkungan. Hal ini mencakup praktik bisnis yang 

bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta pengelolaan 

sumber daya yang berkelanjutan. Dengan memperhatikan 

aspek-aspek ini, tujuan bisnis tidak hanya tentang mencari 

keuntungan finansial, tetapi juga tentang menciptakan nilai 

jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat. 
 

9. Mengarahkan Praktik Bisnis ke Arah yang Membawa 

Kebaikan 

Secara keseluruhan, fungsi etika bisnis Islam adalah 

mengarahkan praktik bisnis ke arah yang membawa 

kebaikan bagi semua pihak yang terlibat, memastikan bahwa 

bisnis dilakukan dengan cara yang adil, berkelanjutan, dan 

sesuai dengan nilai-nilai Islam. Etika bisnis Islam bertujuan 

untuk memastikan bahwa semua transaksi bisnis dilakukan 

dengan cara yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam. Hal 

ini mencakup aspek-aspek seperti penetapan harga yang adil, 

pembagian keuntungan yang wajar, dan perlakuan yang sama 

bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. 

Dengan menjaga keadilan, tujuan ini membantu mencegah 

terjadinya eksploitasi dan ketidakadilan di dalam lingkungan 

bisnis. 
 

Dengan memahami dan menerapkan fungsi-fungsi ini, 

pelaku bisnis dapat menjalankan bisnis mereka dengan lebih 

bertanggung jawab, beretika, dan berkelanjutan, serta 

berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. 
 

E. Jenis-Jenis Etika Bisnis Islam 

Berikut adalah penggolongan Etika Bisnis Islam dalam 

sepuluh jenis aspek yang ada pada mekanisme bisnis Islam. 

1. Etika Individual dalam Bisnis Islam  
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Salah satu aspek utama dari Etika Bisnis Islam adalah etika 

individual, yang mengatur perilaku dan keputusan individu 

dalam konteks bisnis. Ini mencakup prinsip-prinsip seperti 

kejujuran, integritas, dan tanggung jawab pribadi. Dalam 

Islam, individu diharapkan untuk bertindak dengan kejujuran 

dan integritas dalam semua aspek kehidupan, termasuk 

dalam bisnis. Etika individual dalam bisnis Islam juga 

mencakup aspek-aspek seperti menjaga komitmen, 

menghormati kontrak, dan menghindari penipuan atau 

kecurangan dalam transaksi bisnis. 
 

2. Etika Transaksi Bisnis dalam Islam 

Etika transaksi bisnis adalah bagian penting dari Etika Bisnis 

Islam yang mengatur praktik bisnis dan transaksi keuangan. 

Dalam Islam, terdapat prinsip-prinsip yang mengatur 

transaksi bisnis, termasuk larangan terhadap riba (bunga), 

gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Prinsip-

prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa transaksi 

bisnis dilakukan dengan keadilan, transparansi, dan 

kejujuran, serta memberikan manfaat yang adil bagi semua 

pihak yang terlibat. 
 

3. Etika Organisasi dan Manajemen dalam Bisnis Islam 

Etika organisasi dan manajemen dalam bisnis Islam mengacu 

pada praktik-praktik yang dijalankan oleh perusahaan dan 

manajer dalam menjalankan operasi bisnis mereka. Ini 

mencakup aspek-aspek seperti kepemimpinan yang adil, 

keadilan dalam pengambilan keputusan, dan perhatian 

terhadap kesejahteraan karyawan. Dalam Islam, manajer dan 

pemimpin bisnis diharapkan untuk menjalankan tanggung 

jawab sosial mereka dengan memperhatikan kebutuhan dan 

kepentingan karyawan, serta memberikan lingkungan kerja 

yang adil dan inklusif. 
 

4. Etika Pemasaran dan Promosi dalam Bisnis Islam 
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Etika pemasaran dan promosi dalam bisnis Islam 

menekankan pada kejujuran, keadilan, dan kebenaran dalam 

semua aktivitas pemasaran dan promosi. Ini mencakup 

larangan terhadap praktik-praktik manipulatif atau 

menyesatkan dalam iklan, serta perlunya menghormati 

kepercayaan dan nilai-nilai masyarakat dalam aktivitas 

pemasaran. Dalam Islam, prinsip-prinsip seperti menjaga 

kejujuran dan integritas dalam komunikasi pemasaran, serta 

memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan 

memberikan manfaat yang sesuai bagi konsumen, sangat 

ditekankan. 
 

5. Etika Hubungan dengan Stakeholders dalam Bisnis Islam 

Etika Bisnis Islam juga mencakup etika dalam hubungan 

dengan pemangku kepentingan atau stakeholders, termasuk 

konsumen, karyawan, komunitas, dan lingkungan. Ini 

melibatkan prinsip-prinsip seperti tanggung jawab sosial 

perusahaan, keadilan dalam distribusi keuntungan, dan 

penghargaan terhadap keberagaman. Dalam Islam, pelaku 

bisnis diharapkan untuk memperlakukan semua pihak yang 

terlibat dengan hormat, adil, dan bertanggung jawab, serta 

mempertimbangkan dampak dari keputusan bisnis mereka 

terhadap semua pemangku kepentingan yang terlibat. 
 

6. Etika Inovasi dan Pengembangan Produk dalam Bisnis Islam 

Etika dalam inovasi dan pengembangan produk merupakan 

aspek penting dari Etika Bisnis Islam. Dalam Islam, dihargai 

upaya untuk menciptakan produk dan layanan yang 

memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Etika 

ini menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa produk 

dan layanan yang dikembangkan tidak hanya 

menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga 

memperhitungkan dampak sosial, lingkungan, dan moralnya. 
 

7. Etika Kompetisi dalam Bisnis Islam 
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Etika dalam kompetisi bisnis menekankan pentingnya 

menjalankan kompetisi secara adil dan berdasarkan pada 

keunggulan yang sebenarnya. Dalam Islam, dilarang 

melakukan praktik-praktik yang tidak jujur atau merugikan 

pesaing, seperti pencemaran nama baik, sabotase, atau 

kolusi. Etika ini mendorong pelaku bisnis untuk bersaing 

dengan fair play dan menghormati hak-hak pesaing, sehingga 

menciptakan lingkungan bisnis yang sehat. 
 

8. Etika Penyelesaian Sengketa dalam Bisnis Islam 

Etika dalam penyelesaian sengketa bisnis menekankan 

pentingnya menyelesaikan konflik dengan cara yang adil, 

transparan, dan berdasarkan hukum. Dalam Islam, 

disarankan untuk menyelesaikan sengketa secara 

musyawarah dan mufakat, dengan tetap memperhatikan 

prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Etika ini 

menciptakan landasan bagi resolusi konflik yang berdamai, 

serta memperkuat kepercayaan antara pihak dalam bisnis. 
 

9. Etika Penggunaan Teknologi dan Digitalisasi dalam Bisnis 

Islam 

Dengan berkembangnya teknologi dan digitalisasi dalam 

bisnis, Etika Bisnis Islam juga mengajak untuk 

mempertimbangkan dampak-dampaknya secara moral dan 

etis. Ini mencakup aspek-aspek seperti privasi data, 

keamanan informasi, dan dampak sosial dari penggunaan 

teknologi. Dalam Islam, dihargai upaya untuk menggunakan 

teknologi dengan bijaksana dan bertanggung jawab, serta 

memastikan bahwa inovasi teknologi memberikan manfaat 

yang positif bagi masyarakat dan lingkungan. 
 

10. Etika Investasi dan Keuangan dalam Bisnis Islam 

Etika Bisnis Islam mengajak untuk mempertimbangkan etika 

dalam investasi dan keuangan. Ini mencakup prinsip-prinsip 

seperti keadilan dalam distribusi kekayaan, transparansi 

dalam pelaporan keuangan, dan kehati-hatian dalam 
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mengambil risiko investasi. Dalam Islam, dianjurkan untuk 

berinvestasi dalam proyek-proyek yang memberikan 

manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan, serta 

menghindari praktik-praktik spekulatif atau merugikan. 

Etika ini mempromosikan investasi yang berkelanjutan dan 

berorientasi pada kepentingan jangka panjang. 
 

F. Rangkuman 

Konsep dasar Etika Bisnis Islam mencakup nilai-nilai 

moral dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku bisnis sesuai 

dengan ajaran Islam. Sumber utama dalam menetapkan Etika 

Bisnis Islam adalah Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW, 

dan prinsip-prinsip Fiqh (Hukum Islam). Urgensi etika bisnis 

Islam terletak pada kebutuhan akan panduan moral dan spiritual 

dalam dunia bisnis yang semakin kompleks dan berkembang, 

dengan prinsip-prinsipnya memberikan landasan yang kuat 

untuk perilaku bisnis yang bertanggung jawab dan berintegritas.  

Etika bisnis Islam tidak hanya mempromosikan keadilan 

sosial, inklusivitas, dan distribusi kekayaan yang adil, tetapi juga 

mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan 

menciptakan lingkungan bisnis yang transparan, akuntabel, dan 

berorientasi pada nilai-nilai moral. Selain itu, etika bisnis Islam 

juga memberikan kontribusi penting terhadap pencapaian 

kesejahteraan spiritual dan moral bagi individu dan masyarakat 

secara keseluruhan. 

Etika Bisnis Islam menekankan pada nilai-nilai seperti 

kejujuran, integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial. 

Prinsip-prinsip ini memandu individu dan organisasi dalam 

menjalankan bisnis dengan penuh kesadaran terhadap 

kepentingan sosial, lingkungan, dan ekonomi. Dalam Etika 

Bisnis Islam, praktik bisnis tertentu dilarang, seperti riba 

(bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian), 

sementara nilai-nilai seperti menjaga amanah, menghormati 
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kontrak, dan memperhatikan kesejahteraan karyawan 

ditekankan. 

Etika Bisnis Islam juga mempengaruhi praktik bisnis 

modern, termasuk dalam pengembangan produk, pemasaran, dan 

manajemen. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam memperkuat 

komitmen terhadap keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab 

sosial perusahaan. Menerapkan Etika Bisnis Islam 

membutuhkan kesadaran, kesabaran, dan komitmen untuk 

bertindak sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek 

bisnis. Dengan menjalankan bisnis dengan prinsip-prinsip Etika 

Bisnis Islam, diharapkan para pelaku bisnis dapat menciptakan 

lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan, serta 

memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat secara 

keseluruhan. 
 

G. Penilaian Formatif 

a. Pilihan Ganda 

1. Apa yang menjadi sumber utama dalam menetapkan 

Etika Bisnis Islam? 

a) Hadis Nabi Muhammad SAW 

b) Fiqh (Hukum Islam) 

c) Al-Qur'an 

d) Kesepakatan Ulama 

2. Salah satu nilai utama dalam Etika Bisnis Islam adalah... 

a) Kecerdasan bisnis 

b) Integritas dan kejujuran 

c) Keserakahan dan ambisi 

d) Kompetisi tanpa batas 

3. Prinsip Etika Individual dalam Bisnis Islam menekankan 

pada... 

a) Tanggung jawab sosial perusahaan 

b) Kejujuran, integritas, dan tanggung jawab pribadi 

c) Keuntungan semata-mata 

d) Persaingan tanpa batas 
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4. Salah satu contoh praktik bisnis yang dilarang dalam 

Etika Bisnis Islam adalah... 

a) Transparansi dalam laporan keuangan 

b) Pencemaran nama baik pesaing 

c) Memperhatikan kesejahteraan karyawan 

d) Menghormati kepercayaan konsumen 

5. Apa fungsi utama dari etika bisnis Islam? 

a) Memaksimalkan keuntungan finansial 

b) Mengatur perilaku bisnis sesuai dengan nilai-nilai 

Islam 

c) Menciptakan monopoli dalam pasar 

e) Menghindari persaingan dalam bisnis 

6. Manfaat apa yang dihasilkan dari praktik bisnis yang 

beretika dalam Islam? 

a) Kesenjangan sosial 

b) Ketergantungan pada praktik korupsi 

c) Kepercayaan antara pelaku bisnis, konsumen, dan 

masyarakat 

d) Krisis lingkungan 

7. Apa dampak dari praktik bisnis yang bertanggung jawab 

secara sosial? 

a) Penurunan kepercayaan antara pelaku bisnis dan 

masyarakat 

b) Peningkatan ketidakadilan dalam lingkungan bisnis 

c) Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara 

keseluruhan 

d) Penurunan keseimbangan dalam distribusi 

kekayaan 

8. Bagaimana etika bisnis Islam mempromosikan integritas 

dalam bisnis? 

a) Dengan mendorong praktik korupsi 

b) Dengan menekankan pentingnya transparansi dan 

akuntabilitas 

c) Dengan mengabaikan prinsip kejujuran 
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d) Dengan memaksimalkan keuntungan tanpa 

memperhatikan dampaknya 

9. Mengapa distribusi kekayaan yang adil menjadi fokus 

utama dalam etika bisnis Islam? 

a) Untuk meningkatkan kesenjangan sosial 

b) Untuk menciptakan monopoli dalam pasar 

c) Untuk menjaga keseimbangan sosial 

d) Untuk memberikan keuntungan bagi satu kelompok 

saja 

10. Apa manfaat dari praktik bisnis yang menghormati hak 

asasi manusia dalam etika bisnis Islam? 

a) Peningkatan diskriminasi dalam lingkungan bisnis 

b) Peningkatan konflik antara pelaku bisnis dan 

masyarakat 

c) Membangun lingkungan bisnis yang inklusif dan 

menghargai keragaman 

d) Menyebabkan penurunan kepercayaan antara 

pelaku bisnis dan masyarakat 
 

b. Benar/Salah 

1. (Benar/Salah) Etika Bisnis Islam mendorong praktik-

praktik manipulatif dalam pemasaran dan promosi. 

2. (Benar/Salah) Etika Bisnis Islam tidak memperhatikan 

tanggung jawab sosial perusahaan. 

3. (Benar/Salah) Riba (bunga) diperbolehkan dalam 

transaksi bisnis Islam. 

4. (Benar/Salah) Prinsip-prinsip etika bisnis Islam 

mencakup larangan terhadap praktik riba.  

5. (Benar/Salah) Etika bisnis Islam tidak memperhatikan 

dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis.  

6. (Benar/Salah) Salah satu manfaat dari praktik bisnis 

yang beretika dalam Islam adalah membangun 

kepercayaan antara pelaku bisnis, konsumen, dan 

masyarakat.  
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7. (Benar/Salah) Tujuan utama dari etika bisnis Islam 

adalah menciptakan lingkungan bisnis yang eksploitatif 

dan tidak adil.  

8. (Benar/Salah) Etika bisnis Islam mendukung 

pembangunan masyarakat yang adil dan berkelanjutan.  

9. (Benar/Salah) Menghormati hak individu tidak termasuk 

dalam prinsip-prinsip etika bisnis Islam.  

10. (Benar/Salah) Etika bisnis Islam tidak memperhatikan 

kesejahteraan spiritual dan moral bagi individu dan 

masyarakat.  
 

c. Esai 

1. Jelaskan salah satu contoh larangan dalam Etika Bisnis 

Islam 

2. Apa yang dimaksud dengan Etika Organisasi dan 

Manajemen dalam Bisnis Islam? Berikan contoh praktik 

yang sesuai dengan prinsip ini. 

3. Apa yang dimaksud dengan maqasid al-Shariah dan 

bagaimana relevansinya dalam Etika Bisnis Islam? 

4. Jelaskan peran etika bisnis Islam dalam mengatur 

perilaku bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. 

5. Bagaimana etika bisnis Islam mempengaruhi 

pengambilan keputusan bisnis dalam praktik sehari-

hari? 

6. Diskusikan manfaat praktik bisnis yang beretika dalam 

Islam bagi masyarakat dan lingkungan. 

7. Diskusikan peran etika bisnis Islam dalam menciptakan 

lingkungan bisnis yang inklusif dan menghargai 

keragaman. 

8. Mengapa distribusi kekayaan yang adil menjadi fokus 

utama dalam etika bisnis Islam? Berikan contoh 

bagaimana prinsip ini dapat diaplikasikan dalam dunia 

bisnis. 
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9. Jelaskan dampak dari praktik bisnis yang bertanggung 

jawab secara sosial terhadap pembangunan ekonomi 

yang berkelanjutan. 

10. Bagaimana etika bisnis Islam mempromosikan nilai-

nilai moral dan spiritual dalam bisnis, serta bagaimana 

hal ini dapat mempengaruhi pembangunan masyarakat 

yang lebih baik? 
 

e. Studi Kasus 

1. Diskusikan bagaimana Etika Bisnis Islam dapat 

membantu mempromosikan keadilan dan kejujuran 

dalam lingkungan bisnis. Berikan contoh konkret untuk 

mendukung argumen Anda. 

2. Diskusikan bagaimana Etika Bisnis Islam dapat 

membantu mengatasi tantangan sosial dan lingkungan 

yang dihadapi oleh masyarakat. Berikan contoh kasus 

nyata atau studi kasus untuk mendukung argumen Anda. 

3. Bagaimana Etika Bisnis Islam dapat memengaruhi 

keputusan bisnis terkait dengan inovasi produk dan 

pengembangan teknologi? Diskusikan implikasinya 

terhadap keberlanjutan dan dampak sosial. 

4. Bagaimana Etika Bisnis Islam dapat memengaruhi 

pengembangan produk dan layanan dalam bisnis 

modern? Diskusikan implikasinya terhadap 

keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. 

5. Buatlah skenario situasional di mana seorang pelaku 

bisnis dihadapkan pada dilema etika yang berkaitan 

dengan prinsip Etika Bisnis Islam. Jelaskan bagaimana 

mereka dapat menanggapi dilema tersebut dengan 

mempertimbangkan nilai-nilai Islam. 

6. Jika Anda adalah seorang pengusaha muda yang ingin 

memulai usaha sosial yang berbasis pada prinsip-prinsip 

etika bisnis Islam. Apa ide Anda untuk proyek usaha 

sosial tersebut? 
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7. Bayangkan Anda adalah seorang konsultan bisnis yang 

ditugaskan untuk membantu perusahaan besar 

menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam 

semua aspek operasional mereka. Apa rekomendasi 

Anda untuk memulai proses ini? 

8. Anda adalah seorang siswa yang sedang 

mengembangkan proyek penelitian tentang praktik bisnis 

yang beretika dalam Islam. Bagaimana Anda akan 

merancang penelitian Anda untuk menjelajahi topik ini 

secara menyeluruh? 

9. Bayangkan Anda adalah seorang pemimpin komunitas 

Muslim yang ingin meningkatkan kesadaran akan 

pentingnya etika bisnis Islam di kalangan anggota 

komunitas. Bagaimana Anda akan menyusun kampanye 

penyuluhan yang efektif? 

10. Jika Anda memiliki kesempatan untuk 

menyelenggarakan acara seminar atau konferensi tentang 

etika bisnis Islam, apa topik utama yang ingin Anda 

diskusikan dan bagaimana Anda akan memilih 

pembicara atau panelis untuk acara tersebut? 
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TOPIK 2 

PRINSIP-PRINSIP DASAR ETIKA BISNIS DALAM 

ISLAM 

 

A. Konsep Keadilan Dalam Bisnis Islam 

a. Definisi Keadilan dalam Bisnis Islam 

Secara umum, "adil" merujuk pada kualitas atau sifat yang 

menghasilkan perlakuan yang tepat, seimbang, dan tidak 

memihak terhadap semua individu atau kelompok. Ini mencakup 

pengambilan keputusan atau tindakan yang didasarkan pada 

kebenaran, hukum, atau norma yang berlaku, serta 

memperhatikan kebutuhan dan hak-hak semua pihak yang 

terlibat. Secara bahasa, keadilan adalah konsep yang mengacu 

pada kualitas atau sifat yang adil, seimbang, dan berdasarkan 

pada kebenaran atau hukum yang berlaku. Ini mencakup 

penghormatan terhadap hak-hak semua individu dan penyebaran 

kesejahteraan secara merata tanpa diskriminasi atau 

pengecualian. 

Keadilan adalah nilai sentral dalam ajaran Islam yang 

mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks 

bisnis. Dalam bisnis Islam, keadilan dianggap sebagai landasan 

yang mendasari setiap transaksi dan interaksi. Keadilan tidak 

hanya terkait dengan pemerintah atau sistem peradilan, tetapi 

juga berkaitan erat dengan hubungan antarindividu, termasuk 

dalam dunia bisnis. Dalam konteks etika bisnis, "adil" mengacu 

pada prinsip perlakuan yang setara dan merata terhadap semua 

individu atau kelompok yang terlibat dalam suatu transaksi atau 

hubungan bisnis. Ini melibatkan pendistribusian sumber daya, 

dan kesempatan yang seimbang sesuai dengan kebutuhan dan 

kontribusi masing-masing individu atau kelompok dalam 

masyarakat. 
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Prinsip keadilan dalam etika bisnis Islam merujuk pada 

konsep memberikan hak-hak yang adil kepada semua pihak yang 

terlibat dalam transaksi bisnis. Prinsip keadilan dalam etika 

bisnis Islam mencerminkan landasan moral yang kuat yang 

diperintahkan oleh ajaran agama. Prinsip keadilan dalam praktik 

bisnis Islam mendorong pengusaha untuk menghindari praktik-

praktik yang merugikan atau mengeksploitasi pihak lain demi 

keuntungan pribadi. Prinsip ini menekankan pentingnya 

menyeimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam 

bisnis, tanpa memihak atau merugikan pihak lain berdasarkan 

agama, ras, atau latar belakang sosial tertentu. 

Prinsip keadilan memegang peranan penting dalam bisnis 

Islam karena merupakan fondasi dari nilai-nilai etika yang 

didasarkan pada ajaran agama. Keadilan adalah inti dari ajaran 

Islam yang menekankan pentingnya memberikan hak-hak yang 

adil kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. 

Dengan menerapkan keadilan dalam semua aspek bisnis, 

pengusaha dapat memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip keadilan dalam 

bisnis Islam adalah salah satu pilar utama yang membimbing 

tindakan dan keputusan bisnis menurut ajaran Islam.  

Keadilan dalam konteks bisnis mencakup berbagai aspek, 

mulai dari perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang 

terlibat hingga distribusi yang merata dari manfaat dan risiko. 

Secara fundamental, keadilan dalam bisnis Islam mengacu pada 

penerapan nilai-nilai moral dan etika yang adil, baik dalam 

tindakan maupun keputusan bisnis. Hal ini sejalan dengan 

prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya keadilan 

dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam urusan bisnis. 
 

b. Landasan Hukum Keadilan dalam Bisnis Islam 

Landasan hukum prinsip keadilan dalam pelaksanaan etika 

bisnis dalam Islam terdapat pada beberapa ayat al-Quran dan 
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hadis. Berikut adalah ayat dan hadis yang menyoroti prinsip 

keadilan dalam konteks bisnis: 

a) Al-Quran 

1. Surah Al-Hujurat (49): 9 

 إِحْدىَٰهُمَا بَغَتْ  فإَنِ    ۖبَيْنهَُمَا فَأصَْلِحُوا   ٱقْتتَلَوُا   ٱلْمُؤْمِنيِنَ  مِنَ  طَائِٓفتَاَنِ  وَإِن   

تلِوُا   ٱلْْخُْرَىٰ  عَلىَ ِ  أمَْرِ  إلِىَٰٓ  تفَِىٓءَ  حَتَّىٰ  تبَْغِى ٱلَّتىِ فَقَٰ  فأَصَْلِحُوا   فَاءَٓتْ  فَإنِ  ۚٱللَّّ

َ  إِنَّ   ۖوَأقَْسِطُوٓا   بٱِلْعدَلِْ  بَيْنهَُمَا ٱلْمُقْسِطِينَ  يحُِب   ٱللَّّ  
 

Artinya: "Dan jika dua golongan dari mukminin 

berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika 

salah satu dari keduanya melanggar kehendak yang lain, 

maka perangilah golongan yang melanggar itu hingga 

kembali kepada perintah Allah. Kemudian jika golongan 

itu telah kembali, maka damaikanlah di antara keduanya 

dengan adil dan hendaklah kamu berlaku adil. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

berlaku adil." 

Ayat ini menekankan pentingnya perdamaian dan 

keadilan dalam menyelesaikan konflik antara dua pihak. 

Dalam konteks bisnis, prinsip ini mengajarkan bahwa 

penyelesaian sengketa bisnis harus didasarkan pada 

keadilan, tanpa memihak pada salah satu pihak. 
 

2. Surah An-Nisa (4): 58 

 

َ  إِنَّ  تِ  تؤَُد وا   أنَ يَأمُْرُكُمْ  ٱللَّّ نَٰ  تحَْكُمُوا   أنَ ٱلنَّاسِ  بيَْنَ  حَكَمْتمُ وَإِذاَ أهَْلِهَا إلِىَٰٓ  ٱلْْمََٰ

َ  إِنَّ   ۚبِٱلْعدَلِْ  ا ٱللَّّ َ  إِنَّ   ۗبهِ ِٓۦ يَعِظُكُم نِعِمَّ ا كَانَ  ٱللَّّ ا سَمِيع   بَصِير   

Artinya:   "Sesungguhnya Allah memerintahkan 

kepadamu supaya kamu menyerahkan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (supaya) apabila kamu 

menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu 

menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah memberi 

pelajaran yang sebaik-baiknya tentang apa yang kamu 

perbuat." 
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Ayat ini menegaskan pentingnya keadilan dalam 

menetapkan hukum dan aturan dalam bisnis dan 

mendorong untuk memutuskan segala sesuatu dengan 

adil dan berdasarkan hukum Allah. 

3. Surah Al-Baqarah (2): 282 
 

ٓأيَ هَا ى أجََل   إلِىَٰٓ  بدِيَْن   تدَاَيَنتمُ إذِاَ ءَامَنوُٓا   ٱلَّذِينَ  يَٰ سَمًّ  بَّيْنَكُمْ  وَلْيَكْتبُ  ۚفَٱكْتبُوُهُ  م 

ُ  عَلَّمَهُ  كَمَا يَكْتبَُ  أنَ كَاتِب   يَأبَْ  وَلَ   ۚبٱِلْعدَلِْ  كَاتِب     ٱلَّذِى وَلْيمُْلِلِ  فلَْيكَْتبُْ   ۚٱللَّّ

َ  قِ وَلْيَتَّ  ٱلْحَق   عَلَيْهِ   ٱلْحَق   عَلَيْهِ  ٱلَّذِى كَانَ  فإَنِ  ۚشَيْـًٔا مِنْهُ  يَبْخَسْ  وَلَ  رَبَّهُۥ ٱللَّّ

ا  وَٱسْتشَْهِدوُا    ۚبِٱلْعدَلِْ  وَلِي هُۥ فلَْيمُْلِلْ  هُوَ  يمُِلَّ  أنَ يَسْتطَِيعُ  لَ  أوَْ  ضَعِيف ا أوَْ  سَفِيه 

جَالِكُمْ  مِن شَهِيديَْنِ  ن وَٱمْرَأتَاَنِ  فرََجُل   رَجُليَْنِ  يَكُونَا لَّمْ  فإَنِ  ۖر ِ  ترَْضَوْنَ  مِمَّ

هَداَءِٓ  مِنَ  رَ  إِحْدىَٰهُمَا تضَِلَّ  أنَ ٱلش  هَداَءُٓ  يَأبَْ  وَلَ   ۚٱلْْخُْرَىٰ  إِحْدىَٰهُمَا فَتذُكَ ِ  إذِاَ ٱلش 

ا تكَْتبُوُهُ  أنَ تسَْـَٔمُوٓا   وَلَ   ۚدعُُوا   مَا ا أوَْ  صَغِير  لِكُمْ   ۚأجََلِهۦِ إلِىَٰٓ  كَبِير   عِندَ  أقَْسَطُ  ذَٰ

 ِ دةَِ  وَأقَْوَمُ  ٱللَّّ هَٰ ٓ   ۖترَْتاَبوُٓا   ألََّ  وَأدَْنىَٰٓ  لِلشَّ رَة   تكَُونَ  أنَ إِلَّ  تدُِيرُونَهَا حَاضِرَة   تِجَٰ

 كَاتِب   يضَُارَّٓ  وَلَ   ۚ عْتمُْ تبََايَ  إذِاَ وَأشَْهِدوُٓا    ۗتكَْتبُوُهَا ألََّ  جُنَاح   عَلَيْكُمْ  فلََيْسَ  بَيْنَكُمْ 

َ  وَٱتَّقوُا    ۗبِكُمْ  فسُُوق    فَإنَِّهُۥ تفَْعلَوُا   وَإِن  ۚشَهِيد   وَلَ  مُكمُُ   ۖٱللَّّ ُ  وَيعُلَ ِ ُ   ۗٱللَّّ  بِكُل ِ  وَٱللَّّ

عَلِيم   شَىْء    

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

melakukan transaksi antara satu dengan yang lain 

dengan masa yang ditentukan, maka hendaklah kamu 

menulisnya, dan hendaklah seorang penulis di antara 

kamu menulisnya dengan benar. Dan janganlah penulis 

menolak untuk menulis, sebagaimana Allah telah 

mengajarkannya kepadanya, hendaklah dia menulis; dan 

hendaklah yang berhutang itu menulis dan 

memerintahkan orang yang ingin menulis, dan 

hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan 

janganlah dia kurangi sedikit pun dari apa yang harus 

ditulisnya, dan jika orang yang berhutang itu orang yang 

lemah akalnya atau lemah atau tidak mampu menulis, 

maka wali sahaya hendaklah menulisnya dengan adil 

dan hendaklah dua orang di antara kamu menjadi saksi; 

dan jika dua orang laki-laki tidak ada, maka seorang 

laki-laki dan dua orang perempuan dari orang-orang 
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yang kamu sukai dari saksi-saksi itu, supaya jika seorang 

lupa, yang lain mengingatkannya." 

Ayat ini menegaskan pentingnya transparansi dan 

keadilan dalam transaksi bisnis. Hal ini menekankan 

perlunya membuat catatan yang jelas dan akurat dalam 

setiap transaksi bisnis serta menunjukkan bahwa semua 

pihak harus bertanggung jawab atas kewajiban mereka 

dengan adil. 
 

4. Surah Al-Ma'idah (5): 8 
 

ٓأيَ هَا مِينَ  كُونوُا   ءَامَنوُا   ٱلَّذِينَ  يَٰ ِ  قَوَّٰ  قَوْم   شَنـََٔانُ  يجَْرِمَنَّكُمْ  وَلَ   ۖبِٱلْقِسْطِ  شُهَداَءَٓ  لِلَّّ

َ  وَٱتَّقوُا    ۖلِلتَّقْوَىٰ  أقَْرَبُ  هُوَ  ٱعْدِلُوا    ۚتعَْدِلوُا   ألََّ  عَلىَٰٓ  َ  إِنَّ   ۚٱللَّّ  بِمَا خَبِير    ٱللَّّ

 تعَْمَلوُنَ 

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah 

kamu jadi saksi bagi Allah, dengan sebenar-benar 

kesaksian itu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu 

terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku 

tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 

kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." 

Ayat ini mengingatkan umat Muslim untuk berlaku 

adil dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam 

bisnis. Hal ini menegaskan bahwa kebencian atau 

prasangka terhadap suatu kelompok tidak boleh menjadi 

alasan untuk berlaku tidak adil. 
 

5. Surah Al-Baqarah (2): 188 
 

لَكُم تأَكُْلوُٓا   وَلَ  طِلِ  بَيْنكَُم أمَْوَٰ امِ  إلِىَ بِهَآ  وَتدُلْوُا   بِٱلْبَٰ نْ  فرَِيق ا لِتأَكُْلوُا   ٱلْحُكَّ لِ  م ِ  أمَْوَٰ

ثمِْ  ٱلنَّاسِ  تعَْلَمُونَ  وَأنَتمُْ  بِٱلِْْ  

 

Artinya: "Dan janganlah kamu memakan harta 

sesamamu di antara kamu dengan jalan yang batil, dan 

janganlah kamu menyuap hakim-hakim, agar kamu bisa 
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memakan sebagian dari harta orang lain dengan cara 

berbuat dosa, padahal kamu mengetahui." 

Ayat ini melarang umat Muslim untuk mengambil 

harta orang lain secara tidak sah atau dengan cara yang 

tidak adil. Ini menekankan pentingnya keadilan dalam 

semua transaksi bisnis dan melarang praktik korupsi 

atau penyuapan yang bertentangan dengan nilai-nilai 

etika Islam. 

6. Surah Al-Hadid (57): 25 
 

بَ وَٱلْمِيزَانَ لِيقَوُمَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ۖ  تِ وَأنَزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰ لَقدَْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَي ِنَٰ

ُ مَن يَنصُرُهُۥ وَرُسُلَهُۥ  فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلمََ ٱللَّّ وَأنَزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأسْ  شَدِيد  وَمَنَٰ

َ قَوِىٌّ عَزِيز    بِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّ ٱللَّّ

Artinya: "Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus 

rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan 

Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca 

(keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami 

menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan 

berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui 

siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya 

walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah 

Maha Kuat lagi Maha Perkasa. " 

Ayat diatas menunjukkan bahwa transaksi bisnis 

harus dilakukan dengan penuh keadilan, tanpa adanya 

pihak yang dirugikan. Ayat ini juga sekaligus 

mengingatkan bahwa tujuan bisnis bukan mencari 

keuntungan, tetapi untuk menjadikan kesetaraan dan 

keadilan dalam bermasyarakat. Ayat-ayat tersebut 

menegaskan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan 

integritas dalam semua aspek bisnis dalam Islam. Dengan 

mengikuti prinsip-prinsip ini, umat Muslim diharapkan 

untuk menjalankan bisnis mereka dengan cara yang 

sesuai dengan nilai-nilai agama mereka, serta 
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memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan 

lingkungan sekitar. 

b) Hadis  

1. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim 

"Sesungguhnya seseorang yang berlaku adil dalam 

memutuskan suatu perkara di antara dua orang yang 

berselisih, maka baginya pahala yang sama seperti 

berpuasa satu bulan."  

Hadis ini menekankan pentingnya keadilan dalam 

menyelesaikan konflik atau perselisihan, termasuk dalam 

konteks bisnis. Seorang pebisnis Muslim harus 

memastikan bahwa semua transaksi dan penyelesaian 

masalah dilakukan dengan keadilan tanpa adanya 

keberpihakan kepada salah satu pihak. Keadilan dalam 

bisnis tidak hanya memastikan keseimbangan antara 

kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain, tetapi 

juga mendatangkan pahala besar di sisi Allah. 

2. Hadis Riwayat Abu Dawud 

"Barangsiapa yang menahan hak seseorang Muslim, 

maka Allah akan menahan kebutuhan yang 

dibutuhkannya pada hari kiamat." 

Hadis ini menyoroti pentingnya keadilan dalam 

membayar hak atau gaji kepada karyawan atau pihak lain 

yang berhak. Seorang pebisnis Muslim diharapkan untuk 

membayar upah atau hak-hak lainnya secara tepat waktu 

dan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. 

Menahan hak seseorang, baik itu dalam bentuk gaji atau 

pembayaran lainnya, dianggap sebagai pelanggaran 

serius terhadap prinsip keadilan dalam Islam. 
 

3. Hadis Riwayat Ahmad 

"Sesungguhnya rezeki yang paling dicintai oleh Allah 

adalah yang diperoleh secara halal dan dihabiskan 

dengan cara yang baik." 
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Hadis ini menegaskan pentingnya keadilan dalam 

segala aspek bisnis, termasuk dalam memperoleh dan 

menggunakan rezeki. Seorang pebisnis Muslim harus 

memastikan bahwa sumber pendapatan dan transaksi 

bisnisnya halal, bebas dari riba, penipuan, atau praktik-

praktik tidak etis lainnya. Selain itu, rezeki yang 

diperoleh tersebut juga harus dihabiskan dengan cara 

yang baik, yang mencakup mengutamakan kebutuhan 

keluarga, memberikan sedekah, dan berkontribusi pada 

kesejahteraan masyarakat. 

 

4. Hadis Riwayat Ahmad 

"Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 

'Jauhilah perbuatan riba, karena sesungguhnya riba 

memiliki tanda yang jelas (yang menunjukkan 

kesulitannya). Dan jika seseorang tidak dapat menahan 

diri darinya, maka janganlah ia mengambilnya kecuali 

dari perkebunan (tanaman)."  

Hadis ini menegaskan larangan Islam terhadap riba 

(bunga) dalam transaksi bisnis. Riba dianggap sebagai 

bentuk ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak 

dalam transaksi. Oleh karena itu, seorang pebisnis 

Muslim harus memastikan bahwa praktik bisnis mereka 

bebas dari riba dan menjauhi segala bentuk transaksi 

yang melanggar prinsip keadilan dalam Islam. Dengan 

memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang 

terkandung dalam hadis-hadis tersebut, seorang pebisnis 

Muslim dapat menjalankan bisnisnya dengan penuh 

keadilan dan berkah, serta mendapatkan pahala dari 

Allah SWT. 
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c. Manfaat Keadilan dalam Bisnis Islam 

Etika bisnis Islam memiliki sejumlah manfaat yang 

signifikan, baik bagi individu, masyarakat, maupun bisnis secara 

keseluruhan. Berikut adalah beberapa manfaat utamanya: 
 

a) Keseimbangan Dunia dan Akhirat 

Etika bisnis Islam mengajarkan pentingnya menjaga 

keseimbangan antara kegiatan dunia dan persiapan untuk 

akhirat. Ini mengingatkan bahwa kesuksesan material tidak 

boleh dicapai dengan mengorbankan nilai-nilai spiritual dan 

moral. Etika bisnis Islam memberikan landasan moral yang 

kuat bagi individu dan organisasi dalam menjalankan bisnis 

mereka. 

Dalam konteks Islam, prinsip keadilan mencakup 

aspek moral dan spiritual, di mana pengusaha diharapkan 

untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika agama, serta 

memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat dan 

lingkungan sekitar. Pengusaha Islam dipanggil untuk 

bertindak dengan niat baik dan penuh keikhlasan, serta untuk 

mempertimbangkan konsekuensi etis dari setiap keputusan 

bisnis mereka.  

Dari perspektif spiritual, penerapan prinsip keadilan 

dalam bisnis Islam dianggap sebagai bentuk ibadah yang 

diberkati oleh Allah. Mengutamakan keadilan dalam praktik 

bisnis dianggap sebagai bentuk ibadah yang dihargai oleh 

Allah. Dengan melakukan bisnis dengan keadilan, 

pengusaha Islam dapat mendapatkan berkah dari-Nya, serta 

mendekatkan diri pada pemenuhan tugas agama mereka. Ini 

mengajarkan bahwa bisnis yang dilakukan dengan niat baik 

dan sesuai dengan nilai-nilai etika agama akan 

mendatangkan berkah dan pahala dari Allah. 

b) Menciptakan Keadilan Sosial 

Etika bisnis Islam menekankan prinsip keadilan dalam 

setiap aspek bisnis, termasuk memastikan bahwa sumber 

daya didistribusikan secara merata di dalam masyarakat. Hal 
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ini sesuai dengan prinsip-prinsip distribusi kekayaan dan 

kesempatan yang adil dalam ajaran Islam. Dalam redistribusi 

kekayaan yang adil, keuntungan yang diperoleh dari bisnis 

harus didistribusikan dengan benar kepada semua pihak yang 

berkontribusi dalam menciptakan nilai. Dengan demikian, 

prinsip keadilan tidak hanya menyangkut kesetaraan dalam 

hak-hak ekonomi, tetapi juga mengajarkan pentingnya 

kesetaraan moral dalam interaksi bisnis. 

Dengan menghargai hak-hak semua individu dan 

kelompok, bisnis Islam berperan dalam mengurangi 

kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umat 

manusia secara keseluruhan dan mempromosikan 

kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Penerapan prinsip 

keadilan dalam bisnis Islam membawa sejumlah manfaat 

yang signifikan bagi perusahaan, masyarakat, dan 

lingkungan. Keadilan dalam bisnis Islam membantu 

menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil. Dengan 

memastikan bahwa semua transaksi bisnis dilakukan dengan 

cara yang adil dan setara, prinsip keadilan mengurangi risiko 

konflik atau ketidakstabilan yang mungkin timbul akibat 

perlakuan yang tidak adil atau diskriminatif. 

c) Kelanggengan Bisnis Usaha 

Praktik bisnis yang berlandaskan etika Islam diyakini 

membawa keberkahan dan berkat dalam bisnis tersebut. Ini 

termasuk kesuksesan jangka panjang, pertumbuhan yang 

berkelanjutan, dan kepuasan yang lebih besar bagi pemilik 

bisnis, karyawan, dan pelanggan. Penerapan prinsip keadilan 

membawa dampak positif terhadap lingkungan kerja di 

dalam perusahaan. Dengan memberikan perlakuan yang adil 

dan setara kepada semua karyawan, perusahaan menciptakan 

lingkungan kerja yang sehat, harmonis, dan produktif. Hal ini 

meningkatkan moral karyawan, mengurangi konflik, dan 

meningkatkan kinerja keseluruhan perusahaan. 
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Prinsip keadilan juga membantu perusahaan 

menghindari risiko hukum dan reputasi yang buruk. Dengan 

mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam, perusahaan 

menghindari masalah hukum yang dapat timbul akibat 

tindakan penipuan, diskriminasi, atau perlakuan yang tidak 

adil terhadap karyawan atau pelanggan. Selain itu, penerapan 

prinsip keadilan membantu perusahaan membangun 

hubungan yang harmonis dengan pihak-pihak terkait, 

termasuk pemasok, mitra bisnis, dan masyarakat lokal. 

Ketika perusahaan menjalankan bisnis dengan cara yang adil 

dan bertanggung jawab, mereka memenangkan dukungan 

dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat. 

d) Membangun Reputasi dan Kepercayaan Pelanggan 

Bisnis yang beroperasi dengan mematuhi etika Islam 

cenderung membangun reputasi yang baik dan 

meningkatkan citra perusahaan di mata konsumen, investor, 

dan masyarakat luas. Ketika perusahaan dikenal karena 

keadilannya, mereka lebih mungkin mendapatkan dukungan 

dan kepercayaan dari masyarakat, yang pada gilirannya dapat 

meningkatkan loyalitas pelanggan dan daya saing 

perusahaan.  

Penerapan prinsip keadilan dalam bisnis Islam 

membantu membangun hubungan yang kuat antara 

perusahaan dan pelanggan. Ketika pelanggan merasa bahwa 

mereka diperlakukan dengan adil dan dihormati oleh 

perusahaan, mereka cenderung lebih setia dan bersedia untuk 

melakukan transaksi bisnis lagi di masa depan. Ini tidak 

hanya meningkatkan kepercayaan pelanggan, tetapi juga 

memperkuat reputasi perusahaan di pasar. Dengan demikian, 

keadilan tidak hanya menjadi prinsip moral, tetapi juga 

strategi yang cerdas dalam membangun hubungan yang kuat 

dengan pelanggan. 

e) Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan 
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Dengan menerapkan prinsip keadilan dalam semua 

aspek bisnis mereka, pengusaha Islam diharapkan untuk 

menciptakan lingkungan ekonomi yang adil, inklusif, dan 

berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek 

keberlangsungan dan kelestarian sumber daya alam. Etika 

bisnis Islam mempromosikan praktik bisnis yang 

berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan 

meminimalkan praktik-praktik yang merugikan lingkungan 

dan masyarakat, bisnis dapat membantu mempercepat 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

Dengan demikian, prinsip keadilan dalam bisnis Islam 

bukan hanya tentang mencapai kesuksesan materi, tetapi juga 

tentang mencari kepuasan spiritual dan mendapatkan ridha 

Allah dalam setiap tindakan mereka. Secara keseluruhan, 

prinsip keadilan adalah pilar yang sangat penting dalam 

bisnis Islam karena tidak hanya mencerminkan nilai-nilai 

etika agama, tetapi juga membawa manfaat yang nyata bagi 

perusahaan, masyarakat, dan hubungan spiritual individu 

dengan Tuhan. Dengan menerapkan keadilan dalam setiap 

aspek bisnis mereka, pengusaha Islam dapat memainkan 

peran yang positif dalam pembangunan ekonomi yang 

berkelanjutan dan kesejahteraan umat manusia. 

f) Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat 

Dengan memprioritaskan nilai keadilan, etika bisnis 

Islam dapat membantu meningkatkan kualitas hidup individu 

dan masyarakat secara keseluruhan. Penerapan prinsip 

keadilan dalam bisnis Islam membawa berbagai manfaat 

yang signifikan bagi perusahaan, masyarakat, dan 

lingkungan. Dengan mengutamakan keadilan dalam semua 

aspek bisnis mereka, pengusaha Islam dapat memainkan 

peran yang positif dalam pembangunan ekonomi yang 

berkelanjutan dan kesejahteraan umat manusia. 

Penerapan prinsip keadilan dalam bisnis Islam 

membantu mempromosikan nilai-nilai etika dan moral dalam 
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masyarakat secara keseluruhan. Ketika perusahaan menjadi 

contoh yang baik dalam penerapan prinsip keadilan, mereka 

membantu memperkuat nilai-nilai moral dalam masyarakat 

dan menginspirasi perubahan positif.  

Keadilan dalam bisnis Islam juga memiliki implikasi 

yang lebih luas terhadap masyarakat secara keseluruhan. 

Ketika prinsip keadilan dijunjung tinggi, bisnis dapat 

menjadi agen perubahan yang positif dalam menciptakan 

lingkungan ekonomi yang adil dan inklusif. Dengan 

demikian, etika bisnis Islam tidak hanya memberikan 

manfaat bagi individu dan bisnis secara langsung, tetapi juga 

memainkan peran penting dalam membangun masyarakat 

yang adil, berkelanjutan, dan harmonis. Dengan kata lain, 

prinsip keadilan dalam bisnis Islam secara tidak langsung 

akan memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. 
 

d. Penerapan Keadilan dalam Bisnis Islam 

Implementasi prinsip keadilan dalam praktik bisnis Islam 

mencakup berbagai aspek, mulai dari transaksi ekonomi hingga 

hubungan kerja. Berikut adalah beberapa contoh implementasi 

prinsip keadilan yang dapat diterapkan dalam praktik bisnis 

Islam: 

a)  Keadilan dalam Penentuan Harga 

Penetapan harga yang adil dan wajar adalah aspek penting 

dalam bisnis Islam. Pengusaha harus menjauhi praktik 

penyalahgunaan kekuatan pasar atau monopoli yang dapat 

merugikan konsumen. Menetapkan harga yang adil dan 

wajar untuk produk dan layanan, yang memperhitungkan 

biaya produksi, margin keuntungan yang masuk akal, dan 

kebutuhan konsumen. Hindari praktik penentuan harga 

yang merugikan atau merugikan pelanggan. 

b) Perlindungan Terhadap Konsumen 

Memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan 

memenuhi standar kualitas dan keamanan yang tinggi, serta 



36 
 

memberikan perlindungan yang cukup kepada konsumen 

dalam hal garansi, retur, dan layanan purna jual. 

Memberikan saluran yang mudah diakses bagi konsumen 

untuk mengajukan keluhan, memberikan masukan, atau 

menyampaikan pertanyaan tentang produk dan layanan. 

Perusahaan harus merespons dengan cepat dan 

memperlakukan setiap keluhan dengan adil dan hormat. 

c) Pembayaran Upah yang Adil 

Pengusaha harus memperlakukan karyawan dengan adil dan 

memberikan upah yang layak serta kondisi kerja yang aman. 

Keadilan dalam hubungan antara majikan dan karyawan 

menjadi cermin dari etos Islam. Memberikan upah yang adil 

kepada karyawan sesuai dengan kontribusi dan nilai 

pekerjaan mereka. Hal ini mencakup pembayaran upah yang 

setara untuk pekerjaan yang setara, tanpa memandang jenis 

kelamin, agama, atau latar belakang lainnya. 

d) Penghargaan terhadap Kontribusi 

Mengakui dan menghargai kontribusi dari semua pihak 

yang terlibat dalam bisnis, termasuk karyawan, mitra bisnis, 

dan komunitas lokal, serta memastikan bahwa semua pihak 

diperlakukan dengan adil dan menghormati. Hal ini 

termasuk memberikan kesempatan yang sama untuk 

pengembangan karir dan promosi kepada semua karyawan. 

Kemudian setiap kesepakatan atau kontrak bisnis harus 

didasarkan pada prinsip saling setuju dengan kerelaan dan 

kesetaraan dari semua pihak yang terlibat. Semua 

persyaratan dan kondisi harus diperjelas dan dipahami 

dengan baik oleh semua pihak. 

e) Pemberdayaan Komunitas Lokal 

Bisnis dalam Islam juga ditekankan untuk 

memperhatikan keadilan sosial. Hal ini mencakup 

memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dan 

berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara umum 

lewat pemberian bantuan pemberdayaan. 
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Pemberdayaan masyarakat sekitar dapat dilakukan 

dengan mengambil langkah-langkah untuk mendukung dan 

memperkuat komunitas lokal, termasuk melalui program-

program CSR (Corporate Social Responsibility) yang 

berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan pembangunan 

ekonomi masyarakat. 

f) Menjaga Lingkungan Hidup 

Menggunakan praktik bisnis yang ramah lingkungan 

dan berkelanjutan, termasuk penggunaan sumber daya 

secara efisien, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, 

dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. 

Memberikan pendidikan dan kesadaran kepada karyawan 

dan masyarakat sekitar tentang pentingnya menjaga 

lingkungan hidup dan cara-cara untuk melakukan hal 

tersebut. Ini dapat dilakukan melalui program pelatihan, 

kampanye informasi, dan kegiatan sosial lainnya. 
 

e. Tantangan Penerapan Keadilan dalam Bisnis Islam 

Tantangan dalam menerapkan prinsip keadilan dalam bisnis 

Islam bisa sangat bervariasi, dan seringkali melibatkan berbagai 

aspek, mulai dari faktor internal organisasi hingga faktor 

eksternal yang berada di luar kendali pengusaha. Berikut adalah 

beberapa tantangan utama yang sering dihadapi dalam 

menerapkan prinsip keadilan dalam bisnis Islam: 

a) Keterbatasan Pengetahuan dan Pemahaman 

Pengusaha dan pelaku bisnis mungkin tidak memiliki 

pemahaman yang cukup tentang prinsip-prinsip keadilan 

dalam Islam baik dari segi teori maupun praktik 

menerapkannya dalam konteks bisnis. Ini bisa menjadi 

hambatan dalam mengadopsi praktik bisnis yang sesuai 

dengan nilai-nilai Islam. 

Keterbatasan ini dapat menghambat kemampuan 

individu atau organisasi untuk mengenali situasi di mana 

prinsip keadilan harus diprioritaskan atau diterapkan dengan 

tepat, serta dapat memengaruhi kemampuan untuk 
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mengimplementasikan praktik bisnis yang sesuai dengan 

nilai-nilai Islam secara konsisten. Dengan kata lain, 

keterbatasan pengetahuan dan pemahaman ini dapat 

menghalangi upaya untuk menciptakan lingkungan bisnis 

yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. 

b) Keterbatasan Sumber Daya 

Keterbatasan sumber daya dalam penerapan prinsip 

keadilan dalam etika bisnis Islam merujuk pada kondisi di 

mana perusahaan atau individu yang terlibat dalam bisnis 

tidak memiliki cukup sumber daya, baik itu dalam bentuk 

keuangan, waktu, atau tenaga kerja, untuk secara efektif 

menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam praktik bisnis 

mereka. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti skala 

bisnis yang kecil, keterbatasan akses terhadap modal, atau 

persaingan yang ketat di pasar.  

Dalam konteks bisnis Islam, keterbatasan sumber daya 

dapat menjadi hambatan dalam menciptakan lingkungan 

bisnis yang adil dan merata, karena beberapa praktik bisnis 

yang mempromosikan keadilan mungkin memerlukan 

investasi tambahan atau pengeluaran yang lebih besar. 

Misalnya, membayar upah yang adil kepada karyawan atau 

mengimplementasikan praktik-produksi ramah lingkungan 

bisa membutuhkan biaya tambahan yang tidak semua bisnis 

mampu tanggung. Oleh karena itu, keterbatasan sumber daya 

dapat menjadi kendala yang signifikan dalam upaya untuk 

menerapkan prinsip keadilan dalam bisnis Islam. 
 

c) Tantangan Budaya dan Perilaku 

Budaya organisasi yang mungkin tidak selaras dengan 

prinsip-prinsip keadilan Islam bisa menjadi hambatan. 

Misalnya, dalam lingkungan bisnis yang sangat kompetitif, 

kepentingan individu mungkin mendominasi, yang dapat 

mengakibatkan pengorbanan atas prinsip keadilan. Dalam 

lingkungan bisnis yang sangat kompetitif, tekanan untuk 
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mencapai target keuntungan seringkali menjadi prioritas 

utama, yang dapat mengabaikan prinsip keadilan dalam 

transaksi dan hubungan bisnis. 

d) Tantangan Regulasi dan Hukum 

Tantangan regulasi dan hukum dalam penerapan 

prinsip keadilan dalam etika bisnis Islam adalah kesulitan 

yang timbul karena adanya perbedaan antara prinsip-prinsip 

keadilan dalam Islam dengan regulasi dan hukum yang 

berlaku dalam suatu negara atau lingkungan bisnis tertentu. 

Ini bisa terjadi karena beberapa praktik bisnis yang 

diperbolehkan atau diatur secara legal dalam hukum positif 

mungkin tidak selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dalam 

Islam. Ini dapat mencakup praktik-praktik keuangan yang 

melibatkan bunga atau spekulasi yang dilarang dalam Islam. 

Oleh karena itu, perusahaan atau individu yang ingin 

menerapkan prinsip keadilan dalam bisnis Islam mungkin 

menghadapi tantangan dalam menyesuaikan praktik bisnis 

mereka dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Hal ini 

dapat memerlukan upaya ekstra untuk memahami implikasi 

hukum dari prinsip keadilan dalam bisnis Islam dan mencari 

cara untuk mematuhi aturan hukum sambil tetap setia pada 

nilai-nilai agama yang dianut. 

Meskipun tantangan-tantangan ini ada, pengusaha 

yang tekun dan berkomitmen untuk menerapkan prinsip 

keadilan dalam bisnis Islam dapat mengatasi mereka dengan 

pendekatan yang bijaksana dan strategis. Ini melibatkan 

pendidikan, keterlibatan aktif dari pemimpin perusahaan, dan 

komitmen yang kuat untuk mengubah budaya organisasi 

demi mewujudkan prinsip-prinsip keadilan dalam bisnis 

mereka. 
 

f. Strategi Penerapan Keadilan dalam Bisnis Islam 

Untuk mengatasi tantangan dalam menerapkan prinsip 

keadilan dalam bisnis Islam, berikut adalah beberapa strategi 

yang dapat dipertimbangkan: 
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a) Komitmen Pemimpin 

Komitmen pemimpin dalam penerapan prinsip 

keadilan dalam etika bisnis Islam mengacu pada kesediaan 

dan konsistensi pemimpin organisasi, baik itu pemilik 

bisnis, eksekutif senior, atau manajer tingkat atas, untuk 

memimpin dengan contoh yang baik dalam menerapkan dan 

mempraktikkan prinsip-prinsip keadilan dalam semua aspek 

operasional bisnis. Hal ini melibatkan komitmen yang jelas 

dan terbuka dari pemimpin untuk memprioritaskan keadilan 

dalam pengambilan keputusan, dalam interaksi dengan 

karyawan dan mitra bisnis, serta dalam menangani masalah-

masalah etis yang mungkin timbul dalam konteks bisnis. 

Komitmen pemimpin juga mencakup adopsi perilaku 

dan praktik manajerial yang mendukung keadilan, seperti 

transparansi dalam komunikasi, kesetiaan pada nilai-nilai 

Islam, dan penanganan yang adil terhadap semua pihak 

yang terlibat dalam bisnis. Dengan menunjukkan komitmen 

yang kuat terhadap prinsip keadilan, pemimpin dapat 

membentuk budaya organisasi yang berorientasi pada 

keadilan, memotivasi karyawan untuk mengikuti jejak 

mereka, dan memastikan konsistensi dalam implementasi 

nilai-nilai Islam dalam operasi bisnis. 
 

 

 

b) Pendidikan dan Pelatihan 

Pendidikan dan pelatihan dalam penerapan prinsip 

keadilan dalam etika bisnis Islam adalah upaya untuk 

meningkatkan pemahaman dan kesadaran anggota 

organisasi, termasuk pemilik bisnis, manajer, dan karyawan, 

tentang prinsip-prinsip keadilan dalam Islam serta cara 

menerapkannya dalam konteks bisnis. Ini melibatkan 

penyediaan program-program pendidikan dan pelatihan 

yang komprehensif dan terstruktur, yang mencakup 
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pengenalan terhadap ajaran Islam terkait dengan keadilan, 

diskusi tentang implikasi praktis prinsip-prinsip ini dalam 

pengambilan keputusan bisnis, dan pembagian contoh-

contoh kasus untuk memperjelas konsep-konsep yang 

diajarkan.  

Tujuan dari pendidikan dan pelatihan ini adalah untuk 

meningkatkan pemahaman kolektif tentang pentingnya 

keadilan dalam bisnis Islam dan membekali anggota 

organisasi dengan pengetahuan dan keterampilan yang 

diperlukan untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam 

praktek bisnis sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan 

dan pelatihan menjadi landasan penting dalam membangun 

budaya organisasi yang berorientasi pada keadilan dan 

memastikan konsistensi dalam implementasi nilai-nilai 

Islam dalam operasi bisnis. 

c) Pemantauan dan Evaluasi 

Pemantauan dan evaluasi dalam penerapan prinsip 

keadilan dalam etika bisnis Islam merujuk pada proses yang 

sistematis untuk mengawasi dan mengevaluasi 

implementasi prinsip-prinsip keadilan dalam praktik bisnis 

sehari-hari. Ini melibatkan pengumpulan data, analisis, dan 

penilaian terhadap kegiatan bisnis untuk memastikan bahwa 

prinsip keadilan dipatuhi dan diterapkan secara konsisten.  

Proses ini dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari 

penilaian terhadap kebijakan dan prosedur yang ada, hingga 

pengamatan terhadap interaksi dan keputusan yang dibuat 

oleh anggota organisasi. Melalui pemantauan dan evaluasi 

yang teratur, perusahaan dapat mengidentifikasi area-area di 

mana prinsip keadilan mungkin belum diterapkan secara 

efektif atau konsisten, serta mengidentifikasi peluang untuk 

peningkatan.  

Langkah-langkah selanjutnya termasuk pengambilan 

tindakan korektif, pengembangan inisiatif baru, atau 

penyempurnaan kebijakan yang ada untuk memastikan 
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bahwa nilai-nilai keadilan dalam Islam tetap menjadi fokus 

utama dalam semua kegiatan bisnis. Dengan demikian, 

pemantauan dan evaluasi menjadi instrumen penting dalam 

memastikan kepatuhan dan kesesuaian dengan prinsip 

keadilan dalam etika bisnis Islam, serta untuk memastikan 

bahwa prinsip-prinsip tersebut diintegrasikan secara efektif 

dalam budaya dan operasi bisnis perusahaan. 

d) Kolaborasi dengan Pihak Eksternal 

Kolaborasi dengan pihak eksternal dalam penerapan 

prinsip keadilan dalam etika bisnis Islam adalah upaya 

untuk bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan 

di luar organisasi, seperti lembaga amal, LSM lingkungan, 

komunitas lokal, dan pemerintah, untuk mendukung upaya 

perusahaan dalam menerapkan prinsip keadilan dalam 

praktik bisnis mereka.  

Kolaborasi ini melibatkan berbagai bentuk kerjasama, 

termasuk yang berorientasi pada keadilan sosial dan 

lingkungan, dukungan terhadap kebijakan dan regulasi yang 

mendukung prinsip-prinsip keadilan, serta berbagi sumber 

daya dan pengetahuan untuk meningkatkan kesadaran dan 

pemahaman tentang isu-isu keadilan dalam masyarakat.  

Melalui kolaborasi dengan pihak eksternal, perusahaan 

dapat memperluas dampak positif dari upaya mereka untuk 

menerapkan prinsip keadilan dalam bisnis Islam, 

memperkuat hubungan dengan komunitas dan pemangku 

kepentingan, serta membangun reputasi sebagai entitas 

yang bertanggung jawab dan peduli terhadap kepentingan 

masyarakat luas. 
 

e) Inovasi dan Perubahan 

Bersikap fleksibel dan siap untuk mengubah praktik 

bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. 

Perusahaan harus terbuka terhadap inovasi dan perubahan 
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yang diperlukan untuk meningkatkan keadilan dalam semua 

aspek operasionalnya. 

Inovasi dan perubahan dalam penerapan prinsip 

keadilan dalam etika bisnis Islam mengacu pada upaya 

untuk mengembangkan solusi baru dan melakukan 

perubahan dalam praktik bisnis yang bertujuan untuk 

memperkuat keadilan dan integritas dalam operasi 

perusahaan. Ini mencakup pengembangan ide-ide baru, 

strategi, atau teknologi yang dapat meningkatkan 

transparansi, akuntabilitas, dan distribusi keadilan dalam 

semua aspek bisnis. Selain itu, inovasi dan perubahan juga 

mencakup kemampuan untuk beradaptasi dengan 

lingkungan bisnis yang berubah dan memperbaiki praktik 

bisnis yang mungkin tidak lagi sesuai dengan prinsip 

keadilan dalam Islam.  

Proses ini dapat melibatkan pengenalan kebijakan baru, 

restrukturisasi organisasi, atau pengembangan model bisnis 

yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Dengan menerapkan 

inovasi dan perubahan yang sesuai dengan prinsip keadilan 

dalam etika bisnis Islam, perusahaan dapat memperkuat 

integritas mereka, memperluas dampak positif mereka 

dalam masyarakat, dan membangun fondasi kokoh untuk 

pertumbuhan jangka panjang. 
 

Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini secara 

efektif, perusahaan dapat mengatasi tantangan dalam 

menerapkan prinsip keadilan dalam bisnis Islam dan 

membangun lingkungan bisnis yang lebih adil dan sesuai dengan 

nilai-nilai Islam. 

 
 

B. Konsep Kejujuran Dalam Bisnis Islam 

a. Definisi Kejujuran dalam Bisnis Islam 

Secara bahasa, jujur adalah sifat atau perilaku yang 

menunjukkan kebenaran, dan ketepatan dalam kata dan tindakan. 
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Individu yang jujur adalah orang yang tidak menyesatkan, tidak 

menipu, dan tidak memutar balikkan fakta yang ada. Mereka 

berbicara dengan kebenaran dan bertindak sesuai dengan nilai-

nilai moral yang menghargai kejujuran dan integritas. Jujur juga 

mencakup keselerasan antara apa yang dikatakan dan apa yang 

dilakukan, serta kesediaan untuk mengakui kesalahan atau 

kegagalan. Dalam hubungan sosial dan bisnis, kejujuran adalah 

aspek yang penting untuk membangun kepercayaan dan 

hubungan yang kuat dengan orang lain.  

Dalam istilah etika atau moral, kejujuran merujuk pada 

konsistensi antara kata dan tindakan, serta keterikatan pada 

prinsip-prinsip moral yang memandu individu untuk bertindak 

dengan integritas, adil, dan jujur dalam segala interaksi dan 

transaksi. Ini mencakup kewajiban untuk mengatakan yang 

benar, melakukan yang benar, dan mematuhi nilai-nilai moral 

yang ditetapkan oleh masyarakat atau keyakinan agama tertentu. 

Kejujuran terwujud dalam komunikasi dan tindakan, serta 

kesediaan untuk bertanggung jawab atas konsekuensi dari 

tindakan-tindakan tersebut. Dengan demikian, kejujuran dalam 

konteks moral atau etika merujuk pada integritas pribadi dan 

sosial yang menjadi landasan bagi hubungan yang sehat dan 

berkelanjutan dalam masyarakat.  

Prinsip kejujuran dalam etika bisnis Islam merupakan 

fondasi utama yang membimbing perilaku dan pengambilan 

keputusan dalam dunia bisnis. Integritas menjadi nilai sentral 

yang harus dijunjung tinggi, memandu individu untuk bertindak 

dengan jujur, dan konsisten dalam setiap interaksi bisnis. Dalam 

konteks ini, kejujuran mengharuskan setiap tindakan dan 

keputusan bisnis dilakukan secara apa adanya, tanpa memutar 

balikan fakta yang ada.  

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah juga menjadi 

aspek krusial, dengan larangan terhadap praktik-praktik seperti 

riba, penipuan, dan manipulasi, memastikan bahwa bisnis 

dijalankan dengan mematuhi nilai-nilai moral yang ditetapkan 
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oleh Islam. Dengan memegang teguh prinsip kejujuran ini, 

pelaku bisnis Islam dapat menjalankan aktivitas bisnis mereka 

dengan penuh integritas, menciptakan lingkungan bisnis yang 

bermoral dan bertanggung jawab. 

Prinsip kejujuran dalam etika bisnis Islam juga melibatkan 

aspek pengembangan kepercayaan dan hubungan yang kuat 

antara pelaku bisnis dengan semua pemangku kepentingan, 

seperti pelanggan, mitra bisnis, dan pemegang saham. Dengan 

menegakkan kejujuran dalam setiap transaksi dan komunikasi, 

hubungan bisnis yang saling menguntungkan dapat dibangun 

atas dasar kepercayaan yang kokoh. Ini tidak hanya 

menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memperkuat nilai-

nilai moral dan etika dalam bisnis. Selain itu, prinsip kejujuran 

dalam bisnis Islam mengajarkan pentingnya akuntabilitas 

pribadi dan organisasional. Individu dan perusahaan diharapkan 

untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan 

yang mereka ambil, serta menerima konsekuensi yang mungkin 

timbul dari perilaku yang tidak jujur. Dengan demikian, prinsip 

kejujuran bukan hanya menjadi aturan yang diikuti, tetapi juga 

sikap mental yang memandu perilaku dan keputusan sehari-hari. 

Prinsip kejujuran juga merangsang inovasi dan 

pembangunan yang berkelanjutan dalam bisnis. Dengan 

menempatkan kejujuran sebagai prioritas utama, pelaku bisnis 

diilhami untuk menciptakan solusi bisnis yang lebih efisien dan 

berkelanjutan, tanpa mengorbankan nilai-nilai moral dan etika. 

Hal ini mendorong penciptaan nilai jangka panjang bagi semua 

pemangku kepentingan, bukan hanya keuntungan finansial 

sesaat. Tidak hanya memengaruhi tingkah laku individu dan 

perusahaan, prinsip kejujuran dalam bisnis Islam juga memiliki 

dampak yang luas pada masyarakat dan ekonomi secara 

keseluruhan. Dengan mempraktikkan kejujuran, pelaku bisnis 

Islam berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih 

adil, beretika, dan berkelanjutan, yang selaras dengan tujuan-

tujuan pembangunan berkelanjutan. 
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Dalam esensi, prinsip kejujuran dalam bisnis Islam bukan 

hanya menjadi bagian dari pandangan dunia atau aturan bisnis, 

tetapi juga merupakan panggilan moral yang mendasar bagi 

individu dan perusahaan untuk berperilaku dengan integritas dan 

bertanggung jawab. Dengan memahami dan menerapkan prinsip 

ini secara konsisten, bisnis Islam dapat menjadi kekuatan positif 

yang membentuk masyarakat dan ekonomi yang lebih baik bagi 

semua orang. 

 

b. Landasan Hukum Kejujuran dalam Bisnis Islam 

Landasan hukum prinsip kejujuran dalam pelaksanaan etika 

bisnis dalam Islam terdapat pada beberapa ayat al-Quran dan 

hadis. Berikut adalah ayat dan hadis yang menyoroti prinsip 

keadilan dalam konteks bisnis: 

a) Al-Quran 

1. Surah Al-Baqarah (2): 42 
 

طِلِ  ٱلْحَقَّ  تلَْبِسُوا   وَلَ  تعَْلَمُونَ  وَأنَتمُْ  ٱلْحَقَّ  وَتكَْتمُُوا   بِٱلْبَٰ  

Artinya: "Dan janganlah kamu campur adukkan yang 

benar dengan yang bathil, dan janganlah kamu 

sembunyikan yang benar, sedang kamu mengetahui." 

Ayat ini menegaskan larangan untuk mencampuradukkan 

yang benar dengan yang bathil. Manusia tidak boleh 

menyembunyikan kebenaran atau melakukan 

kecurangan dalam transaksi bisnis atau urusan lainnya, 

karena Allah SWT mengetahui segala yang tersembunyi. 
 

2. Surah Al-Anfal (8): 27 

 

ٓأيَ هَا َ  تخَُونوُا   لَ  ءَامَنوُا   ٱلَّذِينَ  يَٰ سُولَ  ٱللَّّ تِكُمْ  وَتخَُونوُٓا   وَٱلرَّ نَٰ  وَأنَتمُْ  أمََٰ

 تعَْلَمُونَ 
 

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu khianati Allah dan Rasul-Nya, dan khianatilah 

(kepercayaan) yang dipercayakan kepadamu dengan 
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mengkhianati (kepercayaan) itu. Dan ketahuilah, bahwa 

harta kamu dan anak-anakmu itu hanya sebagai cobaan 

dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar." 

Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga 

kepercayaan dan menjalankan tanggung jawab dalam 

setiap amanah atau kepercayaan yang diberikan kepada 

seseorang. Kecurangan dalam melaksanakan amanah 

merupakan tindakan yang dikecam oleh Allah SWT. 
 

3. Surah Al-An'am (6): 152 

 

 ٱلْكَيْلَ  وَأوَْفوُا    ۖأشَُدَّهُۥ يَبْلغَُ  حَتَّىٰ  أحَْسَنُ  هِىَ  بِٱلَّتىِ إِلَّ  ٱلْيَتِيمِ  مَالَ  تقَْرَبوُا   وَلَ 

 ذاَ كَانَ  وَلَوْ  فَٱعْدِلوُا   قلُْتمُْ  وَإذِاَ  ۖوُسْعهََا إِلَّ  نَفْس ا نكَُل ِفُ  لَ   ۖبِٱلْقِسْطِ  وَٱلْمِيزَانَ 

ِ  وَبِعَهْدِ   ۖقرُْبىَٰ  لِكُمْ   ۚأوَْفوُا   ٱللَّّ ىٰكُم ذَٰ تذَكََّرُونَ  لَعلََّكُمْ  بهِۦِ وَصَّ  
 

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati harta anak 

yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, sampai ia 

mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah 

pengukuran (dalam berjual beli) dan timbang-timbang 

dengan adil. Kami tidak membebani seseorang 

melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan apabila 

kamu berkata-kata, hendaklah kamu berlaku adil 

meskipun (keadaan) sedang menimpa kerabatmu. Dan 

penuhilah janji kepada Allah. Demikianlah yang 

diperintahkan Allah kepadamu agar kamu dapat ingat." 

Ayat ini menegaskan perlunya perlakuan adil 

terhadap anak yatim dan semua pihak dalam bisnis. 

Memperhatikan hak-hak mereka dengan penuh tanggung 

jawab dan menghindari eksploitasi dalam transaksi bisnis 

merupakan bagian dari prinsip kejujuran dalam Islam. 

 

4. Surah Al-Hujurat (49): 11 
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نْهُمْ وَلَ  ا م ِ ن قَوْم  عَسَىٰٓ أنَ يكَُونوُا  خَيْر  ٓأيَ هَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُا  لَ يَسْخَرْ قَوْم  م ِ يَٰ

نْهُنَّ ۖ وَلَ تلَْمِزُوٓا  أنَفسَُكُمْ وَلَ تنَاَبزَُوا   ا م ِ ن ن سَِاءٓ  عَسَىٰٓ أنَ يكَُنَّ خَيْر  نِسَاءٓ  م ِ

لِمُونَ 
ئكَِ همُُ ٱلظَّٰ

ٓ لَٰ نِ ۚ وَمَن لَّمْ يتَبُْ فَأوُ  يمَٰ بِ ۖ بئِسَْ ٱلِِسْمُ ٱلْفسُُوقُ بَعْدَ ٱلِْْ  بِٱلْْلَْقَٰ
 

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan 

yang lain, boleh jadi mereka (yang direndahkan) lebih 

baik dari mereka (yang merendahkan). Dan jangan pula 

sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan yang 

lain, boleh jadi mereka (yang direndahkan) lebih baik 

dari mereka (yang merendahkan). Dan janganlah kamu 

saling mencela dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-

buruk gelar adalah (panggilan) fasik sesudah beriman. 

Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah 

orang-orang yang zalim." 

Ayat ini menekankan pentingnya menghindari 

perilaku merendahkan dan mencela orang lain. 

Menghormati martabat manusia tanpa memandang status 

sosial atau latar belakang merupakan bagian integral dari 

prinsip kejujuran dan adab sosial dalam Islam. 
 

5. Surah Al-Isra (17): 35 
 

لِكَ   ۚٱلْمُسْتقَِيمِ  بِٱلْقِسْطَاسِ  وَزِنوُا   كِلْتمُْ  إذِاَ ٱلْكَيْلَ  وَأوَْفوُا    وَأحَْسَنُ  خَيْر   ذَٰ

 تأَوِْيل  
 

Artinya: "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu 

menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. 

Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya. " Ayat ini menekankan pentingnya kejujuran 

dalam memberikan hak-hak kepada semua orang, 

terutama dalam urusan bisnis. Menyempurnakan takaran 

berarti memberikan pembagian yang jujur sesuai dengan 

hak yang dimiliki setiap individu. 
 

6. Surah Al-Mutaffifin (83): 1-6 
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زَنوُْهُمْ  فِيْنََۙ الَّذِيْنَ اِذاَ اكْتاَلوُْا عَلَى النَّاسِ يَسْتوَْفوُْنَۖ وَاذِاَ كَالوُْهمُْ اوَْ وَّ لْمُطَف ِ  وَيْل  ل ِ

 ِ بْعوُْثوُْنََۙ لِيَوْم  عَظِيْم َۙ يَّوْمَ يَقوُْمُ النَّاسُ لِرَب  ىِٕكَ انََّهُمْ مَّ
ٰۤ
يخُْسِرُوْنَۗ الََ يظَُن  اوُلٰ

 نَۗ الْعٰلَمِيْ 

Artinya: “Celakalah orang-orang yang curang (dalam 

menakar dan menimbang)! (Mereka adalah) orang-

orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, 

mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya) apabila mereka 

menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka 

kurangi, tidakkah mereka mengira (bahwa) 

sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu 

hari yang besar (Kiamat), (yaitu) hari (ketika) manusia 

bangkit menghadap Tuhan seluruh alam?” 

Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang 

curang dalam bisnis tidak hanya meminta lebih banyak, 

tetapi juga memberikan lebih sedikit dari yang 

seharusnya saat mereka memberi ukuran atau timbangan 

kepada orang lain. Ayat-ayat ini mengingatkan kita 

tentang pentingnya berlaku jujur dan adil dalam transaksi 

bisnis, serta konsekuensi dari perilaku kecurangan dalam 

pandangan agama Islam. 

Ayat-ayat ini memberikan pedoman yang kuat bagi 

para pelaku bisnis Islam untuk bertindak dengan 

kejujuran, adil, dan serta menegaskan pentingnya 

integritas, adil, dan kebenaran dalam setiap aspek 

kehidupan seorang Muslim, termasuk dalam dunia 

bisnis. 
 

b) Hadis 

1. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim 

Rasulullah SAW bersabda, "”Dua belah pihak dalam 

transaksi bisnis berhak memilih selama mereka belum 

berpisah. Jika keduanya jujur dan terang-terangan, 

maka transaksi mereka akan diberkati. Tetapi jika 
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keduanya berdusta dan menyembunyikan, berkah 

transaksi mereka akan dihapuskan." 

Hadis ini menekankan pentingnya kejujuran dan 

keterbukaan dalam transaksi bisnis. Rasulullah SAW 

menegaskan bahwa transaksi yang dilakukan dengan 

kejujuran akan mendapatkan berkah dari Allah SWT, 

sementara transaksi yang didasari oleh kebohongan dan 

penipuan akan kehilangan berkah-Nya. 
 

2. Hadis Riwayat Abu Dawud 

Rasulullah SAW bersabda, "Orang-orang yang jujur 

akan ditempatkan di atas kemuliaan yang tinggi di sisi 

Allah. Orang-orang yang jujur di dunia akan dianggap 

sebagai orang-orang yang jujur di sisi Allah di akhirat." 

Hadis ini menekankan bahwa kejujuran dalam bisnis 

tidak hanya dihargai di dunia, tetapi juga di sisi Allah di 

akhirat. Orang-orang yang berpegang teguh pada prinsip 

kejujuran akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi-

Nya. 
 

3. Hadis Riwayat Bukhari 

Rasulullah SAW bersabda, "Seorang penjual yang jujur 

dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang 

jujur, dan para syuhada di sisi Allah SWT di hari 

kiamat." 

Hadis ini menekankan bahwa kejujuran dan 

amanah dalam bisnis akan memberikan kehormatan dan 

penghargaan di sisi Allah SWT. Penjual yang jujur akan 

diberi tempat yang mulia di sisi-Nya bersama para nabi, 

orang-orang yang jujur, dan para syuhada. 
 

4. Hadis Riwayat Ahmad 

Rasulullah SAW bersabda, "”Barangsiapa yang menipu 

kami, maka bukan bagian dari kami." Hadis ini 

menegaskan bahwa penipuan dan kebohongan dalam 

bisnis tidak sesuai dengan ajaran Islam. Rasulullah 
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menolak keterlibatan dengan orang yang tidak jujur 

dalam bisnis atau transaksi, menegaskan bahwa 

kejujuran adalah prinsip yang mendasar dalam ajaran 

Islam. 

Hadis-hadis ini menegaskan pentingnya kejujuran 

dalam bisnis Islam dan mengingatkan umat Islam tentang 

konsekuensi dari tindakan yang tidak jujur dalam transaksi 

bisnis. 
 

c. Manfaat Kejujuran dalam Bisnis Islam 

Prinsip kejujuran memiliki dampak yang sangat penting 

dalam konteks bisnis Islam. Berikut adalah beberapa manfaat 

utama dari prinsip kejujuran dalam bisnis Islam: 
 

a) Penghindaran Dosa  

Kejujuran merupakan salah satu nilai moral yang sangat 

ditekankan dalam Islam. Dengan berpegang teguh pada 

prinsip kejujuran dalam bisnisnya, seorang pelaku bisnis 

dapat menghindari dosa dan dosa-dosa duniawi yang dapat 

merugikan dirinya di dunia maupun di akhirat. Hal ini 

membantu dalam memperkuat iman dan kesadaran spiritual 

pelaku bisnis. 

Dalam perspektif Islam, kesuksesan sejati bukan hanya 

dilihat dari segi materi atau finansial, tetapi juga dari segi 

spiritual dan akhirat. Dengan berlaku jujur dalam bisnisnya, 

seorang pelaku bisnis dapat mengharapkan keberkahan dari 

Allah SWT dan mendapatkan pahala yang besar di akhirat. 

Kejujuran menjadi kunci untuk meraih kesuksesan sejati 

yang abadi dan keberkahan dalam bisnis dan kehidupan 

secara keseluruhan. Dalam bisnis Islam, praktik riba atau 

bunga dilarang. Prinsip kejujuran mendorong untuk berlaku 

jujur dalam transaksi finansialnya, sehingga mencegah 

terjadinya riba yang merugikan salah satu pihak dalam 

transaksi. 
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b) Menciptakan Lingkungan Bisnis yang Etis  

Dalam Islam, setiap transaksi harus dilakukan dengan 

jujur dan adil, tanpa memanipulasi informasi atau 

mengeksploitasi pihak lain. Dengan berpegang teguh pada 

prinsip kejujuran, pelaku bisnis dapat memastikan bahwa 

transaksi yang dilakukan adalah saling menguntungkan bagi 

semua pihak yang terlibat. Prinsip kejujuran membantu 

dalam mencegah timbulnya masalah hukum atau etika dalam 

bisnis.  

Dengan berlaku jujur dalam semua aspek bisnisnya, 

seorang pelaku bisnis dapat menghindari konflik atau 

sengketa yang dapat merugikan dirinya maupun pihak lain. 

Hal ini juga membantu dalam menciptakan lingkungan bisnis 

yang stabil dan berkelanjutan. Dengan memahami dan 

menerapkan prinsip kejujuran dalam bisnis Islam, pelaku 

bisnis dapat menciptakan lingkungan bisnis yang etis, adil, 

dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. 
 

c) Penghormatan terhadap Konsumen dan Karyawan 

Kejujuran dalam bisnis juga mencakup kewajiban untuk 

memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada 

konsumen. Dalam Islam, konsumen memiliki hak untuk 

memperoleh informasi yang benar tentang produk atau 

layanan yang mereka beli. Dengan berlaku jujur terhadap 

konsumen, pelaku bisnis dapat menghormati hak-hak 

konsumen dan membangun hubungan yang baik dengan 

mereka. 

Kejujuran dalam bisnis tidak hanya berlaku terhadap 

konsumen atau mitra bisnis, tetapi juga terhadap karyawan. 

Memberikan informasi yang jujur kepada karyawan tentang 

kondisi kerja, kompensasi, dan peluang karier merupakan 

wujud dari penghormatan terhadap hak-hak mereka dan 

memperkuat hubungan kerja yang harmonis. 
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d) Peningkatan Reputasi, Kepuasan dan Kepercayaan 

Pelanggan 

Kejujuran merupakan aset berharga dalam membangun 

reputasi yang baik bagi seorang pelaku bisnis. Dalam Islam, 

reputasi dipandang sebagai hal yang sangat penting, karena 

mencerminkan integritas dan moralitas seseorang. Dengan 

berlaku jujur dalam bisnis, seseorang akan dihormati dan 

dihargai oleh masyarakat, sehingga membantu dalam 

mengembangkan reputasi yang baik dalam dunia bisnis. 

Kejujuran dalam menyediakan produk atau layanan 

kepada pelanggan membantu dalam meningkatkan kepuasan 

pelanggan. Pelanggan akan merasa dipercaya dan dihargai 

ketika mereka mendapatkan informasi yang jujur dan 

transparan tentang produk atau layanan yang mereka beli. 

Hal ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan 

memperkuat hubungan antara pelanggan dan pelaku bisnis. 

Kejujuran merupakan pondasi dari kepercayaan dalam 

hubungan bisnis. Dalam Islam, kepercayaan adalah nilai 

yang sangat dihargai dan dijunjung tinggi. Ketika seorang 

pelaku bisnis berlaku jujur dalam segala aspek bisnisnya, 

baik itu dalam transaksi, komunikasi, atau penyelesaian 

masalah, hal ini memperkuat kepercayaan antara pelaku 

bisnis, konsumen, dan mitra bisnisnya. 
 

e) Mendorong Inovasi dan Perbaikan Berkelanjutan 

Kejujuran menciptakan lingkungan di mana ide-ide baru 

dan perbaikan dapat diungkapkan secara terbuka. Ketika 

semua pihak dalam bisnis berlaku jujur tentang kelemahan 

atau masalah yang ada, ini memungkinkan untuk mencari 

solusi yang inovatif dan meningkatkan kinerja bisnis secara 

keseluruhan. 

Sebagai bagian dari keberadaannya yang lebih luas 

dalam masyarakat, bisnis Islam juga memperhatikan 

lingkungan hidup. Kejujuran dalam bisnis memungkinkan 
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untuk menyelaraskan praktik bisnis dengan prinsip-prinsip 

keberlanjutan dan menjaga lingkungan hidup yang sehat 

untuk generasi mendatang. 

Prinsip kejujuran berkontribusi pada pertumbuhan 

ekonomi yang berkelanjutan dengan menciptakan kestabilan 

dan kepercayaan di pasar. Bisnis yang berlaku jujur 

cenderung lebih stabil dan mampu bertahan dalam jangka 

panjang, yang pada gilirannya berkontribusi pada 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. 
 

f) Peningkatan Keamanan Bisnis 

Ketika pelaku bisnis berlaku jujur, hal ini dapat 

mengurangi risiko penipuan, pencurian, atau praktik bisnis 

yang tidak etis. Ini membantu dalam menciptakan 

lingkungan bisnis yang lebih aman dan stabil, di mana semua 

pihak merasa nyaman untuk berpartisipasi tanpa takut akan 

penipuan atau manipulasi. Ketika semua pihak dalam bisnis 

berlaku jujur, hal ini mengurangi kemungkinan terjadinya 

ketegangan atau konflik antar-individu dalam lingkungan 

bisnis. Kejujuran menciptakan atmosfer saling percaya dan 

saling menghormati di tempat kerja, yang memungkinkan 

untuk kerjasama yang lebih efektif dan produktif. 

Prinsip kejujuran dalam bisnis Islam juga memperkuat 

integritas pribadi seorang pelaku bisnis. Dengan berlaku 

jujur dalam semua aspek bisnisnya, seseorang dapat 

memperkuat karakternya dan menjadi contoh yang baik bagi 

orang lain dalam menjalani kehidupan yang berdasarkan 

nilai-nilai moral dan etika. 

 

d. Penerapan Kejujuran dalam Bisnis Islam 

Prinsip kejujuran memiliki implikasi yang luas dalam 

praktik bisnis sehari-hari, termasuk dalam komunikasi, transaksi, 

dan hubungan dengan semua pemangku kepentingan. Berikut 
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adalah beberapa contoh implementasi prinsip kejujuran yang 

dapat diterapkan dalam praktik bisnis Islam: 
 

a) Komunikasi yang Jujur 

Komunikasi yang jujur adalah fondasi yang penting 

dalam bisnis Islam. Para pengusaha Muslim diharapkan 

untuk berbicara dengan jujur dan menghindari 

menyampaikan informasi yang menyesatkan atau menipu. 

Hal ini mencakup memberikan informasi yang akurat dan 

jelas kepada pelanggan tentang produk atau layanan yang 

ditawarkan, tidak membuat klaim palsu atau menyesatkan 

dalam iklan atau promosi, menghindari manipulasi informasi 

atau fakta dalam negosiasi bisnis.  

Penting untuk berkomunikasi secara jujur dengan semua 

pihak yang terlibat dalam bisnis, baik itu karyawan, 

pelanggan, atau mitra bisnis. Ini mencakup memberikan 

informasi yang jelas dan akurat tentang produk, layanan, dan 

kebijakan perusahaan. 
 

b) Transaksi yang Jujur 

Dalam bisnis Islam, setiap transaksi harus didasarkan 

pada kejujuran dan integritas. Ini mencakup menghormati 

kontrak dan kewajiban yang telah disepakati oleh kedua 

belah pihak, tidak memanipulasi harga atau kualitas barang 

atau jasa untuk keuntungan pribadi, serta menghindari 

praktik-praktik penipuan atau penyalahgunaan kepercayaan 

dalam transaksi bisnis. Dengan bertindak jujur, pengusaha 

dapat menghindari risiko kerugian yang disebabkan oleh 

konsekuensi hukum dan reputasi yang buruk akibat praktik 

bisnis yang tidak etis. 
 

c) Membangun Hubungan yang Baik 

Kejujuran membantu membangun hubungan yang baik 

dengan karyawan, mitra bisnis, dan pihak lain yang terlibat 

dalam bisnis. Ini menciptakan lingkungan kerja yang 



56 
 

harmonis dan mendukung kerjasama yang produktif. 

Kejujuran merupakan kunci untuk membangun dan 

memelihara kepercayaan antara pelaku bisnis dan pelanggan. 

Pelanggan cenderung memilih bisnis yang dikenal karena 

kejujurannya dalam menyediakan produk atau layanan. 
 

d) Pengelolaan Amanah 

Bisnis Islam harus mengelola operasinya dengan etika 

yang tinggi, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan, 

pemasaran, dan pengambilan keputusan. Pengusaha Muslim 

diharapkan untuk menjaga amanah yang diberikan kepada 

mereka dalam bisnis. Ini termasuk mengelola aset 

perusahaan dengan baik dan bertanggung jawab, tidak 

menyalahgunakan kepercayaan atau kekuasaan yang 

diberikan kepada mereka, serta menjaga kerahasiaan 

informasi yang sensitif atau rahasia yang diberikan oleh 

pelanggan atau mitra bisnis. 

e) Komitmen terhadap Integritas 

Integritas merupakan bagian integral dari kejujuran 

dalam bisnis Islam. Pengusaha harus menjunjung tinggi 

nilai-nilai integritas dalam setiap aspek bisnis mereka, dari 

hubungan dengan pelanggan hingga pengelolaan sumber 

daya perusahaan. Komitmen terhadap integritas adalah 

esensi dari prinsip kejujuran dalam bisnis Islam. Ini 

mencakup menjaga konsistensi antara nilai-nilai agama dan 

praktik bisnis sehari-hari, mengutamakan kepentingan 

umum di atas kepentingan pribadi atau perusahaan, serta 

mengambil tindakan yang benar dan jujur bahkan jika itu 

tidak menguntungkan secara finansial. 

Kejujuran adalah prinsip fundamental dalam bisnis Islam 

yang mencakup kebenaran, integritas, dan keterbukaan dalam 

semua aspek bisnis. Dengan menerapkan kejujuran dalam 

praktik bisnis mereka, pengusaha Islam dapat membangun 
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kepercayaan, menghindari risiko kerugian, dan menciptakan 

hubungan yang baik dengan semua pihak yang terlibat. 
 

e. Tantangan Penerapan Kejujuran dalam Bisnis Islam 

Tantangan dalam menerapkan prinsip kejujuran dalam 

bisnis Islam bisa menjadi kompleks, terutama di tengah 

dinamika bisnis modern yang sering kali diwarnai oleh 

persaingan yang sengit dan tekanan untuk mencapai keuntungan 

maksimal. Berikut adalah beberapa tantangan yang mungkin 

dihadapi dalam menerapkan prinsip kejujuran dalam konteks 

bisnis Islam: 
 

a) Versi Kejujuran yang Berbeda-Beda 

Di dalam masyarakat yang semakin pluralistik, 

interpretasi tentang kejujuran bisa sangat bervariasi 

tergantung pada nilai-nilai budaya, agama, dan filosofis yang 

dominan. Hal ini bisa menimbulkan konflik moral dan etis 

dalam konteks bisnis. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin 

merasa bahwa tindakan tertentu dianggap jujur dalam 

lingkup budaya atau hukum sekuler, tetapi dapat dianggap 

tidak jujur dalam konteks prinsip-prinsip Islam. Tantangan 

ini menyoroti pentingnya dialog antarbudaya dan 

pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip etika bisnis 

Islam dalam menanggapi situasi yang kompleks. 
 

b) Tekanan Ekonomi dan Kompetitif 

Dalam konteks persaingan bisnis yang sengit, tekanan 

untuk mencapai keuntungan maksimal seringkali menjadi 

prioritas utama bagi perusahaan. Dalam situasi ini, prinsip 

kejujuran mungkin terabaikan atau bahkan dikorbankan 

demi mencapai tujuan finansial yang lebih tinggi. Tantangan 

ini membutuhkan kesadaran akan pentingnya keseimbangan 

antara keuntungan ekonomi dan integritas moral dalam 

setiap keputusan bisnis. Perusahaan perlu mengembangkan 

strategi jangka panjang yang berkelanjutan yang 
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memprioritaskan prinsip-prinsip kejujuran sebagai fondasi 

utama keberhasilan bisnis. 

Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, perusahaan 

sering kali menghadapi tekanan untuk mencapai keuntungan 

maksimal dan memenangkan pangsa pasar. Tekanan ini 

dapat menggoda perusahaan untuk terlibat dalam praktik-

praktik yang meragukan atau tidak jujur, seperti mengurangi 

kualitas produk atau menipu pelanggan tentang harga atau 

fitur produk. Bagi perusahaan yang berkomitmen pada 

prinsip kejujuran, menavigasi tekanan ekonomi dan 

kompetitif ini dapat menjadi tantangan yang signifikan. 
 

c) Ketidakjelasan dalam Etika Bisnis Islam 

Tantangan lain dalam menerapkan prinsip kejujuran 

dalam bisnis Islam adalah ketidakjelasan atau kompleksitas 

dalam interpretasi prinsip-prinsip etika Islam dalam konteks 

bisnis modern. Meskipun prinsip-prinsip kejujuran secara 

umum diakui, ada situasi di mana penerapan prinsip-prinsip 

tersebut dapat menjadi subjektif atau memerlukan penilaian 

moral yang rumit.  

Misalnya, dalam menangani konflik kepentingan antara 

keuntungan perusahaan dan keadilan sosial, perusahaan 

perlu mempertimbangkan nilai-nilai Islam secara 

menyeluruh dan membuat keputusan yang paling sesuai 

dengan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran. 
 

d) Teknologi dan Kompleksitas Bisnis  

Perkembangan teknologi dan kompleksitas bisnis 

modern juga menimbulkan tantangan dalam menerapkan 

prinsip kejujuran dalam bisnis Islam. Seiring dengan 

kemajuan teknologi, perusahaan dihadapkan pada risiko 

penyalahgunaan atau manipulasi informasi yang dapat 

merusak integritas bisnis.  

Misalnya, dengan adanya teknologi yang 

memungkinkan manipulasi data atau pencurian identitas, 
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perusahaan harus mengambil langkah-langkah proaktif 

untuk melindungi data dan menjaga integritas informasi 

mereka. Selain itu, dalam lingkungan bisnis yang semakin 

kompleks, mengelola rantai pasokan yang melibatkan 

berbagai pihak dan entitas dapat menyulitkan perusahaan 

untuk memastikan bahwa setiap pihak mematuhi prinsip 

kejujuran dalam setiap transaksi dan interaksi bisnis. 
 

e) Keadilan dalam Persaingan 

Persaingan dalam bisnis sering kali memunculkan 

tantangan dalam memastikan bahwa persaingan antara 

perusahaan adalah adil dan berdasarkan pada prinsip-prinsip 

kejujuran. Terkadang, perusahaan mungkin merasa tergoda 

untuk meniru praktik-praktik tidak jujur yang digunakan oleh 

pesaing mereka demi mempertahankan posisi kompetitif.  

Namun, prinsip kejujuran dalam bisnis Islam 

menekankan pentingnya menjaga integritas dan mematuhi 

aturan yang adil dalam persaingan bisnis. Oleh karena itu, 

perusahaan perlu memperhatikan prinsip-prinsip kejujuran 

dalam strategi persaingan mereka dan memastikan bahwa 

setiap tindakan yang diambil tidak merugikan pesaing secara 

tidak adil atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang 

mendasari bisnis mereka. 

Meskipun prinsip-prinsip umum etika bisnis Islam dikenal, 

ada banyak situasi di mana penerapan prinsip-prinsip tersebut 

menjadi ambigu atau memerlukan interpretasi yang lebih 

mendalam. Misalnya, bagaimana menangani konflik 

kepentingan antara keuntungan perusahaan dan kepentingan 

pelanggan dalam konteks bisnis tertentu dapat menjadi rumit dan 

memerlukan penilaian moral yang cermat. Ketidakjelasan 

semacam ini dapat menyulitkan perusahaan dalam mengambil 

keputusan yang sesuai dengan prinsip kejujuran. 
 

f. Strategi Penerapan Kejujuran dalam Bisnis Islam 
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Menerapkan prinsip kejujuran dalam bisnis Islam 

memerlukan strategi yang berkelanjutan dan komprehensif 

untuk memastikan bahwa nilai-nilai etika Islam diterapkan 

dalam setiap aspek operasi bisnis. Berikut adalah beberapa 

strategi yang dapat digunakan untuk menerapkan kejujuran 

dalam bisnis Islam: 

a) Pembinaan Budaya Organisasi yang Didasarkan pada Etika 

Penting bagi perusahaan untuk membangun budaya 

organisasi yang didasarkan pada nilai-nilai etika Islam, 

termasuk kejujuran. Ini dapat dicapai melalui pelatihan, 

komunikasi yang jelas tentang nilai-nilai perusahaan, dan 

pengakuan terhadap perilaku yang sesuai dengan prinsip-

prinsip kejujuran. Dengan menciptakan lingkungan di mana 

kejujuran dipromosikan dan dihargai, perusahaan dapat 

membentuk budaya yang mendorong karyawan untuk 

bertindak dengan integritas dalam setiap aspek pekerjaan 

mereka. 

Pembinaan budaya organisasi yang didasarkan pada 

etika memerlukan komitmen dari pimpinan perusahaan 

untuk menjadi teladan dalam praktik bisnis yang jujur dan 

bermoral. Pemimpin perusahaan harus secara konsisten 

menunjukkan integritas dalam pengambilan keputusan dan 

interaksi dengan karyawan dan mitra bisnis. Selain itu, 

perusahaan dapat mendorong partisipasi karyawan dalam 

program pelatihan dan diskusi kelompok tentang etika bisnis 

Islam, memperkuat kesadaran kolektif akan pentingnya 

kejujuran dalam semua aspek operasi perusahaan. 
 

b) Audit dan Pengawasan Rutin 

Audit internal yang berkala dan pengawasan rutin 

merupakan bagian penting dari strategi untuk memastikan 

penerapan kejujuran dalam bisnis Islam. Audit dapat 

membantu mengidentifikasi dan mencegah praktik-praktik 

tidak jujur atau pelanggaran etika lainnya, serta memastikan 

bahwa operasi bisnis dilakukan sesuai dengan standar etika 
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yang ditetapkan oleh perusahaan. Selain itu, pengawasan 

rutin oleh manajemen dan dewan direksi juga diperlukan 

untuk memastikan bahwa komitmen terhadap kejujuran 

dipatuhi di semua tingkatan. Perusahaan juga dapat 

mempertimbangkan melibatkan pihak ketiga independen 

untuk melakukan audit eksternal guna memastikan 

objektivitas dan keadilan dalam proses audit. 
 

c) Pendidikan dan Pelatihan 

Pendidikan dan pelatihan tentang prinsip-prinsip 

kejujuran dalam bisnis Islam merupakan investasi jangka 

panjang yang penting bagi keberhasilan perusahaan. Melalui 

program pelatihan yang menyeluruh dan berkelanjutan, 

perusahaan dapat meningkatkan kesadaran karyawan tentang 

pentingnya integritas dalam bisnis dan memberikan 

keterampilan praktis untuk menghadapi tantangan etika 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Selain itu, perusahaan dapat memanfaatkan platform 

pendidikan online atau seminar yang dipimpin oleh pakar 

dalam bidang etika bisnis Islam untuk memberikan wawasan 

yang lebih mendalam kepada karyawan tentang prinsip-

prinsip kejujuran dan relevansinya dalam konteks bisnis 

modern. Dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang 

komprehensif, perusahaan dapat memperkuat budaya 

kejujuran dan memastikan bahwa semua karyawan memiliki 

pemahaman yang sama tentang nilai-nilai etika Islam yang 

mendasari praktik bisnis mereka. 
 

d) Kolaborasi dengan Pihak Eksternal yang Berbagi Nilai yang 

Sama 

Kolaborasi dengan pihak eksternal yang memiliki nilai-

nilai yang serupa tentang kejujuran dapat memperkuat 

komitmen perusahaan terhadap prinsip-prinsip etika Islam 

dalam bisnis. Perusahaan dapat menjalin kemitraan dengan 

organisasi atau lembaga yang fokus pada advokasi etika 
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bisnis atau tanggung jawab sosial perusahaan yang sejalan 

dengan nilai-nilai Islam.  

Kolaborasi semacam ini dapat mencakup partisipasi 

dalam inisiatif bersama, acara sosial, atau proyek-proyek 

yang mempromosikan praktik bisnis yang jujur dan 

bertanggung jawab. Selain itu, perusahaan dapat 

memanfaatkan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan 

pelajaran dengan perusahaan lain yang juga mengutamakan 

kejujuran dalam operasi bisnis mereka, memperluas jaringan 

dukungan dan memberikan contoh positif dalam komunitas 

bisnis. 
 

e) Membangun Sistem Insentif yang Mendorong Perilaku Jujur 

Perusahaan dapat mempertimbangkan untuk 

membangun sistem insentif yang memberikan penghargaan 

kepada karyawan yang menunjukkan perilaku jujur dan 

integritas dalam operasi bisnis mereka. Insentif seperti 

penghargaan, bonus, atau promosi dapat memberikan 

dorongan tambahan bagi karyawan untuk bertindak sesuai 

dengan prinsip kejujuran.  

Selain itu, perusahaan juga dapat mengintegrasikan 

penilaian etika ke dalam proses evaluasi kinerja karyawan, 

menekankan pentingnya integritas sebagai salah satu aspek 

kinerja yang diukur. Dengan membangun sistem insentif 

yang memperkuat praktik bisnis yang jujur, perusahaan dapat 

menciptakan lingkungan di mana kejujuran dipromosikan 

dan dihargai secara aktif, mendorong karyawan untuk 

menjadi agen perubahan positif dalam budaya perusahaan. 

Dengan mengadopsi strategi-strategi ini, perusahaan dapat 

memperkuat komitmen mereka terhadap prinsip kejujuran dalam 

bisnis Islam dan membantu membangun lingkungan bisnis yang 

didasarkan pada integritas, transparansi, dan tanggung jawab 

sosial. 
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C. Konsep Tanggung Jawab Sosial Dalam Bisnis Islam 

a. Definisi Tanggung Jawab Sosial dalam Bisnis Islam 

Tanggung jawab sosial secara bahasa dapat diartikan 

sebagai kewajiban atau tanggung jawab yang dimiliki oleh 

individu atau entitas untuk bertindak atau berperilaku secara 

memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat 

secara keseluruhan. Ini mencakup komitmen untuk berkontribusi 

pada kebaikan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta 

meminimalkan dampak negatif dari kegiatan atau keputusan 

yang diambil.  

Dalam konteks bisnis, tanggung jawab sosial seringkali 

merujuk pada upaya perusahaan untuk mengintegrasikan 

pertimbangan etika, sosial, dan lingkungan dalam operasi dan 

kebijakan mereka, dengan memperhatikan kepentingan seluruh 

pemangku kepentingan, bukan hanya para pemegang saham. 

Dalam Islam, tanggung jawab sosial dipandang sebagai bagian 

integral dari etika bisnis yang sejati dan menuntut pemegang 

kepentingan bisnis untuk memperhatikan kesejahteraan umum 

serta prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan empati. 

Tanggung jawab sosial dalam bisnis Islam merupakan 

konsep yang mendasari praktik bisnis yang bertanggung jawab 

dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan 

hanya untuk kepentingan pemilik perusahaan atau para 

pemegang saham. Prinsip ini tidak hanya mengandalkan 

profitabilitas, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, 

ekonomi, dan lingkungan dari kegiatan bisnis.  

Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya berkontribusi pada 

kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi, 

penciptaan lapangan kerja, dan dukungan terhadap inisiatif sosial 

dan pembangunan masyarakat. Perusahaan-perusahaan yang 

menerapkan prinsip ini berupaya untuk membangun hubungan 

yang harmonis dengan komunitas lokal dan berpartisipasi dalam 

proyek-proyek yang meningkatkan kualitas hidup penduduk 

setempat. 
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Tanggung jawab sosial dalam bisnis Islam juga 

menekankan pentingnya mengelola sumber daya alam secara 

berkelanjutan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan 

prinsip-prinsip konservasi lingkungan dan perlindungan 

terhadap polusi dan kerusakan lingkungan. Tanggung jawab 

sosial dalam bisnis Islam menekankan pentingnya 

memperhatikan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, 

keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial dalam 

pengambilan keputusan bisnis jangka panjang. 

Lebih lanjut lagi, prinsip ini mencakup kewajiban untuk 

memberikan sumbangan dan dukungan kepada yang 

membutuhkan dalam masyarakat, baik melalui zakat 

(sumbangan wajib) maupun sedekah (sumbangan sukarela). 

Prinsip ini menekankan pentingnya berbagi kekayaan dan 

memberikan bantuan kepada mereka yang kurang beruntung. 

Pada akhirnya, prinsip tanggung jawab sosial dalam bisnis Islam 

menekankan pentingnya membangun reputasi yang baik dan 

integritas yang kuat sebagai perusahaan yang bertanggung jawab 

secara sosial, dengan memperhatikan bagaimana tindakan bisnis 

dapat mempengaruhi citra dan reputasi perusahaan dalam 

masyarakat. 

 

b. Landasan Hukum Tanggung Jawab Sosial dalam 

Bisnis Islam 

Tanggung jawab sosial dalam bisnis Islam memiliki 

landasan hukum yang kuat dalam Al-Quran. Berikut beberapa 

ayat Al-Quran yang menjadi landasan hukum tanggung jawab 

sosial dalam bisnis Islam, beserta tafsir singkatnya: 
 

a) Al-Quran 

1. Surah Al-Baqarah (2): 195 
 

ِ  سَبِيلِ  فىِ وَأنَفِقوُا   َ  إِنَّ   ۛوَأحَْسِنوُٓا    ۛٱلتَّهْلكَُةِ  إلِىَ بِأيَْدِيكُمْ  تلُْقوُا   وَلَ  ٱللَّّ  ٱللَّّ

ٱلْمُحْسِنيِنَ  يحُِب    
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Artinya: "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan 

Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri 

ke dalam kebinasaan, dan berbuatlah kebajikan. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

berbuat kebajikan." 

Ayat ini menegaskan pentingnya pengeluaran harta 

untuk tujuan yang baik, termasuk dalam mendukung 

kegiatan sosial dan kemanusiaan. Hal ini mencerminkan 

aspek tanggung jawab sosial dalam memanfaatkan 

kekayaan untuk kebaikan bersama. 
 

2. Surah An-Nisa (4): 29 
 

ٓأيَ هَا لَكُم تأَكُْلوُٓا   لَ  ءَامَنوُا   ٱلَّذِينَ  يَٰ طِلِ  بَيْنَكُم أمَْوَٰ ٓ  بِٱلْبَٰ رَة   تكَُونَ  أنَ إِلَّ  عَن تِجَٰ

نكُمْ  ترََاض   َ  إِنَّ   ۚأنَفسَُكُمْ  تقَْتلُوُٓا   وَلَ   ۚم ِ ا بكُِمْ  كَانَ  ٱللَّّ رَحِيم   
 

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh dirimu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu." 

Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga 

keselamatan diri sendiri dan orang lain. Dalam konteks 

bisnis, tanggung jawab sosial termasuk memastikan 

bahwa operasi perusahaan tidak menimbulkan risiko atau 

bahaya bagi karyawan, konsumen, atau masyarakat 

umum. 
 

3. Al-Hadid (57): 7  
 

ِ  ءَامِنوُا   ا وَأنَفِقوُا   وَرَسُولِهۦِ بِٱللَّّ سْتخَْلَفِينَ  جَعلََكُم مِمَّ  ءَامَنوُا   فٱَلَّذِينَ   ۖفِيهِ  م 

كَبِير   أجَْر   لَهُمْ  وَأنَفَقوُا   مِنكُمْ   
 

Artinya: "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya 

dan nafkahkanlah sebagian dari harta yang Allah telah 

menjadikan kamu berkuasa atasnya. Maka orang-orang 

yang beriman di antara kamu dan menafkahkan 

(sebagian) dari harta yang mereka berikan itu (dalam 
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jalan Allah) mereka mendapat pahala yang besar." Ayat 

ini menekankan pentingnya memberikan sumbangan dari 

kekayaan yang dimiliki untuk kepentingan umum dan 

kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks bisnis, 

tanggung jawab sosial mencakup komitmen untuk 

memberikan dukungan finansial kepada inisiatif sosial 

dan kemanusiaan. 

 
 

4. Surah Al-An’am (6): 164 
 

هُوَ رَب  كُل ِ شَيْء ۗ وَلَ تكَْسِبُ كلُ  نَفْس  الَِّ عَلَيْهَاۚ وَلَ  ِ ابَْغِيْ رَبًّا وَّ قلُْ اغََيْرَ اللّٰه

رْجِعكُُمْ فَينَُب ئِكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ فيِْهِ تخَْتلَِفوُْنَ  زْرَ اخُْرٰىۚ ثمَُّ اِلٰى رَب ِكُمْ مَّ ِ  تزَِرُ وَازِرَة  و 

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah aku 

(pantas) mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah 

Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap orang yang berbuat 

dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. 

Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. 

Kemudian, kepada Tuhanmulah kamu kembali, lalu Dia 

akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu 

perselisihkan.” 

Ayat tersebut menjunjukkan bahwa manusia 

melakukan bisnis pada hakikatnya adalah anugerah dari 

Allah SWT. Maka manusia sebagai pelaku bisnis lakukan 

sesuai ketentuannya, kemudian bertanggung jawab 

kepada manusia karena manusia merupakan mitra yang 

harus dihormati hak dan kewajibannya dalam berbisnis. 
 

5. Surah Al-Ma'un (107): 1-7 
 

ينِ ﴿  بُ بِالد ِ لِكَ الَّذِي يدَعُ  الْيَتِيمَ ﴿١أرََأيَْتَ الَّذِي يكَُذ ِ ﴾ وَلَ يَحُض  عَلىَٰ ٢﴾ فذََٰ

لْمُصَل ِينَ ﴿٣طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿ ﴾ ٥﴾ الَّذِينَ همُْ عَن صَلَتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٤﴾ فَوَيْل  ل ِ

﴾٧﴿ونَ ﴾ وَيَمْنعَوُنَ الْمَاعُ ٦الَّذِينَ همُْ يرَُاءُونَ ﴿  
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Artinya: "Apakah kamu melihat orang yang 

mendustakan agama? Itulah yang menghardik anak 

yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang 

miskin. Maka celakalah orang-orang yang shalat, orang-

orang yang lalai dari shalatnya, yang berbuat riya, dan 

enggan memberikan bantuan yang bermanfaat." Ayat ini 

mengingatkan umat Islam tentang pentingnya memberi 

makan orang miskin dan anak yatim, serta mengecam 

sikap yang menolak untuk memberi bantuan kepada 

sesama. 
 

6. Surah An-Nisa (4):36 
 

َ  وَاعْبدُوُا  وَالْيَتاَمَىٰ  الْقرُْبىَٰ  وَبذِِي إِحْسَان ا وَبِالْوَالِديَْنِ   ۖشَيْئ ا بهِِ  تشُْرِكُوا وَلَ  اللَّّٰ

احِبِ  الْجُنبُِ  وَالْجَارِ  الْقرُْبىَٰ  ذِي وَالْجَارِ  وَالْمَسَاكِينِ   وَابْنِ  بِالْجَنبِ  وَالصَّ

بِيلِ  َ  إِنَّ   ۗأيَْمَانكُُمْ  مَلَكَتْ  وَمَا السَّ ا مُخْتاَل   كَانَ  مَن ب  يحُِ  لَ  اللَّّٰ فَخُور   

Artinya: "Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu 

mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun; dan berbuat 

baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, 

anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang 

dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil 

dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang yang sombong dan 

membanggakan diri." 

Ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab sosial 

termasuk dalam ibadah kepada Allah, dan mencakup 

berbuat baik kepada berbagai golongan masyarakat yang 

membutuhkan. 

 

b) Hadis  

1. Hadits Riwayat Bukhari 

Rasulullah bersabda, "”Barangsiapa yang meringankan 

beban seorang mukmin dari beban-beban dunia, Allah 

akan meringankan baginya beban-beban di akhirat." 
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Hadis ini menyoroti pentingnya membantu sesama dalam 

mengatasi kesulitan dan memperbaiki kondisi hidup 

mereka, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dalam 

bisnis Islam. 
 

2. Hadits Riwayat Tirmidzi 

Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai 

orang yang bermanfaat bagi orang lain." Hadis ini 

menekankan pentingnya berkontribusi dalam 

memberikan manfaat kepada orang lain dan berperilaku 

proaktif dalam memecahkan masalah masyarakat, 

sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dalam bisnis 

Islam. 
 

3. Hadits Riwayat Ahmad 

Rasulullah bersabda, "”Tidak termasuk golongan kami 

orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil, tidak 

menghormati orang-orang yang sudah tua, dan tidak 

memberi nasihat kepada orang-orang yang meminta 

nasihat." Hadis ini menegaskan pentingnya etika dalam 

berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat, 

termasuk anak-anak, orang tua, dan mereka yang 

membutuhkan nasihat, dalam konteks tanggung jawab 

sosial. 
 

4. Hadits Riwayat Muslim 

Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang melepaskan 

tanggung jawab atas suatu kaum yang lemah, dia tidak 

lagi menjadi bagian dari kami." Hadis ini menekankan 

pentingnya membantu dan melindungi mereka yang 

lemah atau kurang beruntung dalam masyarakat, sebagai 

bagian dari tanggung jawab sosial dalam bisnis Islam. 

 

c. Manfaat Tanggung Jawab Sosial dalam Bisnis Islam 
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Tanggung jawab sosial dalam bisnis Islam bukan hanya 

merupakan kewajiban, tetapi juga membawa berbagai manfaat 

yang signifikan bagi perusahaan, masyarakat, dan ekonomi 

secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa manfaat dari 

menerapkan tanggung jawab sosial dalam bisnis Islam: 
 

a) Dukungan dari Masyarakat 

Dukungan dari masyarakat merupakan hal yang penting 

bagi kesuksesan dan keberlanjutan perusahaan dalam jangka 

panjang. Saat perusahaan terlibat dalam kegiatan sosial yang 

bermanfaat bagi masyarakat sekitar, seperti program-

program CSR yang mendukung pendidikan, kesehatan, atau 

lingkungan, hal ini tidak hanya menciptakan dampak positif 

secara langsung bagi penerima manfaat, tetapi juga 

memperkuat hubungan antara perusahaan dengan 

komunitasnya.  

Dukungan dan penerimaan masyarakat membantu 

menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan 

bisnis, mengurangi risiko konflik atau perlawanan, dan 

membuka pintu untuk kolaborasi yang lebih produktif dalam 

upaya mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, 

memenangkan dukungan dari masyarakat adalah aspek 

penting dalam menjalankan bisnis yang bertanggung jawab 

dan berkelanjutan dalam konteks Islam. 

 

b) Kemampuan untuk Menarik dan Mempertahankan Talenta 

Kemampuan untuk menarik dan mempertahankan bakat 

terampil merupakan faktor kunci dalam kesuksesan jangka 

panjang sebuah perusahaan. Dalam konteks bisnis Islam, 

praktik tanggung jawab sosial tidak hanya menciptakan 

lingkungan kerja yang positif dan beretika, tetapi juga 

memberikan daya tarik tambahan bagi para profesional yang 

mencari tempat kerja yang sesuai dengan nilai-nilai mereka.  
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Perusahaan yang berkomitmen pada CSR menunjukkan 

kesadaran mereka terhadap kebutuhan dan kepentingan 

karyawan, serta memberikan kesempatan bagi individu 

untuk merasa terlibat dalam upaya yang bermanfaat bagi 

masyarakat. Dengan demikian, kemampuan untuk menarik 

dan mempertahankan bakat terampil menjadi lebih mudah, 

karena perusahaan tersebut dianggap sebagai tempat kerja 

yang menghargai kontribusi karyawan dan memberikan 

kesempatan untuk berpartisipasi dalam upaya sosial yang 

lebih besar. 
 

c) Peningkatan Kinerja Keuangan Jangka Panjang 

Peningkatan kinerja keuangan jangka panjang 

merupakan hasil dari implementasi tanggung jawab sosial 

dalam bisnis Islam yang efektif. Meskipun investasi awal 

dalam program CSR mungkin terlihat sebagai beban 

tambahan, penelitian telah menunjukkan bahwa perusahaan 

yang secara konsisten mempraktikkan tanggung jawab sosial 

memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dalam jangka 

panjang. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk 

peningkatan reputasi dan kepercayaan konsumen yang 

mengarah pada peningkatan penjualan dan loyalitas 

pelanggan.  

Selain itu, praktik bisnis yang bertanggung jawab dapat 

mengurangi biaya operasional melalui efisiensi yang 

ditingkatkan dan mengurangi risiko yang terkait dengan 

masalah sosial, lingkungan, dan hukum. Sebagai hasilnya, 

perusahaan dapat mencapai pertumbuhan yang lebih stabil 

dan berkelanjutan, serta menciptakan nilai jangka panjang 

bagi pemangku kepentingannya. 
 

d) Pemenuhan Tuntutan Etis dan Hukum 

Menerapkan tanggung jawab sosial tidak hanya 

memenuhi tuntutan etis, tetapi juga memastikan bahwa 

perusahaan beroperasi dalam batas-batas hukum yang 
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berlaku. Ini dapat membantu menghindari sanksi dan 

reputasi negatif yang dapat merugikan bisnis. Pemenuhan 

tuntutan etis dan hukum adalah aspek kritis dalam operasi 

bisnis yang berkelanjutan dan beretika dalam Islam. Dengan 

menerapkan tanggung jawab sosial dalam bisnis, perusahaan 

tidak hanya mematuhi peraturan hukum yang berlaku, tetapi 

juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika Islam 

dalam setiap aspek operasionalnya.  

Hal ini mencakup kewajiban untuk menghormati hak-

hak semua pemangku kepentingan, memastikan transparansi 

dan akuntabilitas dalam setiap tindakan, serta menghindari 

praktik-praktik yang merugikan atau merugikan orang lain. 

Dengan memenuhi tuntutan etis dan hukum, perusahaan 

dapat membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan 

yang berkelanjutan dan memperoleh kepercayaan dan 

dukungan yang lebih besar dari masyarakat dan otoritas 

pemerintah. 
 

e) Kontribusi Positif terhadap Pembangunan Sosial dan 

Ekonomi 

Kontribusi positif terhadap pembangunan sosial dan 

ekonomi adalah esensi dari tanggung jawab sosial dalam 

bisnis Islam. Melalui program-program CSR yang berfokus 

pada pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan 

infrastruktur, perusahaan dapat berperan aktif dalam 

memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi di sekitarnya.  

Dengan memberikan kontribusi yang signifikan dalam 

meningkatkan akses terhadap layanan dasar, menciptakan 

lapangan kerja, dan mempromosikan kesejahteraan ekonomi, 

perusahaan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan 

ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, 

kontribusi positif ini bukan hanya menciptakan dampak 

sosial yang positif, tetapi juga membantu menciptakan 
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lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan bisnis jangka 

panjang dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 

 

f) Memperkuat Nilai-Nilai Islam dalam Bisnis 

Praktik bisnis yang bertanggung jawab dan bercorak 

Islam tidak hanya mencerminkan nilai-nilai agama, tetapi 

juga dapat menjadi sarana untuk menyebarkan ajaran Islam 

dalam masyarakat. Dengan demikian, perusahaan dapat 

berperan sebagai agen perubahan positif dalam memperkuat 

nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat. 

Memperkuat nilai-nilai Islam dalam bisnis merupakan 

esensi dari praktik bisnis yang bertanggung jawab dalam 

konteks Islam. Dalam bisnis Islam, nilai-nilai seperti 

kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan empati menjadi 

landasan utama dalam setiap interaksi dan keputusan bisnis. 

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam setiap aspek 

operasional, perusahaan tidak hanya memperkuat identitas 

dan integritas Islamnya, tetapi juga memainkan peran aktif 

dalam menyebarkan ajaran Islam dalam masyarakat.  

Selain itu, dengan memperkuat nilai-nilai ini, 

perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang beretika, 

memberikan teladan bagi pelaku bisnis lainnya, dan 

membantu memperbaiki citra bisnis Islam secara 

keseluruhan. Oleh karena itu, memperkuat nilai-nilai Islam 

dalam bisnis bukan hanya merupakan tanggung jawab moral, 

tetapi juga merupakan strategi bisnis yang cerdas dan 

berkelanjutan. 

Secara keseluruhan, menerapkan tanggung jawab sosial 

dalam bisnis Islam tidak hanya membawa manfaat bagi 

perusahaan secara langsung, tetapi juga berkontribusi pada 

kesejahteraan masyarakat secara lebih luas sesuai dengan 

prinsip-prinsip Islam. 
 

d. Penerapan Tanggung Jawab Sosial dalam Bisnis Islam 
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Konsep tanggung jawab sosial memandang bisnis sebagai 

entitas yang memiliki peran lebih dari sekadar mencari 

keuntungan finansial, tetapi juga bertanggung jawab atas 

kesejahteraan umat manusia dan alam semesta. Berikut adalah 

implementasi prinsip tanggung jawab sosial yang diterapkan 

dalam praktik bisnis Islam: 

a) Pemberdayaan Ekonomi 

Pemberdayaan ekonomi dalam konteks implementasi 

prinsip tanggung jawab sosial melibatkan upaya untuk 

memberikan kemampuan kepada individu dan komunitas 

untuk mengontrol dan meningkatkan kondisi ekonomi 

mereka sendiri. Ini dilakukan dengan  
Bisnis dalam Islam diharapkan untuk menjadi agen 

pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat, terutama yang 

kurang mampu. Ini dapat dilakukan dengan memberikan 

akses terhadap sumber daya, pelatihan, pendidikan, modal 

usaha, dan dukungan lainnya agar mereka dapat menjadi 

lebih mandiri secara ekonomi. Melalui penciptaan lapangan 

kerja, pelatihan keterampilan, dan dukungan terhadap usaha 

mikro dan kecil. 
 

b) Kepedulian terhadap Kesejahteraan Karyawan 

Pengusaha diharapkan untuk memperlakukan karyawan 

dengan adil dan memberikan kondisi kerja yang aman serta 

upah yang layak. Kepedulian terhadap kesejahteraan 

karyawan dalam implementasi prinsip tanggung jawab sosial 

mencakup berbagai upaya dan kebijakan yang dirancang 

untuk memastikan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial 

para karyawan.  

Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, menyediakan 

lingkungan kerja yang aman dan sehat, program kesehatan 

dan kesejahteraan, upah yang layak dan keadilan dalam 

hubungan kerja, kesempatan pengembangan keterampilan 
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dan pelatihan, serta saluran komunikasi yang terbuka antara 

manajemen dan karyawan.  

Dengan memberikan perhatian pada kesejahteraan 

karyawan, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, 

loyalitas, dan kepuasan karyawan, serta menciptakan budaya 

kerja yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. 
 

c) Praktik Bisnis Berkelanjutan 

Bisnis Islam dapat menerapkan praktik bisnis 

berkelanjutan yang memperhatikan dampak lingkungan dan 

sosial dari kegiatan bisnis mereka. Ini dapat mencakup 

penggunaan energi terbarukan, pengurangan limbah, dan 

penanaman pohon.  

Bisnis dalam Islam diwajibkan untuk menjaga alam 

semesta dan sumber daya alam dengan mempraktikkan 

pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Ini mencakup 

penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab, 

pengurangan limbah, dan perlindungan terhadap ekosistem. 
 

d) Kemitraan dengan Organisasi Amal 

Pengusaha dapat menjalin kemitraan dengan organisasi 

amal atau lembaga filantropi untuk mendukung program-

program sosial dan kemanusiaan yang sejalan dengan nilai-

nilai Islam. Kemitraan dengan organisasi amal dalam 

implementasi prinsip tanggung jawab sosial melibatkan 

kolaborasi antara perusahaan dan lembaga amal atau nirlaba 

untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Ini bisa 

mencakup dukungan keuangan, sukarela, atau sumber daya 

lainnya untuk program-program amal yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, 

lingkungan, atau masalah-masalah lainnya.  

Melalui kemitraan ini, perusahaan dapat 

mengintegrasikan nilai-nilai kepedulian dan memberikan 

kontribusi yang signifikan dalam membantu menyelesaikan 
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tantangan sosial yang kompleks dan meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat secara keseluruhan. 
 

e) Pengembangan Produk dan Layanan Beretika 

Pengembangan produk dan layanan beretika dalam 

implementasi prinsip tanggung jawab sosial melibatkan 

proses merancang, memproduksi, dan memasarkan produk 

serta layanan yang mempertimbangkan dampaknya terhadap 

masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan 

lainnya. Hal ini meliputi pematuhan terhadap standar etika 

dan keamanan, memperhatikan keberlanjutan dalam rantai 

pasokan, serta memperhatikan kebutuhan dan keinginan 

konsumen dengan cara yang bertanggung jawab.  

Dengan mengutamakan integritas dan kepedulian 

terhadap kesejahteraan umum, pengembangan produk dan 

layanan beretika memungkinkan perusahaan untuk 

menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi 

masyarakat sambil memenuhi tujuan bisnis mereka. 
 

Bisnis Islam dapat mengembangkan produk dan layanan 

yang beretika dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, 

seperti produk halal, produk ramah lingkungan, atau produk 

yang mempromosikan gaya hidup sehat. 

 

e. Tantangan Penerapan Tanggung Jawab Sosial dalam 

Bisnis Islam 

Tantangan penerapan tanggung jawab sosial dalam bisnis 

Islam meliputi beberapa hal sebagai berikut: 
 

a) Kesadaran, Pendidikan, dan Keselarasan dengan Prinsip 

Syariah 

Bisnis Islam harus memastikan bahwa praktik mereka 

selaras dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan 

terhadap riba, maisir (perjudian), gharar (ketidakpastian), 

dan muamalah (transaksi) yang adil. Ini memerlukan 
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pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam dan 

kemampuan untuk mengaplikasikannya dalam kegiatan 

bisnis sehari-hari. 

Salah satu tantangan utama adalah meningkatkan 

kesadaran dan pemahaman tentang tanggung jawab sosial 

dalam komunitas bisnis Islam. Hal ini melibatkan upaya 

untuk mendidik pemangku kepentingan, termasuk pemilik 

bisnis, manajer, dan karyawan, tentang pentingnya 

mengintegrasikan nilai-nilai etika Islam dalam semua aspek 

operasional perusahaan. 
 

b) Penerimaan Masyarakat dan Kondisi Budaya Lokal 

Setiap bisnis Islam dihadapkan pada tantangan unik 

berdasarkan kondisi lokal dan lingkungan operasional 

mereka. Mereka perlu mempertimbangkan perbedaan 

budaya, sosial, dan ekonomi dalam menerapkan inisiatif 

tanggung jawab sosial yang efektif dan relevan. 

Bisnis Islam dihadapkan pada tantangan untuk 

memperoleh penerimaan dari masyarakat dan pemangku 

kepentingan lainnya terkait dengan praktik tanggung jawab 

sosial mereka. Ini memerlukan komunikasi yang efektif dan 

pembangunan hubungan yang berkelanjutan dengan 

komunitas lokal, pelanggan, dan pemangku kepentingan 

lainnya.  
 

c) Menghadapi Persaingan dan Keterbatasan Biaya 

Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, bisnis Islam 

mungkin menghadapi tantangan dalam mempertahankan 

praktik tanggung jawab sosial mereka ketika pesaing tidak 

melakukannya. Hal ini dapat memerlukan strategi yang 

inovatif dan kreatif untuk membedakan diri dan tetap 

konsisten dengan nilai-nilai yang dianut. 

Terutama bagi bisnis kecil dan menengah yang 

mengalami keterbatasan sumber daya bisa menjadi tantangan 

dalam menerapkan tanggung jawab sosial. Hal ini dapat 
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meliputi keterbatasan dana, tenaga kerja, atau kapasitas 

manajemen yang memadai untuk mengimplementasikan 

program-program CSR yang efektif. 
 

d) Budaya dan Regulasi Organisasi 

Mengubah budaya organisasi untuk lebih 

memperhatikan tanggung jawab sosial seringkali menjadi 

tantangan besar. Ini membutuhkan komitmen dan dukungan 

dari seluruh tingkat organisasi, termasuk manajemen senior, 

untuk mengubah perilaku dan kebiasaan yang sudah mapan. 

Perubahan dalam peraturan dan regulasi yang berkaitan 

dengan tanggung jawab sosial juga dapat menjadi tantangan 

bagi bisnis Islam. Mereka harus tetap mengikuti 

perkembangan hukum yang relevan dan memastikan bahwa 

operasi mereka sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 

Bisnis Islam mungkin menghadapi tekanan dari 

berbagai pemangku kepentingan, termasuk investor, 

pelanggan, dan masyarakat umum, untuk meningkatkan 

tanggung jawab sosial mereka. Memenuhi ekspektasi ini 

sambil mempertahankan keberlanjutan bisnis bisa menjadi 

tantangan yang signifikan. 
 

e) Kesinambungan Pengelolaan dan Skalabilitas 

Tantangan lainnya adalah memastikan bahwa inisiatif 

tanggung jawab sosial dapat dijalankan secara berkelanjutan 

dan dapat ditingkatkan seiring pertumbuhan bisnis. Ini 

memerlukan komitmen jangka panjang dari manajemen dan 

pemegang saham, serta integrasi tanggung jawab sosial ke 

dalam strategi bisnis yang lebih luas. 

Implementasi tanggung jawab sosial juga melibatkan 

pengelolaan risiko dengan cermat, termasuk risiko reputasi, 

hukum, dan operasional. Bisnis Islam harus memastikan 

bahwa praktik tanggung jawab sosial mereka tidak hanya 

bermanfaat secara moral, tetapi juga secara ekonomi dan 

risikonya dapat dikelola dengan baik. 
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Dengan menghadapi dan mengatasi tantangan-tantangan 

ini, bisnis Islam dapat memperkuat kontribusi mereka terhadap 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, serta 

memenuhi komitmen mereka terhadap nilai-nilai agama dan 

tanggung jawab sosial. 
 

f. Strategi Penerapan Tanggung Jawab Sosial dalam 

Bisnis Islam 

Adapun beberapa strategi penerapan tanggung jawab sosial 

dalam bisnis Islam adalah sebagai berikut: 

a) Integrasi Nilai-Nilai Islam 

Integrasi nilai-nilai Islam dalam bisnis mencakup 

penerapan prinsip-prinsip etika Islam, seperti kejujuran, 

keadilan, dan kasih sayang, dalam semua kegiatan bisnis. Hal 

ini tidak hanya mencakup kegiatan eksternal seperti transaksi 

bisnis, tetapi juga aspek internal seperti manajemen 

karyawan dan kebijakan perusahaan. Integrasi nilai-nilai ini 

memastikan bahwa bisnis beroperasi sesuai dengan ajaran 

agama dan memberikan kontribusi positif kepada 

masyarakat. 
 

b) Pengembangan Produk dan Layanan Beretika 

Pengembangan produk dan layanan yang beretika dalam 

bisnis Islam mencakup memastikan bahwa setiap produk 

atau layanan yang ditawarkan memenuhi standar etika Islam 

dan memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat. Ini 

mencakup aspek seperti kehalalan, keadilan dalam harga, 

kualitas produk yang baik, dan dampak lingkungan yang 

minimal. Dengan memperhatikan nilai-nilai Islam dalam 

pengembangan produk dan layanan, bisnis dapat 

memperkuat reputasi mereka dan memenangkan 

kepercayaan pelanggan. 
 

c) Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan 
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Mengembangkan produk dan layanan yang sesuai 

dengan nilai-nilai Islam dan memperhatikan kebutuhan 

masyarakat dapat meningkatkan citra dan reputasi bisnis. Ini 

dapat mencakup produk halal, produk ramah lingkungan, 

atau program-program zakat dan sedekah yang terstruktur. 

Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan adalah 

bagian integral dari tanggung jawab sosial dalam bisnis 

Islam. Ini melibatkan pengurangan jejak karbon, penggunaan 

sumber daya alam yang bijaksana, dan perlindungan 

terhadap lingkungan hidup. Dengan mengadopsi praktik 

bisnis yang ramah lingkungan, bisnis Islam dapat membantu 

melindungi ciptaan Allah dan memberikan kontribusi positif 

kepada keseimbangan alam. 
 

d) Kemitraan dengan Organisasi Amal 

Kemitraan dengan organisasi amal Islam dapat 

memperluas dampak sosial bisnis dan memberikan akses 

yang lebih besar untuk membantu mereka yang 

membutuhkan. Dengan bekerja sama dengan lembaga amal 

yang terpercaya dan berkinerja tinggi, bisnis dapat 

mengarahkan sumber daya mereka secara efisien untuk 

mendukung program-program yang sesuai dengan nilai-nilai 

Islam dan memperbaiki kondisi sosial di masyarakat. 

Bekerja sama dengan organisasi amal atau nirlaba yang 

beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dapat 

membantu bisnis Islam untuk memberikan kontribusi yang 

signifikan terhadap kesejahteraan sosial dan memperbaiki 

kondisi masyarakat yang lebih luas. 
 

e) Keterlibatan Komunitas Lokal 

Keterlibatan aktif dalam komunitas lokal 

memungkinkan bisnis Islam untuk memahami kebutuhan 

dan aspirasi masyarakat setempat. Dengan membangun 

hubungan yang kuat dengan komunitas lokal dan terlibat 

dalam inisiatif pembangunan yang bermanfaat, bisnis dapat 
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memperkuat ikatan sosial, memperoleh kepercayaan, dan 

menciptakan nilai bagi semua pihak. Terlibat aktif dalam 

komunitas lokal dan memberikan kontribusi yang 

bermanfaat bagi pembangunan ekonomi dan sosial 

masyarakat sekitar merupakan strategi yang efektif untuk 

menerapkan tanggung jawab sosial dalam bisnis Islam. 
 

f) Penggunaan Teknologi dan Inovasi 

Menggunakan teknologi dan inovasi dapat membantu 

bisnis Islam untuk meningkatkan efisiensi operasional dan 

meminimalkan dampak lingkungan mereka. Hal ini dapat 

mencakup penggunaan teknologi untuk memantau dan 

mengelola dampak lingkungan, serta inovasi dalam produk 

dan layanan yang lebih memperhatikan kebutuhan 

masyarakat. Ini termasuk penggunaan teknologi untuk 

meningkatkan rantai pasokan yang berkelanjutan, 

mengurangi limbah, dan memantau jejak karbon. Dengan 

mengadopsi teknologi dan inovasi yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip Islam, bisnis dapat memperkuat kinerja 

mereka dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan. 
 

Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara efektif, 

bisnis Islam dapat menjadi agen perubahan positif dalam 

masyarakat dan menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh 

pemangku kepentingan. 

 

D. Konsep Transparansi Dalam Bisnis Islam 

a. Definisi Transparansi dalam Bisnis Islam 

Secara bahasa, transparansi adalah keadaan nyata, jelas, dan 

jernih. Transparansi sering dikaitkan dengan beberapa aspek, tak 

terkecuali bisnis. Keberadaan transparansi dalam bisnis Islam 

sangatlah penting, karena untuk menjaga kejelasan dan 

akuntabilitas dalam prosesnya. Transparansi dalam bisnis Islam 

adalah prinsip yang menuntut keterbukaan dalam semua aspek 

transaksi ekonomi. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya 
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membangun kepercayaan antara semua pihak yang terlibat 

dalam transaksi bisnis, serta mempraktikkan nilai-nilai moral 

dan etika yang mendasari ajaran Islam dalam setiap aspek 

kegiatan ekonomi. 

Pentingnya transparansi dalam bisnis Islam tidak hanya 

terbatas pada kepentingan material atau finansial, tetapi juga 

menyangkut dimensi moral dan spiritual. Dengan adanya 

transparansi, para pelaku bisnis diberi kesempatan untuk 

mempraktikkan nilai-nilai keadilan, jujur, dan integritas dalam 

setiap aspek kegiatan ekonomi mereka. Ini sejalan dengan 

prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya bertindak 

menghindari segala bentuk penipuan atau penipuan dalam 

transaksi bisnis. 

Transparansi mendorong praktik-praktik yang jelas, jujur, 

dan terbuka di antara pemilik bisnis, manajemen, karyawan, dan 

pemangku kepentingan lainnya. Transparansi dalam bisnis Islam 

meliputi aspek pengungkapan informasi yang akurat dan lengkap 

tentang keuangan perusahaan, praktik pengelolaan risiko, 

kebijakan lingkungan, dampak sosial dari operasi bisnis, serta 

komunikasi yang jujur dalam semua interaksi bisnis. 

Salah satu aspek penting dari transparansi dalam bisnis 

Islam adalah keterbukaan dalam melaporkan pendapatan dan 

pengeluaran perusahaan kepada semua pihak yang 

berkepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, dan 

masyarakat luas. Ini membantu membangun kepercayaan dan 

memastikan akuntabilitas perusahaan terhadap semua pihak 

yang terlibat. Selain itu, transparansi juga mencakup pembagian 

informasi yang jelas tentang praktik pengelolaan risiko 

perusahaan dan upaya yang dilakukan untuk meminimalkan 

risiko bagi semua pihak yang terlibat. 

Selain itu, transparansi dalam bisnis Islam mencakup 

kejujuran dalam semua bentuk komunikasi bisnis, termasuk 

promosi, iklan, dan komunikasi dengan konsumen. Praktik-

praktik yang menyesatkan atau menipu dilarang dalam Islam, 
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dan oleh karena itu, prinsip transparansi menuntut agar semua 

informasi yang diberikan kepada konsumen atau pihak lainnya 

harus jujur dan akurat. Perusahaan diharapkan untuk 

memberikan informasi yang jelas tentang kebijakan dan 

prosedur mereka, serta memberikan kesempatan yang sama bagi 

semua individu tanpa memandang ras, agama, atau latar 

belakang lainnya. 

Dalam Islam, transparansi juga melibatkan kesediaan untuk 

mengakui kesalahan dan kekurangan, serta mengambil tanggung 

jawab atasnya. Perusahaan diharapkan untuk memperbaiki 

kesalahan mereka dan belajar dari pengalaman masa lalu untuk 

meningkatkan kinerja dan praktik bisnis mereka di masa depan. 

Dengan demikian, prinsip transparansi dalam bisnis Islam bukan 

hanya tentang pengungkapan informasi, tetapi juga tentang 

mempraktikkan nilai-nilai etika dan moral yang mendasari 

ajaran Islam. Ini melibatkan keterbukaan yang jujur, integritas 

dalam setiap aspek operasional perusahaan, dan kesadaran akan 

dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis. Dengan 

mengikuti prinsip-prinsip ini, perusahaan dapat membangun 

kepercayaan, memperkuat reputasi mereka, dan memberikan 

kontribusi yang positif bagi masyarakat dan lingkungan di 

sekitarnya. 
 

b. Landasan Hukum Transparansi dalam Bisnis Islam 

a) Al-Quran 

1. Surah Al-Mutaffifin (83): 1-3 
 

فِينَ  وَيْل   لْمُطَف ِ  وَإذِاَ﴾ ٢﴿ يَسْتوَْفوُنَ  النَّاسِ  عَلىَ اكْتاَلوُا إذِاَ الَّذِينَ ﴾ ١﴿ ل ِ

﴾٣﴿ يخُْسِرُونَ  وَزَنوُهمُْ  أوَ كَالوُهمُْ   
 

Artinya: "Celakalah orang-orang yang curang, (yaitu) 

orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang 

lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka 

menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka 

mengurangi." 
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Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang 

curang dalam bisnis, terutama dalam mengukur atau 

menimbang barang dagangan, akan mendapat kutukan. 

Ini menegaskan prinsip kejujuran dan transparansi dalam 

semua transaksi ekonomi. 
 

2. Surah Al-Hadid (57): 13 
 

فِقوُنَ  يَقوُلُ  يَوْمَ  تُ  ٱلْمُنَٰ فِقَٰ  قِيلَ  ن ورِكُمْ  مِن نَقْتبَسِْ  ٱنظُرُونَا ءَامَنوُا   لِلَّذِينَ  وَٱلْمُنَٰ

ا فَٱلْتمَِسُوا   وَرَاءَٓكُمْ  ٱرْجِعوُا    فِيهِ  بَاطِنهُُۥ بَاب    لَّهُۥ بِسُور   بَيْنَهُم فَضُرِبَ  نوُر 

حْمَةُ  هِرُهُۥ ٱلرَّ ٱلْعذَاَبُ  قِبلَِهِ  مِن وَظَٰ  

Artinya: "Hari itu orang-orang munafik laki-laki dan 

perempuan akan berkata kepada orang-orang yang 

beriman: 'Tunggulah kami supaya kami dapat 

mengambil sebagian dari cahaya kamu.' Mereka akan 

dikatakan: 'Pergilah kamu kembali dan carilah cahaya.' 

Maka diulang-ulanglah dipasang dinding antara mereka 

dengan pintu-pintu yang di dalamnya ada rahmat dan di 

luar dinding itu ada azab. Mereka (orang-orang 

munafik) akan menyeru kepada orang-orang yang 

beriman: 'Bukankah kami dahulu bersama-sama dengan 

kamu?' Orang-orang yang beriman akan menjawab: 

'Benar, tetapi kamu mencoba diri kamu sendiri dan kamu 

menunda-nunda (kebenaran), kamu ragu-ragu dan kamu 

terpedaya oleh hasutan (kejahatan) sehingga ketetapan 

Allah datang, dan kamu diperdaya oleh Allah, 

Pengkhianat Besar itu." 

Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang 

tidak jujur dan transparan dalam hidup mereka akan 

menyesal di hari kiamat, dan akan meminta kepada 

orang-orang yang jujur untuk berbagi cahaya mereka. 

Namun, permintaan ini akan ditolak, dan orang-orang 

munafik akan menyesali keputusan mereka sendiri. 

3. Surah At-Taubah (9): 105 
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ُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُۥ وَٱلْمُؤْمِنوُنَ ۖ وَسَترَُد ونَ إلِىَٰ  وَقلُِ ٱعْمَلوُا  فَسَيرََى ٱللَّّ

دةَِ فَينَُب ِئكُُم بمَِا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ  هَٰ لِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّ  عَٰ

Artinya: "Katakanlah: 'Bekerjalah kamu, maka Allah 

dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat 

pekerjaanmu itu; dan kamu akan dikembalikan kepada 

(Allah) yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan'." 

Ayat ini menekankan bahwa Allah, Rasul-Nya, dan 

orang-orang mukmin akan mengawasi tindakan kita, 

termasuk dalam bisnis. Ini menjadi pengingat bahwa 

semua tindakan kita harus transparan dan sesuai dengan 

ajaran Islam. 
 

4. Surah Al-Ma'idah (5): 90 
 

نْ  مُ رِجْس  م ِ أيَ هَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُٓا  إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْْنَصَابُ وَٱلْْزَْلَٰ
ٓ يَٰ

نِ فَٱجْتنَِبوُهُ لَعلََّكُمْ تفُْلِحُونَ  يْطَٰ  عَمَلِ ٱلشَّ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya 

(meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, 

mengundi nasib dengan panah, hanyalah perbuatan keji 

yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah 

perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 

keberuntungan." 

Ayat ini menunjukkan bahwa bisnis yang melanggar 

prinsip-prinsip etika, termasuk bisnis yang tidak 

transparan atau melibatkan praktik-praktik yang tidak 

jujur, adalah perbuatan keji dan harus dihindari. 
 

5. Surah Al-A'raf (7): 85 
 

قَوْمِ  قَالَ   ۗشُعَيْب ا أخََاهمُْ  مَدْيَنَ  وَإلِىَٰ  َ  ٱعْبدُوُا   يَٰ نْ  لَكُم مَا ٱللَّّ ه   م ِ  قدَْ   ۖغَيْرُهُۥ إلَِٰ

ن بيَ نِةَ   جَاءَٓتكُْم ب ِكُمْ  م ِ  أشَْيَاءَٓهمُْ  ٱلنَّاسَ  تبَْخَسُوا   وَلَ  وَٱلْمِيزَانَ  ٱلْكَيْلَ  فَأوَْفوُا    ۖرَّ

حِهَا بَعْدَ  ٱلْْرَْضِ  فىِ تفُْسِدوُا   وَلَ  لِكُمْ   ۚإِصْلَٰ ؤْمِنِينَ  كُنتمُ إِن لَّكُمْ  خَيْر   ذَٰ م   
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Artinya: "Dan kepada Madyan (Kami utus) saudara 

mereka Syuaib, ia berkata: 'Hai kaumku, sembahlah 

Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia; maka 

tidakkah kamu takut kepada-Nya?'" Ayat ini 

menggambarkan panggilan para nabi kepada kaumnya 

untuk menyembah Allah dan menaati-Nya dalam semua 

aspek kehidupan, termasuk dalam bisnis, menekankan 

pentingnya integritas dan ketaatan kepada prinsip-prinsip 

agama. 

 
 

6. Surah Al-Baqarah (2): 282 
 

ى فَاكْتبُوُْهُۗ وَلْيَكْتبُْ بَّيْنَكُمْ  سَمًّ ا اذِاَ تدَاَيَنْتمُْ بدِيَْن  الِٰىٓ اجََل  م   يٰٓايَ هَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْٓ

ُ فلَْيَكْتبُْۚ وَلْيمُْلِلِ الَّذِيْ  كَاتِب   باِلْعدَلِْۖ وَلَ يَأبَْ كَاتِب  انَْ يَّكْتبَُ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰه

َ رَبَّهٗ وَلَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔاۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَق  عَلَيْهِ الْ  حَق  وَلْيَتَّقِ اللّٰه

ا اوَْ ضَعِيْف ا اوَْ لَ يَسْتطَِيْعُ انَْ ي مِلَّ هُوَ فلَْيمُْلِلْ وَلِي هٗ باِلْعدَلِْۗ وَاسْتشَْهِدوُْا  سَفِيْه 

جَالِكُمْۚ  نْ ترَْضَوْنَ مِنَ شَهِيْديَْنِ مِنْ ر ِ امْرَاتَٰنِ مِمَّ  فاَِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُليَْنِ فرََجُل  وَّ

اءُ اِذاَ مَا  هَدَٰۤ رَ اِحْدٰىهُمَا الْخُْرٰىۗ وَلَ يأَبَْ الش  اءِ انَْ تضَِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتذُكَ ِ هَدَٰۤ الش 

ا  ا انَْ تكَْتبُوُْهُ صَغِيْر  ِ دعُُوْا ۗ وَلَ تسَْـَٔمُوْٓ ۗ ذٰلِكُمْ اقَْسَطُ عِنْدَ اللّٰه ا الِٰىٓ اجََلِه  اوَْ كَبِيْر 

ٓ انَْ تكَُوْنَ تِجَارَة  حَاضِرَة  تدُِيْرُوْنَهَا بيَْنكَُمْ  ا اِلَّ هَادةَِ وَادَْنٰىٓ الََّ ترَْتاَبوُْٓ  وَاقَْوَمُ لِلشَّ

ا  لَ فلََيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح  الََّ تكَْتبُوُْهَاۗ وَاشَْهِدوُْٓ رَّ كَاتِب  وَّ اذِاَ تبََايَعْتمُْ ۖ وَلَ يضَُاٰۤ

ُ بكُِل ِ  ُ ۗ وَاللّٰه مُكُمُ اللّٰه َ ۗ وَيعُلَ ِ  بِكُمْ ۗ وَاتَّقوُا اللّٰه
شَيْء  شَهِيْد  ەۗ وَاِنْ تفَْعلَوُْا فَاِنَّهٗ فسُُوْق  

 عَلِيْم  

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila 

kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, 

hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang 

pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. 

Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya 

sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. 

Hendaklah dia mencatat(nya) dan orang yang berutang 

itu mendiktekan(nya). Hendaklah dia bertakwa kepada 

Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya 

sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang 
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akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu 

mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya 

dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-

laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang 

laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang 

perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari 

para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi 

perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. 

Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. 

Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas 

waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang 

demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat 

menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu 

pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan 

perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. 

Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak 

mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli 

dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), 

begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), 

sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. 

Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan 

pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui 

segala sesuatu.” 

Ayat tersebut menjelaskan tentang bahwa dalam 

berbisnis harus transparan, jika bermuamalah maka 

tulislah sesuai ketentuannya, sebab setiap perbuatan akan 

diperhitungkan. 
 

b) Hadits 

1. Hadis Riwayat Ahmad dan at-Tirmidzi  

Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu, Rasulullah 

bersabda: "Berat dalam jual beli itu boleh diutamakan. 

Jika jujur dalam jual beli dan terus terang, Allah 

mencatatkan kemuliaan itu, dan jika kamu berdusta dan 

menyembunyikan, Allah mencatatkan kemunafikan itu." 
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Hadis ini menekankan pentingnya kejujuran dan 

keterbukaan dalam transaksi bisnis. Menyembunyikan 

kekurangan barang atau memberikan informasi yang 

salah kepada pembeli merupakan bentuk kemunafikan 

yang ditolak dalam Islam. 
 

2. Hadis Riwayat al-Bukhari dan Muslim  

Dari Abdullah bin Umar radhiallahu 'anhumaa, 

Rasulullah bersabda: "Janganlah kamu menahan 

(berita) dunia ini untuk membantumu dalam urusan 

akhirat, dan janganlah kamu menahan (berita) akhirat 

untuk membantumu dalam urusan dunia." Hadis ini 

menegaskan pentingnya transparansi dan kejujuran 

dalam memberikan informasi, baik dalam urusan dunia 

maupun akhirat. Tidak boleh menyembunyikan 

informasi yang penting dalam bisnis demi keuntungan 

pribadi. 
 

3. Hadis Riwayat al-Bukhari  

Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu, Rasulullah 

bersabda: "Sesungguhnya penjual dan pembeli 

mempunyai hak untuk berhenti (dari transaksi) selama 

mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terus 

terang, mereka akan diberkahi dalam transaksi mereka, 

tetapi jika mereka berdusta dan menyembunyikan, 

berkah transaksi mereka akan dihapuskan." Hadis ini 

menekankan pentingnya keterbukaan dari kedua pihak 

dalam transaksi bisnis. Transaksi yang dilakukan dengan 

jujur dan terus terang akan diberkahi, sedangkan 

transaksi yang didasari oleh kecurangan akan kehilangan 

berkahnya. 
 

4. Hadis Riwayat Abu Dawud  

Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu, Rasulullah 

bersabda: "Barangsiapa yang menyembunyikan 



88 
 

kebenaran, maka dia adalah pembawa bendera dari 

bendera-bendera kekufuran." Hadis ini menegaskan 

bahwa menyembunyikan kebenaran dalam bisnis adalah 

perbuatan yang serius dan dapat mengarahkan seseorang 

pada kesesatan. Transparansi dan kejujuran adalah 

prinsip yang harus dipegang teguh dalam semua 

transaksi. 
 

c. Manfaat Transparansi dalam Bisnis Islam 

Prinsip transparansi dalam bisnis Islam memiliki manfaat 

yang signifikan, antara lain: 

a) Kepatuhan terhadap Ajaran Agama 

Transparansi memastikan bahwa bisnis beroperasi 

sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menghargai 

kejujuran, keadilan, dan integritas. Kepatuhan terhadap 

ajaran agama dalam manfaat prinsip transparansi pada bisnis 

Islam secara keseluruhan memastikan bahwa aktivitas bisnis 

dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai etika dan moral 

yang ditetapkan oleh Islam. Lebih detailnya, bisnis yang 

menjalankan transparansi juga memastikan pemenuhan 

kewajiban agama dalam konteks bisnis, seperti membayar 

zakat, menghindari riba, dan memperlakukan karyawan dan 

mitra bisnis dengan adil. 
 

b) Kepercayaan Konsumen dan Karyawan 

Transparansi membangun kepercayaan konsumen 

karena mereka merasa yakin bahwa mereka diperlakukan 

secara bermartabat oleh perusahaan atau individu yang 

mereka lakukan bisnis dengan mereka. Karyawan cenderung 

lebih puas dan berkomitmen terhadap perusahaan yang 

menerapkan prinsip transparansi karena mereka merasa 

dihargai dan didukung dalam lingkungan kerja yang 

kondusif. 

c) Penghindaran Risiko Hukum 



89 
 

Praktik bisnis yang transparan dapat membantu 

menghindari risiko hukum yang berkaitan dengan penipuan, 

manipulasi informasi, atau pelanggaran hukum lainnya. 

Dengan memastikan bahwa semua transaksi dan kegiatan 

bisnis dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan 

prinsip-prinsip etika Islam, bisnis dapat mengurangi risiko 

denda, sanksi hukum, atau kerugian reputasi yang dapat 

timbul akibat pelanggaran hukum atau bisnis yang tidak etis. 
 

d) Pembangunan Berkelanjutan dan Pertumbuhan Ekonomi 

Dengan mempromosikan transparansi, bisnis cenderung 

lebih terbuka terhadap umpan balik dan saran dari karyawan, 

pelanggan, dan pihak terkait lainnya, yang pada gilirannya 

dapat mendorong inovasi dan pembangunan berkelanjutan. 

Bisnis yang transparan cenderung memperhatikan 

dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, 

sehingga mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab 

secara sosial dan lingkungan. 

Lingkungan bisnis yang transparan dapat menciptakan 

iklim yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi jangka 

panjang karena adanya kepastian dan keadilan dalam 

bertransaksi. 
 

e) Kehormatan dan Kesaksian Positif 

Bisnis yang menjunjung tinggi transparansi dan 

integritas sering kali dihormati oleh komunitas bisnis lainnya 

dan dapat mendapatkan kesaksian positif dari pihak-pihak 

yang terlibat dalam transaksi bisnis. Bisnis yang transparan 

cenderung memiliki reputasi yang lebih baik di mata 

masyarakat karena dianggap dapat dipercaya dan 

bertanggung jawab. 

 

d. Penerapan Transparansi dalam Bisnis Islam 

Berikut adalah implementasi prinsip transparansi yang 

diterapkan dalam praktik bisnis Islam: 
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a) Informasi Produk yang Lengkap 

Informasi yang lengkap dalam penerapan bisnis Islam 

merujuk pada penyediaan informasi yang komprehensif dan 

menyeluruh tentang produk atau layanan yang ditawarkan, 

termasuk semua detail yang relevan yang dibutuhkan oleh 

pelanggan atau pihak-pihak terkait lainnya untuk membuat 

keputusan yang tepat. Ini mencakup informasi tentang 

spesifikasi produk, kualitas, harga, syarat-syarat transaksi, 

kebijakan pengembalian barang, serta informasi yang 

memengaruhi keputusan pembelian atau kerja sama bisnis.  

Dalam konteks bisnis Islam, informasi yang lengkap 

juga mencakup pemahaman yang jelas tentang bagaimana 

produk atau layanan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah, seperti halal atau tidaknya, serta aspek-aspek lain 

yang relevan dengan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. 

Dengan menyediakan informasi yang lengkap, bisnis Islam 

dapat memastikan transparansi dan kejujuran dalam interaksi 

dengan pelanggan dan pihak-pihak terkait lainnya, sesuai 

dengan prinsip-prinsip agama. 
 

b) Keterbukaan dalam Komunikasi 

Penting bagi pengusaha untuk berkomunikasi secara 

terbuka dan tidak menutupi informasi-informasi tertentu 

dengan semua pihak yang terlibat dalam bisnis, termasuk 

karyawan, mitra bisnis, dan pelanggan. Keterbukaan dalam 

komunikasi dalam penerapan bisnis Islam mengacu pada 

prinsip-prinsip transparansi, jujur, etika berbicara, dan 

membangun kepercayaan. Ini melibatkan menyampaikan 

informasi secara jujur dan terbuka kepada semua pihak yang 

terlibat dalam bisnis, menjaga integritas dalam setiap 

interaksi, berkomunikasi dengan sopan, dan membangun 

fondasi kepercayaan yang kuat.  

Dengan mempraktikkan keterbukaan dalam 

komunikasi, bisnis Islam dapat memperkuat nilai-nilai Islam 
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dalam semua aspek operasional mereka dan membangun 

hubungan yang berkelanjutan dengan pihak-pihak terkait. 
 

c) Meningkatkan Efisiensi 

Dengan adanya transparansi, proses bisnis menjadi lebih 

efisien. Informasi yang terbuka memungkinkan pengambilan 

keputusan yang lebih baik dan meminimalkan risiko 

kesalahan atau kebingungan. Meningkatkan efisiensi dalam 

penerapan bisnis Islam melibatkan upaya untuk 

memperbaiki proses bisnis dengan cara yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip Islam, termasuk meminimalkan pemborosan, 

meningkatkan pengelolaan sumber daya, dan memastikan 

bahwa setiap tindakan dilakukan dengan tujuan yang jelas 

dan berorientasi pada hasil yang maksimal.  

Hal ini mencakup penggunaan teknologi yang sesuai, 

peningkatan keterampilan karyawan, dan memprioritaskan 

tindakan yang memberikan manfaat terbesar dengan 

mempertimbangkan aspek keberkahan dan keadilan dalam 

setiap keputusan bisnis yang diambil. Dengan 

mengoptimalkan efisiensi dalam penerapan bisnis Islam, 

perusahaan dapat mencapai tujuan mereka secara lebih 

efektif sambil tetap mematuhi nilai-nilai etika dan moral 

Islam. 
 

d) Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan 

Transparansi membantu mencegah penyalahgunaan 

kekuasaan oleh pengusaha. Dengan terbuka tentang 

kebijakan, prosedur, dan praktik bisnis, pengusaha dapat 

menghindari praktik-praktik yang merugikan pihak lain. 

Mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam penerapan 

bisnis Islam berarti mengimplementasikan kontrol yang ketat 

dan prinsip-prinsip etis yang sesuai dengan ajaran Islam 

untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan 

atau disalahgunakan dalam proses pengambilan keputusan 

dan interaksi bisnis.  
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Ini mencakup pengawasan yang ketat terhadap tindakan 

dan keputusan manajerial, memastikan transparansi dalam 

pengelolaan sumber daya dan keuangan, serta menetapkan 

sistem yang mempromosikan akuntabilitas dan keadilan 

dalam semua aspek operasional perusahaan. Dengan 

menerapkan prinsip-prinsip ini, bisnis Islam dapat 

memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk kebaikan 

bersama dan untuk mencapai tujuan bisnis yang dijalankan 

dengan integritas dan moralitas yang tinggi. 
 

e) Pelaporan Keuangan yang Jelas 

Pengusaha harus menyajikan laporan keuangan yang 

jelas dan transparan kepada semua pihak yang 

berkepentingan, termasuk pemegang saham, investor, dan 

otoritas regulasi. Pelaporan keuangan yang jelas dalam 

penerapan bisnis Islam mengacu pada kewajiban untuk 

menyajikan informasi keuangan secara transparan dan akurat 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini melibatkan 

pengungkapan yang komprehensif tentang aset, kewajiban, 

pendapatan, dan biaya, serta menyediakan informasi yang 

relevan kepada semua pihak yang berkepentingan, termasuk 

investor, karyawan, dan masyarakat.  

Pelaporan keuangan yang jelas dalam bisnis Islam juga 

melibatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip 

akuntansi syariah yang sesuai, seperti larangan riba dan 

transparansi dalam transaksi bisnis. Dengan demikian, 

pelaporan keuangan yang jelas tidak hanya mendukung 

transparansi dan integritas dalam bisnis, tetapi juga 

mencerminkan komitmen untuk menjalankan bisnis dengan 

mematuhi nilai-nilai moral dan etika Islam. 
 

f) Penerapan Prinsip Musyawarah 

Pengusaha dapat menerapkan prinsip musyawarah 

(konsultasi) dalam pengambilan keputusan bisnis untuk 

memastikan keterbukaan dan partisipasi dari semua pihak 
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yang terlibat. Penerapan prinsip musyawarah dalam bisnis 

Islam mengacu pada praktik konsultasi dan dialog antara 

pemangku kepentingan dalam proses pengambilan 

keputusan bisnis. Prinsip ini menekankan pentingnya 

memperoleh masukan dari berbagai pihak yang terlibat 

dalam bisnis, seperti pemilik, manajer, karyawan, dan 

komunitas terkait, untuk mencapai konsensus yang lebih luas 

dalam pengambilan keputusan.  

Dengan menerapkan musyawarah, bisnis Islam 

mempromosikan partisipasi aktif, inklusifitas, dan tanggung 

jawab bersama, yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan, 

kebersamaan, dan kerjasama dalam Islam. Praktik ini 

memungkinkan pengambilan keputusan yang bijaksana, 

berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral serta 

etika Islam, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang 

lebih harmonis dan berkelanjutan. 

 

e. Tantangan Penerapan Transparansi dalam Bisnis Islam 

Transparansi adalah prinsip fundamental dalam bisnis Islam 

yang menciptakan kepercayaan, meningkatkan efisiensi, dan 

mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan menerapkan 

transparansi dalam semua aspek bisnis, tantangan yang kerap 

ditemukan meliputi: 
 

a) Keterbatasan Regulasi 

Tantangan lainnya terkait dengan keterbatasan regulasi 

yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam menerapkan 

prinsip transparansi. Di beberapa wilayah, undang-undang 

mungkin tidak cukup memadai atau belum dikembangkan 

untuk mengatur praktik transparansi secara rinci dalam 

konteks bisnis Islam. Hal ini dapat meningkatkan risiko 

ketidakjelasan tentang standar yang harus diikuti oleh 

perusahaan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum 

dan kemungkinan penyalahgunaan sebab menyulitkan 
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perusahaan untuk menentukan standar transparansi yang 

sesuai dan menerapkannya secara konsisten. 
 

b) Kepatuhan Organisasi  

Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa 

semua pihak yang terlibat dalam bisnis mematuhi prinsip 

transparansi. Terkadang, ada tekanan untuk 

menyembunyikan informasi atau melakukan praktik-praktik 

yang tidak transparan demi keuntungan pribadi atau 

kelompok. 

Tantangan dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip 

transparansi sering kali muncul karena adanya tekanan 

internal dan eksternal. Di dalam perusahaan, keinginan untuk 

meraih keuntungan maksimal atau menjaga reputasi bisa 

menggoda untuk menyembunyikan informasi yang mungkin 

merugikan. Selain itu, dalam situasi di mana regulasi tidak 

cukup jelas atau konsisten, interpretasi yang berbeda-beda 

dapat membingungkan dan menyulitkan pengambilan 

keputusan terkait transparansi. 

c) Budaya Organisasi 

Beberapa organisasi mungkin memiliki budaya 

organisasi yang kurang mendukung transparansi juga 

merupakan tantangan yang signifikan. Dalam beberapa 

kasus, pegawai mungkin merasa tidak nyaman untuk 

melaporkan masalah atau menyampaikan informasi yang 

kritis karena takut akan represalias atau konsekuensi negatif 

lainnya. Kurangnya komunikasi terbuka dan dialog yang 

terbuka di antara berbagai tingkatan dalam organisasi dapat 

menghambat aliran informasi yang penting untuk keputusan 

bisnis yang tepat. Meningkatkan budaya organisasi yang 

mendukung transparansi bisa menjadi tantangan. 

d) Kompleksitas Bisnis 

Bisnis yang kompleks, terutama yang melibatkan rantai 

pasokan global, seringkali menghadapi tantangan dalam 



95 
 

menjaga transparansi di semua tingkat. Informasi harus 

dielola dengan hati-hati antara berbagai entitas, termasuk 

mitra bisnis, pemasok, dan distributor, yang dapat beroperasi 

dalam yurisdiksi yang berbeda dan memiliki kepentingan 

yang beragam. Mengelola dan menyampaikan informasi 

yang akurat dan transparan di antara berbagai pemangku 

kepentingan ini memerlukan sistem yang canggih dan proses 

yang terkoordinasi dengan baik sebab adanya berbagai 

entitas dan perbatasan geografis bisa menjadi rumit. 
 

e) Teknologi dan Keamanan Informasi 

Dalam era digital, keamanan informasi menjadi 

perhatian penting. Memastikan bahwa informasi yang 

disampaikan secara transparan juga aman dari akses yang 

tidak sah atau penyalahgunaan merupakan tantangan 

tambahan. Tantangan lain terkait dengan teknologi dan 

keamanan informasi adalah pentingnya untuk memastikan 

bahwa informasi yang disampaikan secara transparan juga 

terlindungi dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan. 

Dalam lingkungan digital yang terhubung secara luas, 

perusahaan harus memperhatikan risiko keamanan 

informasi, termasuk serangan siber dan pelanggaran data, 

yang dapat mengancam integritas dan kepercayaan dalam 

pelaporan transparan.  

Penerapan langkah-langkah keamanan informasi yang 

kuat, seperti enkripsi data, kontrol akses yang ketat, dan 

pemantauan aktif, diperlukan untuk melindungi informasi 

sensitif dan menjaga kepercayaan pelanggan dan pemangku 

kepentingan lainnya. Dengan mengatasi tantangan ini, bisnis 

dapat meningkatkan efektivitas pelaporan keuangan mereka 

sambil memastikan bahwa informasi yang disampaikan tetap 

transparan dan aman. Mengatasi tantangan-tantangan ini 

memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak yang 

terlibat, serta pengembangan sistem dan praktik bisnis yang 
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mendukung transparansi dengan mempertimbangkan 

prinsip-prinsip Islam. 
 

f. Strategi Penerapan Transparansi dalam Bisnis Islam 

Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk menerapkan 

transparansi dalam bisnis Islam meliputi: 
 

a) Komitmen pada Nilai-Nilai Islam 

Perusahaan harus memiliki komitmen yang kuat untuk 

mengikuti prinsip-prinsip Islam, termasuk transparansi, 

integritas, dan kejujuran dalam semua aspek operasional 

mereka. Ini melibatkan memastikan bahwa nilai-nilai Islam 

tercermin dalam kebijakan, prosedur, dan praktik bisnis 

sehari-hari. 

Komitmen perusahaan pada nilai-nilai Islam tidak hanya 

sebatas pernyataan, tetapi harus tercermin dalam setiap aspek 

operasional. Ini berarti membangun budaya yang didasarkan 

pada integritas dan kejujuran, di mana transparansi dianggap 

sebagai prinsip yang tak terpisahkan dari praktik bisnis 

sehari-hari.  Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke 

dalam DNA organisasi, perusahaan dapat menguatkan 

komitmen terhadap transparansi dan memastikan bahwa 

keputusan bisnis didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang 

kokoh. 
 

b) Pengembangan Kebijakan Transparansi 

Perusahaan harus mengembangkan kebijakan yang jelas 

dan terinci terkait transparansi dalam semua aspek bisnis 

mereka, termasuk pelaporan keuangan, pengambilan 

keputusan, dan hubungan dengan pihak-pihak terkait. 

Kebijakan ini harus mencakup standar yang jelas dan 

prosedur untuk memastikan bahwa informasi disampaikan 

dengan jujur dan transparan. 

Pengembangan kebijakan transparansi yang 

komprehensif adalah langkah penting dalam memastikan 

bahwa prinsip-prinsip transparansi terintegrasi dengan baik 
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dalam semua tingkat organisasi. Kebijakan ini harus jelas 

menguraikan standar-standar yang diharapkan dari setiap 

anggota tim, serta konsekuensi dari pelanggaran atau 

pelanggaran kebijakan tersebut. Dengan 

mengkomunikasikan harapan secara tegas kepada seluruh 

staf, perusahaan dapat menciptakan lingkungan di mana 

transparansi diutamakan dan dipraktikkan secara konsisten. 
 

c) Pendidikan dan Pelatihan 

Penting bagi perusahaan untuk memberikan pendidikan 

dan pelatihan kepada karyawan mereka tentang pentingnya 

transparansi dalam bisnis Islam dan bagaimana 

menerapkannya dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Ini 

dapat mencakup pelatihan tentang prinsip-prinsip Islam, 

etika bisnis, dan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Pendidikan dan pelatihan yang terfokus pada nilai-nilai 

Islam dan pentingnya transparansi dalam bisnis memainkan 

peran penting dalam membentuk pemahaman yang 

mendalam di antara karyawan. Melalui pelatihan ini, 

karyawan dapat memahami implikasi praktis dari prinsip-

prinsip Islam dalam konteks bisnis, serta bagaimana 

menerapkannya dalam situasi nyata. Selain itu, pelatihan 

juga dapat meningkatkan kesadaran akan risiko dan 

konsekuensi dari perilaku yang tidak transparan, 

memperkuat komitmen mereka untuk bertindak dengan 

integritas dan kejujuran. 
 

d) Audit dan Pengawasan 

Perusahaan harus melakukan audit dan pengawasan 

secara teratur untuk memastikan bahwa prinsip transparansi 

diterapkan secara konsisten dan efektif dalam semua tingkat 

organisasi. Ini termasuk pemeriksaan keuangan independen, 

evaluasi prosedur internal, dan pengawasan terhadap 

tindakan karyawan. Audit dan pengawasan yang teratur 

membantu memastikan bahwa prinsip transparansi 
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diterapkan secara konsisten dan efektif dalam semua aspek 

bisnis. Ini melibatkan pemeriksaan yang cermat terhadap 

proses-proses internal, kepatuhan terhadap kebijakan 

transparansi, serta penyelidikan terhadap potensi 

pelanggaran atau ketidakpatuhan.  

Dengan mengadopsi pendekatan yang proaktif terhadap 

audit dan pengawasan, perusahaan dapat mendeteksi dan 

mencegah pelanggaran lebih awal, mengurangi risiko 

kerugian finansial dan reputasi, dan memperkuat 

kepercayaan pemangku kepentingan. 
 

e) Komunikasi Terbuka 

Perusahaan harus mendorong komunikasi terbuka dan 

dialog antara semua pihak yang terlibat dalam bisnis, 

termasuk manajemen, karyawan, investor, dan komunitas 

lokal. Ini dapat menciptakan lingkungan di mana masalah 

dapat dibahas secara terbuka dan solusi dapat ditemukan 

secara bersama-sama. 

Komunikasi yang terbuka antara manajemen, karyawan, 

investor, dan pihak-pihak terkait lainnya merupakan fondasi 

bagi transparansi dalam bisnis Islam. Perusahaan perlu 

mendorong saluran komunikasi yang jelas dan terbuka, di 

mana semua pihak merasa nyaman untuk menyampaikan 

masalah, kekhawatiran, atau saran tanpa takut akan 

represalias.  

Dengan mempromosikan budaya komunikasi terbuka, 

perusahaan dapat memfasilitasi pertukaran informasi yang 

penting, memperbaiki kebijakan dan prosedur yang ada, dan 

membangun kepercayaan yang lebih dalam di antara semua 

pemangku kepentingan. 
 

f) Partisipasi Pemangku Kepentingan 

Mengikutsertakan pemangku kepentingan dalam proses 

pengambilan keputusan juga merupakan strategi penting 

dalam menerapkan transparansi dalam bisnis Islam. Hal ini 
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melibatkan memberikan kesempatan kepada karyawan, 

pelanggan, mitra bisnis, dan komunitas lokal untuk 

berpartisipasi dalam diskusi dan konsultasi terkait kebijakan, 

program, dan inisiatif perusahaan.  

Dengan menghargai masukan dari berbagai pihak, 

perusahaan dapat memperoleh perspektif yang beragam, 

mengidentifikasi potensi masalah dengan lebih baik, dan 

memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan 

kebutuhan dan nilai-nilai semua pemangku kepentingan. 
 

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, perusahaan dapat 

memastikan bahwa transparansi menjadi bagian integral dari 

budaya dan praktik bisnis mereka, yang sesuai dengan prinsip-

prinsip Islam dan membangun kepercayaan dengan semua 

pemangku kepentingan. 

 

E. Kesinambungan Prinsip Keadilan, Kejujuran, 

Tanggung Jawab Sosial, dan Transparansi Dalam Etika 

Bisnis Islam 

Dalam etika bisnis Islam, prinsip keadilan, kejujuran, 

tanggung jawab sosial, dan transparansi adalah pilar utama yang 

saling terkait dan berinteraksi secara kompleks. Prinsip keadilan 

memainkan peran sentral dalam menjaga keseimbangan dan 

kesetaraan dalam segala aspek bisnis. Ini mencakup memberikan 

hak yang adil kepada semua pemangku kepentingan, termasuk 

pemilik, karyawan, dan pelanggan. Keadilan juga mencakup 

distribusi manfaat dan risiko bisnis secara merata, sehingga 

setiap pihak dapat berbagi dalam keberhasilan dan kesusksesan 

bisnis tersebut. 

Kejujuran adalah landasan utama dalam praktik bisnis 

Islam. Praktik bisnis yang jujur melibatkan kejujuran dalam 

semua transaksi dan komunikasi, serta menahan diri dari 

tindakan atau praktik yang merugikan atau menyesatkan. 

Dengan menerapkan kejujuran dalam bisnis, perusahaan dapat 
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membangun kepercayaan yang kuat dengan semua pemangku 

kepentingan, yang merupakan aspek penting dalam kesuksesan 

jangka panjang. 

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah konsep yang 

mencakup tanggung jawab perusahaan untuk memperhatikan 

dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kegiatan mereka. 

Dalam bisnis Islam, CSR dipandang sebagai kewajiban moral 

dan agama, di mana perusahaan diharapkan untuk memberikan 

kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Ini 

mencakup memberikan sumbangan kepada amal, 

memberdayakan komunitas lokal, dan memastikan praktik bisnis 

yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. 

Transparansi adalah prinsip yang mendukung integritas dan 

akuntabilitas dalam bisnis Islam. Ini melibatkan penyampaian 

informasi yang jelas, jujur, dan terbuka kepada semua pemangku 

kepentingan. Dengan menerapkan transparansi, perusahaan 

dapat membangun kepercayaan dengan semua pihak yang 

terlibat dan memastikan bahwa keputusan bisnis didasarkan pada 

informasi yang akurat dan relevan. 

Hubungan antara prinsip-prinsip ini sangat erat terkait, 

karena masing-masing mendukung dan memperkuat yang 

lainnya. Misalnya, keadilan dalam distribusi manfaat bisnis akan 

menjadi tidak mungkin tercapai tanpa kejujuran dalam pelaporan 

keuangan dan transaksi bisnis. Sebaliknya, kejujuran dalam 

komunikasi dan praktik bisnis akan membantu membangun 

reputasi yang baik bagi perusahaan, yang pada gilirannya akan 

meningkatkan kepercayaan dan kredibilitasnya di mata 

pemangku kepentingan. 

Tanggung jawab sosial perusahaan juga terjalin dengan 

prinsip keadilan dan transparansi. Perusahaan yang bertanggung 

jawab secara sosial akan cenderung lebih memperhatikan 

kebutuhan dan kepentingan semua pemangku kepentingan, 

sehingga meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam 

hubungan bisnis. Selain itu, praktik tanggung jawab sosial yang 
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transparan akan memungkinkan masyarakat untuk melihat 

dampak positif yang dihasilkan oleh perusahaan, yang dapat 

meningkatkan dukungan dan loyalitas mereka terhadap merek 

atau produk tersebut. Di sisi lain, prinsip keadilan juga 

mencakup perlakuan yang adil terhadap karyawan dan 

pelanggan, yang melibatkan memberikan hak yang sama dan 

kesempatan yang setara bagi semua orang. Kejujuran dalam 

interaksi bisnis dengan karyawan dan pelanggan akan membantu 

memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dihormati, 

sehingga menciptakan lingkungan yang adil dan berempati. 

Tanggung jawab sosial perusahaan juga melibatkan 

perhatian terhadap lingkungan dan dampak ekologis dari 

kegiatan bisnis. Dengan menerapkan praktik bisnis yang ramah 

lingkungan, perusahaan dapat memenuhi tanggung jawab 

mereka untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup bagi 

generasi mendatang, serta memperkuat hubungan positif dengan 

masyarakat dan pemerintah. 

Transparansi dalam pelaporan keuangan dan kegiatan bisnis 

juga berdampak langsung pada keadilan dan kejujuran. Dengan 

menyediakan informasi yang jelas dan terbuka, perusahaan 

memungkinkan semua pihak untuk membuat keputusan yang 

tepat dan memahami implikasi dari tindakan bisnis mereka. Ini 

memberikan dasar yang kuat untuk keadilan dalam distribusi 

manfaat bisnis dan memastikan bahwa kejujuran menjadi 

landasan utama dalam semua interaksi bisnis. 

Dalam keseluruhan, prinsip keadilan, kejujuran, tanggung 

jawab sosial, dan transparansi adalah integral dalam etika bisnis 

Islam. Mereka saling terkait dan saling memperkuat, membentuk 

fondasi yang kokoh bagi praktik bisnis yang berkelanjutan, 

beretika, dan bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan. 

Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, perusahaan dapat 

mencapai kesuksesan jangka panjang sambil memenuhi 

kewajiban moral dan agama mereka sebagai bisnis Islam. 
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F. Rangkuman 

Dalam etika bisnis Islam, ada empat prinsip dasar yang 

harus diimplementasikan pada operasional bisnisnya, yaitu 

prinsip keadilan, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan 

transparansi. Keadilan merupakan nilai fundamental dalam 

bisnis Islam yang mencakup memberikan hak-hak yang adil 

kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Prinsip 

keadilan meliputi adil dalam penetapan harga, perlakuan yang 

adil terhadap karyawan, dan kesepakatan yang adil antara pihak-

pihak yang terlibat. 

Kejujuran adalah nilai yang sangat dihargai dalam Islam dan 

menjadi fondasi penting dalam praktik bisnis. Prinsip kejujuran 

mencakup kebenaran, dan integritas dalam semua interaksi 

bisnis, dari transaksi hingga komunikasi dengan pelanggan dan 

mitra bisnis. Tanggung jawab sosial dalam bisnis Islam 

mencakup komitmen untuk memberikan dampak positif bagi 

masyarakat dan lingkungan sekitar, sejalan dengan nilai-nilai 

etika Islam. Prinsip tanggung jawab sosial meliputi 

pemberdayaan ekonomi, perhatian terhadap kesejahteraan 

karyawan, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, dan 

pemberian sumbangan dan zakat. 

Transparansi adalah prinsip penting dalam bisnis Islam 

yang menekankan pentingnya keterbukaan, dan akuntabilitas 

dalam semua aspek bisnis. Prinsip transparansi mencakup 

pelaporan keuangan yang jelas, informasi produk yang lengkap, 

komunikasi yang terbuka, dan pengambilan keputusan yang 

terbuka dan adil. Nilai-nilai etika bisnis Islam yang mendorong 

praktik bisnis yang adil, jujur, bertanggung jawab secara sosial, 

dan transparan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, bisnis 

dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang 

berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 

Dalam etika bisnis Islam, prinsip keadilan, kejujuran, 

tanggung jawab sosial, dan transparansi saling terkait dan 

mempengaruhi satu sama lain secara kompleks. Keadilan dalam 
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bisnis melibatkan perlakuan yang adil dan setara terhadap semua 

pemangku kepentingan, distribusi manfaat dan risiko yang 

merata, serta penegakan hukum yang adil. Kejujuran adalah 

landasan utama yang mendukung praktik bisnis Islam, 

memastikan integritas dalam transaksi dan komunikasi bisnis. 

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban moral 

dan agama bagi perusahaan Islam, melibatkan kontribusi positif 

terhadap masyarakat dan lingkungan. Transparansi adalah 

prinsip yang mendukung akuntabilitas dan integritas, 

memastikan informasi yang jelas dan terbuka untuk semua 

pemangku kepentingan. 

Prinsip-prinsip ini saling memperkuat satu sama lain, 

dimana keadilan mendukung distribusi manfaat bisnis yang adil, 

kejujuran membangun kepercayaan dan reputasi yang baik, 

tanggung jawab sosial perusahaan memperkuat hubungan 

dengan masyarakat, dan transparansi menyediakan dasar untuk 

keadilan dan kejujuran dalam interaksi bisnis. Keseluruhan, 

prinsip-prinsip ini membentuk fondasi yang kokoh untuk praktik 

bisnis yang berkelanjutan, beretika, dan bermanfaat bagi semua 

pemangku kepentingan. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, 

perusahaan dapat mencapai kesuksesan jangka panjang sambil 

memenuhi kewajiban moral dan agama mereka sebagai bisnis 

Islam. 
 

G. Penilaian Formatif 

a. Pilihan Ganda 

1. Apa yang dimaksud dengan prinsip keadilan dalam 

bisnis Islam? 

a) Memberikan hak yang adil kepada semua pihak 

b) Memaksimalkan keuntungan bagi pemilik bisnis 

c) Menekan harga produk untuk menarik pelanggan 

d) Memanfaatkan kelemahan pihak lain untuk 

mendapatkan keuntungan 

2. Kejujuran dalam bisnis Islam meliputi: 
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a) Kebenaran, integritas, dan keterbukaan 

b) Kecurangan, penipuan, dan manipulasi 

c) Skimming dan skimming off the top 

d) Menghindari pembayaran zakat dan sumbangan 

3. Apa yang merupakan contoh praktik tanggung jawab 

sosial dalam bisnis Islam? 

a) Memanfaatkan kelemahan orang lain untuk 

keuntungan pribadi 

b) Memberikan sumbangan kepada organisasi amal 

c) Menyembunyikan informasi tentang produk kepada 

pelanggan 

d) Mengabaikan kebutuhan karyawan dalam kondisi 

kerja 

4. Manfaat utama dari menerapkan transparansi dalam 

bisnis Islam adalah: 

a) Meningkatkan keuntungan bisnis secara instan 

b) Membangun kepercayaan dengan semua pihak yang 

terlibat 

c) Menjadi lebih rahasia dalam praktik bisnis 

d) Memperoleh keuntungan dari penipuan pelanggan 

5. Prinsip keadilan dalam bisnis Islam mencakup: 

a) Distribusi manfaat dan risiko secara merata 

b) Penegakan hukum yang diskriminatif 

c) Penyembunyian informasi kepada pemangku 

kepentingan 

d) Perlakuan yang tidak adil terhadap karyawan 

6. Salah satu landasan utama dalam praktik bisnis Islam 

adalah: 

a) Kekerasan 

b) Kejujuran 

c) Diskriminasi 

d) Korupsi 

7. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam bisnis 

Islam melibatkan: 
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a) Memperhatikan dampak sosial, lingkungan, dan 

ekonomi dari kegiatan bisnis 

b) Memaksimalkan keuntungan tanpa memperhatikan 

konsekuensi 

c) Menyembunyikan praktik bisnis yang merugikan 

d) Mengabaikan hak-hak karyawan 

8. Transparansi dalam bisnis Islam mengacu pada: 

a) Menyembunyikan informasi penting dari pemangku 

kepentingan 

b) Pengungkapan informasi yang jelas dan terbuka 

kepada semua pihak terlibat 

c) Penipuan dalam transaksi bisnis 

d) Pengabaian terhadap prinsip-prinsip etika dalam 

pelaporan keuangan 

9. Transparansi dalam pelaporan keuangan berarti: 

a) Menyembunyikan informasi penting dari auditor 

b) Memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada 

semua pemangku kepentingan 

c) Menyampaikan laporan keuangan yang 

menyesatkan 

d) Menghindari pertanggungjawaban atas tindakan 

perusahaan 

10. Salah satu aspek utama dari kejujuran dalam bisnis Islam 

adalah: 

a) Menyembunyikan informasi yang merugikan 

b) Komunikasi terbuka dan jujur dalam semua 

interaksi bisnis 

c) Menghindari pertanggungjawaban atas tindakan 

perusahaan 

d) Memutarbalikan fakta 
 

b. Benar/Salah 
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1. Tanggung jawab sosial dalam bisnis Islam mencakup 

komitmen untuk memberikan dampak negatif bagi 

masyarakat dan lingkungan sekitar. (Benar/Salah) 

2. Transparansi dalam bisnis Islam membantu membangun 

kepercayaan antara perusahaan dan pelanggan, serta 

mengurangi risiko kesalahan atau kebingungan dalam 

pengambilan keputusan. (Benar/Salah) 

3. Kejujuran dalam bisnis Islam meliputi menyembunyikan 

informasi tentang produk atau layanan kepada 

pelanggan. (Benar/Salah) 

4. Keadilan dalam bisnis Islam mencakup memberikan 

upah yang tidak layak kepada karyawan. (Benar/Salah) 

5. Prinsip keadilan dalam bisnis Islam mencakup distribusi 

manfaat dan risiko secara merata. (Benar/Salah) 

6. Transparansi dalam bisnis Islam mengacu pada 

penyembunyian informasi yang merugikan dari 

pemangku kepentingan. (Benar/Salah) 

7. Prinsip keadilan dalam bisnis Islam mencakup 

diskriminasi terhadap kelompok tertentu. (Benar/Salah) 

8. Kejujuran dalam bisnis Islam melibatkan manipulasi 

laporan keuangan untuk keuntungan pribadi. 

(Benar/Salah) 

9. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam bisnis 

Islam menekankan kontribusi positif terhadap 

masyarakat dan lingkungan. (Benar/Salah) 

10. Transparansi dalam bisnis Islam melibatkan 

pengungkapan informasi yang jelas dan terbuka kepada 

semua pihak terlibat. (Benar/Salah) 
 

c. Esai 

1. Mengapa kejujuran dianggap penting dalam bisnis 

Islam? Bagaimana pengusaha Islam dapat meningkatkan 

kejujuran dalam praktik bisnis mereka? 
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2. Bagaimana pengusaha Islam dapat menerapkan prinsip 

keadilan dalam penetapan harga produk atau layanan 

mereka? 

3. Jelaskan perbedaan prinsip kejujuran dan transparansi 

dalam etika bisnis Islam. 

4. Jelaskan bagaimana keadilan, kejujuran, tanggung jawab 

sosial, dan transparansi saling terkait dalam praktik 

bisnis Islam. 

5. Bagaimana transparansi dalam pelaporan keuangan 

memainkan peran penting dalam bisnis Islam? Jelaskan 

pentingnya transparansi dalam membangun kepercayaan 

dengan pemangku kepentingan. 

6. Jelaskan hubungan antara prinsip keadilan, kejujuran, 

dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam 

menciptakan lingkungan bisnis yang beretika dan 

berkelanjutan dalam konteks Islam. 

7. Bagaimana prinsip keadilan dalam bisnis Islam 

mencakup distribusi manfaat dan risiko secara merata? 

Jelaskan implikasi praktis dari prinsip ini dalam 

operasional bisnis. 

8. Bagaimana kejujuran diintegrasikan dalam praktik 

bisnis Islam sehari-hari? Berikan contoh situasi di mana 

kejujuran menjadi kunci dalam menjaga hubungan yang 

baik dengan pelanggan, karyawan, dan pemangku 

kepentingan lainnya. 

9. Apa implikasi dari kurangnya transparansi dalam bisnis 

Islam? Jelaskan dampaknya terhadap hubungan dengan 

pemangku kepentingan dan reputasi perusahaan. 

10. Mengapa penting bagi perusahaan Islam untuk 

memprioritaskan prinsip keadilan, kejujuran, tanggung 

jawab sosial, dan transparansi dalam semua aspek 

operasional mereka? Bagaimana penerapan prinsip-

prinsip ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan 
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memperkuat reputasi mereka dalam pasar yang 

kompetitif? 
 

d. Studi Kasus 

1. Temukan sebuah studi kasus di media atau dalam 

kehidupan sehari-hari yang menunjukkan penerapan 

salah satu prinsip keadilan, kejujuran, tanggung jawab 

sosial, atau transparansi dalam bisnis Islam. Jelaskan 

studi kasus tersebut dan bagaimana hal itu mencerminkan 

nilai-nilai etika bisnis Islam. 

2. Buatlah skenario bisnis yang menghadirkan tantangan 

etis terkait dengan prinsip keadilan, kejujuran, tanggung 

jawab sosial, atau transparansi. Diskusikan solusi yang 

mungkin untuk mengatasi tantangan tersebut. 

3. Gambarkan secara kreatif bagaimana sebuah perusahaan 

dapat mempraktikkan tanggung jawab sosial dalam 

komunitas lokal mereka, dengan menggunakan ilustrasi 

atau storyboard. 

4. Sebuah bank syariah di Indonesia dituduh melakukan 

praktik penipuan dalam penanganan investasi dan 

transaksi keuangan. Bagaimana bank tersebut dapat 

mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat dengan 

meningkatkan transparansi dalam operasinya? 

5. Anda adalah seorang pemimpin perusahaan startup yang 

baru-baru ini memenangkan proyek besar dengan 

pemerintah. Namun, Anda mengetahui bahwa ada 

tekanan dari pihak tertentu untuk melakukan suap demi 

memperoleh kontrak tersebut. Bagaimana Anda akan 

menjaga integritas bisnis Anda dan tetap mematuhi 

prinsip-prinsip etika Islam? 

6. Anda adalah seorang entrepreneur yang ingin memulai 

bisnis e-commerce berbasis syariah. Bagaimana Anda 

akan memastikan transparansi dalam operasi bisnis 
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Anda, terutama dalam hal kehalalan produk dan 

kejelasan dalam proses transaksi? 

7. Anda adalah seorang pemimpin masyarakat yang 

prihatin dengan keadilan sosial di komunitas Anda. 

Bagaimana Anda akan berkolaborasi dengan perusahaan-

perusahaan lokal untuk mengembangkan inisiatif yang 

mempromosikan keadilan, kejujuran, dan tanggung 

jawab sosial di tingkat lokal? 

8. Anda adalah seorang desainer grafis yang bekerja untuk 

perusahaan periklanan. Bagaimana Anda akan 

menggunakan kreativitas Anda untuk menyampaikan 

pesan tentang pentingnya kejujuran dalam bisnis kepada 

audiens yang beragam? 

9. Anda adalah seorang fotografer yang ingin menggunakan 

fotografi sebagai alat untuk menyoroti isu-isu sosial dan 

lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan dalam bisnis 

mereka. Bagaimana Anda akan memilih subjek dan 

teknik fotografi untuk menyampaikan pesan Anda 

dengan kuat? 

10. Anda adalah seorang perancang mode yang ingin 

menciptakan koleksi pakaian yang berkelanjutan dan adil 

secara sosial bagi para pekerja. Bagaimana Anda akan 

menggunakan bahan-bahan dan desain yang ramah 

lingkungan sambil memastikan keadilan bagi semua 

yang terlibat dalam rantai pasokan? 
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Bahan Ajar 2 

KONSEP DAN HUKUM EKONOMI ISLAM 

 

OVERVIEW 

A. Deskripsi Singkat Materi Yang Akan Dibahas 

Modul pembelajaran ini dirancang untuk memberikan 

pemahaman menyeluruh tentang Konsep dan Hukum Ekonomi 

dalam Islam. Fokus modul ini adalah pada  Aspek Hukum dalam 

Bisnis Islam serta Konsep Pemikiran Ekonomi Islam. Dalam 

Aspek Hukum dalam Bisnis Islam akan membahas Hukum 

Riba, Hukum Zakat, dan Hukum Muamalah. Hukum riba, yang 

merupakan praktik yang dilarang dalam ekonomi Islam karena 

dianggap merugikan individu dan masyarakat secara ekonomi 

dan moral. Materi akan menguraikan konsep riba, jenis-

jenisnya, serta implikasi hukum dan sosialnya dalam konteks 

ekonomi syariah.  

Selanjutnya, zakat sebagai salah satu pilar ekonomi Islam 

yang mengatur kewajiban pembayaran zakat sebagai bentuk 

distribusi kekayaan yang adil. Materi ini mencakup definisi 

zakat, tujuan sosialnya dalam mengurangi ketimpangan 

ekonomi, dan peran pentingnya dalam membangun keadilan 

sosial dalam masyarakat Muslim. Kemudian, muamalah, atau 

prinsip-prinsip transaksi dalam Islam, juga menjadi topik yang 

signifikan dalam modul ini. Mahasiswa akan belajar tentang 

prinsip-prinsip etika bisnis, tanggung jawab sosial, serta 

pentingnya integritas dalam berdagang menurut ajaran Islam. 

Diskusi tentang keberkahan dalam ekonomi juga ditekankan, 

menyoroti nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan saling 

menguntungkan dalam setiap transaksi. 

Adapun dalam Konsep Pemikiran Ekonomi Islam akan 

membahas Konsep Kepemilikan dalam Islam, Distribusi 

Kekayaan dalam Islam, dan Sistem Ekonomi dalam Islam. 
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Konsep kepemilikan dan distribusi kekayaan dalam Islam 

menjadi fokus lain, dengan mempertimbangkan pemahaman 

tentang kepemilikan individual versus kepemilikan kolektif. 

Modul ini akan menggali prinsip-prinsip distribusi kekayaan 

yang adil berdasarkan ajaran syariah, yang mengutamakan 

keberkahan, keseimbangan sosial, dan pemerataan kekayaan 

untuk masyarakat secara luas.  

Terakhir, modul ini mengeksplorasi sistem ekonomi dalam 

Islam sebagai alternatif yang berbeda dari kapitalisme dan 

sosialisme. Hal ini termasuk pemahaman tentang prinsip-prinsip 

dasar sistem ekonomi Islam seperti keadilan ekonomi, peran 

pasar yang teratur oleh nilai-nilai Islam, dan peran negara dalam 

mengawal dan mendorong kesejahteraan umum sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah. Melalui modul ini, diharapkan 

mahasiswa dapat mendapatkan pemahaman yang mendalam 

tentang bagaimana ekonomi Islam mengintegrasikan nilai-nilai 

agama dalam aspek ekonomi dan keuangan. 

 

B. Relevansi 

Modul pembelajaran ini memiliki relevansi yang signifikan 

dalam konteks pemahaman ekonomi Islam yang holistik dan 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Memahami hukum riba 

menjadi esensial karena riba dianggap sebagai praktik yang 

merugikan dalam Islam, yang mencerminkan nilai-nilai 

keadilan ekonomi dan moralitas. Diskusi tentang zakat menjadi 

penting karena menyoroti kewajiban sosial umat Islam untuk 

berkontribusi dalam redistribusi kekayaan, mendukung keadilan 

sosial, dan mengurangi kesenjangan ekonomi. 

Selanjutnya, pemahaman tentang muamalah, atau prinsip-

prinsip transaksi dalam Islam, memberikan landasan yang kuat 

untuk praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan. Hal ini relevan 

dengan penerapan nilai-nilai seperti kejujuran, transparansi, dan 

tanggung jawab sosial dalam konteks ekonomi syariah. Modul 

ini juga menjelaskan konsep kepemilikan dan distribusi 
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kekayaan dalam Islam, menggarisbawahi pentingnya 

kepemilikan yang adil dan pemerataan sumber daya untuk 

memastikan kesejahteraan sosial yang seimbang dan 

berkeadilan. 

Dalam konteks sistem ekonomi Islam, modul ini 

menawarkan wawasan tentang alternatif yang berbeda dari 

sistem ekonomi konvensional seperti kapitalisme dan 

sosialisme. Ini mencakup prinsip-prinsip dasar seperti peran 

pasar yang diatur oleh nilai-nilai syariah, peran negara dalam 

memastikan keadilan ekonomi, dan promosi kesejahteraan 

umum berdasarkan prinsip-prinsip moral dan keadilan. 

Secara keseluruhan, modul ini tidak hanya relevan untuk 

memahami bagaimana nilai-nilai agama Islam diintegrasikan ke 

dalam aspek ekonomi, tetapi juga memberikan landasan yang 

kuat untuk membangun pemahaman yang lebih dalam tentang 

cara-cara berkontribusi dalam membangun masyarakat yang 

adil, berkelanjutan, dan berkeadilan berdasarkan nilai-nilai 

Islam. 

 

C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 

Modul pembelajaran ini bertujuan untuk mencapai sejumlah 

tujuan pembelajaran yang penting dalam pemahaman ekonomi 

Islam. Pertama, mahasiswa akan dapat menjelaskan dengan 

jelas konsep hukum riba dalam Islam, termasuk jenis-jenis riba 

dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Mereka juga 

diharapkan mampu membedakan antara riba dan bentuk-bentuk 

transaksi yang halal dalam ekonomi syariah. 

Kedua, modul ini bertujuan untuk memperkenalkan dan 

menggali kewajiban zakat sebagai salah satu pilar ekonomi 

Islam. Mahasiswa akan memahami tujuan sosial zakat dalam 

mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendukung 

kesejahteraan umum, serta bagaimana implementasinya dalam 

praktik kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, capaian 

pembelajaran modul ini termasuk memahami prinsip-prinsip 
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muamalah atau transaksi dalam Islam. Ini mencakup 

pemahaman tentang etika bisnis Islam, tanggung jawab sosial 

dalam perdagangan, dan pentingnya integritas dalam segala 

aspek transaksi ekonomi. 

Selain itu, modul ini juga bertujuan untuk mengajarkan 

konsep kepemilikan dan distribusi kekayaan dalam Islam. 

Mahasiswa diharapkan dapat membedakan antara kepemilikan 

individual dan kolektif, serta memahami prinsip-prinsip 

distribusi kekayaan yang adil dan berkeadilan menurut nilai-

nilai syariah. Terakhir, modul ini berupaya untuk 

mengembangkan pemahaman mahasiswa tentang sistem 

ekonomi dalam Islam sebagai alternatif terhadap sistem 

ekonomi konvensional. Ini termasuk memahami peran pasar, 

negara, dan masyarakat dalam mencapai tujuan ekonomi yang 

berlandaskan keadilan dan keseimbangan sosial menurut ajaran 

Islam. 

Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, modul ini diharapkan 

dapat memberikan landasan yang kokoh bagi mahasiswa dalam 

memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam 

dalam berbagai konteks sosial dan ekonomi. 
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TOPIK 1 

ASPEK HUKUM DALAM BISNIS ISLAM 

 

A. Hukum Riba 

a. Pengertian Riba 

Pengertian riba dalam konteks hukum Islam merupakan 

sebuah konsep yang sangat penting dan kompleks. Riba adalah 

istilah dalam hukum Islam yang mengacu pada praktik 

pemberian atau penerimaan tambahan yang tidak wajar atau 

tidak adil dalam transaksi keuangan. Secara etimologis, istilah 

"riba" berasal dari bahasa Arab. Kata ini memiliki akar kata yang 

bermakna "peningkatan" atau "tambahan". Dalam konteks 

keuangan dan hukum Islam, riba merujuk pada tambahan atau 

keuntungan yang diperoleh dari peminjaman uang atau asset 

dengan syarat pembayaran tambahan di atas jumlah pokok yang 

dipinjam. Jadi, secara bahasa, riba mengacu pada konsep 

peningkatan atau tambahan, tetapi dalam hukum Islam, itu 

dipahami sebagai tambahan atau keuntungan yang dihasilkan 

dari transaksi keuangan yang dianggap tidak wajar dan tidak adil 

atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

Secara khusus, riba mengacu pada bunga atau keuntungan 

yang diperoleh dari peminjaman uang atau asset dengan syarat 

pembayaran tambahan di atas jumlah pokok yang dipinjam. 

Praktik riba dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip 

keadilan dan kesetaraan yang ditegaskan dalam Islam. Dalam Al-

Qur'an, riba dinyatakan sebagai sesuatu yang diharamkan dan 

merupakan salah satu dari beberapa dosa besar dalam Islam. 

Prinsip dasar di balik haramnya riba adalah keadilan dan 

kesetaraan dalam transaksi ekonomi. Dalam praktiknya, riba 

biasanya terjadi dalam bentuk bunga atau keuntungan yang 

diperoleh dari peminjaman uang atau asset dengan syarat 

pembayaran tambahan di atas jumlah pokok yang dipinjam. 
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Riba dianggap sebagai sebuah praktik yang tidak adil karena 

memungkinkan pihak yang memberikan pinjaman untuk 

mendapatkan keuntungan tanpa mengambil risiko yang 

sebanding dengan pihak yang meminjam. Hal ini bertentangan 

dengan prinsip keadilan dalam Islam yang menekankan 

pentingnya berbagi risiko dan keuntungan secara adil antara 

pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Riba juga 

dianggap merugikan masyarakat karena dapat menyebabkan 

kesenjangan ekonomi dan ketidaksetaraan sosial. 

Meskipun riba secara tegas dinyatakan sebagai haram dalam 

Islam, terdapat beberapa perdebatan mengenai aplikasi prinsip-

prinsip tersebut dalam konteks ekonomi modern. Beberapa 

cendekiawan Islam mempertanyakan apakah semua praktik 

keuangan yang menghasilkan tambahan nilai di atas pokoknya 

harus dianggap sebagai riba. Mereka menyoroti perlunya 

konteks dan interpretasi yang tepat dalam menerapkan prinsip-

prinsip hukum Islam dalam praktik bisnis dan keuangan yang 

kompleks saat ini. 

 

b. Landasan Hukum Riba 

a) Al-Quran 

Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi 

landasan hukum riba dalam Islam. Meskipun tidak semua 

ayat secara langsung menyebutkan riba, tafsir-tafsir 

mengaitkannya dengan larangan atas praktik riba 

berdasarkan konteks dan prinsip-prinsip yang terkandung 

dalam teks-teks Al-Qur'an. Berikut beberapa ayat Al-Qur'an 

terkait dengan hukum riba: 
 

1. Surah Al-Baqarah (2): 275 
 

بَوٰا   يَأكُْلوُنَ  ٱلَّذِينَ  ...  يَتخََبَّطُهُ  ٱلَّذِى يَقوُمُ  كَمَا إِلَّ  يَقوُمُونَ  لَ  ٱلر ِ

نُ  يْطَٰ ٱلْمَس ِ  مِنَ  ٱلشَّ  
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Artinya: "Orang-orang yang makan (menerima) riba 

tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang 

yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit 

gila..." Ayat ini menegaskan larangan keras terhadap 

riba, menjelaskan bahwa riba dapat membuat seseorang 

kehilangan akal sehat dan berperilaku seperti orang yang 

kemasukan setan. 
 

2. Surah Al-Baqarah (2): 278-279 
 

ؤْمِنيِنَ  ا  إِن كُنتمُ م  بَوٰٓ َ وَذرَُوا  مَا بَقِىَ مِنَ ٱلر ِ أيَ هَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُا  ٱتَّقوُا  ٱللَّّ
ٓ  يَٰ

نَ  بِحَرْب   فَأذْنَوُا   تفَْعلَوُا   لَّمْ  فَإنِ ِ  م ِ  رُءُوسُ  فلََكُمْ  تبُْتمُْ  وَإِن  ۖوَرَسُولِهۦِ ٱللَّّ

لِكُمْ  تظُْلَمُونَ  وَلَ  تظَْلِمُونَ  لَ  أمَْوَٰ   
 

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah 

kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum 

dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika 

kamu tidak mengerjakan (meninggalkan) itu maka 

ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya memerangimu. 

Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu 

(yang kamu telah berikan riba), kamu tidak menganiaya 

dan tidak (pula) dianiaya." Ayat ini menekankan 

pentingnya meninggalkan praktik riba dan menegaskan 

bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi mereka 

yang tetap mempraktikkan riba. 
 

3. Surah Al-Imran (3): 130 
 

ٓأيَ هَا ا   تأَكُْلوُا   لَ  ءَامَنوُا   ٱلَّذِينَ  يَٰ بَوٰٓ ف ا ٱلر ِ عفََة   أضَْعَٰ ضَٰ َ  وَٱتَّقوُا    ۖم   لَعلََّكُمْ  ٱللَّّ

 تفُْلِحُونَ 
 

Artinya:  "Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan 

bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung." 

Ayat ini memperingatkan orang-orang yang beriman 
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agar tidak terlibat dalam praktik riba yang berlipat ganda 

dan menyeru mereka untuk bertaqwa kepada Allah. 
 

4. Surah Ar-Rum (30): 39 
 

ن ءَاتيَْتمُ وَمَآ  ب ا م ِ يرَْبوَُا   ر ِ لِ  فىِٓ  ل ِ ِ  عِندَ  يرَْبوُا   فلََ  ٱلنَّاسِ  أمَْوَٰ ن ءَاتيَْتمُ وَمَآ   ۖٱللَّّ  م ِ

ِ  وَجْهَ  ترُِيدوُنَ  زَكَوٰة   ئكَِ  ٱللَّّ
ٓ لَٰ ٱلْمُضْعِفوُنَ  همُُ  فَأوُ   

 

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu 

berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka 

riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang 

kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk 

mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat 

demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan 

(pahalanya)." Ayat ini menegaskan bahwa Allah 

melarang riba, dan memerintahkan umatnya untuk 

berzakat. 
 

5. Surah Al-A'raf (7): 33 
 

مَ  إِنَّمَا قلُْ  حِشَ  رَب ىَِ  حَرَّ ثمَْ  بَطَنَ  وَمَا مِنْهَا ظَهَرَ  مَا ٱلْفَوَٰ  بِغَيْرِ  وَٱلْبَغْىَ  وَٱلِْْ

ِ  تشُْرِكُوا   وَأنَ ٱلْحَق ِ  لْ  لمَْ  مَا بِٱللَّّ ن ا بهِۦِ ينُزَ ِ ِ  عَلىَ تقَوُلوُا   وَأنَ سُلْطَٰ  لَ  مَا ٱللَّّ

 تعَْلَمُونَ 

Artinya: " Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan 

perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang 

tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak 

manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) 

mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak 

menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) 

mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu 

ketahui." Meskipun ayat ini tidak secara langsung 

berkaitan dengan riba, beberapa tafsir 

menghubungkannya dengan larangan berbagai bentuk 

kecurangan dan eksploitasi ekonomi, termasuk riba. 
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6. Surah An-Nisa (4): 29 
 

ٓأيَ هَا لَكُم تأَكُْلوُٓا   لَ  ءَامَنوُا   ٱلَّذِينَ  يَٰ طِلِ  بَيْنَكُم أمَْوَٰ ٓ  بِٱلْبَٰ رَة   تكَُونَ  أنَ إِلَّ  عَن تِجَٰ

نكُمْ  ترََاض   َ  إِنَّ   ۚأنَفسَُكُمْ  تقَْتلُوُٓا   وَلَ   ۚم ِ ا بكُِمْ  كَانَ  ٱللَّّ رَحِيم   

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan 

yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu”.  

Ayat tersebut menerangkan kepada orang-orang 

yang beriman, janganlah mengambil harta orang lain 

dengan cara tidak benar, melainkan diperbolehkan 

melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama 

suka, dan janganlah menjerumuskan diri kalian dengan 

melanggar perintah-perintah Tuhan.  
 

b) Hadits 

1. Hadis Riwayat Abu Hurairah 

Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya riba itu ada 70 

pintu dosa. Yang paling ringan dosanya adalah seperti 

seseorang menyetubuhi ibunya." Hadis ini menekankan 

bahwa riba merupakan dosa besar yang memiliki banyak 

bentuk dan tingkatan dosa. Rasulullah memberi 

perumpamaan untuk menyadarkan umat tentang 

keberatan dan kecelaan praktik riba dalam Islam. 
 

2. Hadis riwayat Jabir bin Abdullah 

Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberi riba, 

penulis akta perjanjian riba, dan dua orang saksi (atas 

perjanjian riba) serta mereka yang ikut mencampurinya 

semua itu. Hadis ini menegaskan bahwa siapa pun yang 

terlibat dalam transaksi riba, baik sebagai pelaku 

langsung maupun yang membantu dalam prosesnya, 

semuanya mendapatkan laknat dari Allah. 
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3. Hadis riwayat Abu Hurairah 

Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah SWT telah 

melarang riba. Oleh karena itu, penjual dan pembeli 

riba, penulis perjanjian riba, dan saksi atas perjanjian 

riba itu sama dalam dosanya." Hadis ini menegaskan 

bahwa larangan riba tidak hanya berlaku bagi pemberi 

riba, tetapi juga bagi semua pihak yang terlibat dalam 

transaksi riba, termasuk penjual, pembeli, penulis akta, 

dan saksi. 
 

4. Hadis riwayat Abu Hurairah 

Rasulullah bersabda, "Dari segenap dosa manusia, dosa 

yang paling keras hukumannya di sisi Allah adalah bagi 

mereka yang memakan riba." Hadis ini menunjukkan 

betapa seriusnya dosa riba dalam pandangan Allah. 

Rasulullah صلى الله عليه وسلم menjelaskan bahwa riba merupakan dosa 

yang paling keras hukumannya di akhirat. 
 

c. Perdebatan Hukum Riba 

Hukum riba, yang merupakan salah satu aspek penting 

dalam etika bisnis Islam, telah menjadi subjek perdebatan yang 

kompleks dan mendalam dalam tradisi Islam sepanjang sejarah. 

Dalam konteks Islam, riba diharamkan secara tegas dalam Al-

Qur'an dan Hadis, dan dianggap sebagai salah satu dosa besar. 

Namun, meskipun hukum riba terlihat jelas dalam teks-teks 

agama, terdapat berbagai interpretasi dan perbedaan pendapat di 

antara ulama dan cendekiawan Islam mengenai bagaimana 

hukum riba diterapkan dalam praktik bisnis dan keuangan 

kontemporer. Perdebatan ini mencakup berbagai aspek, mulai 

dari definisi riba, penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam 

konteks modern, hingga dampak sosial dan ekonomi dari praktik 

riba. 
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Perdebatan mengenai hukum riba melibatkan 

pertimbangan-pertimbangan kompleks, termasuk konteks 

historis, interpretasi teks-teks agama, prinsip-prinsip ekonomi, 

dan tantangan-tantangan praktis dalam menerapkan hukum 

Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, faktor-faktor 

seperti perubahan sosial, ekonomi, dan politik, serta kemajuan 

dalam ilmu pengetahuan dan teknologi juga memengaruhi 

dinamika perdebatan ini. Dalam konteks perdebatan ini, terdapat 

berbagai pandangan yang berbeda, mulai dari kelompok yang 

memperketat larangan riba dengan mengikuti interpretasi 

tekstual yang ketat, hingga kelompok yang lebih fleksibel dalam 

menafsirkan hukum riba dengan mempertimbangkan kondisi 

kontemporer dan prinsip-prinsip keuangan modern. 

Pendapat yang memperbolehkan riba umumnya berasal dari 

beberapa kelompok ulama atau cendekiawan yang mengadopsi 

pendekatan yang lebih fleksibel dalam menafsirkan hukum 

Islam. Mereka memperbolehkan riba atas dasar interpretasi dan 

penafsiran tertentu terhadap teks-teks Al-Qur'an, Hadis, dan 

prinsip-prinsip hukum Islam. Berikut beberapa kelompok atau 

aliran yang cenderung memperbolehkan riba, serta argumen-

argumen yang mereka kemukakan: 

a) Kelompok Modernis atau Reformis 

Kelompok ini, yang termasuk dalam spektrum 

pemikiran Islam yang lebih progresif, cenderung untuk 

memperbolehkan riba dalam konteks keuangan modern. 

Mereka berargumen bahwa ajaran Islam perlu diadaptasi 

dengan konteks zaman yang berubah, termasuk dalam hal 

praktik keuangan. Mereka menekankan pada prinsip 

kebebasan individu dan kesepakatan kontrak dalam transaksi 

ekonomi. Kelompok Modernis atau Reformis dalam Islam 

cenderung memperbolehkan riba karena mereka 

menganggap ajaran Islam dapat diadaptasi dengan konteks 

modern, di mana prinsip-prinsip kebebasan individu dalam 

berkontrak dan berdagang dianggap lebih penting daripada 
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larangan riba yang mungkin dianggap kaku atau tidak 

relevan dengan kondisi ekonomi dan sosial saat ini. 
 

b) Beberapa Aliran Fiqh yang Minoritas 

Dalam sejarah fiqh Islam, ada aliran minoritas yang 

memperbolehkan riba dalam keadaan tertentu atau dalam 

batasan-batasan khusus. Misalnya, beberapa aliran Hanafi 

dan Maliki dalam sejarah telah mengeluarkan fatwa-fatwa 

yang memperbolehkan riba dalam kasus-kasus seperti 

perdagangan luar negeri atau dalam transaksi yang 

melibatkan orang non-Muslim.  

Beberapa ulama yang menganut pendekatan interpretasi 

yang lebih fleksibel terhadap nash-nash (teks-teks hukum) 

Islam mungkin memperbolehkan riba dalam kasus-kasus di 

mana kepentingan individu atau masyarakat membutuhkan 

solusi ekonomi yang praktis. 
 

c) Beberapa Cendekiawan Kontemporer 

Beberapa cendekiawan kontemporer, baik yang berasal 

dari dunia akademis maupun praktisi keuangan, 

mengemukakan argumen-argumen ekonomi dan keuangan 

yang mendukung praktik riba dalam konteks keuangan 

modern. Mereka berpendapat bahwa larangan riba dalam 

Islam terkait dengan konteks sosial-ekonomi tertentu yang 

mungkin tidak relevan dengan kondisi keuangan global saat 

ini. Beberapa cendekiawan mungkin mempertimbangkan 

argumen-argumen filsafat atau etika yang mendukung 

keberadaan riba dalam sistem keuangan modern, seperti 

konsep-konsep kebebasan, keadilan, atau keseimbangan 

ekonomi.  
 

Perdebatan mengenai hukum riba terjadi karena 

kompleksitas dan keragaman interpretasi terhadap teks-teks 

Islam serta tantangan dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip 

tersebut dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik yang 
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berubah. Berikut adalah beberapa alasan mengapa terjadi 

perdebatan yang berkelanjutan mengenai hukum riba: 
 

a)  Interpretasi Teks-teks Islam 

Al-Qur'an dan Hadis memberikan panduan mengenai 

riba, namun interpretasi terhadap teks-teks tersebut bisa 

bervariasi. Teks tersebut kadang terbuka terhadap berbagai 

interpretasi dan penafsiran, yang memungkinkan munculnya 

perbedaan pendapat di antara ulama dan cendekiawan. 

Beberapa ulama menginterpretasikan riba secara harfiah 

sebagai penambahan atau pertukaran barang yang setara, 

sedangkan yang lain memperluas definisinya untuk 

mencakup segala bentuk keuntungan tambahan yang 

diperoleh tanpa adanya nilai tambah yang seimbang.  
 

b) Konteks Historis yang Berbeda 

Perbedaan pendapat terkadang muncul karena 

perbedaan dalam konteks historis dan lingkungan sosial di 

mana hukum riba pertama kali diturunkan. Beberapa ulama 

mempertimbangkan konteks masa Nabi Muhammad sambil 

memahami hukum riba, sementara yang lain mungkin lebih 

memperhatikan konteks zaman modern. Islam telah hadir 

selama lebih dari 1.400 tahun, dan hukum riba telah menjadi 

subjek diskusi sepanjang sejarah Islam. Perbedaan konteks 

historis dari masa ke masa dapat menyebabkan perbedaan 

pendapat dalam hal penerapan hukum riba. 

Beberapa ulama cenderung untuk tetap konsisten dalam 

penafsiran mereka terhadap hukum riba, sementara yang lain 

mungkin lebih fleksibel dalam menanggapi perubahan 

konteks sosial dan ekonomi dan dapat diadaptasi sesuai 

dengan kebutuhan ekonomi modern. 

c) Keragaman Fiqh dan Metodologi 

Ada berbagai aliran fiqh dalam Islam, masing-masing 

dengan metodologi interpretasi dan penafsiran yang berbeda. 
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Perbedaan dalam metodologi ini dapat menghasilkan 

perbedaan dalam penafsiran hukum riba. Ada perbedaan 

dalam pendekatan metodologis terhadap penafsiran hukum 

riba. Beberapa ulama menganut pendekatan tekstualis, yang 

menekankan pada teks Al-Qur'an dan Hadis secara harfiah, 

sementara yang lain mengambil pendekatan kontekstualis 

yang lebih memperhitungkan konteks dan tujuan hukum 

tersebut. 

Perbedaan pendapat juga bisa dipengaruhi oleh 

perbedaan dalam pemahaman terhadap fiqh (hukum Islam) 

dan usul fiqh (prinsip-prinsip hukum Islam). Pendekatan 

yang berbeda terhadap interpretasi nash (teks hukum) dan 

qiyas (analogi) dapat menghasilkan hasil yang berbeda. 
 

d) Perubahan Sosial dan Ekonomi 

Perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi 

masyarakat dapat memunculkan perdebatan baru tentang 

hukum riba. Ada perbedaan dalam penafsiran terhadap 

prinsip kesejahteraan sosial dalam hukum Islam. Beberapa 

ulama mungkin menekankan pentingnya meminimalkan 

ketidakadilan sosial yang diakibatkan oleh riba terhadap 

masyarakat secara keseluruhan, sementara yang lain 

mungkin lebih fokus pada aspek-aspek individual atau bisnis. 

Beberapa ulama mungkin lebih menekankan prinsip 

keadilan dan keseimbangan dalam memahami hukum riba. 

Mereka mungkin menganggap riba sebagai salah satu bentuk 

ketidakadilan ekonomi yang perlu dihindari. Ulama yang 

memperbolehkan riba berpendapat bahwa dalam ekonomi 

yang bebas, transaksi keuangan yang melibatkan bunga dapat 

dianggap sebagai bentuk kesepakatan antara pihak-pihak 

yang terlibat dan bukan sebagai bentuk eksploitasi. 
 

e) Kompromi dan Kebutuhan Kontemporer 

Beberapa ulama memperbolehkan riba dalam batas-

batas tertentu atau dengan syarat-syarat khusus, seperti 
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memberikan zakat atau mengalokasikan sebagian dari 

keuntungan kepada amal. Dalam situasi darurat atau keadaan 

yang membutuhkan, seperti ketika menghadapi krisis 

keuangan atau kesehatan, ada pandangan bahwa riba dapat 

diperbolehkan sebagai solusi darurat.  

Ada pandangan bahwa dalam keadaan tertentu, seperti 

di pasar keuangan global saat ini, sulit untuk menghindari 

riba sepenuhnya. Oleh karena itu, memperbolehkan riba 

dalam situasi tertentu dapat dianggap sebagai bentuk rahmat 

Allah dalam mengakomodasi kebutuhan manusia. Beberapa 

ulama mungkin mempertimbangkan kemanfaatan praktik 

riba dalam konteks keuangan modern, sementara yang lain 

mungkin lebih fokus pada prinsip-prinsip moral dan etika 

yang mendasari hukum riba. 

Pengalaman praktis dalam berbisnis juga dapat 

memengaruhi pandangan terhadap hukum riba. Pengusaha, 

investor, dan praktisi keuangan mungkin memiliki perspektif 

yang berbeda tergantung pada pengalaman mereka dalam 

berhadapan dengan isu-isu terkait riba. 
 

f) Pengaruh Budaya dan Globalisasi 

Budaya, tradisi, dan konteks lokal masyarakat juga 

memainkan peran penting dalam pemahaman dan penerapan 

hukum riba. Perbedaan budaya dan konteks lokal dapat 

menyebabkan perbedaan pendapat dalam hal praktik bisnis 

dan keuangan. Aspek-aspek kultural dan geografis juga dapat 

mempengaruhi pemahaman terhadap hukum riba. Praktik 

dan tradisi lokal dapat memberikan konteks tambahan yang 

memengaruhi interpretasi hukum tersebut. 

Masyarakat Muslim di berbagai negara memiliki tradisi, 

budaya, dan konteks sosial yang berbeda, yang dapat 

memengaruhi pemahaman dan penerapan hukum riba. 

Perbedaan ini dapat menciptakan variasi dalam pandangan 

dan praktik terkait riba. Budaya populer, termasuk media 
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massa dan hiburan, juga dapat memengaruhi persepsi 

terhadap hukum riba dalam masyarakat. Narasi-narasi yang 

disampaikan melalui media dapat memengaruhi cara orang 

memahami dan merespons isu-isu terkait riba. 

Globalisasi telah membawa tantangan baru dalam 

pemahaman hukum riba. Integrasi pasar keuangan global dan 

pergerakan modal antar negara dapat memunculkan 

pertanyaan-pertanyaan tentang kompatibilitas prinsip-

prinsip Islam dengan sistem keuangan global. Dalam era 

globalisasi dan kompleksitas keuangan modern, tantangan 

baru muncul dalam memahami dan menerapkan hukum riba. 

Beberapa ulama mungkin mencari solusi yang relevan 

dengan tantangan-tantangan ini, sementara yang lain 

mungkin cenderung untuk mempertahankan pendekatan 

yang lebih tradisional. 

Meskipun terdapat kesepakatan umum tentang hukum 

riba dalam prinsip Islam, tantangan dalam implementasi dan 

penegakan hukum dapat memunculkan perbedaan pendapat. 

Faktor-faktor seperti kepatuhan, pengawasan, dan penegakan 

hukum dapat memengaruhi praktik bisnis dalam masyarakat. 

 

g) Kemajuan Dinamika Peradaban Manusia 

Perkembangan sistem keuangan modern, dan teknologi 

informasi adalah beberapa contoh perubahan sosial dan 

ekonomi yang memengaruhi pemahaman terhadap riba. 

Perubahan dalam dinamika masyarakat Muslim dapat 

memengaruhi pemahaman terhadap hukum riba. Munculnya 

fenomena baru seperti fintech dan platform keuangan digital 

dapat memunculkan pertanyaan baru tentang hukum riba. 

Terdapat kontroversi teknis terkait dengan definisi dan 

ruang lingkup riba dalam konteks keuangan modern. 

Pertanyaan seperti apakah bunga bank dapat diklasifikasikan 

sebagai riba atau apakah instrumen keuangan derivatif 

melanggar hukum riba dapat menghasilkan perbedaan 
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pendapat. Di era kontemporer, perdebatan tentang hukum 

riba juga dipengaruhi oleh perubahan dalam sistem keuangan 

global, termasuk masalah seperti riba bank, derivatif 

keuangan, dan investasi pasar modal. 

Beberapa ulama mungkin mengambil pendekatan yang 

lebih inklusif, mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum 

Islam dengan hukum sekuler atau internasional, sementara 

yang lain mungkin lebih cenderung untuk mempertahankan 

batasan-batasan yang lebih ketat antara hukum Islam dan 

hukum lainnya. Beberapa kalangan mungkin lebih terbuka 

terhadap inovasi dalam keuangan Islam, termasuk 

pengembangan produk-produk keuangan yang memenuhi 

prinsip-prinsip syariah. Sementara itu, yang lain mungkin 

lebih mempertahankan tradisi dan prinsip-prinsip klasik 

dalam hukum riba. 

Dalam era informasi dan konektivitas global, 

perdebatan mengenai hukum riba menjadi lebih terbuka dan 

luas. Diskusi-diskusi online, forum-forum akademis, dan 

publikasi-publikasi terbaru menjadi wadah bagi berbagai 

pandangan dan interpretasi. 
 

h) Perkembangan Ilmu Pengetahuan 

Perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam 

bidang ekonomi dan keuangan, dapat memunculkan 

pertanyaan-pertanyaan baru tentang hukum riba. Ilmu 

pengetahuan modern dapat memunculkan kompleksitas baru 

dalam praktik bisnis dan keuangan yang perlu 

diperhitungkan dalam konteks hukum Islam. Perbandingan 

dengan hukum riba dalam tradisi lain atau sistem hukum 

modern juga dapat mempengaruhi pemahaman terhadap 

hukum riba dalam konteks Islam. Beberapa cendekiawan 

mungkin mengambil pendekatan interdisipliner dalam 

memahami hukum riba, dengan mengintegrasikan prinsip-
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prinsip dari berbagai disiplin ilmu seperti ekonomi, hukum, 

dan etika. 

Beberapa ulama mengambil pendekatan ekonomi dalam 

memahami hukum riba, mempertimbangkan implikasi sosial 

dan ekonomi dari praktik riba, sementara yang lain mungkin 

lebih memperhitungkan aspek-aspek moral dan etika dalam 

pertimbangan mereka. Pendekatan ini dapat menyebabkan 

perbedaan dalam penilaian terhadap produk-produk 

keuangan modern. 

Pemikiran tentang hukum riba terus berkembang seiring 

waktu. Ulama-ulama, cendekiawan, dan pemimpin 

masyarakat terus melakukan kajian dan refleksi terhadap isu 

ini, sehingga pandangan dan pendapat mengenai hukum riba 

juga dapat berubah seiring waktu sesuai dengan konteks dan 

tuntutan zaman. Pendidikan dan penelitian dalam bidang 

etika bisnis Islam juga memainkan peran penting dalam 

membentuk pandangan dan pemahaman terhadap hukum 

riba. Temuan-temuan baru dari penelitian dan diskusi-diskusi 

akademis dapat memperkaya pemahaman tentang isu ini. 
 

i) Perubahan Politik dan Hukum 

Dinamika politik dan ekonomi suatu negara juga dapat 

memengaruhi pandangan terhadap hukum riba. Faktor-faktor 

seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, dan tekanan 

global dapat memengaruhi pendekatan terhadap isu ini. 

Perubahan dalam kebijakan politik dan hukum, baik di 

tingkat nasional maupun internasional, juga dapat 

mempengaruhi perdebatan mengenai hukum riba. Kebijakan 

pemerintah terkait dengan perbankan, investasi, dan regulasi 

keuangan dapat memengaruhi interpretasi dan penerapan 

hukum riba. 
 

j) Peran Otoritas Agama dan Fatwa 

Perbedaan pendapat juga bisa dipengaruhi oleh peran 

otoritas agama tertentu atau lembaga fatwa dalam 
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masyarakat Islam. Fatwa dari otoritas yang berbeda dapat 

menghasilkan variasi dalam pemahaman dan penerapan 

hukum riba. Otoritas agama dan lembaga fatwa memiliki 

pengaruh besar dalam menentukan pandangan resmi tentang 

hukum riba dalam masyarakat Muslim. Perbedaan pendapat 

di antara otoritas agama dan fatwa dapat menciptakan 

perbedaan dalam pemahaman dan penerapan hukum riba. 

Melalui perdebatan ini, para cendekiawan dan praktisi 

Muslim berupaya untuk menghadirkan pemahaman yang 

lebih mendalam dan relevan tentang hukum riba dalam 

konteks zaman yang terus berubah, dengan tujuan untuk 

memandu praktik bisnis dan keuangan yang sesuai dengan 

nilai-nilai etika Islam serta prinsip-prinsip keadilan sosial 

dan ekonomi. 

Meskipun ada pandangan-pandangan yang 

memperbolehkan riba, penting untuk dicatat bahwa 

pandangan ini seringkali menjadi subjek perdebatan dan 

kritik dari berbagai pihak dalam komunitas Muslim. 

Mayoritas ulama dan otoritas agama umumnya menegaskan 

larangan riba sebagai bagian integral dari ajaran Islam, dan 

pendekatan yang lebih fleksibel terhadap riba sering kali 

dianggap kontroversial dalam tradisi Islam. 
 

d. Pengaruh Riba 

Pengaruh riba, baik dalam konteks ekonomi maupun sosial, 

dapat sangat merugikan individu, masyarakat, dan bahkan 

ekonomi secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa pengaruh 

utama dari praktik riba: 
 

a) Eksploitasi Ekonomi  

Riba sering kali digunakan sebagai alat eksploitasi 

ekonomi di mana peminjam, terutama yang berada dalam 

situasi keuangan yang sulit, menjadi rentan terhadap utang 

yang terus bertambah akibat bunga yang tinggi. Hal ini dapat 
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mengakibatkan penghambatan mobilitas sosial dan 

kesenjangan ekonomi yang lebih besar. 

Praktik riba memiliki dampak yang merugikan karena 

cenderung memperkuat ketidaksetaraan ekonomi dan 

memperburuk kondisi sosial. Ketika individu atau kelompok 

yang rentan terjebak dalam utang yang terus bertambah 

akibat bunga yang tinggi, mereka rentan dieksploitasi oleh 

pemberi pinjaman atau lembaga keuangan. Hal ini 

memperkuat kesenjangan ekonomi antara mereka yang 

memiliki akses terhadap modal dan yang tidak, serta 

membatasi kemungkinan mobilitas sosial di masyarakat.  

Selain itu, praktik riba juga dapat mendorong eksploitasi 

dalam perdagangan, terutama di lingkungan yang kurang 

teratur, yang pada gilirannya mengakibatkan lebih banyak 

kerugian ekonomi dan sosial bagi individu dan masyarakat 

yang terlibat. 
 

b) Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Seimbang 

Praktik riba dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 

yang tidak seimbang dengan memprioritaskan kepentingan 

keuangan atas kepentingan riil, seperti produksi barang dan 

jasa yang nyata. Ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan 

ekonomi jangka panjang dan rentan terhadap krisis finansial. 

Hal ini terjadi karena praktik riba cenderung mengarahkan 

fokus pada kepentingan finansial yang jangka pendek 

daripada pada investasi produktif yang berkelanjutan. Bunga 

yang dikenakan pada pinjaman dapat membebani individu 

dan perusahaan dengan beban keuangan yang berat, 

mengurangi daya beli dan kemampuan untuk berinvestasi 

dalam sektor riil ekonomi, seperti produksi barang dan jasa, 

infrastruktur, dan inovasi. 

Ketidakseimbangan ini dapat menciptakan 

ketidakstabilan ekonomi jangka panjang dan meningkatkan 

risiko terjadinya krisis finansial. Investasi yang kurang 
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difokuskan pada sektor riil juga dapat menghambat 

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, 

dengan merugikan masyarakat yang kurang mampu dan 

memperkuat dominasi keuangan atas sektor ekonomi 

lainnya. Oleh karena itu, pengaturan yang ketat terhadap 

praktik riba dan promosi alternatif keuangan yang 

berkelanjutan menjadi penting untuk memastikan 

pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan 

bagi semua pihak dalam masyarakat. 
 

c) Peningkatan Hutang 

Riba cenderung mendorong peningkatan hutang 

individu dan lembaga keuangan. Bunga yang terus 

bertambah dapat membuat individu dan perusahaan 

terperangkap dalam lingkaran hutang yang sulit untuk keluar, 

terutama ketika penghasilan atau pendapatan tidak cukup 

untuk menutupi pembayaran bunga. Peningkatan hutang 

menjadi salah satu dampak yang sangat mencolok dari 

praktik riba. Ketergantungan pada pinjaman dengan bunga 

tinggi dapat menyebabkan individu dan lembaga 

terperangkap dalam lingkaran hutang yang sulit untuk 

dilepaskan.  

Bunga yang terus bertambah dapat membuat jumlah 

hutang terus membesar dari waktu ke waktu, sementara 

kemampuan untuk melunasinya sering kali terhambat oleh 

pembayaran bunga yang terus meningkat pula. Hal ini dapat 

mengakibatkan beban keuangan yang berat bagi individu, 

keluarga, dan bahkan perusahaan, menghambat kemampuan 

mereka untuk berinvestasi, menabung, atau mencapai 

kestabilan finansial yang diinginkan. 

Selain itu, peningkatan hutang juga menciptakan risiko 

sistemik dalam sistem keuangan. Ketergantungan tinggi pada 

utang yang terus bertambah dapat menyebabkan 

ketidakstabilan ekonomi yang besar dan meningkatkan risiko 
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terjadinya krisis finansial yang serius. Ketika individu atau 

lembaga gagal untuk memenuhi kewajiban pembayaran 

bunga atau pokok pinjaman, hal ini dapat memicu 

gelombang kebangkrutan, penarikan dana massal dari pasar 

keuangan, dan terganggunya stabilitas ekonomi secara 

keseluruhan.  

Oleh karena itu, penanganan yang bijaksana terhadap 

praktik riba dan pengelolaan hutang yang sehat menjadi 

krusial untuk mencegah terjadinya peningkatan hutang yang 

berlebihan dan menjaga stabilitas ekonomi secara 

keseluruhan. 
 

d) Menghambat Investasi Produktif 

Praktik riba dapat mengalihkan dana dari investasi 

produktif ke investasi spekulatif. Hal ini dapat menghambat 

pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena dana tidak 

dialokasikan dengan efisien untuk mengembangkan sektor 

riil ekonomi. Penghambatan investasi produktif merupakan 

dampak serius dari praktik riba terhadap perekonomian. 

Ketika modal dialokasikan untuk membayar bunga yang 

tinggi, hal ini mengurangi dana yang tersedia untuk investasi 

dalam sektor riil ekonomi, seperti industri, pertanian, 

infrastruktur, dan inovasi. Sebagai akibatnya, pertumbuhan 

ekonomi yang seharusnya didorong oleh investasi produktif 

menjadi terhambat, menghambat penciptaan lapangan kerja, 

peningkatan produksi, dan peningkatan kemakmuran 

masyarakat. 

Selain itu, penghambatan investasi produktif juga dapat 

mengarah pada ketidakstabilan ekonomi jangka panjang. 

Ketika dana dialokasikan lebih banyak untuk investasi 

spekulatif atau kegiatan keuangan lainnya yang tidak 

menghasilkan nilai tambah riil bagi perekonomian, hal ini 

dapat meningkatkan risiko krisis finansial dan ketidakpastian 

ekonomi secara keseluruhan. Akibatnya, pertumbuhan 
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ekonomi menjadi tidak seimbang dan rentan terhadap 

goncangan eksternal, seperti perubahan pasar global atau 

kejatuhan sektor keuangan, yang dapat merugikan stabilitas 

ekonomi serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 

Oleh karena itu, pengurangan ketergantungan pada praktik 

riba dan promosi investasi produktif menjadi penting untuk 

mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan 

berkelanjutan. 

 

e) Meningkatkan Ketidakadilan Sosial 

Riba cenderung meningkatkan ketidakadilan sosial 

dengan memperkuat kesenjangan antara golongan kaya dan 

miskin. Mereka yang memiliki akses terbatas terhadap modal 

atau yang terpaksa meminjam dengan bunga tinggi akan 

mengalami kesulitan dalam meningkatkan kondisi ekonomi 

mereka. Praktik riba sering kali menjadi penyebab 

meningkatnya ketidakadilan sosial dalam masyarakat.  

Ketergantungan pada pinjaman dengan bunga tinggi 

dapat menyebabkan pemberat finansial yang berlebihan bagi 

individu atau keluarga dengan pendapatan rendah atau 

terbatas. Mereka yang kurang mampu sering kali terjebak 

dalam lingkaran utang yang sulit untuk keluar, sementara 

orang-orang dengan akses ke modal atau sumber daya 

keuangan yang lebih besar dapat memanfaatkan sistem 

keuangan untuk memperoleh keuntungan lebih lanjut. 

Akibatnya, kesenjangan ekonomi dan sosial dapat 

diperbesar, dengan memperdalam divisi antara golongan 

kaya dan miskin serta membatasi peluang untuk mobilitas 

sosial. 

Selain itu, meningkatnya ketidakadilan sosial juga dapat 

menciptakan ketegangan dan ketidakstabilan di dalam 

masyarakat. Ketika sebagian kecil individu atau kelompok 

menguasai kekayaan dan kekuasaan ekonomi secara tidak 

proporsional, hal ini dapat memicu perasaan ketidakpuasan, 
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ketidakadilan, dan ketidaksetaraan di antara anggota 

masyarakat.  

Potensi konflik sosial pun meningkat, yang dapat 

mengganggu stabilitas sosial dan politik serta menghambat 

upaya untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan 

berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan yang bijaksana 

terhadap praktik riba dan upaya untuk mempromosikan 

inklusivitas ekonomi menjadi krusial untuk menciptakan 

masyarakat yang lebih adil dan harmonis. 

 

f) Menciptakan Siklus Kemiskinan 

Praktik riba dapat menjadi faktor penting dalam 

menciptakan dan mempertahankan siklus kemiskinan dalam 

masyarakat di mana individu atau keluarga yang terjebak 

dalam utang bunga tinggi sulit untuk keluar dari lingkaran 

kemiskinan. Ini dapat menghambat mobilitas sosial dan 

merugikan generasi yang akan datang. Individu atau keluarga 

yang terjebak dalam utang riba cenderung mengalami 

kesulitan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan karena 

beban finansial yang terus bertambah akibat bunga yang 

tinggi. Kondisi ini dapat mengakibatkan mereka 

terperangkap dalam kondisi ekonomi yang rentan, sulit untuk 

memenuhi kebutuhan dasar, dan memiliki akses terbatas 

terhadap peluang ekonomi yang memungkinkan mereka 

untuk meningkatkan kondisi finansial mereka. 

Selain itu, praktik riba juga dapat menimbulkan dampak 

yang merugikan bagi generasi yang akan datang dengan 

menurunkan kualitas hidup dan peluang masa depan. Anak-

anak dari keluarga yang terjerat dalam siklus kemiskinan 

akibat riba sering kali menghadapi kesulitan akses terhadap 

pendidikan yang berkualitas, perawatan kesehatan yang 

memadai, dan peluang ekonomi yang memungkinkan 

mereka untuk meraih kemajuan sosial dan ekonomi.  
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Ini dapat memperpanjang dan memperdalam siklus 

kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya, 

menciptakan tantangan yang berkelanjutan dalam upaya 

mengakhiri kemiskinan secara menyeluruh. Oleh karena itu, 

penanganan yang serius terhadap praktik riba menjadi krusial 

untuk menghentikan dan memecah siklus kemiskinan yang 

terus berlanjut. 
 

g) Meningkatkan Risiko Sistemik 

Praktik riba dapat meningkatkan risiko sistemik dalam 

sistem keuangan. Ketergantungan pada utang yang tinggi dan 

bunga yang tidak stabil dapat menyebabkan ketidakstabilan 

ekonomi yang lebih besar dan meningkatkan risiko krisis 

finansial yang serius. Praktik riba juga meningkatkan risiko 

sistemik dalam sistem keuangan. Ketergantungan yang 

tinggi pada praktik riba dapat menciptakan ketidakstabilan 

ekonomi yang lebih besar dan meningkatkan risiko 

terjadinya krisis finansial yang serius.  

Ketika individu atau lembaga gagal untuk memenuhi 

kewajiban pembayaran bunga atau pokok pinjaman, hal ini 

dapat memicu gelombang kebangkrutan, penarikan dana 

massal dari pasar keuangan, dan terganggunya stabilitas 

ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, regulasi yang 

ketat terhadap praktik riba dan pengawasan yang efektif 

terhadap sektor keuangan menjadi penting untuk mencegah 

terjadinya peningkatan risiko sistemik dan menjaga stabilitas 

ekonomi secara keseluruhan. 
 

h) Menimbulkan Ketegangan Sosial 

Riba juga dapat menimbulkan ketegangan sosial dalam 

masyarakat, terutama antara mereka yang memiliki akses 

terhadap modal dan yang tidak. Ketidakpuasan sosial dapat 

meningkat ketika orang-orang merasa bahwa sistem 

keuangan tidak adil dan merugikan bagi mereka yang kurang 

beruntung. Praktik riba dapat menjadi pemicu utama 
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ketegangan sosial dalam masyarakat. Ketidakadilan ekonomi 

yang dihasilkan dari praktik riba, di mana sebagian kecil 

individu atau lembaga dapat memperoleh keuntungan yang 

besar sementara sebagian besar masyarakat terjebak dalam 

lingkaran kemiskinan akibat utang yang terus bertambah, 

dapat menciptakan perasaan ketidakpuasan dan 

ketidakadilan.  

Hal ini dapat menyebabkan ketegangan antara berbagai 

kelompok sosial, terutama antara mereka yang memiliki 

kekayaan dan kekuasaan ekonomi dengan mereka yang 

kurang mampu. Ketegangan sosial semacam ini dapat 

memicu konflik internal dalam masyarakat, mengganggu 

stabilitas sosial, dan bahkan mengancam keselamatan dan 

keamanan umum. Selain itu, praktik riba juga dapat 

memperburuk ketegangan sosial dengan memperdalam 

kesenjangan ekonomi dan memicu perasaan ketidakadilan di 

antara berbagai segmen masyarakat. Ketika masyarakat 

merasa bahwa sistem keuangan tidak adil dan merugikan 

bagi mereka yang kurang beruntung, hal ini dapat 

menciptakan atmosfer ketidakpercayaan dan ketegangan 

yang mempengaruhi hubungan antarindividu dan antar 

kelompok.  

Untuk mencegah eskalasi ketegangan sosial dan 

mempromosikan kedamaian serta stabilitas dalam 

masyarakat, penting bagi pemerintah dan institusi terkait 

untuk mengadopsi kebijakan yang memperhatikan keadilan 

ekonomi dan mengurangi ketidaksetaraan dalam akses 

terhadap sumber daya keuangan. Pengaruh-pengaruh ini 

menunjukkan bahwa praktik riba tidak hanya memiliki 

dampak ekonomi, tetapi juga sosial yang serius. Oleh karena 

itu, banyak sistem keuangan dan negara-negara yang 

berupaya untuk mengatur atau bahkan menghapuskan riba 

dalam upaya menciptakan sistem keuangan yang lebih adil 

dan berkelanjutan. 
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e. Jenis-Jenis Riba 

Secara garis besar, ada dua jenis riba dalam konteks 

keuangan Islam. Berikut adalah dua jenis utama riba yang sering 

dibahas tersebut: 
 

a) Riba Al-Fadl  

Riba Al-Fadl, yang secara harfiah berarti "riba 

kelebihan", adalah salah satu bentuk riba yang dilarang 

dalam Islam. Istilah ini mengacu pada ketidakadilan atau 

kesenjangan yang terjadi dalam transaksi jual beli di mana 

barang yang sama jenisnya ditukar dengan jumlah yang 

berbeda tanpa adanya alasan yang jelas untuk perbedaan 

tersebut. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip 

keadilan yang mendasari ekonomi Islam, yang menekankan 

pentingnya transaksi yang adil dan saling menguntungkan 

bagi semua pihak yang terlibat. 

Dalam riba jual beli (riba Al-Fadl), penting untuk 

memahami bahwa transaksi tersebut melibatkan barang-

barang yang identik atau setara. Misalnya, dalam konteks 

historis, hal ini sering kali terjadi dalam pertukaran emas 

dengan emas atau perak dengan perak. Namun, prinsip ini 

juga dapat diterapkan pada barang-barang lain yang memiliki 

sifat yang sama dan dapat dibandingkan satu sama lain. Salah 

satu contoh klasik dari riba Al-Fadl adalah ketika seseorang 

menjual satu kilogram emas dengan dua kilogram emas 

sebagai pembayaran. Dalam transaksi semacam itu, ada 

ketidakadilan karena jumlah yang diberikan sebagai 

pembayaran tidak sebanding dengan nilai yang diterima. Hal 

ini menciptakan ketidakseimbangan yang tidak adil antara 

pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. 

Larangan riba Al-Fadl memiliki akar dalam Al-Qur'an 

dan hadis Nabi Muhammad SAW, yang mengingatkan umat 

Islam untuk menjaga keadilan dalam transaksi mereka dan 
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menghindari segala bentuk penipuan atau eksploitasi. Prinsip 

ini memastikan bahwa setiap transaksi jual beli harus 

didasarkan pada nilai yang sebenarnya dari barang yang 

diperdagangkan, tanpa adanya manipulasi atau keuntungan 

yang tidak adil. Keberadaan riba Al-Fadl dalam sebuah 

transaksi dapat merugikan salah satu atau kedua belah pihak 

yang terlibat. Pihak yang menerima barang dengan nilai yang 

lebih rendah dari yang mereka berikan sebagai pembayaran 

akan merasa dirugikan, sementara pihak yang memberikan 

barang dengan nilai yang lebih rendah akan merasa mendapat 

untung tanpa hak yang adil. 

Dalam sejarah Islam, riba Al-Fadl telah dianggap 

sebagai salah satu bentuk ketidakadilan ekonomi yang harus 

dihindari. Para ulama ekonomi Islam menekankan 

pentingnya menghindari riba Al-Fadl dalam transaksi jual 

beli dan mendorong praktik-praktik yang adil dan sesuai 

syariah. Penting untuk dicatat bahwa riba Al-Fadl juga 

berlaku dalam konteks transaksi lain selain jual beli 

langsung, seperti pertukaran kontrak atau derivatif. Dalam 

semua transaksi ini, prinsip keadilan dan ketidakadaan riba 

Al-Fadl tetap relevan dan harus diterapkan. 

Dengan memahami konsep riba Al-Fadl, umat Islam 

diharapkan dapat mempraktikkan ekonomi yang lebih adil 

dan berkelanjutan. Ini melibatkan pengetahuan dan 

kesadaran akan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta 

komitmen untuk menghindari segala bentuk eksploitasi atau 

ketidakadilan dalam transaksi mereka. Dengan demikian, 

larangan riba Al-Fadl tidak hanya menjadi bagian dari 

hukum Islam yang harus diikuti, tetapi juga mencerminkan 

nilai-nilai etis dan keadilan yang mendasari sistem ekonomi 

Islam secara keseluruhan. Dengan menghormati larangan ini, 

umat Islam dapat membangun masyarakat yang lebih adil 

dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat 

dalam kegiatan ekonomi. 
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b) Riba Al-Nasi'ah 

Riba Al-Nasi'ah adalah salah satu bentuk riba yang 

dilarang dalam Islam. Istilah ini merujuk pada riba yang 

terjadi dalam transaksi pinjaman uang, di mana pihak yang 

meminjam harus membayar jumlah tambahan (bunga) 

kepada pemberi pinjaman jika tidak dapat mengembalikan 

pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu. Konsep riba 

Al-Nasi'ah muncul dari ketidakadilan yang terjadi ketika 

seseorang dikenakan biaya tambahan hanya karena 

meminjam uang. 

Dalam riba Al-Nasi'ah, ada dua aspek utama yang harus 

dipahami. Pertama, ada unsur tambahan yang dikenakan 

kepada peminjam jika pembayaran tidak dilakukan tepat 

waktu. Kedua, tambahan ini dianggap sebagai bentuk riba 

karena tidak ada manfaat tambahan yang diberikan kepada 

pemberi pinjaman dalam pertukaran untuk tambahan 

tersebut.  

Larangan riba Al-Nasi'ah memiliki akar dalam ajaran 

Islam yang menekankan pentingnya keadilan dan saling 

menguntungkan dalam transaksi keuangan. Dalam Al-Qur'an 

dan hadis, riba Al-Nasi'ah dinyatakan sebagai praktik yang 

merugikan dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam 

Islam. Contoh umum dari riba Al-Nasi'ah adalah transaksi 

pinjaman uang dengan bunga atau bunga berbunga yang 

dikenakan jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu. 

Dalam konteks modern, hal ini dapat ditemukan dalam 

pinjaman bank, kartu kredit, atau produk keuangan lainnya 

di mana bunga atau biaya tambahan dikenakan atas 

keterlambatan pembayaran. 

Praktik riba Al-Nasi'ah dianggap merugikan peminjam 

karena menempatkan mereka dalam beban tambahan atas 

pinjaman yang mereka ambil. Ini juga dianggap sebagai 

bentuk eksploitasi ekonomi yang tidak adil, karena pemberi 
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pinjaman mendapatkan keuntungan tambahan tanpa 

memberikan manfaat tambahan yang sepadan kepada 

peminjam. Dalam konteks keuangan Islam, prinsip riba Al-

Nasi'ah menyoroti pentingnya transaksi yang adil dan 

berdasarkan saling menguntungkan, tanpa membebankan 

beban tambahan kepada pihak yang meminjam. Hal ini 

mendorong pengembangan sistem keuangan yang lebih 

inklusif dan berorientasi pada keadilan bagi semua pihak 

yang terlibat. 

Para ulama dan cendekiawan ekonomi Islam 

menekankan pentingnya menghindari riba Al-Nasi'ah dalam 

praktik keuangan dan bisnis mereka. Ini melibatkan 

penciptaan alternatif yang sesuai syariah, seperti prinsip bagi 

hasil atau transaksi tanpa bunga, yang mempromosikan 

kesetaraan dan keadilan dalam pertukaran keuangan. Dengan 

memahami dan menghormati larangan riba Al-Nasi'ah, umat 

Islam dapat membangun sistem keuangan yang lebih adil dan 

sesuai syariah. Ini melibatkan peningkatan kesadaran akan 

prinsip-prinsip ekonomi Islam serta komitmen untuk 

menghindari segala bentuk eksploitasi atau ketidakadilan 

dalam praktik keuangan mereka. 

Dengan demikian, larangan riba Al-Nasi'ah tidak hanya 

menjadi bagian dari hukum Islam yang harus diikuti, tetapi 

juga mencerminkan nilai-nilai etis dan keadilan yang 

mendasari sistem keuangan Islam secara keseluruhan. 

Dengan menghormati larangan ini, umat Islam dapat 

memperkuat fondasi ekonomi yang lebih adil dan 

berkelanjutan, yang memberikan manfaat kepada semua 

anggotanya.  

Riba jenis ini terjadi dalam transaksi pinjaman uang 

dengan syarat pembayaran tambahan dalam bentuk bunga 

atau keuntungan yang dihasilkan dari pinjaman tersebut. Jika 

peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya dalam 

jangka waktu tertentu, mereka harus membayar jumlah 
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tambahan kepada pemberi pinjaman. Hal ini dianggap 

merugikan peminjam dan bertentangan dengan prinsip 

keadilan dalam Islam. 
 

Kedua jenis riba ini dilarang dalam Islam karena melanggar 

prinsip keadilan dan merugikan pihak yang terlibat dalam 

transaksi tersebut. Sebagai gantinya, Islam mendorong transaksi 

yang adil, bebas dari riba, dan berorientasi pada kebaikan 

bersama. Kedua jenis riba ini dianggap haram dalam Islam dan 

dilarang dalam semua transaksi keuangan dan bisnis. Prinsip-

prinsip ekonomi Islam mendorong transaksi yang adil, bebas dari 

riba, dan berorientasi pada keadilan bagi semua pihak yang 

terlibat. 
 

f. Riba dalam Praktik Keuangan Modern 

Dalam praktek keuangan modern, konsep riba masih 

relevan, meskipun mungkin terjadi dalam bentuk yang lebih 

kompleks dan bervariasi. Beberapa contoh praktik riba dalam 

keuangan modern meliputi: 

a) Bunga Bank  

Ini adalah bentuk riba paling umum dalam sistem keuangan 

modern. Bunga bank dikenakan atas pinjaman uang yang 

diberikan, dan peminjam harus membayar kembali jumlah 

pinjaman bersama dengan bunga yang telah ditetapkan, yang 

merupakan tambahan atas pinjaman tersebut. 
 

b) Bunga dalam Pembiayaan Kredit Konsumen 

Produk keuangan seperti pembiayaan kredit konsumen atau 

cicilan dengan bunga tinggi dapat menyebabkan peminjam 

membayar lebih dari harga asli barang atau jasa yang mereka 

beli, yang dapat dianggap sebagai bentuk riba. Ini terutama 

berdampak pada individu atau keluarga dengan pendapatan 

rendah yang terjebak dalam siklus utang yang sulit 

diputuskan. 
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c) Riba dalam Sistem Mikrofinansial 

Meskipun tujuan utama sistem mikrofinansial adalah 

memberikan akses keuangan kepada mereka yang tidak 

memiliki akses ke lembaga keuangan formal, beberapa 

praktik dalam sistem ini dapat mengandung elemen riba. 

Misalnya, beberapa lembaga mikrofinansial mungkin 

memberikan pinjaman dengan tingkat bunga yang tinggi 

kepada peminjam yang kurang mampu, yang pada akhirnya 

dapat memperburuk kondisi ekonomi peminjam. 
 

d) Produk Keuangan yang Dikenakan Bunga 

Selain pinjaman uang, beberapa produk keuangan lainnya 

seperti obligasi, hipotek, dan pinjaman mobil juga 

melibatkan pembayaran bunga atas pinjaman yang diberikan. 

Ini termasuk dalam kategori riba Al-Nasi'ah. 
 

e) Bunga Kartu Kredit 

Pengguna kartu kredit biasanya dikenai bunga atas saldo 

yang belum dibayar dari bulan ke bulan. Jika saldo tidak 

dibayar penuh pada tanggal jatuh tempo, maka dikenakan 

bunga. Ini termasuk dalam kategori riba Al-Nasi'ah karena 

melibatkan pembayaran tambahan atas pinjaman uang. 
 

f) Riba dalam Sistem Kredit Online 

Platform kredit online yang menawarkan pinjaman dengan 

tingkat bunga yang sangat tinggi atau biaya tambahan yang 

tidak proporsional dapat menjadi bentuk riba dalam konteks 

modern. Terkadang, individu yang membutuhkan pinjaman 

mendesak mungkin terjebak dalam praktik ini dan akhirnya 

membayar jumlah yang jauh lebih besar dari pinjaman awal 

mereka. 
 

g) Mekanisme Bunga Komponen 

Beberapa lembaga keuangan mungkin menerapkan 

mekanisme bunga komponen, di mana bunga yang tidak 
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dibayar pada periode sebelumnya ditambahkan ke saldo 

utang, sehingga bunga berikutnya dihitung atas total saldo 

termasuk bunga yang belum dibayar sebelumnya. 
 

h) Biaya Keterlambatan 

Di luar bunga yang ditetapkan, lembaga keuangan juga 

mengenakan biaya keterlambatan pembayaran atas pinjaman 

atau kewajiban lainnya. Meskipun tidak eksplisit disebut 

sebagai bunga, biaya ini sering kali memiliki efek serupa 

dengan bunga dan dapat dianggap sebagai bentuk riba Al-

Nasi'ah. 
 

i) Riba dalam Sistem Penyewaan 

Dalam beberapa kasus, praktik sewa yang melibatkan biaya 

tambahan atau bunga atas keterlambatan pembayaran sewa 

dianggap sebagai bentuk riba. Misalnya, penyewa dikenakan 

biaya tambahan tidak proporsional atas keterlambatan 

pembayaran sewa, hal itu dapat dianggap sebagai riba karena 

melibatkan pembayaran tambahan tanpa adanya nilai tambah 

yang jelas. 
 

j) Riba dalam Biaya Transfer Uang 

Beberapa layanan transfer uang internasional mungkin 

menawarkan konversi mata uang dengan tingkat bunga yang 

tinggi atau biaya tambahan yang tidak seimbang. Jika biaya 

tersebut tidak proporsional dengan layanan yang diberikan 

atau jika ada biaya tersembunyi yang tidak diungkapkan 

dengan jelas kepada konsumen, hal itu dapat dianggap 

sebagai bentuk riba. 
 

k) Riba dalam Sistem Tagihan Cicilan 

Dalam beberapa transaksi ritel, pelanggan mungkin ditawari 

opsi pembayaran cicilan dengan tingkat bunga atau biaya 

tambahan yang tinggi. Jika tingkat bunga atau biaya tersebut 

tidak sesuai dengan nilai layanan atau produk yang 
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diberikan, hal itu dapat dianggap sebagai bentuk riba karena 

melibatkan pembayaran tambahan yang tidak adil. 

 

l) Riba dalam Skema Pembiayaan Syariah yang Tidak Sesuai 

Beberapa lembaga keuangan syariah mungkin menawarkan 

produk pembiayaan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah. Misalnya, jika skema pembiayaan 

syariah mengandung elemen bunga tersembunyi atau biaya 

tambahan yang tidak sesuai dengan syariah, maka itu dapat 

dianggap sebagai bentuk riba dalam konteks syariah. 
 

m) Riba dalam Praktek Kepemilikan Rumah Tangga 

Beberapa praktik keuangan dalam kepemilikan rumah 

tangga, seperti hipotek dengan tingkat bunga variabel yang 

dapat meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu, 

dapat menyebabkan pembayaran yang tidak proporsional 

bagi pemilik rumah. Ini mungkin mengakibatkan 

pembayaran bunga yang signifikan di atas jumlah pokok 

pinjaman yang sebenarnya. 
 

n) Riba dalam Sistem Pinjaman Pensiun 

Beberapa program pinjaman pensiun mungkin menawarkan 

opsi pinjaman kepada peserta dengan biaya tambahan yang 

tidak proporsional. Meskipun ini mungkin tampak sebagai 

kemudahan bagi peserta, tingkat bunga yang tinggi dapat 

menyebabkan pembayaran tambahan yang signifikan dan 

mempengaruhi kesejahteraan keuangan peserta. 
 

o) Riba dalam Produk Investasi Berbasis Bunga 

Beberapa produk investasi atau tabungan mungkin 

melibatkan bunga, yang kemudian diinvestasikan oleh 

lembaga keuangan untuk mendapatkan keuntungan 

tambahan. Meskipun pihak investor mungkin mendapat 

keuntungan dari investasi ini, pendapatan bunga tersebut 
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dapat sebagai riba yang melibatkan penghasilan tambahan 

tanpa adanya nilai tambah yang jelas. 
 

p) Riba dalam Biaya Pengelolaan Investasi 

Beberapa jenis investasi, terutama di pasar modal, mungkin 

melibatkan biaya pengelolaan atau biaya tambahan yang 

dikenakan oleh manajer investasi atau broker. Jika biaya 

tersebut tidak proporsional dengan nilai layanan yang 

diberikan, mereka dapat dianggap sebagai bentuk riba yang 

melibatkan pembayaran tambahan tanpa adanya nilai tambah 

yang jelas. 
 

q) Riba dalam Praktek Penukaran Mata Uang Asing 

Beberapa lembaga penukaran mata uang asing atau money 

changer menawarkan konversi mata uang dengan tingkat 

bunga atau biaya tambahan yang tinggi. Jika biaya konversi 

atau tingkat bunga tersebut tidak sesuai dengan nilai pasar 

yang adil, maka itu dapat dianggap sebagai bentuk riba. 
 

r) Praktik Arbitrase yang Mengandung Elemen Riba 

Praktik arbitrase atau spekulasi yang melibatkan perbedaan 

suku bunga atau nilai tukar mata uang antar negara dapat 

melibatkan elemen riba jika dilakukan dengan cara yang 

tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Meskipun praktik 

ini legal dalam beberapa yurisdiksi, mereka dianggap sebagai 

bentuk riba jika melanggar prinsip keadilan dan persamaan 

hak. 
 

s) Riba dalam Transaksi Komersial Internasional 

Dalam konteks perdagangan internasional, terkadang praktik 

riba dapat terjadi dalam bentuk pembayaran keterlambatan 

atau diskon yang dikenakan atas pembayaran yang dilakukan 

lebih awal. Jika diskon atau biaya keterlambatan ini tidak 

proporsional atau tidak adil, maka itu dapat dianggap sebagai 

bentuk riba dalam konteks perdagangan internasional. 
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Contoh di atas menunjukkan bahwa konsep riba tetap 

relevan dalam berbagai aspek keuangan saat ini, dan penting 

untuk memperhatikan prinsip-prinsip etis dan hukum Islam 

dalam semua transaksi keuangan untuk memastikan keadilan dan 

keberkahan dalam ekonomi. Dalam semua transaksi keuangan, 

penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai etis dan prinsip-

prinsip Islam untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai 

dengan ajaran agama. 

Meskipun dalam prakteknya bentuk-bentuk riba mungkin 

telah berkembang dan berubah, prinsip dasar larangan riba dalam 

Islam tetap relevan. Islam menekankan pentingnya keadilan, 

saling menguntungkan, dan ketidakadilan dalam transaksi 

keuangan, dan larangan riba bertujuan untuk mencegah 

eksploitasi ekonomi dan memastikan kesetaraan dalam 

pertukaran uang. Oleh karena itu, meskipun bentuknya dapat 

berbeda, konsep riba tetap menjadi perhatian dalam praktek 

keuangan modern dari perspektif Islam.  
 

g. Solusi Islam untuk Mengatasi Riba 

Islam menawarkan berbagai solusi untuk mengatasi riba dan 

memastikan sistem keuangan yang lebih adil dan sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah. Beberapa solusi yang diajarkan dalam 

Islam untuk mengatasi riba antara lain: 

a) Peningkatan Literasi  

Salah satu langkah pertama dalam mengatasi riba adalah 

meningkatkan pemahaman dan kesadaran umat tentang 

larangan riba dalam Islam. Pendidikan tentang nilai-nilai etis 

dan prinsip-prinsip keuangan Islam dapat membantu 

masyarakat memahami konsekuensi negatif dari praktik riba 

dan mendorong mereka untuk menghindari praktik tersebut. 

Islam mendorong peningkatan literasi keuangan di kalangan 

masyarakat agar individu dapat membuat keputusan 

keuangan yang cerdas dan sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah. Ini meliputi pemahaman tentang manfaat dan risiko 
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praktik keuangan, serta kemampuan untuk membedakan 

antara produk yang sesuai syariah dan yang tidak. 

Pendidikan dan kesadaran memiliki peran penting 

dalam mengatasi riba dalam konteks Islam. Melalui 

pendidikan yang menyeluruh tentang prinsip-prinsip syariah 

dan dampak negatif dari praktik riba, masyarakat dapat 

memahami pentingnya menghindari riba dalam transaksi 

keuangan mereka. Kesadaran akan implikasi etis dan 

keuangan dari praktik riba dapat membantu individu 

membuat keputusan yang lebih bijaksana dan memilih 

alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti 

sistem keuangan syariah yang adil dan berkelanjutan. 

Dengan meningkatkan literasi keuangan dan pemahaman 

tentang prinsip-prinsip syariah, individu dan masyarakat 

secara keseluruhan dapat bergerak menuju lingkungan 

ekonomi yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai agama. 

Dengan pemahaman yang mendalam tentang konsep 

riba dan prinsip-prinsip hukum Islam yang terkait, individu 

dan lembaga dapat berperan dalam mempromosikan praktik 

bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Melalui 

pendidikan, kesadaran, dan kerja sama lintas budaya, 

diharapkan bahwa upaya untuk mengurangi riba dan 

menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam praktik bisnis dan 

keuangan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan 

sosial bagi masyarakat secara keseluruhan. 
 

b) Pengembangan Sistem Keuangan Syariah 

Islam mendorong pengembangan sistem keuangan yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana praktik riba 

dilarang secara tegas. Pengembangan sistem keuangan 

syariah adalah salah satu solusi utama dalam mengatasi riba 

dalam Islam. Sistem ini menawarkan alternatif yang sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah, di mana praktik riba dilarang 

secara tegas.  
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Dalam sistem keuangan syariah, transaksi keuangan 

didasarkan pada prinsip kesetaraan dan keadilan, dengan 

menghindari praktik riba seperti bunga dan spekulasi yang 

tidak berdasarkan aset riil. Ini mencakup berbagai instrumen 

keuangan yang sesuai syariah, seperti murabahah (penjualan 

dengan markup), mudharabah (bagi hasil), ijarah (sewa), dan 

musharakah (usaha patungan), yang mempromosikan 

kesetaraan dan keadilan dalam pertukaran keuangan. 

Melalui pengembangan sistem keuangan syariah, Islam 

berupaya untuk menciptakan lingkungan keuangan yang 

lebih adil dan berkelanjutan. Dengan mempromosikan 

praktik keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, 

sistem ini membantu mendorong pembangunan ekonomi 

yang inklusif dan berkelanjutan, di mana semua anggota 

masyarakat dapat mengakses layanan keuangan tanpa takut 

terjebak dalam praktik riba. 

Dengan meningkatkan kesadaran dan akses terhadap 

sistem keuangan syariah, masyarakat dapat memilih 

alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai agama dan 

mengurangi ketergantungan pada praktik riba dalam 

kehidupan sehari-hari. 
 

c) Pemberdayaan Ekonomi 

Pemberdayaan ekonomi merupakan pendekatan integral 

dalam mengatasi riba dalam Islam. Melalui pemberdayaan 

ekonomi, individu dan komunitas diberdayakan untuk 

mengembangkan sumber daya ekonomi mereka sendiri dan 

mengurangi ketergantungan pada praktik riba. Ini mencakup 

berbagai inisiatif, seperti program pelatihan kewirausahaan, 

pengembangan usaha mikro dan menengah, serta dukungan 

untuk koperasi dan inisiatif ekonomi lokal. Dengan 

memberikan akses kepada masyarakat untuk membangun 

dan mengelola usaha mereka sendiri, pemberdayaan 

ekonomi memungkinkan mereka untuk menciptakan 
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pendapatan yang berkelanjutan tanpa harus bergantung pada 

pinjaman berbunga. 

Pemberdayaan ekonomi juga memainkan peran penting 

dalam mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan sosial 

dalam masyarakat. Dengan memberikan peluang yang sama 

kepada semua individu untuk mengakses sumber daya 

ekonomi dan memperoleh pendapatan yang layak, 

pemberdayaan ekonomi membantu menciptakan lingkungan 

ekonomi yang lebih adil dan inklusif. Ini juga 

memungkinkan individu dan kelompok rentan, termasuk 

perempuan dan kaum miskin, untuk menjadi agen perubahan 

dalam pengembangan ekonomi lokal mereka, sehingga 

mengurangi ketimpangan ekonomi di antara berbagai 

segmen masyarakat. 

Selain itu, pemberdayaan ekonomi menciptakan 

keberlanjutan ekonomi jangka panjang dengan mendorong 

pengembangan usaha-usaha yang berkelanjutan secara 

lingkungan dan sosial. Melalui praktik bisnis yang 

bertanggung jawab dan berkelanjutan, pemberdayaan 

ekonomi membantu membangun fondasi ekonomi yang kuat 

dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Dengan 

demikian, pemberdayaan ekonomi tidak hanya mengatasi 

akar permasalahan yang mendorong praktik riba, tetapi juga 

memberikan landasan untuk kemakmuran ekonomi dan 

sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat secara 

keseluruhan. 
 

d) Regulasi dan Pengawasan 

Pemerintah dan lembaga pengawas keuangan memiliki 

peran penting dalam mengatasi riba dengan menerapkan 

regulasi yang ketat terhadap praktik keuangan yang 

melibatkan riba. Regulasi dan pengawasan memiliki peran 

penting dalam mengatasi riba dalam Islam dengan 

menegakkan prinsip-prinsip keuangan syariah secara efektif. 
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Melalui regulasi yang ketat dan pengawasan yang cermat, 

pemerintah dan lembaga pengawas keuangan dapat 

memastikan bahwa praktik keuangan yang dilakukan sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba. Hal ini 

mencakup pengawasan terhadap lembaga keuangan dan 

bisnis untuk memastikan bahwa transaksi dan produk mereka 

sesuai dengan standar syariah, serta menghukum 

pelanggaran secara tegas. 

Pengembangan regulasi yang sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah juga membantu membangun kepercayaan 

masyarakat terhadap sistem keuangan syariah dan 

mendorong adopsi praktik keuangan yang sesuai dengan 

nilai-nilai agama. Dengan mengatur transparansi, 

akuntabilitas, dan integritas dalam sistem keuangan, regulasi 

yang efektif membantu menciptakan lingkungan keuangan 

yang adil dan aman bagi semua pemangku kepentingan. Ini 

juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku pasar dan 

memperkuat fondasi sistem keuangan yang sesuai syariah. 

Regulasi dan pengawasan yang efektif diperlukan untuk 

menciptakan lingkungan keuangan yang stabil dan 

berintegritas, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang 

melarang riba. Melalui kerangka kerja yang jelas dan ketat, 

pemerintah dan lembaga pengawas keuangan dapat 

menetapkan standar tinggi untuk praktik keuangan yang 

sesuai dengan nilai-nilai agama. Ini mencakup pengawasan 

terhadap lembaga-lembaga keuangan dan bisnis untuk 

memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, 

serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran 

yang terjadi.  

Dengan menerapkan regulasi dan melakukan 

pengawasan yang cermat, pemerintah dan lembaga 

pengawas keuangan dapat membantu membangun fondasi 

yang kokoh bagi sistem keuangan yang adil dan 

berkelanjutan, yang mempromosikan kesejahteraan dan 
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keadilan bagi semua anggota masyarakat. Selain itu, regulasi 

dan pengawasan yang efektif membantu mencegah praktik 

riba yang merugikan dan melindungi masyarakat dari potensi 

eksploitasi ekonomi. Dengan menetapkan standar yang jelas 

dan mengawasi kepatuhan terhadapnya, regulasi memastikan 

bahwa semua transaksi keuangan dilakukan dengan 

memperhatikan keadilan, kesetaraan, dan keberkahan, sesuai 

dengan ajaran Islam. Dengan demikian, regulasi dan 

pengawasan yang kuat merupakan instrumen penting dalam 

membangun sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah dan mengatasi riba dalam konteks ekonomi 

Islam. 

e) Kepemimpinan Moral 

Kepemimpinan moral memegang peran penting dalam 

mengatasi riba dalam konteks Islam dengan menjadi pilar 

yang menginspirasi dan memandu masyarakat menuju 

praktik keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Para 

pemimpin dan tokoh masyarakat memiliki tanggung jawab 

besar dalam memberikan teladan moral dalam semua aspek 

kehidupan, termasuk dalam transaksi keuangan. Dengan 

mempraktikkan dan mempromosikan nilai-nilai seperti 

keadilan, integritas, dan kesejahteraan bersama, para 

pemimpin membantu membentuk budaya organisasi dan 

masyarakat yang mengutamakan keberkahan dan keadilan 

dalam setiap transaksi. 

Kepemimpinan moral juga dapat menghasilkan 

perubahan sosial yang lebih luas dengan menggalang 

dukungan dan kesadaran masyarakat terhadap konsekuensi 

negatif dari praktik riba. Melalui komunikasi yang efektif 

dan edukasi yang berkelanjutan, para pemimpin dapat 

menyampaikan pesan-pesan moral tentang pentingnya 

menghindari riba dalam semua aspek kehidupan. Mereka 

juga dapat memobilisasi dukungan masyarakat untuk 

mengambil langkah konkret dalam mengurangi 
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ketergantungan pada praktik riba dan membangun alternatif 

yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

Selain itu, kepemimpinan moral membantu memperkuat 

fondasi nilai-nilai etis dalam masyarakat, yang pada 

gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan dan inklusif. Dengan mempromosikan praktik 

keuangan yang adil dan berkelanjutan, para pemimpin 

membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi 

pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan 

bagi semua anggota masyarakat. Dengan demikian, 

kepemimpinan moral bukan hanya tentang memberikan 

contoh yang baik, tetapi juga tentang membentuk visi 

bersama untuk masyarakat yang lebih baik, yang 

menghormati nilai-nilai agama dan mengutamakan keadilan 

dan keberkahan dalam semua aspek kehidupan. 
 

f) Penggalangan Dana Filantropi 

Penggalangan dana filantropi menjadi penting dalam 

upaya mengatasi riba dalam konteks Islam dengan 

memberikan sumber daya finansial yang mendukung 

proyek-proyek pembangunan ekonomi yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah. Dana-dana filantropi ini dapat 

digunakan untuk memberikan pinjaman tanpa bunga atau 

dengan bunga rendah kepada individu atau kelompok yang 

membutuhkan, serta untuk mendukung inisiatif-inisiatif 

pengembangan ekonomi lokal yang sesuai syariah.  

Dengan menggalang dukungan dan kontribusi dari 

individu, lembaga, dan organisasi yang memiliki kepedulian 

terhadap kesejahteraan umat, penggalangan dana filantropi 

dapat menjadi sumber daya yang berharga dalam 

membangun alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai agama. 

Selain memberikan bantuan finansial langsung, 

penggalangan dana filantropi juga dapat meningkatkan 

kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghindari 
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praktik riba dan mempromosikan nilai solidaritas dan 

keadilan.  

Dengan mengkomunikasikan misi dan visi yang 

didasarkan pada prinsip-prinsip keuangan syariah, para 

penggalang dana filantropi dapat membuka dialog dan 

membimbing masyarakat tentang cara-cara untuk 

berpartisipasi aktif dalam membangun sistem keuangan yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba. 

Dengan memobilisasi sumber daya dan dukungan 

masyarakat melalui penggalangan dana filantropi, upaya-

upaya untuk mengurangi ketergantungan pada praktik riba 

dan memperkuat fondasi ekonomi yang sesuai syariah dapat 

semakin diperkuat. 

Melalui penggalangan dana filantropi, masyarakat dapat 

bersatu dalam upaya membangun ekonomi yang adil, 

berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai agama. Dukungan 

finansial dan kesadaran yang dihasilkan dari penggalangan 

dana filantropi dapat membantu menciptakan lingkungan 

yang kondusif bagi pertumbuhan sistem keuangan syariah 

yang berdaya guna dan inklusif. Dengan mengajak lebih 

banyak orang untuk terlibat dalam upaya filantropi yang 

berorientasi pada nilai-nilai agama, penggalangan dana 

filantropi dapat menjadi pendorong utama dalam mengatasi 

riba dan membangun ekonomi yang lebih adil dan 

berkelanjutan. 

Dengan menerapkan solusi-solusi ini secara holistik, 

Islam berupaya untuk menciptakan sistem keuangan yang 

lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan ajaran agama. Ini 

tidak hanya memberikan solusi bagi individu yang ingin 

menghindari riba, tetapi juga membantu membangun 

masyarakat yang lebih kuat dan berkelanjutan secara 

ekonomi.  

 

B. Hukum Zakat 
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a. Pengertian Zakat 

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam dan 

merupakan kewajiban sosial dan ekonomi bagi umat Muslim. 

Secara bahasa, "zakat" berasal dari kata dalam bahasa Arab yang 

berarti "pembersihan", "pertumbuhan", atau "keberkahan". 

Dalam konteks Islam, zakat merujuk pada kewajiban 

memberikan sebagian dari harta kekayaan seseorang kepada 

golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin, orang-

orang yang membutuhkan, pejuang di jalan Allah, hamba sahaya 

yang ingin membebaskan diri mereka, orang-orang yang 

berhutang, dan para muallaf.  

Asal muasal zakat terdapat dalam Al-Quran dan Hadis, 

dengan tujuan utama untuk menyucikan harta dan jiwa 

seseorang, serta untuk mengurangi kesenjangan sosial dan 

ekonomi di masyarakat. Zakat juga dianggap sebagai bentuk 

ibadah yang mendekatkan seseorang kepada Allah dan 

memperoleh rahmat-Nya. Zakat bukan hanya sekadar kewajiban, 

tetapi juga merupakan instrumen ekonomi yang penting dalam 

pembangunan masyarakat Islam. Pemberian zakat memperkuat 

ikatan antara individu dan komunitas, serta meningkatkan rasa 

empati dan kepedulian terhadap sesama. Melalui zakat, 

kekayaan dialokasikan kembali kepada mereka yang 

membutuhkan, membantu mereka untuk bangkit dari 

kemiskinan dan memperoleh kesempatan yang lebih baik dalam 

hidup. 

Dalam konteks bisnis Islam, zakat juga memiliki implikasi 

yang penting. Pengusaha Muslim diharapkan untuk 

memperhitungkan kewajiban zakat dalam perencanaan 

keuangannya, serta menjalankan bisnis mereka dengan prinsip-

prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Ketika zakat 

dikeluarkan dengan benar dan disalurkan dengan bijaksana, ia 

dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi 

kemiskinan, meningkatkan distribusi kekayaan yang lebih adil, 

dan memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat Muslim. 
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Melalui pemahaman yang mendalam tentang hukum zakat, 

diharapkan umat Muslim dapat melaksanakan kewajiban agama 

mereka dengan benar, serta mengoptimalkan peran zakat dalam 

membangun masyarakat yang lebih berkeadilan dan berdaya. 
 

b. Landasan Hukum Zakat 

a) Al-Quran 

1. Surah Al-Baqarah (2): 267 
 

نَ ٱلْْرَْضِ ۖ  آ أخَْرَجْنَا لَكُم م ِ تِ مَا كَسَبْتمُْ وَمِمَّ أيَ هَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُٓا  أنَفِقوُا  مِن طَي ِبَٰ
ٓ يَٰ

ٓ أنَ تغُمِْضُوا  فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓا   َٔاخِذِيهِ إِلَّ مُوا  ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تنُفِقوُنَ وَلَسْتمُ بـِ وَلَ تيَمََّ

َ غَنىٌِّ حَمِيد    أنََّ ٱللَّّ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah 

(di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-

baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari 

bumi untukmu." Ayat ini mengajak orang-orang yang 

beriman untuk menafkahkan sebagian dari harta mereka 

untuk kepentingan umat Islam, termasuk pembayaran 

zakat. 
 

2. Surah At-Taubah (9): 60 

 

تُ  إِنَّمَا دقََٰ كِينِ  لِلْفقُرََاءِٓ  ٱلصَّ مِلِينَ  وَٱلْمَسَٰ  وَفىِ قلُوُبهُُمْ  وَٱلْمُؤَلَّفةَِ  عَلَيْهَا وَٱلْعَٰ

قَابِ  رِمِينَ  ٱلر ِ ِ  سَبِيلِ  وَفىِ وَٱلْغَٰ بِيلِ  وَٱبْنِ  ٱللَّّ نَ  فرَِيضَة    ۖٱلسَّ ِ  م ِ ُ   ۗٱللَّّ  عَلِيم   وَٱللَّّ

 حَكِيم  

Artinya: "Sesungguhnya harta itu adalah milik Allah dan 

Rasul-Nya; maka bersedekahlah kamu dari harta 

rampasan yang kamu peroleh, sehingga kamu tidak 

menganggap buruk (penerimaan sedekahmu) dan tidak 

menyesal (karena memberi) dari harta yang kamu 

berikan." Ayat ini menegaskan bahwa harta benda yang 

dimiliki oleh umat Islam adalah milik Allah dan Rasul-

Nya, oleh karena itu, sebagian darinya harus dikeluarkan 

untuk kepentingan umat, termasuk untuk zakat. 
 

3. Surah At-Taubah (9): 103 
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لِهِمْ  مِنْ  خُذْ  رُهمُْ  صَدقََة   أمَْوَٰ يهِم تطَُه ِ  صَلَوٰتكََ  إِنَّ   ۖعَليَْهِمْ  وَصَل ِ  بهَِا وَتزَُك ِ

ُ   ۗلَّهُمْ  سَكَن   عَلِيم   سَمِيع   وَٱللَّّ  
 

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, 

dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan 

mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya 

doamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan 

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Ayat 

ini menjelaskan bahwa zakat digunakan untuk 

membersihkan dan menyucikan harta benda seseorang, 

serta untuk membantu mereka yang berhak menerima 

zakat. 
 

4. Surah Al-Mu'minun (23): 1-4 
 

شِعوُنَ  وَٱلَّذِينَ همُْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ  وَٱلَّذِينَ   ٱلَّذِينَ همُْ فىِ صَلَتِهِمْ خَٰ

 قدَْ أفَْلَحَ ٱلْمُؤْمِنوُنَ 

عِلوُنَ  كَوٰةِ فَٰ   همُْ لِلزَّ

Artinya: "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang 

yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam 

sembahyangnya, orang-orang yang menjauhkan diri 

dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan 

orang-orang yang menunaikan zakat." Ayat ini 

menyatakan bahwa salah satu ciri orang-orang yang 

beriman adalah mereka yang menunaikan zakat, yaitu 

memberikan hak yang wajib dari harta mereka kepada 

yang berhak menerimanya. 
 

5. Surah Al-A'raf (7): 156 
 

ذِهِ  فىِ لَنَا وَٱكْتبُْ   عَذاَبىِٓ  قَالَ   ۚإلَِيْكَ  هدُْنَآ  إِنَّا ٱلْءَاخِرَةِ  وَفىِ حَسَنَة   ٱلد نْيَا هَٰ

 يَتَّقوُنَ  لِلَّذِينَ  فَسَأكَْتبُهَُا  ۚشَىْء   كُلَّ  وَسِعَتْ  وَرَحْمَتىِ  ۖأشََاءُٓ  مَنْ  بهِۦِ أصُِيبُ 

كَوٰةَ  وَيؤُْتوُنَ  تنِاَ همُ وَٱلَّذِينَ  ٱلزَّ َٔايَٰ يؤُْمِنوُنَ  بـِ  

Artinya: "Dan wajibkanlah kepada mereka mendirikan 

salat dan mengeluarkan sebagian dari rezeki yang Kami 
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berikan kepada mereka, (sebagai zakat), kamu akan 

menyucikan mereka dengan zakat itu dan berdoalah 

untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) 

ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Mengetahui." Ayat ini 

menegaskan kewajiban menunaikan zakat sebagai bagian 

dari menyucikan dan membersihkan umat Islam. 
 

6. Surah Al-Muzzammil (73): 20 
 

نَ   إِنَّ رَبَّكَ يَعْلمَُ أنََّكَ تقَوُمُ أدَْنىَٰ مِن ثلُثُىَِ ٱلَّيْلِ وَنِصْفهَُۥ وَثلُثُهَُۥ وَطَائِٓفَة  م ِ

رُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أنَ لَّن تحُْصُوهُ فَتاَبَ عَليَْكُمْ ۖ  ُ يقُدَ ِ ٱلَّذِينَ مَعكََ ۚ وَٱللَّّ

رْضَىٰ  َۙ وَءَاخَرُونَ  فَٱقْرَءُوا  مَا تيََسَّرَ مِنَ ٱلْقرُْءَانِ ۚ عَلِمَ أنَ سَيَكُونُ مِنكُم مَّ

تلِوُنَ فىِ سَبِيلِ 
ِ َۙ وَءَاخَرُونَ يقَُٰ يَضْرِبوُنَ فىِ ٱلْْرَْضِ يبَْتغَوُنَ مِن فَضْلِ ٱللَّّ

 َ كَوٰةَ وَأقَْرِضُوا  ٱللَّّ لَوٰةَ وَءَاتوُا  ٱلزَّ ِ ۖ فَٱقْرَءُوا  مَا تيََسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأقَيِمُوا  ٱلصَّ ٱللَّّ

ا وَأعَْظَمَ  ِ هُوَ خَيْر  نْ خَيْر  تجَِدوُهُ عِندَ ٱللَّّ مُوا  لِْنَفسُِكُم م ِ ا حَسَن ا ۚ وَمَا تقَُ د ِ قرَْض 

حِيم    َ غَفوُر  رَّ َ ۖ إِنَّ ٱللَّّ ا ۚ وَٱسْتغَْفِرُوا  ٱللَّّ  أجَْر 
 

Artinya: "Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka 

ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. 

Dan biarkanlah aku (Muhammad) beserta orang-orang 

yang mendustakan ini, pemilik kekayaan yang berlimpah 

dan anak-anak yang disaksikan (keberadaannya)." 

Meskipun ayat ini tidak secara langsung membahas 

zakat, tetapi istilah "pemilik kekayaan yang berlimpah" 

di sini dapat dihubungkan dengan kewajiban zakat yang 

menjadi tanggung jawab mereka. 

 

b) Hadits 

1. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim 

Rasulullah bersabda: Sesungguhnya Allah mengambil 

zakat dari harta yang halal, dan Allah menerima hanya 

harta yang baik. Hadis ini menegaskan bahwa zakat 

harus diambil dari harta yang halal dan baik. Harta yang 

diperoleh dari sumber yang tidak halal atau dari aktivitas 



161 
 

yang tidak sah tidak memenuhi syarat untuk dikenai 

zakat. 
 

2. Hadis Riwayat Abu Daud  

Rasulullah bersabda: Zakat itu diwajibkan atas harta 

yang telah mencapai nisabnya, dan hartanya tersebut 

telah berada pada satu tahun, dan zakat itu diambil dari 

harta tersebut berupa satu dinar untuk setiap empat 

puluh dinar (harta). Hadis ini menjelaskan bahwa zakat 

hanya wajib dikeluarkan dari harta yang mencapai nisab 

(batas minimum harta yang dikenai zakat) dan telah 

dimiliki selama satu tahun penuh. Besarnya zakat yang 

dikeluarkan adalah satu dinar untuk setiap empat puluh 

dinar dari harta tersebut. 
 

3. Hadis Riwayat Muslim  

Rasulullah bersabda: Harta yang paling sulit dicari 

adalah dinar yang kamu kerjakan, yang kamu dapatkan 

dengan susah payah, kemudian kamu mengeluarkannya 

sebagai zakat, dan kamu sendiri membutuhkannya. 

Hadis ini mengajarkan pentingnya memberikan zakat 

meskipun harta yang akan dikeluarkan itu sulit diperoleh, 

karena hal itu menunjukkan keikhlasan dan kepatuhan 

kepada perintah Allah. 
 

4. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim  

Rasulullah bersabda: Tidak ada satu dirham pun dari 

harta kalian yang kamu keluarkan untuk kepentingan 

Allah, melainkan kamu akan dihisab (dihitung) 

karenanya pada hari kiamat, kecuali satu makanan yang 

kamu berikan kepada seseorang (dari harta kalian) 

dengan mempergunakannya sebagai zakat, lalu kamu 

makan bersamanya (bersama orang yang menerimanya). 

Hadis ini menegaskan bahwa setiap rupiah yang 

dikeluarkan sebagai zakat akan dihitung dan dihisab di 
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hari kiamat, kecuali jika seseorang memberikan zakat 

dengan cara memberikan makanan kepada orang yang 

membutuhkan dan kemudian memakan bersamanya. 
 

c. Syarat dan Rukun Zakat 

Dalam Islam, terdapat empat rukun zakat yang menjadi 

dasar pelaksanaan kewajiban zakat. Berikut adalah empat rukun 

zakat beserta syarat-syaratnya: 
 

a) Muzakki 

Syarat-syarat untuk seseorang menjadi muzaki, atau 

pembayar zakat, tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-

Quran atau Hadis, namun beberapa prinsip dan panduan 

dapat diambil dari ajaran Islam. Beberapa hal yang umumnya 

dianggap sebagai syarat-syarat untuk menjadi muzaki 

adalah: 
 

1. Islam 

Seseorang harus beragama Islam untuk menjadi muzaki. 

Ini karena zakat adalah salah satu kewajiban agama 

Islam. 
 

2. Kepemilikan Harta 

Muzaki harus memiliki harta yang mencapai nisab 

(ambang batas) tertentu yang ditetapkan dalam Islam 

sebelum mereka wajib membayar zakat. Nisab ini 

bervariasi tergantung pada jenis harta yang dimiliki. 
 

3. Ketersediaan Harta 

Muzaki harus memiliki harta yang tersedia dan dapat 

diakses untuk dikeluarkan sebagai zakat. Harta yang 

dimiliki harus dapat dihitung dan dievaluasi untuk 

menentukan jumlah zakat yang harus dibayarkan. 
 

4. Keberadaan Sumber Penghasilan 
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Muzaki biasanya memiliki sumber penghasilan yang 

halal dan dapat ditelusuri asal-usulnya. Zakat yang 

dibayarkan seharusnya berasal dari harta yang diperoleh 

secara sah. 
 

5. Kemampuan untuk Membayar 

Muzaki harus memiliki kemampuan finansial untuk 

membayar zakat sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan dalam Islam. Mereka tidak boleh dalam 

keadaan terlilit hutang atau kesulitan keuangan yang 

menghalangi mereka untuk membayar zakat. 
 

6. Intention (Niat yang Benar) 

Muzaki harus memiliki niat yang tulus untuk membayar 

zakat sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan untuk 

membantu sesama manusia yang membutuhkan. 
 

b) Mustahik 

Syarat-syarat mustahik (penerima zakat) telah 

dijelaskan dalam Islam. Berikut adalah delapan kategori 

penerima zakat yang diakui dalam Islam sebagaimana secara 

eksplisit disebutkan dalam QS. At-Taubah (9) ayat 60: 
 

1. Fuqara' (Orang Fakir) 

Fakir adalah orang-orang yang hidup dalam kemiskinan 

yang mendalam dan tidak memiliki harta yang 

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. 
 

2. Masakin (Orang-orang yang Membutuhkan) 

Miskin adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan 

untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, meskipun 

tidak seburuk fuqara'. 
 

3. Amilin (Para Pemungut Zakat) 

Amil merupakan orang-orang yang ditugaskan untuk 

mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat. 
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4. Mualaf (Orang-orang yang Baru Masuk Islam) 

Mualaf adalah orang yang baru memeluk Islam atau 

membutuhkan bantuan untuk memperkuat keyakinan 

mereka dalam agama. 
 

5. Riqab (Orang-orang yang Berhutang Pembebasan 

Budak) 

Riqab adalah orang yang membutuhkan bantuan 

keuangan untuk membebaskan diri dari perbudakan atau 

hutang yang membebani. 
 

6. Gharimin (Orang-orang yang Terlilit Utang) 

Gharimin merupakan orang-orang yang memiliki utang 

dan kesulitan untuk membayarnya, sehingga 

membutuhkan bantuan untuk membebaskan diri dari 

hutang tersebut. 
 

7. Fi Sabilillah (Orang-orang yang Berjuang di Jalan Allah) 

Fi sabilillah adalah orang-orang yang terlibat dalam 

perjuangan agama Islam atau dalam usaha-usaha amal 

yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat 

Islam. 
 

8. Ibnus Sabil (Orang-orang yang Tersesat dalam 

Perjalanan) 

Ibnu sabil adalah orang yang melakukan perjalanan jauh 

dan kehilangan harta sehingga membutuhkan bantuan 

untuk kembali ke rumah atau untuk memenuhi kebutuhan 

dasar mereka selama perjalanan. 
 

c) Harta yang dikeluarkan untuk zakat 

Syarat-syarat harta yang dikeluarkan untuk zakat dapat 

bervariasi tergantung pada jenis harta yang dimaksud, namun 

secara umum, terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi: 
 

1. Kepemilikan Harta 
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Harta yang dikeluarkan untuk zakat harus dimiliki 

sepenuhnya oleh individu atau entitas yang 

membayarnya. Artinya, seseorang hanya wajib 

membayar zakat atas harta yang dia miliki, bukan atas 

harta orang lain. 

2. Mencapai Nisab 

Harta yang akan dikeluarkan untuk zakat harus mencapai 

nisab, yaitu ambang batas tertentu yang ditetapkan dalam 

Islam. Jumlah nisab bervariasi tergantung pada jenis 

harta yang dimiliki. Contohnya, nisab emas berbeda 

dengan nisab perak, dan keduanya memiliki nilai yang 

berbeda. 
 

3. Kemampuan untuk Tumbuh 

Harta yang dikeluarkan untuk zakat harus memiliki 

kemampuan untuk bertumbuh atau menghasilkan 

keuntungan. Misalnya, uang, emas, perak, investasi, atau 

bisnis yang menghasilkan pendapatan dapat dihitung 

untuk zakat. 
 

4. Ketersediaan Aset 

Aset yang akan dikeluarkan untuk zakat harus tersedia 

dan dapat diakses oleh pemiliknya. Harta yang dihitung 

untuk zakat harus berada dalam kepemilikan langsung 

dan dapat dihitung nilainya pada saat kewajiban zakat 

timbul. 
 

5. Kemurnian Harta 

Harta yang dikeluarkan untuk zakat harus berasal dari 

sumber yang halal dan tidak bercampur dengan harta 

yang diperoleh secara haram. Zakat yang dibayarkan 

harus berasal dari harta yang dimiliki secara sah. 
 

6. Kondisi Fisik dan Keuangan 
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Harta yang akan dikeluarkan untuk zakat tidak boleh 

dalam kondisi rusak atau dalam hutang yang melebihi 

nilainya. Jika harta tersebut terikat dengan hutang, nilai 

bersihnya yang dapat dihitung untuk zakat. 
 

d) Sighat  

Sighat zakat mengacu pada proses atau pernyataan yang 

digunakan untuk menetapkan bahwa suatu harta atau 

kekayaan akan diserahkan sebagai zakat. Dalam konteks 

ini, "sighat" adalah kata Arab yang berarti "kata atau 

frase yang digunakan untuk menunjukkan tujuan atau 

niat." 

 

Secara umum, terdapat beberapa prinsip umum yang sering 

diterapkan dalam menetapkan sighat zakat, yaitu: 
 

1. Niat yang Benar 

Seseorang harus memiliki niat yang tulus dan ikhlas untuk 

menunaikan kewajiban zakat kepada Allah SWT. Niat ini 

adalah bagian penting dari proses menunaikan zakat dan 

harus dimiliki oleh muzaki (pembayar zakat). 
 

2. Pengumuman atau Penetapan 

Sighat zakat dapat dilakukan dengan pengumuman secara 

lisan atau tulisan bahwa harta tersebut akan dikeluarkan 

sebagai zakat. Hal ini mencakup menyatakan secara jelas 

jenis harta yang akan dikeluarkan, jumlahnya, serta penerima 

zakat yang dituju. 
 

3. Penyerahan Fisik 

Dalam beberapa kasus, penyerahan fisik harta yang akan 

dikeluarkan sebagai zakat dapat dianggap sebagai sighat 

zakat yang sah. Misalnya, memberikan uang secara langsung 

kepada penerima zakat atau menyerahkan harta produktif 

seperti ternak atau hasil panen. 

4. Pencatatan atau Dokumentasi 
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Mencatat atau mendokumentasikan jumlah zakat yang akan 

dikeluarkan juga dapat dianggap sebagai sighat zakat yang 

sah. Hal ini mencakup pembuatan catatan tertulis tentang 

pembayaran zakat, baik dalam bentuk buku catatan, kwitansi, 

atau rekaman digital. 
 

5. Pemahaman dan Kesadaran 

Seseorang harus sepenuhnya memahami arti dan tujuan zakat 

serta menyadari kewajiban agama yang melekat pada 

pembayarannya. Kesadaran akan pentingnya zakat dalam 

Islam dan dampaknya terhadap masyarakat juga merupakan 

bagian dari sighat zakat. 
 

d. Peran dan Manfaat Zakat 

Zakat memiliki peran dan manfaat yang sangat penting dan 

beragam dalam Islam, baik secara individual maupun sosial bagi 

masyarakat Muslim secara luas. Berikut beberapa peran dan 

manfaat utama zakat: 
 

a) Ibadah dan Ketaatan kepada Allah 

Zakat adalah salah satu dari lima pilar utama dalam 

Islam dan merupakan kewajiban agama bagi setiap Muslim 

yang memenuhi syarat tertentu. Zakat memainkan peran 

yang sangat penting dalam membentuk ketaatan dan ibadah 

kepada Allah SWT. Membayar zakat merupakan ibadah 

yang diperintahkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, 

manfaat spiritualnya termasuk mendekatkan diri kepada 

Allah, dan mendapatkan pahala serta berkah dari-Nya. 

Melalui praktik membayar zakat, seorang Muslim 

menegaskan komitmennya untuk mematuhi perintah agama 

dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dengan 

demikian, zakat tidak hanya membentuk aspek keagamaan 

dalam kehidupan seseorang, tetapi juga menegaskan ikatan 

spiritual yang kuat antara individu dengan Tuhan mereka. 
 

b) Pembersihan Harta 
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Zakat, sebagai kewajiban agama dalam Islam, tidak 

hanya merupakan keterpenuhan ibadah kepada Allah, tetapi 

juga berperan dalam membersihkan harta dari dosa-dosa 

yang melekat pada kepemilikan tersebut. Dalam pembayaran 

zakat secara rutin, seorang Muslim tidak hanya mematuhi 

ajaran agama, tetapi juga membersihkan harta mereka dari 

dosa-dosa yang terkait dengan kepemilikan itu sendiri dan 

mendatangkan berkah dari Allah SWT. Zakat juga dianggap 

sebagai cara untuk membuka pintu rezeki yang lebih 

banyak..  

Hal ini mencerminkan pentingnya kesucian dalam 

aspek material, dimana harta yang diperoleh secara sah dan 

dikeluarkan sebagai zakat menjadi bentuk pembersihan diri 

dari beban moral yang terkait dengan kepemilikan harta 

tersebut. Dengan demikian, zakat memberikan manfaat 

dalam menguatkan hubungan spiritual antara individu dan 

Allah SWT. 
 

c) Memperkuat Redistribusi Kekayaan 

Peran zakat dalam redistribusi pendapatan terletak pada 

fungsi mendasar zakat sebagai instrumen untuk 

memindahkan kekayaan dari golongan yang mampu ke 

golongan yang membutuhkan dalam masyarakat. Ini 

dilakukan melalui pembayaran zakat oleh individu atau 

entitas yang memiliki kekayaan yang mencapai nisab 

(ambang batas) tertentu, yang kemudian disalurkan kepada 

para mustahik atau penerima zakat.  

Dengan cara ini, zakat membantu mengurangi 

ketimpangan ekonomi dengan menyebarkan kekayaan dan 

mendukung kelompok-kelompok yang kurang beruntung 

secara finansial. Manfaatnya dalam redistribusi pendapatan 

termasuk mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya 

dan miskin, meningkatkan akses masyarakat terhadap 

sumber daya dan kesempatan, serta memperkuat stabilitas 
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sosial dengan meminimalkan ketidaksetaraan ekonomi yang 

dapat menyebabkan ketegangan dan konflik.  

Dengan demikian, zakat bukan hanya merupakan 

kewajiban agama, tetapi juga sebuah instrumen yang penting 

dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata 

secara ekonomi. 
 

d) Mengurangi Kesenjangan Sosial 

Peran zakat dalam mengurangi kesenjangan sosial 

sangat signifikan. Zakat berperan dalam memperkuat 

solidaritas sosial dan kepedulian antar sesama, karena para 

muzaki (pembayar zakat) merasa tanggung jawab untuk 

membantu saudara-saudara mereka yang membutuhkan. 

Dengan demikian, zakat tidak hanya memberikan bantuan 

finansial kepada yang membutuhkan, tetapi juga 

menciptakan ikatan sosial yang lebih kuat, yang pada 

gilirannya dapat mengurangi ketidaksetaraan sosial dan 

menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis 

secara keseluruhan. 

Selain itu, zakat juga memiliki dampak jangka panjang 

dalam memerangi siklus kemiskinan. Dengan memberikan 

bantuan kepada para mustahik, zakat membantu mereka 

untuk memenuhi kebutuhan dasar. Hal ini tidak hanya 

memberikan bantuan segera, tetapi juga membantu mereka 

untuk mengatasi akar penyebab kemiskinan dalam jangka 

panjang.  

Misalnya, melalui program-program pendidikan dan 

pelatihan kerja yang didanai oleh zakat, para mustahik dapat 

memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan 

untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan keluar dari 

lingkaran kemiskinan. Dengan demikian, zakat tidak hanya 

mengurangi kesenjangan sosial secara langsung, tetapi juga 

membantu menciptakan kondisi yang memungkinkan 
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kelompok-kelompok marginal untuk mengatasi kemiskinan 

secara berkelanjutan. 
 

e) Meningkatkan Kesejahteraan Umum 

Salah satu peran utama zakat adalah untuk memberikan 

bantuan kepada para mustahik (penerima zakat) yang 

membutuhkan. Zakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan 

perawatan kesehatan. Melalui praktik membayar zakat, umat 

Muslim memiliki kesempatan untuk membantu para 

mustahik atau penerima zakat yang membutuhkan.  

Zakat berperan sebagai instrumen yang memungkinkan 

redistribusi kekayaan dari golongan yang mampu ke 

golongan yang kurang beruntung dalam masyarakat. Ini tidak 

hanya mengurangi penderitaan mereka, tetapi juga 

memperkuat ikatan sosial dan solidaritas antar sesama 

Muslim. Zakat membawa dampak positif dalam mengurangi 

kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan 

memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat Muslim, 

menjadikannya tidak hanya sebagai kewajiban agama, tetapi 

juga sebagai bentuk nyata dari kepedulian antar sesama 

manusia. 
 

f) Pemberdayaan Ekonomi 

Peran dan manfaat zakat dalam pemberdayaan ekonomi 

sangatlah penting. Pertama, zakat berperan sebagai alat 

untuk mendistribusikan kekayaan dari golongan yang 

mampu ke golongan yang membutuhkan, baik dalam bentuk 

bantuan langsung, maupun tidak langsung seperti 

memberikan modal usaha kepada para mustahik atau 

penerima zakat.  

Dengan memberikan modal usaha, zakat membantu 

para penerima zakat untuk memulai atau mengembangkan 

usaha mereka sendiri, yang pada gilirannya dapat 

meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi 
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mereka. Ini tidak hanya memberikan manfaat finansial 

langsung, tetapi juga memberdayakan mereka secara 

ekonomi, memungkinkan mereka untuk menghasilkan 

pendapatan secara berkelanjutan dan mengurangi 

ketergantungan pada bantuan sosial.  

Dengan demikian, zakat tidak hanya memberikan 

bantuan ekonomi kepada yang membutuhkan, tetapi juga 

membantu menciptakan kondisi yang memungkinkan 

mereka untuk menjadi mandiri secara ekonomi dan 

meningkatkan kesejahteraan mereka dalam jangka panjang. 
 

g) Pemberdayaan Sosial 

Peran dan manfaat zakat tidak hanya memberikan 

manfaat finansial kepada para mustahik, tetapi juga 

menciptakan ikatan sosial yang lebih kuat antara individu-

individu dalam masyarakat Muslim. Dengan saling 

membantu antara yang mampu dan yang membutuhkan, 

zakat memperkuat rasa kepedulian, empati, dan persaudaraan 

antar sesama Muslim. Selain itu, zakat juga berperan dalam 

memperkuat solidaritas sosial dengan menggalang dukungan 

kolektif untuk membantu yang membutuhkan.  

Zakat digunakan untuk membiayai berbagai proyek 

pembangunan sosial seperti pendidikan, perumahan, 

perawatan kesehatan, dan infrastruktur. Ini berkontribusi 

pada peningkatan kualitas hidup masyarakat keseluruhan. 

Dengan cara ini, zakat tidak hanya memberikan bantuan 

finansial kepada yang membutuhkan, tetapi juga 

menciptakan lingkungan sosial yang mendukung dan 

memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat Muslim. 

 

h) Pembangunan Ekonomi 

Dengan memberdayakan ekonomi masyarakat dan 

memberikan modal usaha kepada para penerima zakat, zakat 

dapat merangsang pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. 
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Peran dan manfaat zakat terhadap pembangunan ekonomi 

sangatlah penting dalam konteks masyarakat Muslim. 

Dengan menyebarkan kekayaan dari golongan yang mampu 

ke golongan yang membutuhkan, zakat membantu 

menciptakan kesetaraan akses terhadap sumber daya 

ekonomi.  

Selain itu, zakat juga dapat digunakan untuk mendanai 

proyek-proyek pembangunan infrastruktur, pendidikan, 

kesehatan, dan ekonomi. Ini menciptakan lapangan kerja 

baru, meningkatkan akses terhadap layanan dasar, dan 

memperkuat struktur ekonomi masyarakat. Dengan 

memberdayakan sektor ekonomi masyarakat melalui zakat, 

potensi pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional dapat 

ditingkatkan, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat 

bagi keseluruhan masyarakat. Oleh karena itu, zakat bukan 

hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai 

instrumen penting dalam membangun ekonomi yang inklusif 

dan berkelanjutan. 

Dengan berbagai peran dan manfaatnya ini, dapat 

disimpulkan bahwa zakat mengatur hubungan manusia 

dengan Tuhan dan sesama. Zakat memperkuat hubungan 

vertikal antara manusia dengan Tuhan dan hubungan 

horizontal antara manusia dengan sesama manusia. Ini 

mempromosikan nilai-nilai solidaritas, kepedulian, dan 

keadilan sosial dalam masyarakat. 
 

e. Jenis-Jenis Zakat 

Dalam Islam, terdapat beberapa jenis zakat yang memiliki 

tujuan dan objektif yang berbeda. Secara garis besar, zakat 

dibagi menjadi dua macam: 
 

a)  Zakat Nafs (Zakat Jiwa) 

Zakat jiwa, juga dikenal sebagai zakat fitrah adalah yang 

diwajibkan karena berakhirnya bulan Ramadhan. Zakat 

fitrah diwajibkan atas setiap umat Muslim yang memiliki 
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persediaan makanan pokok melebihi keperluan dirinya 

sendiri dan keluarganya selama satu hari satu malam (diluar 

keperluannya akan tempat tinggal dan perabotannya dan 

sebagainya). Muslim yang memenuhi persyaratan tersebut, 

maka diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah atas dirinya 

sendiri dan setiap anggota keluarganya. 

Konsep zakat fitrah memiliki akar dalam hadis 

Rasulullah SAW yang mewajibkan setiap Muslim yang 

mampu untuk memberikan sejumlah makanan pokok kepada 

yang membutuhkan sebagai bentuk solidaritas sosial dan 

dukungan terhadap kaum yang kurang mampu. Tujuan zakat 

fitrah adalah demi pensucian puasa selama bulan Ramadhan 

dari berbagai ucapan yang kurang sopan atau perbuatan 

buruk yang dapat mengurangi nilai Ibadah puasa pada bulan 

Ramadhan. Juga agar pada hari raya Idul-Fitri, kaum fakir 

miskin dapat ikut merasakan kebahagian dengan bisa 

menyantap makanan yang tersedia, sehingga tidak kelaparan.  

Kadar zakat fitrah yang wajib dikeluarkan ialah 

sebanyak satu sha’ atau setara 4 mud (empat kali cakupan 

kedua telapak tangan), atau sama dengan kira-kira 3 liter atau 

2,4 kg (dibulatkan menjadi 2,5 kg) dari makanan pokok 

beras, gandum, kurma dan sebagainya, yang biasa menjadi 

makanan pokok di setiap daerah. Zakat fitrah di Indonesia 

dibayarkan sejak sehari atau dua hari sebelum Idul-Fitri, 

sampai sesaat sebelum pelaksanaan shalat Idul-Fitri. 

Proses pengumpulan dan distribusi zakat fitrah biasanya 

dilakukan melalui lembaga-lembaga amil zakat atau lembaga 

amil zakat yang diakui oleh pemerintah atau otoritas Islam 

setempat. Lembaga-lembaga ini bertanggung jawab untuk 

mengumpulkan zakat fitrah dari umat Islam yang mampu dan 

mendistribusikannya kepada yang membutuhkan dengan 

cara yang adil dan transparan. Hal ini penting untuk 

memastikan bahwa zakat fitrah disalurkan kepada yang 
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berhak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan 

keberpihakan. 

Secara keseluruhan, zakat fitrah merupakan salah satu 

pilar penting dari praktik keagamaan umat Islam, yang tidak 

hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT 

tetapi juga sebagai sarana untuk membantu mereka yang 

kurang mampu dalam masyarakat. Dengan menunaikan 

zakat fitrah, umat Islam dapat membantu membangun 

masyarakat yang lebih adil, solidaritas, dan penuh kasih, 

sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong kepedulian 

terhadap sesama dan penghapusan kesenjangan sosial. 

b)  Zakat Maal (Zakat Harta) 

Zakat mal adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh 

umat muslim yang memiliki harta telah mencapai nisabnya 

sesuai yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Zakat 

maal dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat 

maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan 

ketentuan agama. Semua yang termasuk harta, apaun 

bentuknya, merupakan objek zakat. Harta ada yang berupa 

nuqud (uang), ‘urudh (barang), dan huquq (hak-hak atau 

jasa), yang meliputi: emas, perak dan logam mulia lainnya; 

uang dan surat berharga lainnya; perniagaan; pertanian, 

perkebunan, dan kehutanan; peternakan dan perikanan; 

pertambangan; perindustrian; pendapatan dan jasa; dan 

rikaz. Termasuk di dalamnya adalah zakat perusahaan (harta 

persekutuan), zakat investasi, dan zakat piutang. 

Secara garis besar, zakat maal merupakan kewajiban 

memberikan sebagian dari harta yang dimiliki oleh individu 

atau perusahaan kepada yang membutuhkan sebesar 2,5% 

dari nilai total barang wajib zakat yang dimiliki, jika 

jumlahnya telah mencapai nisab (batas minimum harta) 

yang telah ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku di 

masyarakat. Misalnya, untuk zakat emas dan perak, 

nisabnya berdasarkan berat dan kadar emas serta perak, 
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sedangkan untuk perdagangan, nisabnya berdasarkan nilai 

modal atau barang dagangan yang dimiliki. Zakat maal juga 

memiliki implikasi yang mendalam dalam kehidupan 

seorang Muslim. Membayar zakat maal tidak hanya 

merupakan ekspresi dari ketaatan dan kepatuhan terhadap 

ajaran Islam, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang 

dapat membawa berkah dan keberkahan dalam kehidupan 

sehari-hari. Selain itu, zakat maal juga merupakan sarana 

untuk membersihkan harta dari sifat-sifat negatif seperti 

keserakahan dan kedengkian, serta meningkatkan kesadaran 

spiritual dan kepedulian terhadap sesama. 

Proses pengumpulan dan distribusi zakat maal biasanya 

dilakukan melalui lembaga-lembaga amil zakat yang diakui 

oleh pemerintah atau otoritas Islam setempat. Lembaga-

lembaga ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan zakat 

maal dari umat Islam yang mampu dan mendistribusikannya 

kepada yang membutuhkan dengan cara yang adil dan 

transparan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa zakat 

maal disalurkan kepada yang berhak sesuai dengan prinsip-

prinsip keadilan dan keberpihakan. 

Dengan menunaikan zakat maal, umat muslim selain 

dapat mendekatkan diri kepada Allah dan menunjukkan 

ketaatan serta kepatuhan mereka sebagai hamba Allah, juga 

memiliki tujuan untuk menjaga keadilan sosial di antara 

umat muslim. Dengan menunaikan zakat maal, umat 

muslim akan mendapatkan berkah dan keberkahan dalam 

rejeki yang mereka peroleh. Zakat maal juga dapat 

membantu umat muslim dalam membersihkan harta mereka 

dari sifat serakah dan keduniawian. Dengan membayar 

zakat maal, umat muslim akan belajar untuk berbagi dengan 

sesama dan menghindari sifat rakus terhadap harta benda. 

f. Pengelolaan Zakat 

Pengelolaan zakat merupakan proses yang kompleks dan 

penting dalam sistem ekonomi Islam yang mengatur 
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pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat kepada 

yang membutuhkan.  

a) Pengumpulan Zakat 

Pengumpulan zakat adalah tahap awal dalam siklus 

pengelolaan dana zakat yang memainkan peran penting 

dalam memastikan bahwa dana yang dikumpulkan dapat 

dikelola dan didistribusikan secara efektif. Proses 

pengumpulan zakat melibatkan berbagai langkah yang 

mencakup identifikasi, penghitungan, pengumpulan, dan 

dokumentasi dana zakat dari individu atau entitas yang 

memiliki kewajiban zakat.  

Tahap pertama dalam pengumpulan zakat adalah 

identifikasi calon penerima zakat yang memenuhi syarat 

untuk menerima bantuan zakat. Ini melibatkan verifikasi 

kondisi keuangan dan sosial penerima zakat untuk 

memastikan bahwa mereka berhak menerima bantuan sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, pengumpulan 

zakat melibatkan penentuan jumlah dana zakat yang harus 

dibayar oleh individu atau entitas yang memiliki kewajiban 

zakat. Penentuan jumlah zakat didasarkan pada nilai 

kekayaan yang dimiliki dan jenis aset yang dihitung dalam 

perhitungan zakat, seperti uang tunai, emas, perak, investasi, 

dan aset produktif lainnya.  

Setelah jumlah zakat ditentukan, langkah berikutnya 

adalah pengumpulan dana zakat dari para pembayar zakat. 

Proses ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk 

pembayaran langsung oleh individu atau entitas kepada 

lembaga amil zakat, penggunaan platform pembayaran 

digital, atau melalui program pengumpulan zakat yang 

diselenggarakan secara terpusat oleh lembaga amil zakat. 

Selain itu, pengumpulan zakat juga melibatkan pendidikan 

dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dalam 

Islam serta kewajiban mereka sebagai umat Muslim untuk 

membayar zakat. Upaya-upaya ini bertujuan untuk 
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meningkatkan partisipasi masyarakat dalam praktek zakat 

dan memperkuat budaya zakat di masyarakat. 

Dalam pengumpulan zakat, penting untuk memastikan 

bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama 

dan mudah untuk membayar zakat. Hal ini mencakup 

penyediaan berbagai opsi pembayaran zakat yang sesuai 

dengan preferensi dan kebutuhan individu, termasuk 

pembayaran tunai, transfer bank, pembayaran online, atau 

menggunakan aplikasi pembayaran digital. Dengan 

meningkatnya penetrasi teknologi, penggunaan platform 

digital untuk pengumpulan zakat juga semakin menjadi 

pilihan yang populer dan efisien. 

 

b) Pengelolaan zakat 

Pengelolaan zakat merupakan tahap penting dalam 

siklus pengelolaan dana zakat yang memastikan bahwa dana 

yang terkumpul dapat dikelola dan didistribusikan dengan 

efektif untuk membantu mereka yang membutuhkan. Proses 

pengelolaan zakat melibatkan sejumlah langkah, termasuk 

verifikasi calon penerima zakat, pengelolaan dana secara 

transparan, serta rencana distribusi kepada penerima zakat 

yang memenuhi syarat. 

Langkah pertama dalam pengelolaan zakat adalah 

verifikasi calon penerima zakat untuk memastikan bahwa 

mereka memenuhi syarat dan berhak menerima bantuan 

zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Proses ini 

melibatkan penilaian terhadap kondisi keuangan, sosial, dan 

kebutuhan mendesak penerima zakat untuk memastikan 

bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan efektif 

dalam membantu mereka yang membutuhkan. 

Selanjutnya, dana zakat yang terkumpul dikelola dengan 

cermat dan transparan oleh lembaga amil zakat atau 

organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat. 

Proses pengelolaan dana ini melibatkan pelacakan yang 



178 
 

akurat terhadap dana yang masuk dan keluar, penyusunan 

laporan keuangan yang jelas, serta pemastian bahwa dana 

tersebut digunakan sesuai dengan tujuan zakat untuk 

mengentaskan kemiskinan dan meringankan penderitaan 

sosial. 

Dalam mengelola zakat, penting untuk memastikan 

bahwa rancangan distribusi dana zakat dilakukan secara adil 

dan berkeadilan kepada penerima zakat yang memenuhi 

syarat. Proses ini memerlukan pengembangan kriteria dan 

standar yang jelas untuk menentukan siapa yang berhak 

menerima bantuan zakat serta jumlah bantuan yang akan 

diberikan kepada mereka. Oleh karena itu, perlu adanya 

sistem pengendalian internal yang kuat dan audit yang rutin 

untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan 

dengan integritas dan akuntabilitas yang tinggi.  

Selain itu, dalam mengelola zakat juga perlu 

memperhatikan perkembangan teknologi dan inovasi yang 

dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam 

pengelolaan dana zakat. Penggunaan teknologi informasi dan 

platform digital, misalnya, dapat mempermudah proses 

pelacakan dana, pembayaran zakat, dan pelaporan keuangan. 

Dalam pengelolaan zakat, penting untuk menjaga 

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. 

Ini melibatkan dokumentasi yang jelas tentang jumlah dana 

yang terkumpul, sumbernya, serta penggunaannya. Dengan 

demikian, dapat dilakukan pemantauan dan evaluasi yang 

efektif terhadap kinerja pengelolaan zakat, serta memastikan 

bahwa dana yang terkumpul digunakan secara efisien dan 

sesuai dengan tujuan zakat. 

c) Pendistribusian Zakat 

Pendistribusian zakat adalah tahap penting dalam siklus 

pengelolaan dana zakat yang bertujuan untuk memastikan 

bahwa bantuan zakat tersampaikan kepada mereka yang 

membutuhkan dengan tepat dan efektif. Proses 
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pendistribusian zakat melibatkan beberapa langkah, 

termasuk alokasi dana secara adil, serta pemantauan dan 

evaluasi terhadap dampak dari bantuan yang diberikan. 

Langkah pertama dalam pendistribusian zakat adalah dana 

zakat yang telah terkumpul dialokasikan secara adil kepada 

calon penerima zakat yang memenuhi syarat. Proses alokasi 

ini mempertimbangkan jumlah dan jenis bantuan yang akan 

diberikan kepada masing-masing penerima zakat, serta 

kebutuhan mendesak dan prioritas mereka dalam menerima 

bantuan. 

Dalam mengalokasikan dana zakat, penting untuk 

memastikan bahwa keputusan didasarkan pada kriteria yang 

jelas dan adil. Kriteria tersebut dapat mencakup tingkat 

pendapatan, jumlah tanggungan, kondisi kesehatan, 

pendidikan, serta keadaan darurat atau bencana yang 

dihadapi oleh calon penerima zakat. Pemantauan dan 

evaluasi dalam pendistribusian zakat adalah proses yang 

penting untuk memastikan bahwa bantuan zakat disalurkan 

dengan efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuan zakat 

untuk membantu mereka yang membutuhkan. Proses 

pemantauan dan evaluasi ini melibatkan pengumpulan data, 

analisis kinerja, serta penilaian terhadap dampak dari 

bantuan yang disalurkan. 

Langkah pertama dalam pemantauan dan evaluasi 

adalah menetapkan indikator kinerja yang jelas untuk 

mengukur efektivitas pendistribusian zakat. Indikator kinerja 

ini dapat mencakup jumlah bantuan yang disalurkan, jumlah 

penerima zakat yang dilayani, waktu respons dalam 

penyaluran bantuan, serta tingkat kepuasan penerima zakat 

terhadap bantuan yang diberikan. Selanjutnya, proses 

pemantauan dilakukan secara berkala untuk memantau 

implementasi program dan memastikan bahwa proses 

distribusi berlangsung sesuai dengan rencana dan target yang 

telah ditetapkan. Pemantauan ini melibatkan pengumpulan 
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data tentang pelaksanaan program, identifikasi potensi 

masalah atau hambatan yang muncul, serta pelaporan tentang 

perkembangan dan pencapaian yang telah dicapai. 

Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi kinerja program 

dan dampak dari bantuan yang disalurkan. Evaluasi ini dapat 

dilakukan secara periodik atau akhir, tergantung pada 

kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. Evaluasi 

mencakup analisis terhadap efektivitas program, efisiensi 

penggunaan dana, relevansi program terhadap kebutuhan 

penerima zakat, serta dampak jangka pendek dan jangka 

panjang dari bantuan yang diberikan. Hasil dari proses 

evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi peluang 

perbaikan atau peningkatan dalam pendistribusian zakat, 

serta untuk membuat keputusan strategis terkait dengan 

perencanaan dan pengembangan program di masa depan. Ini 

mencakup penyusunan rekomendasi untuk meningkatkan 

efektivitas, efisiensi, dan dampak dari program 

pendistribusian zakat, serta penyesuaian kebijakan dan 

prosedur yang diperlukan. 

Dengan melakukan pemantauan yang teratur dan 

evaluasi yang cermat, lembaga amil zakat dan organisasi 

yang terlibat dapat memastikan bahwa dana zakat digunakan 

secara efisien, sesuai dengan tujuan zakat, dan memberikan 

manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang 

membutuhkan. 

 

 

g. Tantangan Zakat 

Tantangan dalam pengelolaan zakat meliputi berbagai 

aspek, mulai dari administratif hingga konseptual. Berikut 

adalah beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam 

pengelolaan zakat: 
 

a) Penentuan Nisab yang Tepat 
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Penentuan nisab zakat yang tepat adalah suatu tantangan 

yang sering dihadapi dalam praktik zakat. Nisab merupakan 

batas minimum harta yang harus dimiliki seseorang agar 

wajib membayar zakat. Tantangan pertama adalah 

menetapkan nilai nisab yang sesuai dengan kondisi ekonomi 

dan sosial masyarakat. Nilai nisab yang terlalu rendah dapat 

mengurangi potensi penerimaan zakat, sementara nilai yang 

terlalu tinggi dapat membuat sebagian besar masyarakat 

tidak memenuhi syarat pembayaran zakat.  

Tantangan kedua adalah fluktuasi nilai aset, terutama 

dalam konteks globalisasi dan pasar yang berubah dengan 

cepat. Hal ini memerlukan kebijakan yang fleksibel dalam 

menyesuaikan nilai nisab agar tetap relevan dan adil bagi 

semua golongan dalam masyarakat. Oleh karena itu, 

penentuan nisab yang tepat memerlukan keseimbangan 

antara kebutuhan penerima zakat dan kemampuan memberi 

dari pemberi zakat, serta mempertimbangkan dinamika 

ekonomi yang terus berubah. 
 

b) Pengumpulan Zakat yang Efisien 

Pengumpulan zakat yang efisien menghadapi beberapa 

tantangan, terutama terkait dengan identifikasi, 

pengumpulan, dan distribusi dana zakat secara adil dan 

efektif. Salah satu tantangan utama adalah identifikasi calon 

penerima zakat yang memenuhi syarat dan memastikan 

bahwa dana yang dikumpulkan dialokasikan dengan benar 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Proses ini memerlukan 

sistem yang kuat untuk memverifikasi kebutuhan dan 

kelayakan penerima zakat, serta mencegah penyalahgunaan 

dana.  

Selain itu, tantangan lainnya adalah mengoptimalkan 

proses pengumpulan zakat agar efisien dan tidak memakan 

banyak biaya administrasi. Hal ini melibatkan pembangunan 

infrastruktur yang memadai, penggunaan teknologi 

informasi, dan kemitraan dengan lembaga keuangan dan 
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organisasi masyarakat untuk meningkatkan aksesibilitas dan 

kemudahan dalam membayar zakat. Selain itu, penting juga 

untuk menciptakan kesadaran dan kepatuhan masyarakat 

terhadap kewajiban zakat mereka. Tantangan ini meliputi 

edukasi yang kontinu tentang pentingnya zakat dalam Islam, 

penyampaian informasi yang jelas tentang cara membayar 

zakat, dan pembangunan kepercayaan terhadap lembaga atau 

organisasi yang mengelola dana zakat.  

Dalam konteks global, pengumpulan zakat juga dapat 

menjadi tantangan karena perbedaan regulasi dan kebijakan 

di berbagai negara serta adanya kendala logistik dalam 

pengiriman dana ke daerah-daerah yang membutuhkan. Oleh 

karena itu, pengumpulan zakat yang efisien memerlukan 

kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, lembaga 

amil zakat, dan masyarakat untuk menciptakan sistem yang 

transparan, efisien, dan inklusif bagi semua pihak yang 

terlibat. 
 

c) Validasi Penerima Zakat 

Validasi penerima zakat merupakan tantangan penting 

dalam memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-

benar mencapai orang-orang yang membutuhkan dan 

memenuhi syarat untuk menerimanya. Salah satu tantangan 

utamanya adalah keakuratan dalam mengidentifikasi calon 

penerima zakat. Proses validasi harus memperhitungkan 

berbagai faktor seperti tingkat penghasilan, jumlah 

tanggungan, kondisi kesehatan, dan kebutuhan mendesak 

lainnya. Namun, mengumpulkan dan memverifikasi 

informasi ini dapat menjadi rumit dan memakan waktu, 

terutama di daerah yang kurang terjangkau atau memiliki 

akses terbatas terhadap data yang diperlukan. 

Tantangan lainnya adalah memastikan bahwa sistem 

validasi berjalan dengan transparan dan adil. Proses validasi 

harus dijalankan secara objektif dan tidak diskriminatif, 
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tanpa memihak pada kelompok atau individu tertentu. Selain 

itu, perlindungan data dan privasi juga menjadi pertimbangan 

penting dalam pengumpulan dan penggunaan informasi 

penerima zakat. Dengan mengatasi tantangan ini, lembaga-

lembaga amil zakat dapat memastikan bahwa bantuan yang 

diberikan mencapai mereka yang benar-benar 

membutuhkan, sambil membangun kepercayaan masyarakat 

dan menjaga integritas program zakat. 
 

d) Transparansi dan Akuntabilitas 

Tantangan transparansi dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan dana zakat sangatlah penting untuk dipahami 

dan diatasi. Salah satu tantangan utamanya adalah 

memastikan bahwa semua tahapan dalam pengelolaan dana 

zakat, mulai dari pengumpulan hingga distribusi, dilakukan 

secara transparan. Ini berarti memungkinkan akses terbuka 

bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana dana zakat 

dikumpulkan, dielola, dan didistribusikan.  

Tantangan lainnya adalah memastikan akuntabilitas 

dalam penggunaan dana zakat. Lembaga-lembaga amil zakat 

harus memiliki sistem yang kuat untuk melacak penggunaan 

dana zakat dan menyajikan laporan keuangan yang jelas dan 

terperinci kepada masyarakat, menunjukkan bagaimana dana 

tersebut digunakan untuk membantu mereka yang 

membutuhkan. 

Penting juga untuk memastikan bahwa proses audit dan 

pengawasan dilakukan secara teratur untuk memverifikasi 

kepatuhan terhadap prinsip-prinsip transparansi dan 

akuntabilitas. Dengan menghadapi tantangan ini, lembaga-

lembaga amil zakat dapat membangun kepercayaan 

masyarakat, memastikan bahwa dana zakat digunakan secara 

efektif dan efisien, serta menjaga integritas program zakat. 

Ini akan membantu meningkatkan partisipasi dan dukungan 
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masyarakat terhadap upaya-upaya pengentasan kemiskinan 

dan pemberdayaan sosial melalui zakat. 
 

e) Kesadaran Masyarakat 

Tantangan utama dalam meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang zakat adalah mengubah paradigma dan 

pola pikir mereka terhadap zakat. Banyak masyarakat yang 

mungkin kurang memahami pentingnya zakat dalam Islam 

dan manfaatnya bagi kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, 

pendekatan edukasi yang terarah dan berkelanjutan 

diperlukan untuk menyampaikan pesan tentang arti dan 

tujuan zakat, serta implikasi positifnya terhadap individu dan 

masyarakat secara keseluruhan. Hal ini membutuhkan 

kerjasama antara lembaga-lembaga keagamaan, pemerintah, 

dan organisasi masyarakat untuk menyediakan program-

program edukasi yang menyeluruh dan mudah diakses oleh 

berbagai lapisan masyarakat. 

Selain itu, tantangan lainnya adalah memastikan bahwa 

kesadaran masyarakat tentang zakat berdampak pada 

tindakan nyata dalam membayar zakat. Meskipun 

masyarakat mungkin menyadari pentingnya zakat, namun 

mereka juga perlu didorong untuk melaksanakan kewajiban 

zakat mereka secara konsisten dan penuh kesadaran. Ini 

memerlukan upaya untuk membangun budaya zakat yang 

kuat di masyarakat, dengan menekankan nilai-nilai sosial dan 

kepedulian terhadap sesama. Program-program insentif atau 

peningkatan aksesibilitas dalam pembayaran zakat juga 

dapat membantu mengatasi tantangan ini, sehingga 

mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam praktek zakat 

sebagai bagian integral dari kehidupan mereka. 
 

f) Perubahan Struktur Ekonomi 

Perubahan struktur ekonomi, terutama dalam konteks 

globalisasi dan transformasi teknologi, membawa tantangan 

yang signifikan dalam pengelolaan zakat. Pertumbuhan 
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ekonomi yang tidak merata dan ketimpangan pendapatan 

dapat mengubah pola distribusi kekayaan dalam masyarakat, 

sehingga mempengaruhi sumber daya yang tersedia untuk 

pembayaran zakat. Selain itu, perubahan struktur ekonomi 

juga dapat mempengaruhi jenis dan jumlah aset yang 

dihitung untuk pembayaran zakat, seperti dengan munculnya 

aset digital dan kompleksitas instrumen keuangan baru.  

Hal ini memerlukan adaptasi dalam penentuan nisab dan 

penyesuaian aturan penghitungan zakat untuk memastikan 

bahwa semua jenis kekayaan yang relevan termasuk dalam 

perhitungan zakat. Selain itu, perubahan struktur ekonomi 

juga dapat memengaruhi cara zakat dikumpulkan, dikelola, 

dan didistribusikan. Misalnya, dengan meningkatnya 

penetrasi teknologi, mungkin diperlukan platform digital 

atau metode pembayaran yang inovatif untuk mempermudah 

pengumpulan zakat dari masyarakat yang semakin terhubung 

secara digital.  

Di sisi lain, perubahan dalam komposisi kekayaan dan 

pola pengeluaran masyarakat dapat memengaruhi prioritas 

dan strategi dalam distribusi zakat, sehingga memerlukan 

analisis yang lebih cermat dan responsif terhadap kebutuhan 

yang berkembang. Dengan menghadapi tantangan ini, 

lembaga-lembaga amil zakat perlu tetap fleksibel dan 

proaktif dalam mengadaptasi diri terhadap perubahan 

struktur ekonomi, sehingga tetap relevan dan efektif dalam 

memenuhi tujuan zakat dalam membantu mereka yang 

membutuhkan. 
 

g) Keterlibatan Pemerintah 

Keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan zakat dapat 

menjadi tantangan tersendiri karena adanya berbagai 

pertimbangan politik, hukum, dan administratif. Salah satu 

tantangannya adalah memastikan bahwa pemerintah 

memiliki kebijakan yang mendukung dan memfasilitasi 
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praktek zakat yang efektif dan adil. Hal ini melibatkan 

pembentukan kerangka regulasi yang jelas dan mendukung, 

serta pemantauan terhadap lembaga-lembaga amil zakat 

untuk memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan 

standar yang ditetapkan. Namun, keberadaan kebijakan yang 

tidak konsisten atau kurang jelas dapat menciptakan 

ketidakpastian dan hambatan dalam pengelolaan zakat. 

Tantangan lainnya adalah menjaga keseimbangan antara 

peran pemerintah dan otonomi lembaga-lembaga amil zakat. 

Sementara pemerintah memiliki tanggung jawab untuk 

mengatur dan mengawasi praktik zakat, penting juga untuk 

memberikan ruang bagi inisiatif masyarakat dan swasta 

dalam pengelolaan zakat. Hal ini memerlukan kerja sama 

yang baik antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan 

organisasi masyarakat dalam mengembangkan kerangka 

kerja yang inklusif dan berkelanjutan untuk pengelolaan 

zakat. Dengan mengatasi tantangan ini, pemerintah dapat 

memainkan peran yang lebih efektif dalam mendorong 

praktek zakat yang berdaya guna dan berdampak positif bagi 

pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. 
 

h) Teknologi dan Inovasi 

Sementara teknologi dapat membantu meningkatkan 

efisiensi pengumpulan dan distribusi zakat, tantangan yang 

terkait dengan infrastruktur teknologi, keamanan data, dan 

literasi digital juga harus diatasi. Teknologi dan inovasi 

memainkan peran penting dalam pengelolaan zakat, tetapi 

juga membawa tantangan tersendiri. Salah satu tantangannya 

adalah memastikan bahwa teknologi digunakan secara 

efektif untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam 

pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana zakat.  

Penggunaan teknologi informasi dapat memudahkan 

proses pembayaran zakat, memfasilitasi pelacakan dana 

secara real-time, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat 
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dalam praktek zakat. Namun, tantangan timbul dalam 

memastikan keamanan data dan privasi, serta memastikan 

bahwa teknologi tersebut dapat diakses oleh semua lapisan 

masyarakat, termasuk yang memiliki akses terbatas terhadap 

teknologi. Selain itu, perubahan teknologi juga dapat 

memengaruhi cara zakat dikumpulkan dan dikelola. 

Misalnya, berkembangnya aset digital dan teknologi 

blockchain telah membuka potensi baru dalam pembayaran 

zakat, namun juga memerlukan penyesuaian dalam kerangka 

regulasi dan infrastruktur teknis.  

Tantangan lainnya termasuk dalam memahami dan 

mengatasi risiko-risiko yang terkait dengan penggunaan 

teknologi, seperti risiko keamanan cyber dan kesenjangan 

digital. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara 

pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga 

keagamaan, dan sektor swasta, untuk mengembangkan solusi 

yang inovatif dan berkelanjutan dalam menghadapi 

tantangan teknologi dalam pengelolaan zakat. 
 

i) Ketidakpastian Hukum dan Kebijakan 

Ketidakpastian hukum dan kebijakan dapat menjadi 

tantangan serius dalam pengelolaan zakat, terutama karena 

zakat sering kali berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum 

syariah yang kompleks dan beragam. Salah satu 

tantangannya adalah kejelasan dan konsistensi dalam 

kerangka regulasi zakat. Ketidakpastian mengenai aturan dan 

prosedur yang berlaku dapat menghambat pengumpulan, 

pengelolaan, dan distribusi dana zakat secara efektif, serta 

menciptakan keraguan dalam pikiran masyarakat tentang 

keabsahan praktek zakat tersebut. Selain itu, perbedaan 

interpretasi terhadap hukum syariah di berbagai negara atau 

wilayah juga dapat menciptakan hambatan dalam 

harmonisasi praktik zakat dan koordinasi antara pemangku 

kepentingan yang terlibat. 
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Tantangan lainnya adalah ketidakpastian dalam 

kebijakan ekonomi dan sosial yang berubah-ubah, yang 

dapat mempengaruhi pengelolaan zakat. Perubahan dalam 

kebijakan fiskal atau kesejahteraan sosial dapat 

mempengaruhi keseimbangan antara kewajiban zakat dan 

kewajiban pajak lainnya, serta alokasi sumber daya untuk 

program-program zakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya 

untuk membangun kerangka kerja yang stabil dan fleksibel 

untuk pengelolaan zakat, serta untuk mendorong dialog dan 

konsultasi yang berkelanjutan antara pemerintah, lembaga 

keagamaan, dan organisasi masyarakat guna memperjelas 

regulasi dan kebijakan terkait zakat. Dengan mengatasi 

ketidakpastian ini, dapat dibangun lingkungan yang kondusif 

bagi praktek zakat yang efektif dan berdampak positif bagi 

kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. 
 

h. Strategi Zakat 

Beberapa hal yang penting dilakukan sebagai strategi 

memaksimalkan pelaksanaan zakat adalah sebagai berikut: 
 

a) Edukasi Zakat 

Penting untuk terus melakukan advokasi dan kampanye 

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 

pentingnya zakat dan peran yang dapat dimainkannya dalam 

mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial. Ini 

memungkinkan untuk menciptakan budaya berbagi dan 

peduli dalam masyarakat yang mendorong lebih banyak 

orang untuk membayar zakat dan mendukung pengelolaan 

zakat yang baik. Dengan meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam zakat dan meningkatkan efektivitas 

pengelolaan zakat, kita dapat menciptakan masyarakat yang 

lebih adil dan berkeadilan yang sesuai dengan ajaran Islam. 

Pengelolaan zakat perlu melibatkan upaya untuk 

meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam 

membayar zakat serta dalam memilih lembaga-lembaga amil 
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zakat yang tepat untuk menyalurkan dana zakat mereka. Ini 

dapat dilakukan melalui kampanye informasi dan edukasi 

tentang pentingnya zakat dalam Islam, serta tentang peran 

lembaga-lembaga amil zakat dalam membantu mereka yang 

membutuhkan. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat 

tentang zakat dan pentingnya pengelolaan yang baik, 

diharapkan akan tercipta masyarakat yang lebih peduli dan 

berbagi dalam membantu sesama. 
 

b) Kolaborasi Pemerintah dan Lembaga Sosial 

Pengelolaan zakat juga dapat melibatkan kerja sama 

antara lembaga-lembaga amil zakat, pemerintah, dan 

lembaga sosial lainnya untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi dalam menyalurkan dana zakat. Kerja sama ini 

dapat mencakup pertukaran informasi, koordinasi program, 

dan pembangunan infrastruktur yang memungkinkan 

lembaga-lembaga zakat untuk bekerja secara lebih efektif 

dalam membantu mereka yang membutuhkan. Dengan 

bekerja sama, lembaga-lembaga zakat dapat memaksimalkan 

dampak positif dari dana zakat dan memberikan bantuan 

yang lebih besar kepada mereka yang membutuhkan. 
 

 

c) Pembaruan Kebijakan 

Pengelolaan zakat juga harus memperhatikan 

perkembangan dan perubahan dalam masyarakat serta 

kebutuhan yang muncul dari waktu ke waktu. Ini 

membutuhkan fleksibilitas dan adaptabilitas dalam 

menentukan strategi pengelolaan zakat agar tetap relevan dan 

efektif dalam mengatasi berbagai tantangan dan masalah 

yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, lembaga-

lembaga amil zakat perlu terus melakukan evaluasi dan 

pembaruan terhadap program dan kebijakan mereka untuk 

memastikan bahwa dana zakat digunakan secara optimal dan 

sesuai dengan kebutuhan yang ada. 
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d) Zakat Produktif 

Selain itu, pengelolaan zakat juga dapat melibatkan 

upaya untuk mengembangkan program-program inovatif dan 

produktif yang dapat meningkatkan dampak positif dari dana 

zakat. Misalnya, lembaga-lembaga amil zakat dapat 

mengembangkan program pelatihan dan pendidikan untuk 

membantu masyarakat yang menerima zakat agar dapat 

mandiri secara ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan 

mereka dalam jangka panjang. Program-program seperti ini 

dapat membantu mengatasi akar penyebab kemiskinan dan 

memungkinkan penerima zakat untuk memperbaiki 

kehidupan mereka secara berkelanjutan. 

Selain itu, pengelolaan zakat juga dapat melibatkan 

upaya untuk mengintegrasikan zakat dalam pembangunan 

ekonomi dan sosial yang lebih luas. Ini dapat dilakukan 

dengan mengembangkan program-program dan kebijakan 

yang memungkinkan dana zakat untuk berperan sebagai 

katalisator untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 

sosial yang berkelanjutan. Misalnya, dana zakat dapat 

digunakan untuk mendukung usaha kecil dan menengah, 

membangun infrastruktur sosial, dan menyediakan layanan 

dasar seperti pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat yang 

membutuhkan. 
 

e) Pemanfaatan Teknologi Digital 

Pengelolaan zakat juga harus memperhatikan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 

dapat memfasilitasi proses pengumpulan, pengelolaan, dan 

distribusi zakat dengan lebih efisien dan efektif. Penggunaan 

teknologi ini dapat membantu lembaga-lembaga amil zakat 

untuk mengidentifikasi penerima zakat yang membutuhkan 

dengan lebih cepat dan akurat, serta untuk memantau 

penggunaan dana zakat secara real-time. Ini akan membantu 
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memastikan bahwa dana zakat disalurkan dengan tepat dan 

efisien kepada yang membutuhkan. 

Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi, penting 

untuk mengembangkan sistem pengelolaan zakat yang sesuai 

dengan tuntutan zaman. Ini termasuk penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi proses 

pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat dengan lebih 

efisien dan efektif. Misalnya, penggunaan platform online 

dapat memudahkan individu untuk membayar zakat mereka 

secara elektronik, sementara sistem manajemen data dapat 

digunakan untuk melacak dan memantau penggunaan dana 

zakat secara real-time. 
 

f) Pengelolaan yang Beretika 

Pengelolaan zakat juga harus memperhatikan prinsip-

prinsip etika Islam, seperti keadilan, akuntabilitas, 

transparansi, dan partisipasi masyarakat. Lembaga-lembaga 

amil zakat harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan 

harus terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat 

dalam menjalankan tugas mereka. Ini akan membantu 

memastikan bahwa dana zakat disalurkan secara adil dan 

transparan, serta bahwa lembaga-lembaga amil zakat dapat 

dipercaya oleh masyarakat dalam menjalankan tugas mereka. 

Selain itu, pengelolaan zakat juga harus memperhatikan 

aspek-aspek etika dan moralitas dalam menjalankan tugas 

mereka. Lembaga-lembaga amil zakat harus memastikan 

bahwa dana zakat disalurkan dengan penuh rasa tanggung 

jawab dan integritas, serta bahwa mereka tidak 

memanfaatkan dana zakat untuk kepentingan pribadi atau 

golongan tertentu. Ini akan membantu memastikan bahwa 

lembaga-lembaga amil zakat tetap setia pada nilai-nilai Islam 

yang mendorong keadilan, keberpihakan, dan kepedulian 

terhadap masyarakat. 
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Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan 

akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Lembaga-lembaga 

amil zakat harus memberikan laporan yang jelas dan 

terperinci kepada masyarakat tentang penggunaan dana 

zakat, serta memungkinkan masyarakat untuk memantau dan 

mengevaluasi kinerja mereka. Ini akan membantu 

memastikan bahwa dana zakat disalurkan dengan tepat dan 

sesuai dengan kebutuhan yang ada, serta bahwa lembaga-

lembaga amil zakat bertanggung jawab atas tugas mereka 

kepada masyarakat. 
 

C. Hukum Muamalah 

a. Pengertian Muamalah 

Secara bahasa, "muamalah" merupakan kata dalam bahasa 

Arab yang berasal dari akar kata "عمل" (‘amala), yang memiliki 

arti dasar "berinteraksi" atau "berhubungan". Dalam konteksnya, 

muamalah merujuk pada segala bentuk interaksi atau hubungan 

antara manusia, baik itu dalam hal ekonomi, sosial, atau kegiatan 

sehari-hari lainnya. Sehingga, secara sederhana, muamalah dapat 

didefinisikan sebagai aktivitas atau transaksi antarmanusia 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Dalam konteks bisnis Islam, muamalah mencakup berbagai 

aktivitas seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan 

lain sebagainya. Aspek penting dalam muamalah adalah adanya 

aturan dan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum Islam atau 

syariah. Konsep muamalah dalam Islam mencakup semua aspek 

interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari 

transaksi ekonomi hingga hubungan sosial. Muamalah bukan 

hanya tentang aktivitas transaksional semata, tetapi juga 

mencakup aspek-etika dan moral yang mendasarinya. Dalam 

muamalah, terdapat prinsip-prinsip yang diatur oleh hukum 

Islam atau syariah, yang bertujuan untuk menciptakan 

lingkungan yang adil, berkeadilan, dan harmonis dalam 

masyarakat.  
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Muamalah mengatur transaksi-transaksi yang dilarang 

dalam Islam. Larangan terhadap praktik-praktik seperti riba, 

perjudian, dan konsumsi barang-barang haram bertujuan untuk 

melindungi masyarakat dari eksploitasi, ketidakadilan, dan 

dampak negatif yang dapat merusak kesehatan dan kesejahteraan 

individu serta masyarakat secara keseluruhan. Lebih dari sekadar 

larangan, muamalah dalam Islam menegaskan nilai-nilai 

moralitas dan etika dalam setiap transaksi dan interaksi manusia. 

Dengan menegakkan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan 

tanggung jawab, Islam mengajarkan pentingnya integritas dalam 

semua aspek kehidupan, termasuk dalam urusan ekonomi dan 

bisnis.  

Selain itu, muamalah juga menekankan pentingnya 

pembangunan hubungan yang sehat antara individu dan 

kelompok dalam masyarakat. Ini mencakup saling menghormati 

hak dan martabat setiap individu, serta berkontribusi pada 

kesejahteraan sosial melalui praktik seperti zakat, sedekah, dan 

amal. Memberikan secara sukarela kepada yang membutuhkan 

merupakan nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam dan 

dapat memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat. Ini 

menciptakan fondasi yang kokoh bagi masyarakat yang 

berlandaskan pada nilai-nilai moral dan sosial yang sehat, yang 

memberikan kontribusi yang positif bagi kesejahteraan umat 

manusia dan harmoni dalam hubungan antarindividu serta antara 

manusia dengan lingkungannya. 

Dengan demikian, muamalah tidak hanya merupakan aspek 

teoritis dalam Islam, tetapi juga memiliki aplikasi praktis dalam 

kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks bisnis dan 

ekonomi. Melalui pemahaman yang mendalam tentang prinsip-

prinsip muamalah, individu dan masyarakat dapat menciptakan 

lingkungan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. 
 

b. Landasan Hukum Muamalah 

a) Al-Quran 
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1. Surah Al-Baqarah (2): 282 
 

ٓأيَ هَا ى أجََل   إلِىَٰٓ  بدِيَْن   تدَاَيَنتمُ إذِاَ ءَامَنوُٓا   ٱلَّذِينَ  يَٰ سَمًّ  بَّيْنَكُمْ  وَلْيَكْتبُ  ۚفَٱكْتبُوُهُ  م 

ُ  عَلَّمَهُ  كَمَا يَكْتبَُ  أنَ كَاتِب   يَأبَْ  وَلَ   ۚبٱِلْعدَلِْ  كَاتِب     ٱلَّذِى وَلْيمُْلِلِ  فلَْيكَْتبُْ   ۚٱللَّّ

َ  وَلْيَتَّقِ  ٱلْحَق   عَلَيْهِ   ٱلْحَق   عَلَيْهِ  ٱلَّذِى كَانَ  فإَنِ  ۚشَيْـًٔا مِنْهُ  يَبْخَسْ  وَلَ  رَبَّهُۥ ٱللَّّ

ا  وَٱسْتشَْهِدوُا    ۚبِٱلْعدَلِْ  وَلِي هُۥ فلَْيمُْلِلْ  هُوَ  يمُِلَّ  أنَ يَسْتطَِيعُ  لَ  أوَْ  ضَعِيف ا أوَْ  سَفِيه 

جَالِكُمْ  مِن شَهِيديَْنِ  ن وَٱمْرَأتَاَنِ  فرََجُل   رَجُليَْنِ  يَكُونَا لَّمْ  فإَنِ  ۖر ِ  ترَْضَوْنَ  مِمَّ

هَداَءِٓ  مِنَ  رَ  إِحْدىَٰهُمَا تضَِلَّ  أنَ ٱلش  هَداَءُٓ  يَأبَْ  وَلَ   ۚٱلْْخُْرَىٰ  إِحْدىَٰهُمَا فَتذُكَ ِ  إذِاَ ٱلش 

ا تكَْتبُوُهُ  أنَ تسَْـَٔمُوٓا   وَلَ   ۚدعُُوا   مَا ا أوَْ  صَغِير  لِكُمْ   ۚأجََلِهۦِ إلِىَٰٓ  كَبِير   عِندَ  أقَْسَطُ  ذَٰ

 ِ دةَِ  وَأقَْوَمُ  ٱللَّّ هَٰ ٓ   ۖترَْتاَبوُٓا   ألََّ  وَأدَْنىَٰٓ  لِلشَّ رَة   تكَُونَ  أنَ إِلَّ  تدُِيرُونَهَا حَاضِرَة   تِجَٰ

 كَاتِب   يضَُارَّٓ  وَلَ   ۚ تبََايَعْتمُْ  إذِاَ وَأشَْهِدوُٓا    ۗتكَْتبُوُهَا ألََّ  جُنَاح   عَلَيْكُمْ  فلََيْسَ  بَيْنَكُمْ 

َ  وَٱتَّقوُا    ۗبِكُمْ  فسُُوق    فَإنَِّهُۥ تفَْعلَوُا   وَإِن  ۚشَهِيد   وَلَ  مُكمُُ   ۖٱللَّّ ُ  وَيعُلَ ِ ُ   ۗٱللَّّ  بِكُل ِ  وَٱللَّّ

عَلِيم   شَىْء    
 

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermuamalah satu dengan yang lain untuk waktu yang 

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar." Ayat ini menekankan 

pentingnya membuat kontrak tertulis dalam muamalah. 

Ini memberikan dasar bagi prinsip kontrak dalam hukum 

muamalah. 
 

2. Surah An-Nisa (4): 29 
 

ٓأيَ هَا لَكُم تأَكُْلوُٓا   لَ  ءَامَنوُا   ٱلَّذِينَ  يَٰ طِلِ  بَيْنَكُم أمَْوَٰ ٓ  بِٱلْبَٰ رَة   تكَُونَ  أنَ إِلَّ  عَن تِجَٰ

نكُمْ  ترََاض   َ  إِنَّ   ۚأنَفسَُكُمْ  تقَْتلُوُٓا   وَلَ   ۚم ِ ا بكُِمْ  كَانَ  ٱللَّّ رَحِيم   
 

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan 

yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu." 

Ayat ini menekankan pentingnya kejujuran dalam 

transaksi dan bisnis. Ini mengingatkan agar tidak 



195 
 

melakukan penipuan atau pengambilalihan harta orang 

lain dengan cara yang tidak adil. 
 

3. Surah Al-An'am (6): 152 
 

 ٱلْكَيْلَ  وَأوَْفوُا    ۖأشَُدَّهُۥ يَبْلغَُ  حَتَّىٰ  أحَْسَنُ  هِىَ  بِٱلَّتىِ إِلَّ  ٱلْيَتِيمِ  مَالَ  تقَْرَبوُا   وَلَ 

 ذاَ كَانَ  وَلَوْ  فَٱعْدِلوُا   قلُْتمُْ  وَإذِاَ  ۖوُسْعهََا إِلَّ  نَفْس ا نكَُل ِفُ  لَ   ۖبِٱلْقِسْطِ  وَٱلْمِيزَانَ 

ِ  وَبِعَهْدِ   ۖقرُْبىَٰ  لِكُمْ   ۚأوَْفوُا   ٱللَّّ ىٰكُم ذَٰ تذَكََّرُونَ  لَعلََّكُمْ  بهِۦِ وَصَّ  
 

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati harta anak 

yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik dari pada dia 

(yaitu anak itu) sampai dewasa (dapat mengurus harta 

itu sendiri). Dan berilah (hak-hak) pengukur, dan 

timbanglah dengan neraca yang lurus." 

Ayat ini menekankan pentingnya perlindungan 

terhadap harta anak yatim dan memastikan bahwa harta 

mereka dikelola dengan baik dan adil. Ini menjadi 

landasan hukum dalam muamalah tentang hak-hak anak 

yatim. 

 

4. Surah Al-Ma’idah (5): 1 
 

ٓأيَ هَا مِ  بَهِيمَةُ  لَكُم أحُِلَّتْ   ۚبِٱلْعقُوُدِ  أوَْفوُا   ءَامَنوُٓا   ٱلَّذِينَ  يَٰ  عَلَيْكُمْ  يتُلْىَٰ  مَا إِلَّ  ٱلْْنَْعَٰ

يْدِ  مُحِل ِى غَيْرَ  َ  إِنَّ   ۗحُرُم   وَأنَتمُْ  ٱلصَّ يرُِيدُ  مَا يَحْكُمُ  ٱللَّّ  

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah 

aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, 

kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian 

itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu 

sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah 

menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-

Nya”.   

Ayat ini menegaskan kepada orang-orang beriman 

untuk mematuhi segala perjanjian dan komitmen yang 

dibuat, termasuk dalam konteks muamalah atau transaksi 
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bisnis. Ayat ini juga menegaskan bahwa Allahlah yang 

menetapkan hukum-hukum yang berlaku, menekankan 

pentingnya ketaatan kepada-Nya dalam semua aspek 

kehidupan, termasuk dalam urusan bisnis dan kontrak. 
 

5. Surah An-Nahl (16): 90 
 

َ  إِنَّ  نِ  بِٱلْعدَلِْ  يَأمُْرُ  ٱللَّّ حْسَٰ  ٱلْفَحْشَاءِٓ  عَنِ  وَيَنْهَىٰ  ٱلْقرُْبىَٰ  ذِى وَإِيتاَئِٓ  وَٱلِْْ

تذَكََّرُونَ  لَعلََّكُمْ  يَعِظُكُمْ   ۚوَٱلْبَغْىِ  وَٱلْمُنكَرِ   
 

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kepada 

keadilan, berbuat baik, dan memberi kepada kaum 

kerabat, dan Dia melarang dari perbuatan yang keji, 

kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepada kamu supaya kamu dapat mengambil 

pelajaran." 

Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga keadilan 

dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam 

muamalah, serta melarang segala bentuk kemungkaran 

dan permusuhan. 
 

6. Surah Al-Hujurat (49): 11 
 

ٓأيَ هَا ن قَوْم   يَسْخَرْ  لَ  ءَامَنوُا   ٱلَّذِينَ  يَٰ ا يكَُونوُا   أنَ عَسَىٰٓ  قَوْم   م ِ نْهُمْ  خَيْر   وَلَ  م ِ

ن نِسَاءٓ   ا يكَُنَّ  أنَ عَسَىٰٓ  ن سَِاءٓ   م ِ نْهُنَّ  خَيْر   تنَاَبزَُوا   وَلَ  أنَفسَُكُمْ  تلَْمِزُوٓا   وَلَ   ۖم ِ

بِ  نِ  بَعْدَ  ٱلْفسُُوقُ  ٱلِِسْمُ  بئِسَْ   ۖبِٱلْْلَْقَٰ يمَٰ ئكَِ  يتَبُْ  لَّمْ  وَمَن  ۚٱلِْْ
ٓ لَٰ لِمُونَ  همُُ  فَأوُ 

ٱلظَّٰ  

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

kaum lelaki mengolok-olokkan kaum lelaki yang lain, 

(karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih 

baik dari mereka (yang mengolok-olokkan). Dan jangan 

pula wanita mengolok-olokkan wanita lain, (karena) 

boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari 

mereka (yang mengolok-olokkan)." 

Ayat ini menekankan pentingnya menghormati dan 

tidak merendahkan orang lain dalam semua interaksi, 
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termasuk dalam muamalah, serta melarang perilaku 

merendahkan orang lain. 
 

b) Hadits  

1. Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim  

Rasulullah bersabda: Sesungguhnya jual beli itu boleh 

asalkan dilakukan dengan penuh kejujuran. Hadis ini 

menekankan pentingnya kejujuran dalam setiap transaksi 

muamalah, menghindari segala bentuk penipuan atau 

ketidakjujuran. 
 

2. Hadis Riwayat Al-Bukhari  

Rasulullah bersabda: Sesungguhnya barang dagangan 

yang paling diberkahi adalah yang ringan harga dan 

mudah dijual. Hadis ini menunjukkan bahwa transaksi 

bisnis yang paling diberkahi adalah yang dilakukan 

dengan barang-barang yang mudah dijual dan diakses 

oleh masyarakat luas. 

3. Hadis Riwayat Al-Bukhari  

Rasulullah bersabda: Janganlah kalian membeli harta 

dari musuh-musuh Allah untuk membantu mereka. Hadis 

ini menekankan pentingnya memilih sumber barang yang 

dibeli dalam muamalah, menghindari mendukung 

musuh-musuh Allah atau praktik-praktik yang 

bertentangan dengan nilai-nilai agama. 
 

4. Hadis Riwayat Ibnu Majah  

Rasulullah bersabda: Sesungguhnya jual beli itu 

dibenarkan kecuali sebagian tertentu yang diharamkan 

Allah. Hadis ini menegaskan prinsip bahwa jual beli 

dalam muamalah diperbolehkan kecuali dalam kasus-

kasus yang secara jelas diharamkan oleh Allah SWT. 

 

c. Manfaat Muamalah 
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Muamalah, atau transaksi bisnis dalam Islam, memiliki 

banyak manfaat, di antaranya: 
 

a) Pertumbuhan Ekonomi 

Muamalah, sebagai bagian integral dari aktivitas 

ekonomi dalam Islam, berperan sentral dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui transaksi 

bisnis yang beragam, muamalah menciptakan lingkungan 

yang memungkinkan perputaran modal, investasi, dan 

penciptaan lapangan kerja.  

Dengan memfasilitasi perdagangan yang adil dan 

produktif, muamalah memungkinkan masyarakat untuk 

mengoptimalkan penggunaan sumber daya ekonomi mereka, 

meningkatkan produktivitas, dan mencapai pertumbuhan 

ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Ini tidak hanya 

berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat secara 

keseluruhan, tetapi juga pada pembangunan infrastruktur 

ekonomi yang diperlukan untuk mendukung aktivitas 

ekonomi yang berkelanjutan. 

b) Distribusi Kekayaan yang Adil 

Muamalah memiliki peran vital dalam mengatur 

distribusi kekayaan yang adil di dalam masyarakat. Dengan 

menyediakan kerangka kerja untuk transaksi bisnis yang adil 

dan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, muamalah 

membantu dalam memastikan bahwa sumber daya ekonomi 

didistribusikan secara merata di antara anggota masyarakat.  

Hal ini penting untuk mengurangi kesenjangan ekonomi 

yang bisa terjadi dalam masyarakat, serta untuk memastikan 

bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap 

peluang ekonomi. Dengan cara ini, muamalah membantu 

menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif dan 

berkelanjutan, di mana setiap anggota masyarakat memiliki 

kesempatan untuk meraih kesejahteraan secara adil. 

 

c) Pengurangan Kemiskinan 
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Muamalah memiliki peran penting dalam upaya 

pengurangan kemiskinan di masyarakat. Dengan 

menciptakan peluang ekonomi melalui transaksi bisnis yang 

adil dan berkelanjutan, muamalah memungkinkan individu 

dan kelompok yang kurang mampu untuk mengakses sumber 

daya ekonomi dan meningkatkan pendapatan mereka. 

Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan bisnis, mereka dapat 

mengembangkan keterampilan, menciptakan lapangan kerja, 

dan menghasilkan pendapatan yang memadai untuk 

memenuhi kebutuhan dasar mereka serta meningkatkan taraf 

hidup. 
 

d) Pengembangan Keterampilan dan Inovasi 

Muamalah memainkan peran penting dalam 

pengembangan keterampilan dan inovasi dalam masyarakat. 

Melalui keterlibatan dalam transaksi bisnis yang beragam, 

individu dan perusahaan didorong untuk mengembangkan 

keterampilan mereka dalam berdagang, mengelola 

keuangan, dan menjalankan usaha. Hal ini mendorong 

pertumbuhan inovasi dalam menciptakan produk dan 

layanan baru, serta meningkatkan daya saing dalam pasar.  

Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung 

eksplorasi ide-ide baru dan peluang bisnis, muamalah 

membantu dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi 

perkembangan keterampilan dan inovasi, yang pada 

gilirannya dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan kemajuan masyarakat secara 

keseluruhan. 
 

e) Pemberdayaan Individu dan Komunitas 

Melalui muamalah, individu dan kelompok dalam 

masyarakat diberdayakan secara ekonomi. Dengan terlibat 

dalam berbagai transaksi bisnis, mereka memiliki 

kesempatan untuk mengembangkan keterampilan bisnis 

mereka, mengelola keuangan dengan bijaksana, dan 



200 
 

mengambil inisiatif dalam menciptakan peluang-peluang 

ekonomi baru.  

Muamalah memberikan kesempatan bagi individu untuk 

mengembangkan keterampilan bisnis mereka dan menjadi 

mandiri secara ekonomi. Dengan terlibat dalam transaksi 

bisnis yang adil dan produktif, individu dapat meningkatkan 

kesejahteraan mereka sendiri serta kontribusi mereka 

terhadap komunitas. 

 

f) Pengembangan Hubungan Sosial dan Jaringan 

Muamalah juga memainkan peran penting dalam 

membangun hubungan sosial dan jaringan kerja sama dalam 

komunitas. Melalui transaksi bisnis, individu dan kelompok 

dapat memperkuat ikatan sosial mereka, membangun 

kepercayaan, dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan-

tujuan ekonomi bersama.  

Muamalah sering kali melibatkan interaksi antara 

individu dan kelompok dalam masyarakat. Melalui transaksi 

bisnis, individu dapat memperluas jaringan sosial mereka, 

membangun hubungan kerja sama, dan memperkuat ikatan 

komunitas, yang semuanya dapat berkontribusi pada 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. 
 

g) Pengaturan Hubungan Kontrak 

Muamalah, sebagai pengatur hubungan kontrak dalam 

masyarakat, memainkan peran vital dalam menciptakan 

kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang 

terlibat dalam transaksi bisnis. Dengan menyediakan 

kerangka kerja yang jelas tentang hak dan kewajiban dalam 

kontrak, muamalah membantu dalam mencegah konflik dan 

memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan adil 

dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam dan 

mencegah konflik dan menjamin kepastian hukum bagi 

semua pihak yang terlibat. 
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Ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, di mana 

kepercayaan antarpihak diperkuat dan kesepakatan bisnis 

dapat dilakukan dengan keyakinan akan penegakan keadilan 

dan kejujuran. 
 

h) Pengembangan Etika dan Nilai-Nilai 

Muamalah memainkan peran kunci dalam 

pengembangan etika bisnis yang kuat dalam masyarakat 

Islam. Melalui prinsip-prinsip moral seperti kejujuran, 

keadilan, dan tanggung jawab sosial, muamalah membentuk 

fondasi yang kokoh bagi perilaku bisnis yang bertanggung 

jawab dan beretika. Ini tidak hanya menciptakan lingkungan 

bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan, tetapi juga 

memperkuat kepercayaan antarpihak, menjaga reputasi 

bisnis, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara 

keseluruhan.  

Dengan mendorong praktik bisnis yang bermoral dan 

bertanggung jawab, muamalah berperan dalam membentuk 

budaya bisnis yang sehat dan berintegritas, yang pada 

gilirannya membantu dalam membangun masyarakat yang 

berlandaskan pada nilai-nilai moral dan keadilan. 
 

i) Mendorong Ekonomi Berkelanjutan 

Lebih dari sekadar mengatur transaksi bisnis, muamalah 

juga berperan dalam mempromosikan tanggung jawab sosial 

dan moral dalam pengelolaan kekayaan. Prinsip-prinsip 

seperti zakat, sedekah, dan kebijakan distribusi yang adil, 

yang terkait erat dengan muamalah, membantu dalam 

memastikan bahwa kekayaan tidak hanya didistribusikan 

secara merata, tetapi juga digunakan secara bertanggung 

jawab untuk kepentingan bersama dan kesejahteraan sosial.  

Dengan demikian, muamalah tidak hanya berfungsi 

sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi, tetapi 

juga sebagai instrumen untuk membangun masyarakat yang 



202 
 

berlandaskan pada nilai-nilai moral dan keadilan, di mana 

setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab dalam 

pembangunan komunitas yang berkelanjutan. 
 

j) Pengembangan Infrastruktur Ekonomi 

Muamalah memiliki peran yang krusial dalam 

pembangunan infrastruktur ekonomi yang kokoh dan 

berkelanjutan. Melalui transaksi bisnis yang adil dan efisien, 

muamalah membantu dalam memperkuat pondasi ekonomi, 

memfasilitasi investasi, dan menciptakan lingkungan yang 

kondusif bagi pertumbuhan bisnis dan pengembangan 

sektor-sektor ekonomi yang beragam.  

Ini tidak hanya mencakup pengembangan fisik seperti 

infrastruktur transportasi dan komunikasi, tetapi juga 

mencakup pembangunan lembaga keuangan dan pasar yang 

sehat. Dengan demikian, muamalah bukan hanya menjadi 

sarana untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga merupakan 

pendorong utama di balik pembangunan infrastruktur yang 

mendasar bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat secara keseluruhan. 
 

k) Kontribusi terhadap Pembangunan Komunitas dan Negara 

Muamalah, dalam konteks kontribusinya terhadap 

pembangunan komunitas dan negara, memiliki peran yang 

sangat signifikan dalam memperkuat struktur sosial dan 

ekonomi masyarakat. Melalui transaksi bisnis yang adil, 

muamalah membantu dalam membangun fondasi ekonomi 

yang kokoh, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan 

pendapatan.  

Muamalah yang berkembang dengan baik dapat menjadi 

motor penggerak bagi pembangunan komunitas dan negara 

secara keseluruhan. Dengan memberdayakan individu dan 

kelompok dalam masyarakat melalui kesempatan ekonomi, 

muamalah dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan 

kemajuan secara luas. 
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Secara keseluruhan, muamalah tidak hanya memainkan 

peran penting dalam pembangunan ekonomi, tetapi juga dalam 

memperkuat moral dan etika bisnis, mempromosikan 

pemberdayaan ekonomi, dan membangun masyarakat yang lebih 

adil dan berkelanjutan secara ekonomi. 

 

d. Jenis-Jenis Muamalah 

Muamalah, dalam Islam, mencakup berbagai jenis transaksi 

dan aktivitas ekonomi yang melibatkan interaksi antara individu, 

perusahaan, atau entitas lainnya. Beberapa jenis muamalah yang 

umum meliputi: 

a) Jual Beli (Bai') 

Dalam muamalah, jual beli (bai') adalah salah satu jenis 

transaksi utama yang memiliki peran sentral dalam aktivitas 

ekonomi. Transaksi jual beli melibatkan pertukaran barang 

atau jasa antara dua pihak dengan imbalan uang atau barang 

lainnya. Ini mencakup berbagai bentuk transaksi, mulai dari 

jual beli tunai di mana pembayaran dilakukan secara 

langsung pada saat barang atau jasa diterima, hingga jual beli 

kredit di mana pembayaran dilakukan dengan cara dicicil 

dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. 

Transaksi jual beli juga dapat melibatkan berbagai syarat dan 

ketentuan, seperti harga, kualitas barang, dan syarat-syarat 

pengiriman, yang semuanya diatur oleh hukum Islam untuk 

memastikan keadilan dan keabsahan transaksi. 

Selain menjadi salah satu bentuk transaksi ekonomi 

yang paling umum, jual beli juga memiliki dampak yang 

signifikan dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat. Prinsip-prinsip Islam dalam muamalah 

menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan 

kesepakatan yang saling menguntungkan antara penjual dan 

pembeli. Dengan menerapkan nilai-nilai ini dalam praktik 

bisnis, transaksi jual beli menjadi alat untuk menciptakan 
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lingkungan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, di mana 

hak-hak semua pihak dilindungi dan kepentingan bersama 

diperhatikan. Hal ini membantu dalam membangun 

kepercayaan antarpihak, meningkatkan stabilitas ekonomi, 

dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas bagi 

masyarakat secara keseluruhan. 
 

b) Pinjam Meminjam (Qardh) 

Dalam muamalah, pinjam meminjam (qardh) adalah 

jenis transaksi yang melibatkan pemberian pinjaman dari 

satu pihak kepada pihak lain tanpa imbalan atau dengan 

syarat-syarat tertentu. Praktik ini mencerminkan nilai-nilai 

kerelaan dan kebaikan hati dalam Islam, di mana pemberian 

pinjaman dipandang sebagai bentuk solidaritas sosial dan 

dukungan terhadap sesama. Transaksi pinjam meminjam 

dapat meliputi pinjaman uang, barang, atau jasa, dan dapat 

digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari mendukung 

individu yang membutuhkan dalam situasi darurat hingga 

memberikan modal usaha kepada mereka yang ingin 

memulai bisnis. 

Pinjam meminjam memainkan peran penting dalam 

memperkuat solidaritas sosial dan pembangunan ekonomi 

dalam masyarakat Islam. Melalui praktik ini, individu dan 

kelompok dapat saling membantu dan mendukung satu sama 

lain dalam mengatasi kesulitan keuangan atau mencapai 

tujuan ekonomi mereka. Lebih dari sekadar transaksi 

ekonomi, pinjam meminjam menciptakan ikatan sosial yang 

kuat di antara anggota masyarakat, memperkuat hubungan 

antarindividu dan kelompok, serta meningkatkan 

kesejahteraan secara keseluruhan dengan menyediakan akses 

terhadap sumber daya finansial yang dapat meningkatkan 

kehidupan mereka. 

 

c) Sewa Menyewa (Ijarah) 
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Dalam muamalah, sewa menyewa (ijarah) adalah salah 

satu bentuk transaksi yang umum dilakukan, di mana satu 

pihak menyewakan barang atau jasa kepada pihak lain 

dengan pembayaran sewa yang disepakati. Transaksi ini 

mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti 

sewa rumah, kendaraan, atau peralatan. Prinsip-prinsip Islam 

mengatur praktik sewa menyewa untuk memastikan bahwa 

kesepakatan tersebut adil dan sesuai dengan nilai-nilai moral. 

Misalnya, penyewa diharapkan untuk menggunakan barang 

dengan baik sesuai dengan tujuan awalnya, sementara 

penyewa juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan 

barang atau jasa yang sesuai dengan kesepakatan. 

Sewa menyewa berperan penting dalam memenuhi 

kebutuhan masyarakat akan akses terhadap barang dan jasa 

tanpa harus membelinya secara permanen. Ini 

memungkinkan individu atau perusahaan untuk mengakses 

sumber daya yang diperlukan tanpa harus mengeluarkan 

biaya besar untuk kepemilikan. Selain itu, transaksi sewa 

menyewa juga menciptakan peluang bisnis bagi pemilik 

barang atau jasa untuk memanfaatkan aset mereka dan 

mendapatkan pendapatan tambahan. Dengan demikian, 

Sewa Menyewa bukan hanya memenuhi kebutuhan praktis 

individu, tetapi juga membantu dalam mengoptimalkan 

penggunaan sumber daya ekonomi secara efisien dalam 

masyarakat. 
 

d) Pemberian (Hibah) 

Dalam muamalah, hibah adalah jenis transaksi yang 

melibatkan pemberian hadiah atau sumbangan tanpa syarat 

atau imbalan yang diharapkan dari penerima. Hibah 

didasarkan pada nilai-nilai kedermawanan dan kebaikan hati 

dalam Islam, di mana individu atau lembaga memberikan 

sebagian dari harta mereka kepada orang lain sebagai bentuk 

dukungan atau bantuan. Praktik hibah ini tidak hanya 
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mencerminkan solidaritas sosial dan empati dalam 

masyarakat, tetapi juga merupakan bagian dari kewajiban 

Islam dalam berbagi kekayaan dengan mereka yang 

membutuhkan. 

Hibah memainkan peran penting dalam memperkuat 

ikatan sosial dan kohesi dalam masyarakat Islam. Dengan 

memberikan hadiah atau sumbangan kepada sesama, 

individu atau lembaga tidak hanya membantu memenuhi 

kebutuhan mereka, tetapi juga menciptakan ikatan yang lebih 

erat antara anggota masyarakat. Hibah juga dapat digunakan 

sebagai alat untuk mendukung pengembangan ekonomi dan 

sosial dalam masyarakat, misalnya, dengan memberikan 

bantuan kepada individu yang ingin memulai usaha kecil 

atau untuk membiayai proyek-proyek pembangunan 

komunitas. Dengan demikian, praktik hibah bukan hanya 

merupakan tindakan filantropi individual, tetapi juga 

berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan bersama 

dalam masyarakat. 
 

e) Wakaf 

Dalam muamalah, wakaf adalah praktik di mana 

seseorang atau lembaga menyerahkan sebagian dari harta 

mereka, baik berupa uang, properti, atau aset lainnya, untuk 

tujuan amal atau kepentingan umum, seperti pembangunan 

masjid, sekolah, rumah sakit, atau pelayanan sosial. Praktik 

ini didasarkan pada nilai-nilai filantropi dan kepedulian 

sosial dalam Islam, di mana individu dihimbau untuk berbagi 

sebagian dari kekayaan mereka untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Wakaf adalah 

kontribusi yang berkelanjutan, karena aset yang diserahkan 

secara permanen diperuntukkan bagi kepentingan umum dan 

terus memberikan manfaat jangka panjang kepada 

masyarakat. 
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Wakaf memainkan peran penting dalam pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat dalam Islam. Dengan 

mendirikan lembaga-lembaga amal atau membiayai proyek-

proyek pembangunan yang didukung oleh wakaf, individu 

atau lembaga dapat memberikan dampak yang signifikan 

pada kesejahteraan dan kemajuan sosial. Selain itu, wakaf 

juga menciptakan peluang bagi individu untuk memberikan 

kontribusi yang berkelanjutan terhadap kebaikan umum, 

bahkan setelah meninggalkan dunia ini. Dengan demikian, 

praktik wakaf tidak hanya merupakan tindakan kebaikan 

pribadi, tetapi juga merupakan bentuk investasi jangka 

panjang dalam pembangunan komunitas yang berkelanjutan 

dan adil. 
 

f) Investasi (Mudarabah) 

Dalam muamalah, mudarabah adalah sebuah bentuk 

investasi di mana satu pihak menyediakan modal (shahib al-

mal) sedangkan pihak lainnya menyediakan tenaga kerja atau 

keterampilan (mudarib) untuk mengelola usaha tersebut. 

Dalam konteks ini, shahib al-mal bertindak sebagai pemodal 

yang menyediakan dana, sementara mudarib bertanggung 

jawab atas pengelolaan sehari-hari dan operasional usaha. 

Keuntungan dari usaha tersebut dibagi berdasarkan 

kesepakatan sebelumnya, sementara kerugian biasanya 

ditanggung oleh shahib al-mal, kecuali jika kerugian 

disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian yang disengaja 

oleh mudarib. 

Mudarabah memainkan peran penting dalam 

mendorong kemitraan dan investasi dalam masyarakat Islam. 

Dengan menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan 

untuk berbagi risiko dan keuntungan antara pemodal dan 

pengelola usaha, mudarabah membuka pintu bagi 

pengembangan usaha dan inisiatif bisnis baru. Selain itu, 

mudarabah juga memperkuat inklusi finansial dengan 

memberikan kesempatan kepada individu yang memiliki 
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keterampilan atau pengetahuan bisnis untuk berkolaborasi 

dengan pemodal yang memiliki modal, sehingga 

menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak dan 

mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 
 

g) Perjanjian Kerjasama (Musyarakah) 

Dalam muamalah, musyarakah adalah sebuah bentuk 

perjanjian kerjasama di mana dua pihak atau lebih sepakat 

untuk berinvestasi bersama dalam sebuah proyek atau usaha 

bisnis dengan membagi keuntungan dan kerugian sesuai 

dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Transaksi ini 

didasarkan pada prinsip-prinsip kerjasama, keadilan, dan 

partisipasi dalam Islam, di mana setiap pihak memiliki 

kontribusi modal dan tanggung jawab yang sama terhadap 

manajemen dan hasil usaha bersama. Dalam konteks 

musyarakah, penting untuk diperhatikan bahwa keputusan 

strategis dan operasional diambil secara bersama-sama, dan 

semua pihak memiliki hak yang sama untuk mengelola usaha 

tersebut. 

Musyarakah memainkan peran penting dalam 

memfasilitasi kolaborasi dan pengembangan bisnis dalam 

masyarakat Islam. Dengan memungkinkan berbagai pihak 

untuk bergabung dalam proyek atau usaha bisnis yang lebih 

besar daripada yang dapat mereka lakukan sendiri, 

musyarakah membuka peluang baru untuk pertumbuhan 

ekonomi dan inovasi. Selain itu, musyarakah juga 

menciptakan ikatan sosial dan kerjasama yang kuat antara 

individu dan lembaga, yang pada gilirannya memperkuat 

kohesi sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dengan 

demikian, musyarakah tidak hanya menjadi alat untuk 

mencapai tujuan bisnis, tetapi juga merupakan instrumen 

untuk membangun komunitas yang lebih inklusif dan 

berdaya. 
 

h) Sedekah  
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Dalam muamalah, sedekah adalah tindakan sukarela 

memberikan sumbangan atau bantuan kepada mereka yang 

membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan atau 

pengembalian. Praktik ini mencerminkan nilai-nilai 

kebaikan, belas kasihan, dan solidaritas sosial dalam Islam, 

di mana individu didorong untuk berbagi sebagian dari harta 

mereka dengan mereka yang kurang beruntung. Sedekah 

dapat diberikan dalam berbagai bentuk, mulai dari 

sumbangan uang tunai atau barang, hingga pemberian waktu, 

tenaga, atau keterampilan untuk membantu mereka yang 

membutuhkan. 

Sedekah memainkan peran penting dalam memperkuat 

ikatan sosial dan empati dalam masyarakat Islam. Melalui 

praktik ini, individu dihadapkan pada kesadaran akan 

kebutuhan sesama dan diilhami untuk memberikan 

kontribusi positif terhadap kesejahteraan mereka. Selain itu, 

sedekah juga menciptakan saluran untuk berbagi berkah dan 

keberkahan dengan orang lain, yang diyakini akan 

mendatangkan kebaikan dan pahala di dunia dan di akhirat. 

Dengan memberikan sedekah, individu juga memperkaya 

diri mereka sendiri dengan rasa kepuasan dan rahmat yang 

datang dari memberikan. 
 

i) Pembayaran Zakat dan Pajak (Kharaj) 

Dalam muamalah, pembayaran zakat dan pajak 

merupakan kewajiban keuangan yang diperintahkan dalam 

Islam. Zakat adalah kewajiban amal yang dikenakan atas 

kekayaan individu yang melebihi nisab tertentu dan 

diberikan kepada mereka yang membutuhkan sebagai bentuk 

redistribusi kekayaan. Zakat mencerminkan nilai-nilai 

keadilan sosial dan kepedulian terhadap kaum miskin dan 

tertindas dalam masyarakat. Di sisi lain, kharaj adalah pajak 

yang dikenakan oleh pemerintah Islam atas tanah atau lahan 

pertanian yang dimiliki individu. Dalam Islam, kharaj 
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bertujuan untuk membiayai keperluan umum dan 

pembangunan infrastruktur yang menguntungkan 

masyarakat secara keseluruhan, serta untuk memastikan 

pemerataan kekayaan dan kesejahteraan sosial. 

Pembayaran zakat dan pajak memiliki peran krusial 

dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial dalam 

masyarakat Islam. Zakat membantu mengurangi 

kesenjangan ekonomi dan memberikan perlindungan sosial 

kepada yang membutuhkan, sementara pajak memungkinkan 

pemerintah untuk membiayai proyek-proyek pembangunan 

yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain 

itu, kewajiban pembayaran zakat dan pajak juga 

mencerminkan tanggung jawab moral dan etika keuangan 

yang diajarkan dalam Islam, seperti transparansi, kejujuran, 

dan kesadaran akan hak dan kewajiban dalam memajukan 

kesejahteraan bersama. Dengan mematuhi kewajiban ini, 

individu dan masyarakat secara keseluruhan dapat 

berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi yang 

berkelanjutan serta menciptakan lingkungan yang lebih adil 

dan berkeadilan bagi semua. 

 

e. Prinsip-Prinsip Muamalah 

Prinsip-prinsip dalam muamalah adalah panduan moral dan 

etika yang mengatur perilaku dan interaksi ekonomi dalam 

Islam. Beberapa prinsip utama dalam muamalah meliputi: 
 

a) Keadilan (Adl) 

Prinsip keadilan dalam muamalah menjadi pijakan 

utama dalam menjalankan segala transaksi ekonomi dalam 

Islam. Keadilan memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat 

dalam transaksi diperlakukan secara adil dan seimbang, 

tanpa ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan secara 

tidak adil. Ini mencakup berbagai aspek, seperti penetapan 

harga yang wajar, pembagian keuntungan yang proporsional, 
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dan penegakan hak-hak individu serta kewajiban-kewajiban 

yang seimbang. Dengan prinsip keadilan ini, muamalah tidak 

hanya menghasilkan transaksi yang adil secara material, 

tetapi juga menciptakan hubungan yang harmonis dan saling 

menguntungkan antara pelaku ekonomi dalam masyarakat. 

Selain itu, prinsip keadilan dalam muamalah juga 

memperkuat fondasi moral dan etika dalam praktik bisnis 

Islam. Ini menekankan pentingnya moralitas dalam setiap 

transaksi, di mana kejujuran, integritas, dan keadilan harus 

menjadi pedoman utama dalam perilaku bisnis. Dengan 

menerapkan prinsip keadilan ini, muamalah membentuk 

budaya bisnis yang berintegritas dan bertanggung jawab, 

yang pada gilirannya menciptakan lingkungan ekonomi yang 

stabil dan berkelanjutan. Prinsip ini juga berperan dalam 

membangun kepercayaan antara pelaku bisnis, yang 

merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara 

keseluruhan. 
 

b) Kesepakatan (Ijab dan Qabul) 

Dalam muamalah, prinsip kesepakatan merupakan 

fondasi utama dari setiap transaksi yang dilakukan. 

Kesepakatan ini menekankan pentingnya adanya persetujuan 

yang jelas dan sah dari semua pihak yang terlibat dalam 

transaksi ekonomi. Ijab mengacu pada tawaran atau 

penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, sedangkan 

Qabul adalah penerimaan atau persetujuan dari pihak lain 

terhadap tawaran tersebut. Kesepakatan harus dilakukan 

secara sukarela dan tanpa adanya unsur paksaan, serta semua 

pihak harus memahami dengan jelas syarat-syarat yang 

terlibat dalam kesepakatan tersebut. 

Prinsip kesepakatan dalam muamalah menciptakan 

dasar yang kuat untuk menjalankan bisnis dan transaksi 

ekonomi dalam Islam. Dengan mengedepankan persetujuan 
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yang jelas dan sah, prinsip ini menjaga keadilan dan 

integritas dalam semua aspek transaksi bisnis. Selain itu, 

kesepakatan yang dibangun atas dasar sukarela dan 

pemahaman bersama menciptakan hubungan yang saling 

menghormati dan harmonis antara pelaku ekonomi, yang 

pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan masyarakat 

yang adil dan berkelanjutan. 
 

c) Keterbukaan (Shura) 

Dalam muamalah, prinsip keterbukaan  merupakan 

aspek kunci dalam menjalankan transaksi ekonomi dalam 

Islam. Keterbukaan mengacu pada kejelasan dan 

transparansi dalam semua aspek transaksi bisnis, termasuk 

harga, kualitas barang atau jasa, dan syarat-syarat lainnya. 

Prinsip ini mendorong pelaku ekonomi untuk berperilaku 

secara jujur dan terbuka, sehingga memastikan bahwa setiap 

informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang 

tepat tersedia bagi semua pihak yang terlibat. 

Dengan menerapkan prinsip keterbukaan, muamalah 

menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan terpercaya. 

Transparansi dalam informasi dan proses transaksi 

memungkinkan semua pihak untuk membuat keputusan yang 

berdasarkan pemahaman yang jelas dan tanpa keraguan. 

Selain itu, keterbukaan juga membantu dalam membangun 

kepercayaan antara pelaku bisnis, yang merupakan fondasi 

penting dalam membangun hubungan yang langgeng dan 

saling menguntungkan dalam dunia bisnis. Dengan 

demikian, prinsip keterbukaan tidak hanya memberikan 

kejelasan dalam transaksi ekonomi, tetapi juga memperkuat 

integritas dan etika dalam praktik bisnis Islam. 

 

d) Kerelaan (Rida) 

Dalam muamalah, prinsip kerelaan memegang peranan 

penting dalam memastikan integritas dan keadilan dalam 
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setiap transaksi ekonomi. Kerelaan mengacu pada kesediaan 

untuk melakukan transaksi dengan sukarela dan tanpa 

paksaan, di mana semua pihak terlibat memberikan 

persetujuan atas kondisi yang ditetapkan dalam kesepakatan. 

Prinsip ini menekankan pentingnya kebebasan dan kehendak 

yang bebas dari tekanan atau ancaman dalam setiap 

transaksi, sehingga memastikan bahwa kesepakatan yang 

tercapai didasarkan pada keputusan yang sadar dan disetujui 

oleh semua pihak. 

Dengan menerapkan prinsip kerelaan, muamalah 

menciptakan landasan yang kuat untuk hubungan bisnis yang 

sehat dan berkelanjutan. Kesediaan untuk bertransaksi secara 

sukarela menciptakan lingkungan yang diwarnai oleh 

kepercayaan dan saling menghargai antara pelaku ekonomi. 

Ini juga mempromosikan budaya bisnis yang jujur dan 

bermoral, di mana keadilan dan integritas menjadi prinsip 

utama dalam setiap interaksi ekonomi. Dengan demikian, 

prinsip kerelaan dalam muamalah tidak hanya memastikan 

bahwa setiap transaksi dilakukan dengan kehendak bebas, 

tetapi juga memperkuat fondasi moral dan etika dalam 

praktik bisnis Islam.  

 

e) Tanggung Jawab (Mas'uliyyah) 

Dalam muamalah, prinsip tanggung jawab menjadi 

pondasi penting yang mengatur perilaku dan keputusan 

dalam setiap transaksi ekonomi. Prinsip ini menegaskan 

bahwa setiap individu atau lembaga yang terlibat dalam 

transaksi memiliki kewajiban moral dan etika untuk 

bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Hal 

ini mencakup memastikan bahwa semua informasi yang 

diperlukan dalam transaksi disampaikan dengan jujur dan 

transparan, serta memastikan bahwa hak-hak semua pihak 

dihormati dan dipertahankan. 
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Dengan menerapkan prinsip tanggung jawab dalam 

muamalah, masyarakat dapat membangun fondasi yang kuat 

untuk praktik bisnis yang berintegritas dan berkelanjutan. 

Tanggung jawab individu dan lembaga dalam mematuhi 

nilai-nilai moral dan etika Islam tidak hanya menciptakan 

lingkungan bisnis yang adil dan beretika, tetapi juga 

membangun kepercayaan antara pelaku ekonomi. Ini pada 

gilirannya memperkuat integritas sistem ekonomi secara 

keseluruhan dan membantu dalam menciptakan masyarakat 

yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan 

solidaritas. 
 

f) Kesepakatan Bersama (Ijma') 

Dalam muamalah, prinsip kesepakatan bersama 

menyoroti pentingnya mencapai kesepakatan atau konsensus 

dalam menetapkan aturan dan norma-norma yang mengatur 

transaksi bisnis dalam masyarakat Islam. Prinsip ini 

menegaskan bahwa keputusan yang mempengaruhi transaksi 

ekonomi harus diambil berdasarkan kesepakatan bersama 

atau kesetujuan kolektif dari komunitas yang terlibat. Ini 

menunjukkan bahwa setiap aturan atau norma yang berlaku 

dalam muamalah harus mencerminkan aspirasi dan nilai-

nilai yang diterima secara luas oleh masyarakat Islam, 

sehingga memastikan adanya konsistensi dan keadilan dalam 

sistem ekonomi. 

Dengan menerapkan prinsip kesepakatan bersama, 

muamalah menciptakan landasan yang kuat untuk 

menjalankan transaksi bisnis yang adil dan terpercaya. 

Kesepakatan kolektif menciptakan legitimasi bagi aturan dan 

norma yang mengatur praktik bisnis, sehingga memastikan 

bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan 

bersama dan keadilan sosial. Ini juga membantu dalam 

membangun kepercayaan antara pelaku ekonomi, karena 

setiap transaksi didasarkan pada kesepakatan bersama dan 

pemahaman yang sama tentang nilai-nilai yang dianut dalam 
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masyarakat Islam. Dengan demikian, prinsip kesepakatan 

bersama dalam muamalah tidak hanya menciptakan 

kerangka kerja yang stabil untuk transaksi bisnis, tetapi juga 

memperkuat fondasi moral dan etika dalam praktik bisnis 

Islam. 
 

g) Keseimbangan (Mizan) 

Dalam muamalah, prinsip keseimbangan mengacu pada 

pentingnya mencapai kesepakatan yang seimbang antara 

kepentingan individu dan kepentingan kolektif, serta antara 

keuntungan materi dan kebaikan spiritual. Prinsip ini 

menekankan perlunya menjaga proporsi yang tepat antara 

aspek material dan non-material dalam setiap transaksi 

ekonomi, sehingga memastikan bahwa kepentingan sosial 

dan spiritual juga dipertimbangkan dalam pengambilan 

keputusan. 

Dengan menerapkan prinsip keseimbangan, muamalah 

menciptakan kerangka kerja yang holistik untuk 

menjalankan bisnis dan transaksi ekonomi dalam Islam. 

Keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif 

menciptakan kesempatan untuk mencapai kesejahteraan 

bersama sambil menjaga keadilan sosial. Prinsip ini juga 

mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan 

dengan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak 

hanya diukur dari segi materi, tetapi juga dari segi moral dan 

spiritual. Dengan demikian, prinsip keseimbangan dalam 

muamalah menjadi landasan yang penting untuk 

menciptakan masyarakat yang adil, berkelanjutan, dan 

berorientasi pada nilai-nilai Islam. 
 

h) Kepatuhan Syariah (Taat) 

Dalam muamalah, prinsip kepatuhan syariah menjadi 

aspek utama yang mengatur setiap transaksi ekonomi dalam 

Islam. Prinsip ini menekankan pentingnya mematuhi hukum-

hukum dan prinsip-prinsip Syariah dalam setiap aspek 
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transaksi, baik itu terkait dengan kehalalan barang atau jasa 

yang diperdagangkan, proses transaksi, maupun pembagian 

keuntungan. Kepatuhan Syariah memastikan bahwa setiap 

transaksi dilakukan sesuai dengan nilai-nilai agama dan 

prinsip-prinsip etika Islam, sehingga menjaga integritas 

moral dan keadilan dalam setiap interaksi ekonomi. 

Dengan menerapkan prinsip kepatuhan syariah, 

muamalah menciptakan fondasi yang kuat untuk 

menjalankan bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam. 

Kepatuhan terhadap hukum-hukum syariah mempromosikan 

praktik bisnis yang adil, transparan, dan bermoral, yang pada 

akhirnya membantu membangun lingkungan ekonomi yang 

stabil dan berkelanjutan. Prinsip ini juga memainkan peran 

penting dalam membangun kepercayaan antara pelaku bisnis 

serta memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat Islam, 

karena setiap transaksi didasarkan pada prinsip-prinsip yang 

diakui dan diterima secara luas dalam agama Islam. Dengan 

demikian, kepatuhan syariah dalam muamalah menjadi pilar 

yang mendasar dalam memastikan bahwa setiap aspek 

ekonomi mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual yang 

dianut dalam Islam. 

 

f. Etika dalam Bermuamalah 

Etika dalam bermuamalah mencakup seperangkat prinsip 

dan nilai-nilai yang mengatur perilaku dan interaksi dalam 

transaksi ekonomi dalam Islam. Beberapa aspek etika yang 

penting dalam muamalah meliputi: 
 

a) Kehalalan dan Kebenaran 

Kehalalan dan kebenaran dalam bermuamalah 

menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan 

barang atau jasa yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip 

Syariah. Hal ini menekankan pentingnya memastikan bahwa 

sumber daya yang digunakan dalam transaksi, baik itu uang, 
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barang, atau jasa, tidak melanggar aturan Islam. Misalnya, 

dalam bisnis makanan dan minuman, barang harus berasal 

dari sumber yang halal, proses produksi harus sesuai dengan 

prinsip-prinsip Syariah, dan konsumen harus diberikan 

informasi yang jujur tentang kandungan dan kelayakan 

produk tersebut menurut hukum agama. 

Selain itu, kehalalan dan kebenaran juga mencakup 

pentingnya menjaga integritas dalam setiap aspek transaksi. 

Hal ini mencakup memastikan bahwa semua informasi yang 

disampaikan kepada pelanggan atau pihak lain terkait 

transaksi adalah benar dan jujur. Misalnya, dalam 

perdagangan, harga dan kualitas barang atau jasa harus 

sesuai dengan yang dijanjikan, dan tidak ada manipulasi atau 

penipuan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan 

yang tidak sah. Dengan menjaga kehalalan dan kebenaran 

dalam muamalah, individu dan lembaga bisa memastikan 

bahwa setiap transaksi yang mereka lakukan memenuhi 

standar moral dan etika Islam serta memperoleh keberkahan 

dari Allah. 
 

b) Keadilan dan Kesetaraan 

Keadilan dan kesetaraan dalam muamalah merupakan 

prinsip utama yang menggarisbawahi perlunya memastikan 

bahwa setiap transaksi ekonomi dilakukan dengan cara yang 

adil bagi semua pihak yang terlibat. Ini berarti bahwa dalam 

setiap tahap transaksi, baik dalam penetapan harga, 

pembagian keuntungan, maupun penyelesaian sengketa, 

semua pihak harus diperlakukan secara merata dan tanpa 

pengecualian. Keadilan dalam muamalah juga mencakup 

pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak individu, 

sehingga setiap orang memiliki akses yang sama terhadap 

peluang dan perlindungan dalam setiap transaksi. 

Selain itu, kesetaraan dalam muamalah menekankan 

pentingnya menanggapi setiap transaksi dengan penuh 
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kesadaran akan kepentingan dan martabat semua pihak yang 

terlibat. Ini berarti tidak ada pihak yang merasa diuntungkan 

secara tidak adil atau merasa terpinggirkan dalam transaksi 

tersebut. Dengan memastikan kesetaraan dalam muamalah, 

masyarakat Islam membangun fondasi yang kuat untuk 

pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, di 

mana semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk 

berkembang dan berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Ini 

juga memperkuat solidaritas dan kebersamaan dalam 

masyarakat, karena setiap transaksi didasarkan pada prinsip-

prinsip moral yang menghargai hak-hak dan martabat 

manusia. 
 

c) Kejujuran dan Integritas 

Kejujuran dan integritas dalam bermuamalah adalah 

prinsip yang sangat penting dalam Islam, yang menegaskan 

pentingnya bertindak dengan jujur dan terhormat dalam 

setiap interaksi ekonomi. Prinsip ini mencakup berbagai 

aspek, mulai dari penyampaian informasi yang akurat dan 

transparan hingga memenuhi janji-janji yang telah dibuat 

dengan penuh kejujuran. Dalam muamalah, kejujuran 

mengharuskan setiap pelaku ekonomi untuk menghindari 

segala bentuk penipuan, manipulasi, atau praktik-praktik 

yang tidak jujur dalam transaksi bisnis. Ini berarti bahwa 

harga dan kualitas barang atau jasa yang ditawarkan harus 

sesuai dengan apa yang telah dijanjikan, dan tidak ada 

informasi yang disembunyikan atau dipalsukan untuk 

memperoleh keuntungan yang tidak sah. 

Integritas, di sisi lain, mengacu pada konsistensi antara 

kata dan tindakan, di mana setiap individu atau lembaga 

memegang teguh nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang 

mereka yakini. Dalam konteks muamalah, integritas 

memastikan bahwa semua janji dan komitmen yang dibuat 

dihormati dan dipertahankan dengan penuh tanggung jawab. 
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Hal ini mencakup memenuhi kewajiban-kewajiban yang 

telah disepakati dalam transaksi, bahkan jika itu 

mengharuskan pengorbanan dari pihak yang bersangkutan. 

Dengan mempraktikkan kejujuran dan integritas dalam 

muamalah, individu dan lembaga membangun reputasi yang 

kuat dan dipercaya dalam bisnis, serta berkontribusi pada 

pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai 

moral dan etika yang tinggi. 
 

d) Keterbukaan dan Transparansi 

Keterbukaan dan transparansi dalam muamalah 

merupakan prinsip yang mendasar untuk memastikan 

integritas dan keadilan dalam setiap transaksi ekonomi. 

Prinsip ini menekankan pentingnya menyampaikan 

informasi secara jujur dan terbuka kepada semua pihak yang 

terlibat dalam transaksi. Dengan keterbukaan yang tepat, 

semua informasi terkait dengan barang atau jasa yang 

ditawarkan, harga yang ditetapkan, serta syarat dan 

ketentuan transaksi harus disampaikan dengan jelas dan 

transparan kepada semua pihak. Hal ini memastikan bahwa 

semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang 

kesepakatan yang dibuat dan menghindari adanya 

kesalahpahaman atau penipuan dalam proses transaksi. 

Selain itu, keterbukaan juga menciptakan lingkungan 

yang dipenuhi dengan kepercayaan antara pelaku bisnis. 

Dengan menyampaikan informasi secara terbuka, pelaku 

bisnis menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip-

prinsip etika dan kejujuran dalam muamalah. Ini membantu 

membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan antara 

pelaku bisnis dan pelanggan, serta memperkuat reputasi 

mereka di pasar. Dengan demikian, keterbukaan dan 

transparansi dalam muamalah bukan hanya tentang 

memenuhi kewajiban moral, tetapi juga merupakan strategi 

yang cerdas dalam membangun kepercayaan, meningkatkan 
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loyalitas pelanggan, dan memperkuat fondasi bisnis yang 

berkelanjutan. 

 
 

e) Kerelaan dan Kesepakatan Sukarela 

Kerelaan dan kesepakatan sukarela dalam muamalah 

menekankan pentingnya melakukan transaksi atas dasar 

kesediaan dan persetujuan yang diberikan secara sukarela 

oleh semua pihak yang terlibat. Prinsip ini menegaskan 

bahwa setiap transaksi harus dilakukan tanpa adanya paksaan 

atau tekanan dari pihak lain, sehingga memastikan bahwa 

setiap individu berpartisipasi dalam transaksi secara sadar 

dan dengan kehendak bebas. Dengan menerapkan prinsip 

kerelaan, setiap pihak memiliki kontrol penuh atas keputusan 

yang mereka buat dalam transaksi, sehingga memastikan 

bahwa setiap kesepakatan yang tercapai didasarkan pada 

keputusan yang disetujui dengan penuh kesadaran. 

Prinsip kerelaan dan kesepakatan sukarela juga 

menciptakan dasar yang kuat untuk membangun hubungan 

yang saling menghormati dan percaya antara pelaku bisnis. 

Ketika transaksi dilakukan atas dasar sukarela, hal ini 

mencerminkan hubungan yang sehat antara pihak-pihak 

yang terlibat, di mana kepercayaan dan keterbukaan menjadi 

landasan utama. Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya 

memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara adil dan 

beretika, tetapi juga membantu membangun fondasi yang 

kuat untuk kolaborasi yang produktif dan berkelanjutan 

dalam dunia bisnis. 
 

f) Tanggung Jawab dan Kewajiban 

Tanggung jawab dan kewajiban dalam muamalah 

menegaskan pentingnya setiap individu atau lembaga untuk 

bertindak secara bertanggung jawab dalam setiap transaksi 

ekonomi yang mereka lakukan. Prinsip ini mencakup 

pemahaman bahwa setiap tindakan dan keputusan yang 
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diambil dalam muamalah memiliki konsekuensi moral dan 

etika yang harus dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab 

ini mencakup tidak hanya mematuhi hukum dan peraturan 

yang berlaku, tetapi juga bertindak sesuai dengan nilai-nilai 

agama dan prinsip-prinsip etika yang tinggi. 

Selain itu, prinsip tanggung jawab juga menekankan 

pentingnya memahami dan memenuhi kewajiban-kewajiban 

yang timbul dari setiap transaksi. Ini mencakup memenuhi 

komitmen, membayar hutang, dan memberikan layanan atau 

barang sesuai dengan yang dijanjikan. Dengan 

mempraktikkan tanggung jawab dan kewajiban dengan 

sungguh-sungguh, individu dan lembaga membangun 

reputasi yang kuat dan dipercaya dalam dunia bisnis, serta 

membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan 

berkelanjutan. Prinsip ini juga memperkuat nilai-nilai 

solidaritas dan kebersamaan dalam masyarakat, karena setiap 

orang merasa bertanggung jawab tidak hanya terhadap 

kesuksesan pribadi, tetapi juga terhadap kesejahteraan 

bersama. 
 

g) Kepatuhan Syariah 

Kepatuhan Syariah dalam muamalah merupakan prinsip 

yang sangat penting dalam menjalankan transaksi ekonomi 

dalam Islam. Prinsip ini menekankan perlunya memastikan 

bahwa setiap transaksi, baik dalam pembelian, penjualan, 

investasi, atau pengelolaan keuangan, dilakukan sesuai 

dengan ketentuan hukum Islam yang tercantum dalam Al-

Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini mencakup 

memastikan bahwa sumber daya yang digunakan dalam 

transaksi tersebut halal, bahwa proses transaksi dilakukan 

dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan bahwa 

pembagian keuntungan atau hasil transaksi dilakukan dengan 

adil sesuai dengan ajaran agama. 
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Kepatuhan Syariah memastikan bahwa setiap transaksi 

ekonomi tidak hanya mencapai tujuan materi, tetapi juga 

mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual yang 

diamanahkan oleh agama. Ini berarti bahwa dalam setiap 

transaksi, kepentingan keuangan tidak diutamakan atas nilai-

nilai etika dan moralitas. Dengan mempraktikkan kepenuhan 

Syariah dalam muamalah, individu dan lembaga membangun 

fondasi yang kokoh untuk bisnis yang berkelanjutan dan 

berkualitas tinggi, serta berkontribusi pada pembangunan 

masyarakat yang adil dan berorientasi pada nilai-nilai 

kebenaran dan keadilan. 

 

D. Rangkuman 

Konsep riba, zakat, dan muamalah adalah tiga prinsip 

utama yang membentuk landasan ekonomi Islam. Pertama, riba 

merupakan praktik yang dilarang keras dalam Islam karena 

dianggap tidak adil dan merugikan bagi kedua belah pihak 

dalam transaksi. Riba mengacu pada praktik memperoleh 

tambahan atau keuntungan secara tidak adil dari pemberian atau 

penerimaan pinjaman uang. Prinsip ini mempertegas 

pentingnya keadilan dalam setiap transaksi ekonomi, serta 

menekankan perlunya menghindari eksploitasi dan penindasan 

dalam hubungan keuangan. 

Dalam riba, pihak yang memberi pinjaman memperoleh 

tambahan keuntungan tanpa adanya risiko atau usaha yang 

sesuai, sementara pihak yang meminjam membayar lebih dari 

jumlah yang dipinjamkan, yang dapat mengakibatkan 

ketidakseimbangan keuangan dan merugikan pihak yang 

terlibat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, riba dianggap 

sebagai praktik yang merugikan dan dilarang keras dalam 

Islam, dengan tujuan memastikan keadilan dalam transaksi 

keuangan dan perlindungan terhadap eksploitasi yang tidak adil. 

Kedua, zakat adalah kewajiban sosial dan agama bagi 

umat Islam yang mengharuskan mereka untuk memberikan 
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sebagian dari harta mereka kepada orang-orang yang 

membutuhkan. Konsep ini mencerminkan prinsip distribusi 

kekayaan yang adil dalam masyarakat Islam, di mana harta yang 

dimiliki oleh individu dianggap sebagai amanah dari Allah yang 

harus didistribusikan dengan adil kepada sesama manusia. 

Zakat tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga merupakan 

salah satu dari lima rukun Islam yang penting, 

menempatkannya sebagai bagian integral dari praktik 

keagamaan umat Islam. 

Selain menjadi kewajiban agama, zakat juga memiliki 

peran penting dalam mempromosikan kesejahteraan sosial dan 

ekonomi dalam masyarakat Islam. Melalui pembayaran zakat, 

individu dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar 

mereka, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup 

lainnya, serta membantu mengurangi kesenjangan sosial dan 

ekonomi. Zakat juga memperkuat rasa solidaritas dan 

kepedulian sosial dalam masyarakat, karena setiap orang 

berkontribusi secara langsung dalam memberikan bantuan 

kepada yang membutuhkan. Dengan demikian, zakat tidak 

hanya memiliki dimensi agama, tetapi juga dimensi sosial dan 

ekonomi yang penting dalam Islam. 

Ketiga, muamalah erujuk pada konsep yang mengatur 

transaksi dan interaksi ekonomi dalam Islam. Prinsip-prinsip 

muamalah mencakup keadilan, kejujuran, keterbukaan, 

kerelaan, dan tanggung jawab sebagai pedoman dalam 

menjalankan transaksi ekonomi yang sesuai dengan ajaran 

agama Islam. Hal ini menekankan perlunya menjalankan 

aktivitas ekonomi dengan cara yang adil, bermoral, dan 

memperhatikan hak dan kewajiban setiap individu dalam setiap 

transaksi. 

Dengan memahami dan menerapkan konsep muamalah, 

umat Islam diharapkan dapat menjalankan aktivitas ekonomi 

mereka secara adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai 

agama Islam. Muamalah membentuk landasan untuk praktik 
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bisnis yang etis dan berkelanjutan, memastikan bahwa setiap 

transaksi dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai moral 

dan spiritual dalam Islam. Dengan demikian, muamalah tidak 

hanya menjadi pedoman praktis dalam menjalankan bisnis, 

tetapi juga membentuk fondasi moral yang kuat bagi 

pembangunan masyarakat yang adil dan berkelanjutan. 

Dengan memahami dan menerapkan konsep riba, zakat, 

dan muamalah, umat Islam diharapkan dapat menjalankan 

aktivitas ekonomi mereka secara adil, berkelanjutan, dan sesuai 

dengan nilai-nilai agama Islam. Konsep ini tidak hanya 

memberikan pedoman praktis dalam menjalankan bisnis, tetapi 

juga membentuk landasan moral yang kuat bagi pembangunan 

masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, 

riba, zakat, dan muamalah menjadi bagian integral dari prinsip-

prinsip ekonomi Islam yang mengarah pada kesejahteraan umat 

dan keadilan sosial. 

 

E. Penilaian Formatif 

a. Pilihan Ganda 

1. Apa yang dimaksud dengan riba dalam Islam? 

a)  Kewajiban memberikan sebagian harta kepada 

yang membutuhkan. 

b) Praktik memperoleh keuntungan secara adil dari 

transaksi ekonomi. 

c) Praktik memperoleh tambahan atau keuntungan 

secara tidak adil dari pemberian atau penerimaan 

pinjaman uang. 

d) Prinsip mengatur transaksi dan interaksi ekonomi 

dalam Islam. 

2. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk 

melakukan apa? 

a) Menjalankan transaksi ekonomi dengan adil. 

b) Memberikan sebagian dari harta mereka kepada 

yang membutuhkan. 
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c) Memperoleh keuntungan tambahan dari transaksi 

keuangan. 

d) Menyediakan pinjaman uang kepada yang 

membutuhkan. 

3. Apa prinsip utama yang mengatur muamalat dalam 

Islam? 

a) Keadilan, kejujuran, keterbukaan, kerelaan, dan 

tanggung jawab. 

b) Riba, zakat, dan qardh. 

c) Murabahah, musharakah, dan mudharabah. 

d) Keuntungan, risiko, dan keadilan. 

4. Apa tujuan dari zakat dalam Islam? 

a) Memastikan distribusi kekayaan yang adil dalam 

masyarakat. 

b) Mendapatkan keuntungan dari transaksi ekonomi. 

c) Menghindari praktik riba dalam bisnis. 

d) Menekankan pentingnya kejujuran dalam 

muamalat. 

5. Zakat juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi. Apa 

implikasi tersebut? 

a) Mengatur transaksi ekonomi dengan adil. 

b) Memperoleh keuntungan tambahan dari transaksi 

keuangan. 

c) Meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi. 

d) Membantu mengurangi kesenjangan sosial dan 

ekonomi. 

 

6. Mengapa keadilan sangat penting dalam muamalat? 

a) Agar mendapatkan keuntungan yang besar dari 

transaksi ekonomi. 

b) Agar setiap transaksi dilakukan dengan kejujuran. 

c) Agar setiap individu diperlakukan secara adil dalam 

transaksi ekonomi. 
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d) Agar setiap transaksi menghasilkan tambahan 

keuntungan secara adil. 

7. Bagaimana riba dilihat dalam Islam? 

a) Sebagai praktik yang diperbolehkan. 

b) Sebagai praktik yang tidak relevan. 

c) Sebagai praktik yang dilarang keras. 

d) Sebagai praktik yang dianjurkan. 

8. Apa yang menjadi tujuan utama dari konsep zakat dalam 

Islam? 

a) Meningkatkan keuntungan individu. 

b) Menyebarkan kekayaan agar merata di antara 

anggota masyarakat. 

c) Memperkuat kesenjangan sosial dan ekonomi. 

d) Memperkuat keuntungan bisnis. 

9. Apa yang dimaksud dengan konsep muamalat dalam 

Islam? 

a) Transaksi ekonomi yang tidak diatur oleh hukum 

Syariah. 

b) Transaksi ekonomi yang diatur oleh hukum Syariah. 

c) Praktik memperoleh keuntungan tambahan dari 

transaksi ekonomi. 

d) Praktik memperoleh tambahan atau keuntungan 

secara adil dari pemberian atau penerimaan 

pinjaman uang. 

10. Zakat dianggap sebagai kewajiban yang penting dalam 

Islam karena menguatkan hubungan? 

a) Hubungan bisnis. 

b) Hubungan masyarakat. 

c) Hubungan dengan Tuhan. 

d) Hubungan dengan keluarga. 
 

b. Benar/Salah 
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1. (Benar/Salah) Riba adalah praktik memperoleh 

tambahan atau keuntungan secara adil dari pemberian 

atau penerimaan pinjaman uang. 

2. (Benar/Salah) Zakat merupakan praktik memperoleh 

keuntungan tambahan dari transaksi ekonomi. 

3. (Benar/Salah) Muamalah dalam Islam mencakup 

prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, keterbukaan, 

dan tanggung jawab dalam setiap transaksi ekonomi. 

4. (Benar/Salah) Zakat membantu mengurangi 

kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat 

Islam.   

5. (Benar/Salah) Riba diperbolehkan dalam Islam karena 

menguntungkan kedua belah pihak dalam transaksi.   

6. (Benar/Salah) Muamalah tidak memiliki implikasi sosial 

dan ekonomi dalam masyarakat Islam.  

7. (Benar/Salah) Zakat adalah kewajiban yang hanya 

berlaku bagi umat Islam yang kaya. 

8. (Benar/Salah) Muamalah dalam Islam mencakup 

kewajiban membayar zakat dalam setiap transaksi 

ekonomi.  

9. (Benar/Salah) Riba dan zakat merupakan dua konsep 

yang saling bertentangan dalam Islam.  

10. (Benar/Salah) Kesinambungan riba, zakat, dan 

muamalah dalam Islam memastikan bahwa setiap 

transaksi ekonomi dilakukan dengan memperhatikan 

prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab, serta 

memastikan distribusi kekayaan yang merata di antara 

anggota masyarakat.  

 

c. Esai 

1. Bagaimana implikasi sosial dan ekonomi dari praktik 

riba dalam masyarakat Islam? 

2. Bagaimana zakat membantu mengurangi kesenjangan 

sosial dan ekonomi dalam masyarakat Islam? 
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3. Jelaskan peran muamalat dalam membentuk transaksi 

ekonomi yang adil dan bermoral dalam Islam. 

4. Bagaimana riba bertentangan dengan prinsip keadilan 

dan adil dalam Islam?  

5. Berikan contoh praktik riba dalam kehidupan sehari-

hari. 

6. Jelaskan pentingnya zakat sebagai salah satu dari lima 

rukun Islam dan dampaknya dalam membangun 

masyarakat yang adil. 

7. Apa yang dimaksud dengan "riba al-fadl" dan "riba al-

nasi'ah"? Jelaskan perbedaannya dan mengapa 

keduanya dilarang dalam Islam. 

8. Jelaskan peran muamalat dalam membentuk hubungan 

bisnis yang etis dan bermoral dalam Islam. 

9. Mengapa pemahaman dan penerapan konsep riba, zakat, 

dan muamalat penting dalam praktik ekonomi umat 

Islam? 

10. Bagaimana konsep riba, zakat, dan muamalat 

memainkan peran dalam mempengaruhi perilaku 

ekonomi individu dan masyarakat dalam Islam? 

 

f. Studi Kasus 

1. Bagaimana Anda dapat menjelaskan bahwa konsep riba 

dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara? 

Sertakan argumen yang mendukung dan menentang 

penggunaan sistem riba dalam lembaga keuangan 

modern. 

2. Berdasarkan konsep muamalat, bagaimana Anda akan 

merancang program pengembangan masyarakat untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi di daerah yang 

kurang berkembang? 

3. Bagaimana Anda memaparkan potensi solusi alternatif 

yang dapat menggantikan praktik riba dalam sistem 

keuangan modern? 
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4. Seperti apa Anda mengintegrasikan prinsip muamalat 

dalam pengelolaan dana investasi dan keuangan pribadi 

Anda sehari-hari? 

5. Anda adalah seorang pelajar yang berpartisipasi dalam 

debat tentang kepentingan zakat dalam masyarakat. 

Buatlah argumen kuat yang mendukung pentingnya 

zakat dalam menciptakan keadilan sosial. 

6. Sebagai anggota komunitas universitas, bagaimana Anda 

akan menanggapi jika terjadi masalah penyelewengan 

dana beasiswa oleh kampus yang seharusnya 

diperuntukan untuk pendidikan mahasiswa dari zakat, 

namun digunakan sebagian untuk tujuan yang tidak 

sesuai dengan prinsip zakat, seperti pembangunan 

infrastruktur kampus? 

7. Anda adalah seorang koki yang ingin mengadakan acara 

amal untuk mengumpulkan dana zakat bagi mereka yang 

membutuhkan. Bagaimana Anda akan merencanakan 

acara tersebut agar menarik minat banyak orang? 

8. Bagaimana Anda dapat menyampaikan manfaat dan 

kerugian dari penerapan prinsip muamalat dalam 

hubungan bisnis internasional? Sertakan pemaparan 

mengenai tantangan yang dihadapi dalam menerapkan 

prinsip muamalat dalam transaksi ekonomi global yang 

kompleks.  

9. Buatlah sebuah ilustrasi gambar sederhana yang 

menggambarkan perjalanan seseorang dari pengalaman 

yang terlibat dalam praktik riba menuju pemahaman 

yang mendalam tentang pentingnya muamalat dalam 

kehidupan sehari-hari. 

10. Buatlah sebuah kampanye media sosial yang mengajak 

orang untuk berbagi pengalaman mereka tentang 

bagaimana zakat telah mempengaruhi kehidupan mereka 

secara positif. 
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TOPIK 2 

KONSEP PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM 

 

A. Konsep Kepemilikan dalam Islam 

a. Definisi Konsep Kepemilikan dalam Islam 

Dalam Islam, kepemilikan dilihat sebagai amanah (trust) 

yang diberikan Allah kepada manusia. Manusia diberi kebebasan 

untuk memiliki harta benda, tetapi dalam konteks yang diatur 

oleh syariat Islam yang meliputi aturan-aturan mengenai 

warisan, zakat, sedekah, dan hak-hak sosial lainnya. Konsep ini 

menegaskan bahwa kepemilikan tidak boleh dipahami sebagai 

hak eksklusif yang tidak terbatas, tetapi sebagai amanah yang 

harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. 

Konsep kepemilikan dalam Islam merupakan aspek penting 

yang mengatur hubungan antara individu, masyarakat, dan harta 

benda dalam kerangka nilai-nilai Islam. Kepemilikan dalam 

Islam tidak hanya tentang hak legal untuk memiliki sesuatu, 

tetapi juga melibatkan tanggung jawab moral dan etika terhadap 

harta benda yang dimiliki. Islam mengajarkan bahwa segala 

sesuatu di dunia ini adalah milik Allah, dan manusia adalah 

pemegang amanah yang bertanggung jawab atas 

pengelolaannya.  

Dalam memahami konsep kepemilikan dalam Islam secara 

lebih mendalam, penting untuk melakukan pembandingan 

dengan pandangan sistem ekonomi lainnya seperti kapitalisme 

dan sosialisme. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk 

melihat bagaimana nilai-nilai etika dan sosial dalam Islam 

mempengaruhi pandangan terhadap kepemilikan harta benda. 

Sistem kapitalisme, yang banyak dianut oleh negara-negara 

Barat, menempatkan fokus utama pada hak eksklusif individu 

terhadap kepemilikan. Ini berarti individu memiliki hak penuh 

untuk memiliki, mengendalikan, dan menggunakan harta benda 

mereka sesuai dengan keinginan mereka sendiri, dengan tujuan 



231 
 

utama untuk mencapai keuntungan pribadi. Pemilik harta benda 

dalam sistem ini memiliki kebebasan besar untuk berinvestasi, 

membelanjakan, atau menyimpan kekayaan mereka tanpa 

banyak regulasi dari pemerintah, selama mereka beroperasi 

dalam kerangka hukum yang ditetapkan. 

Di sisi lain, sosialisme menekankan kepemilikan kolektif 

dan redistribusi kekayaan untuk kepentingan sosial yang lebih 

luas. Prinsip ini didasarkan pada ide bahwa sumber daya 

ekonomi seharusnya dimiliki secara bersama-sama oleh 

masyarakat atau negara, dan kekayaan harus didistribusikan 

secara adil untuk meminimalkan kesenjangan ekonomi dan 

sosial. Sistem ini sering kali menerapkan pajak yang tinggi pada 

kekayaan pribadi dan perusahaan untuk mendukung program-

program sosial, pendidikan, dan kesehatan yang merata. 

Dalam konteks Islam, kepemilikan harta benda dilihat 

sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola dengan penuh 

tanggung jawab dan keadilan. Meskipun Islam mengakui hak 

individu untuk memiliki harta secara pribadi, hak ini tidak 

bersifat absolut dan tidak terlepas dari tanggung jawab sosial dan 

moral. Kepemilikan dalam Islam harus mengikuti aturan-aturan 

syariat yang meliputi zakat, sedekah, dan kewajiban sosial 

lainnya, yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dan 

mempromosikan keadilan sosial. 

Pendekatan Islam terhadap kepemilikan harta benda juga 

menekankan pentingnya menghindari sikap serakah dan 

memastikan bahwa kekayaan digunakan untuk kebaikan pribadi 

dan masyarakat. Zakat, sebagai salah satu pilar Islam, 

memainkan peran penting dalam redistribusi kekayaan dan 

pemberdayaan mereka yang kurang beruntung. Ini membantu 

menjaga keseimbangan dalam masyarakat dan memastikan 

bahwa semua individu memiliki akses yang adil terhadap sumber 

daya ekonomi. 

Dari sudut pandang etika bisnis Islam, kepemilikan harta 

benda harus dijalankan dengan mempertimbangkan prinsip-
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prinsip moral yang kuat, seperti kejujuran, transparansi, dan 

kesejahteraan bersama. Bisnis dalam Islam dianjurkan untuk 

menghindari praktik-praktik yang merugikan atau 

mengeksploitasi orang lain, dan untuk mengutamakan 

kesejahteraan umum dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

Secara historis, konsep kepemilikan dalam Islam juga telah 

menstimulasi perkembangan ekonomi yang adil dan 

berkelanjutan. Di masa kejayaannya, peradaban Islam 

menunjukkan pendekatan yang inovatif terhadap perdagangan, 

keuangan, dan pengelolaan kekayaan yang mempromosikan 

keseimbangan antara kekayaan pribadi dan kebutuhan sosial. Ini 

mengilhami pengembangan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang 

masih relevan hingga saat ini. Dalam konteks global saat ini, 

penting bagi ilmuwan, praktisi, dan pembelajar etika bisnis Islam 

untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana prinsip-prinsip Islam 

tentang kepemilikan dapat diterapkan dalam berbagai konteks 

ekonomi dan bisnis.  
 

b. Landasan Hukum Kepemilikan dalam Islam 

a) Al-Quran  

1. Al-An'am (6): 141 
 

ت   أنَشَأَ  ٱلَّذِىٓ  وَهُوَ  ت   جَنَّٰ عْرُوشَٰ ت   وَغَيْرَ  مَّ رْعَ  وَٱلنَّخْلَ  مَعْرُوشَٰ  مُخْتلَِف ا وَٱلزَّ

يْتوُنَ  أكُُلهُُۥ انَ  وَٱلزَّ مَّ ا وَٱلر  بهِ  بِه   وَغَيْرَ  مُتشََٰ  وَءَاتوُا   أثَمَْرَ  إذِآَ  ثمََرِه ِٓۦ مِن كُلوُا    ۚمُتشََٰ

ٱلْمُسْرِفِينَ  يحُِب   لَ  إِنَّهُۥ  ۚتسُْرِفوُٓا   وَلَ   ۖحَصَادِهۦِ يَوْمَ  حَقَّهُۥ  
 

Artinya: "Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun 

yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon 

korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam 

buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan 

warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari 

buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, 

dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya 

(dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan 
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janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." 

Ayat ini mengingatkan bahwa semua rezeki dan 

kepemilikan adalah pemberian dari Allah, dan manusia 

diberi tanggung jawab untuk mengelolanya dengan baik 

dan memanfaatkannya sebagaimana yang diperintahkan-

Nya. 
 

2. Luqman (31): 20 
 

... َ  أنََّ  ترََوْا   ألَمَْ  رَ  ٱللَّّ ا لَكُم سَخَّ تِ  فىِ مَّ وَٰ مَٰ  وَأسَْبَغَ  ٱلْْرَْضِ  فىِ وَمَا ٱلسَّ

هِرَة   نعِمََهُۥ عَلَيْكُمْ  وَبَاطِنةَ   ظَٰ  
 

Artinya: "Tidakkah kamu melihat, bahwasanya Allah 

telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan di 

bumi, dan menyempurnakan nikmat-Nya atasmu, lahir 

dan batin..." 

Ayat ini mengingatkan bahwa segala yang dimiliki 

manusia, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, 

adalah anugerah dari Allah yang harus dikelola dengan 

baik dan dihargai dengan penuh syukur. 

3. Al-Hajj (22): 41 
 

هُمْ  إِن ٱلَّذِينَ  نَّٰ كَّ لَوٰةَ  أقََامُوا   ٱلْْرَْضِ  فىِ مَّ كَوٰةَ  وَءَاتوَُا   ٱلصَّ  وَأمََرُوا   ٱلزَّ

ِ   ۗٱلْمُنكَرِ  عَنِ  وَنَهَوْا   بِٱلْمَعْرُوفِ  قِبةَُ  وَلِلَّّ ٱلْْمُُورِ  عَٰ  

Artinya: "(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan 

mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan 

shalat, menunaikan zakat, menyuruh (mengerjakan) 

yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan 

kepada Allah-lah kembali segala urusan." Ayat ini 

menunjukkan bahwa orang teguh di bumi adalah mereka 

yang mematuhi kewajiban-kewajiban agama termasuk 

zakat, yang merupakan salah satu aspek penting dalam 

kepemilikan dalam Islam. 

4. Al-Mu'minun (23): 8 
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عُونَ  تِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰ نَٰ  وَٱلَّذِينَ همُْ لِْمََٰ

Artinya: "Dan orang-orang yang memelihara amanat-

amanat mereka dan janji-janji mereka." Ayat ini 

menekankan pentingnya menjaga amanah, termasuk 

dalam pengelolaan harta benda dan kepemilikan, serta 

mematuhi perjanjian dan komitmen. 
 

5. Al-An'am (6): 165 
 

ئفَِ  جَعلََكُمْ  ٱلَّذِى وَهُوَ 
ٓ ت   بعَْض   فَوْقَ  بَعْضَكُمْ  وَرَفَعَ  ٱلْْرَْضِ  خَلَٰ يَبْلوَُكُمْ  درََجَٰ  ل ِ

حِيم    لَغَفوُر   وَإنَِّهُۥ ٱلْعِقَابِ  سَرِيعُ  رَبَّكَ  إِنَّ   ۗءَاتىَٰكُمْ  مَآ  فىِ رَّ  
 

Artinya: "Dan Dia-lah yang telah menjadikan kamu 

khalifah-khalifah (pemimpin-pemimpin) di muka bumi, 

dan Dia telah meninggikan sebagian dari kamu atas 

sebagian yang lain dengan berbagai derajat (tingkat). 

Supaya Dia menguji kamu dalam apa yang telah Dia 

berikan kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat 

azab-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang." 

Ayat ini menunjukkan bahwa kepemilikan dan 

kekuasaan di bumi adalah ujian dari Allah, dan manusia 

sebagai khalifah harus mengelola dan menggunakan 

amanah ini dengan penuh tanggung jawab. 
 

6. Al-Isra (17): 34 
 

 وَأوَْفوُا    ۚأشَُدَّهُۥ يَبْلغَُ  حَتَّىٰ  أحَْسَنُ  هِىَ  بِٱلَّتىِ إِلَّ  ٱلْيَتِيمِ  مَالَ  تقَْرَبوُا   وَلَ 

مَسْـُٔول   كَانَ  ٱلْعَهْدَ  إِنَّ   ۖبِٱلْعَهْدِ   

Artinya: "Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, 

kecuali dengan cara yang lebih baik, sampai ia mencapai 

umur dewasanya. Dan tepatilah (perjanjian-perjanjian) 

yang kamu buat, sesungguhnya tentang (pengikatan) 

perjanjian itu kamu akan diminta 

pertanggungjawabannya." 



235 
 

Ayat ini menegaskan larangan terhadap 

penyelewengan dalam pengelolaan harta anak yatim, 

serta perlunya mematuhi perjanjian dan tanggung jawab 

dalam segala aspek kepemilikan. 

 

b) Hadis  

1. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim 

Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya setiap kalian 

adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta 

pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Imam 

adalah pemimpin dan dia akan diminta 

pertanggungjawaban. Seorang pria adalah pemimpin 

atas keluarganya dan dia akan diminta 

pertanggungjawaban. Seorang wanita adalah pemimpin 

atas rumah suaminya dan anak-anaknya dan dia akan 

diminta pertanggungjawaban. Seorang hamba adalah 

pemimpin atas harta tuannya dan dia akan diminta 

pertanggungjawaban. Karena itu, setiap kalian adalah 

pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban. 

Hadis ini menegaskan bahwa setiap individu 

bertanggung jawab atas amanah yang dipercayakan 

kepadanya, termasuk dalam hal kepemilikan harta benda. 

Pemimpin (baik itu imam, kepala keluarga, atau 

pengelola harta) harus memperlakukan harta benda 

dengan penuh tanggung jawab dan mengelolanya sesuai 

dengan ketentuan yang benar. 
 

2. Hadis Riwayat Bukhari 

Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada seorang pun yang 

memiliki kepemilikan harta yang lebih baik daripada dua 

yang ia bisa mengembalikan yang satu kepada yang 

lainnya. Hadis ini menekankan pentingnya adil dalam 

pertukaran dan pengembalian harta benda antar individu, 

serta menghindari penyalahgunaan atau penipuan dalam 

kepemilikan. 
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3. Hadis Riwayat Bukhari 

Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya harta itu tidak 

akan berkurang dengan sedekah. Hadis ini menunjukkan 

bahwa dalam Islam, sedekah bukan hanya berfungsi 

sebagai amal kebajikan, tetapi juga sebagai cara untuk 

membersihkan dan meningkatkan nilai kepemilikan harta 

benda seseorang. 
 

4. Hadis Riwayat Muslim 

Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa berbelanja di 

dunia ini untuk mendapatkan apa yang diharapkan dari 

Allah, dia berada dalam jalur cinta kasih Allah. Hadis ini 

menunjukkan bahwa dalam memperoleh harta benda dan 

kekayaan, seseorang harus berusaha untuk mengamalkan 

ajaran agama dengan mengingat Allah dan mengikuti 

pedoman-Nya. 
 

c. Fungsi Kepemilikan dalam Islam 

Dalam Islam, kepemilikan memiliki beberapa fungsi 

penting yang mencakup aspek spiritual, sosial, ekonomi, dan 

moral. Berikut adalah beberapa fungsi kepemilikan dalam Islam: 
 

a) Uji dan Ujian (Imtihan) 

Dalam konteks Islam, kepemilikan harta benda 

dianggap sebagai ujian dari Allah SWT terhadap hamba-

Nya. Hal ini mengacu pada konsep bahwa setiap individu 

diberikan tanggung jawab untuk mengelola harta yang 

dianugerahkan Allah dengan baik dan sesuai dengan ajaran-

Nya. Ujian ini mencakup aspek moral, etika, dan spiritualitas 

dalam pengelolaan harta, di mana seorang Muslim 

diharapkan untuk memperlakukan kepemilikannya dengan 

adil, tidak melampaui batas, dan tidak terjerumus dalam 

keserakahan.  
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Dengan memperlakukan harta sebagai amanah, seorang 

Muslim diuji untuk menjaga integritas dan kejujuran dalam 

setiap aspek kepemilikan, serta untuk menggunakannya 

sebagai sarana untuk mencapai ridha Allah dan memperoleh 

pahala. Dengan demikian, kepemilikan bukan sekadar 

masalah material, tetapi juga mempunyai dimensi spiritual 

dan sosial yang penting dalam membangun masyarakat yang 

berdasarkan nilai-nilai Islam. 
 

b) Amal Kebaikan (Amal Saleh) 

Amal kebaikan mencakup segala bentuk perbuatan baik, 

seperti sedekah, infaq, zakat, amal sosial, serta tindakan yang 

mempromosikan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hal 

ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya 

untuk berbuat baik kepada sesama dan berkontribusi positif 

dalam masyarakat. Dengan melaksanakan amal kebaikan, 

umat Muslim tidak hanya mendapatkan pahala dari Allah 

SWT, tetapi juga memperkokoh ukhuwah Islamiyah 

(persaudaraan Islam) dan memperbaiki hubungan sosial di 

sekitarnya. 

Amal kebaikan juga merupakan wujud pengabdian 

spiritual yang memperkuat iman dan taqwa seorang Muslim. 

Dengan menjalankan amal kebaikan, seseorang melatih diri 

untuk memperbaiki akhlak, meningkatkan kesabaran, dan 

menguatkan keyakinan akan keberkahan yang Allah janjikan 

kepada orang-orang yang berbuat baik.  

Selain itu, amal kebaikan juga menjadi sarana untuk 

membersihkan hati dari sifat-sifat buruk, seperti kedengkian 

dan kebencian, serta meningkatkan rasa syukur atas nikmat 

yang diberikan Allah SWT. Dengan demikian, amal 

kebaikan tidak hanya memberi manfaat secara spiritual, 

tetapi juga berdampak positif dalam membentuk kepribadian 

yang sesuai dengan ajaran Islam dan mendorong umat untuk 
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menjadikan agama sebagai pedoman dalam setiap aspek 

kehidupan. 
 

c) Pemberdayaan Ekonomi 

Dalam konteks Islam, pemberdayaan ekonomi berarti 

memberikan kemampuan kepada individu atau masyarakat 

untuk mengelola sumber daya ekonomi mereka dengan baik 

dan berkelanjutan. Prinsip dasar dalam pemberdayaan 

ekonomi Islam adalah mengikuti ajaran agama yang 

mengatur bagaimana cara mendapatkan, mengelola, dan 

menggunakan kekayaan dengan adil dan bertanggung jawab.  

Ini mencakup tidak hanya aspek perencanaan dan 

pengelolaan bisnis yang baik, tetapi juga pentingnya 

menghormati hak-hak orang lain dalam transaksi ekonomi 

serta menegakkan keadilan dalam distribusi kekayaan. 
 

d) Keadilan Sosial 

Keadilan sosial dalam konteks Islam mengacu pada 

prinsip bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk 

memperoleh kesempatan, perlakuan, dan manfaat yang adil 

dalam masyarakat. Prinsip ini merupakan bagian integral dari 

ajaran Islam yang menekankan pentingnya menghormati 

martabat manusia tanpa memandang status mereka.  

Dalam Islam, keadilan sosial tidak hanya meliputi 

distribusi ekonomi yang merata, tetapi juga mencakup aspek-

aspek seperti kesetaraan dalam hukum, perlakuan yang adil 

dalam berbagai transaksi, serta perlindungan terhadap hak-

hak individu dan kelompok yang lemah atau terpinggirkan 

dalam masyarakat. 

Dengan mempraktikkan nilai keadilan sosial, umat 

Muslim diharapkan dapat membentuk masyarakat yang 

berbasis pada nilai-nilai moral dan etika, di mana setiap 

individu dapat hidup dalam kedamaian dan kemakmuran 

bersama tanpa ada yang terpinggirkan atau dianiaya secara 

tidak adil. 
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e) Pemenuhan Kebutuhan 

Dalam Islam, pemenuhan kebutuhan dianggap sebagai 

tanggung jawab sosial dan spiritual yang penting bagi setiap 

individu dan masyarakat. Konsep ini muncul dari ajaran 

bahwa setiap umat harus memastikan bahwa hak asasi hidup, 

termasuk kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan 

tempat tinggal, terpenuhi dengan baik. Ajaran Islam 

mengajarkan untuk saling membantu dalam memenuhi 

kebutuhan tersebut, baik secara individu maupun kolektif. Ini 

tercermin dalam praktik zakat dan infaq, di mana umat 

Muslim diwajibkan untuk memberikan sebagian dari harta 

mereka kepada yang membutuhkan, sebagai upaya konkret 

untuk mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan sosial. 

Pemenuhan kebutuhan bukan hanya sebagai kewajiban 

sosial, tetapi juga sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT, 

karena setiap tindakan baik dalam membantu saudara seiman 

yang membutuhkan dianggap sebagai cara untuk 

mendekatkan diri kepada-Nya. Dengan demikian, 

pemenuhan kebutuhan dalam Islam tidak hanya bersifat 

materialistik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang 

mendalam, memperkuat ukhuwah (persaudaraan) antar-umat 

dan meningkatkan kesejahteraan bersama dalam masyarakat 

yang diatur oleh nilai-nilai agama. 
 

f) Pengembangan Potensi 

Dalam Islam, pengembangan potensi merujuk pada 

upaya untuk mengoptimalkan bakat, kemampuan, dan 

sumber daya yang dimiliki oleh individu dan masyarakat 

sesuai dengan ajaran agama. Konsep ini sangat penting 

karena Islam mengajarkan bahwa setiap manusia dianugerahi 

potensi unik oleh Allah SWT yang harus dikembangkan dan 

dimanfaatkan secara positif untuk kebaikan diri sendiri dan 

orang lain. Islam menekankan pentingnya belajar, bekerja 
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keras, dan berinovasi dalam segala hal yang bermanfaat bagi 

individu dan masyarakat. Pengembangan potensi dalam 

Islam tidak hanya terbatas pada aspek spiritual, tetapi juga 

mencakup aspek intelektual, fisik, sosial, dan ekonomi.   

Pengembangan potensi dalam Islam juga berarti 

memanfaatkan harta benda dan kekayaan dengan cara yang 

benar dan berkeadilan. Ini termasuk bertanggung jawab 

dalam pengelolaan ekonomi, berinvestasi dalam pendidikan, 

mengembangkan keahlian, serta berkontribusi dalam 

membangun masyarakat yang adil dan berkelanjutan. 

Dengan mengikuti ajaran agama dan mengembangkan 

potensi secara holistik, umat Islam diharapkan dapat 

mencapai kemajuan yang berkelanjutan dalam kehidupan 

dunia dan akhirat, serta memberikan kontribusi positif yang 

besar bagi peradaban umat manusia secara keseluruhan. 
 

g) Amanah dan Tanggung Jawab 

Dalam Islam, konsep amanah dan tanggung jawab 

sangatlah penting dalam konteks kepemilikan dan 

pengelolaan harta benda. Amanah mengacu pada 

kepercayaan atau amanat yang diberikan oleh Allah SWT 

kepada manusia untuk mengelola segala sesuatu yang Dia 

berikan, termasuk harta dan kekayaan. Setiap individu 

dianggap sebagai pengelola atau wakil Allah atas harta benda 

yang dimilikinya, dan harus bertanggung jawab atas cara 

pengelolaan dan penggunaannya. Oleh karena itu, setiap 

tindakan terkait dengan kepemilikan harta benda harus 

dilakukan dengan penuh kesadaran akan amanah yang 

diberikan Allah, serta dengan prinsip keadilan, kejujuran, 

dan transparansi. 

Tanggung jawab dalam Islam juga meliputi aspek moral 

dan sosial. Seorang Muslim diharapkan untuk mengelola 

harta benda dengan cara yang baik, tidak melampaui batas, 

dan tidak menyalahgunakan hak-hak orang lain. Ini 
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mencakup tidak hanya pemenuhan kewajiban-kewajiban 

keagamaan seperti zakat dan sedekah, tetapi juga perlakuan 

yang adil terhadap karyawan, mitra bisnis, dan komunitas 

secara umum. Tanggung jawab ini bukan hanya terbatas pada 

urusan dunia, tetapi juga dalam persiapan menuju akhirat, di 

mana seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas cara 

pengelolaan harta dan amanah yang telah dipercayakan 

kepadanya. Dengan mempraktikkan nilai-nilai amanah dan 

tanggung jawab ini, umat Islam diharapkan dapat 

membentuk masyarakat yang bermoral tinggi, berintegritas, 

dan berkeadilan dalam segala aspek kehidupan. 
 

h) Penguatan Kebangsaan dan Solidaritas 

Dalam Islam, penguatan kebangsaan dan solidaritas 

antar-individu merupakan tujuan yang penting dalam 

konteks kepemilikan dan pengelolaan harta benda. Konsep 

ini menekankan pentingnya membangun persaudaraan dan 

kesatuan di antara umat Muslim, serta dengan masyarakat 

luas. Islam mengajarkan untuk saling menyayangi, saling 

membantu, dan berbagi dalam kebaikan, yang semuanya 

merupakan fondasi solidaritas dalam Islam. Dalam konteks 

kepemilikan, hal ini berarti menggunakan harta benda secara 

bertanggung jawab untuk mendukung kesejahteraan bersama 

dan mengurangi kesenjangan sosial. 

Penguatan kebangsaan dan solidaritas juga terwujud 

melalui praktik-praktik seperti zakat, infaq, dan sedekah, 

yang mengharuskan umat Muslim untuk berbagi rezeki 

kepada yang membutuhkan. Ini tidak hanya membantu 

individu yang kurang beruntung, tetapi juga memperkuat 

rasa persaudaraan dan kesatuan dalam komunitas Islam. 

Dengan mempraktikkan nilai-nilai solidaritas ini, umat 

Muslim diharapkan dapat membentuk masyarakat yang 

inklusif, adil, dan berempati, serta menjaga keutuhan dan 

harmoni dalam bingkai nilai-nilai agama Islam. 
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i) Pengendalian Egoisme dan Keinginan Berlebihan 

Dalam Islam, pengendalian egoisme dan keinginan 

berlebihan merupakan ajaran yang sangat penting dalam 

konteks kepemilikan dan pengelolaan harta. Islam 

mengajarkan umatnya untuk tidak terjerumus dalam 

keserakahan dan keinginan yang tidak terkendali terhadap 

harta benda. Hal ini menegaskan pentingnya untuk menjaga 

keseimbangan antara memiliki harta dengan tidak terjebak 

dalam sikap materialistik dan hedonistik yang tidak sejalan 

dengan nilai-nilai keagamaan. 

Pengendalian egoisme dalam pengelolaan harta benda 

juga mengajarkan umat Islam untuk menggunakan kekayaan 

mereka sebagai sarana untuk mencapai ridha Allah SWT. Ini 

berarti menggunakan harta benda dengan cara yang 

bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, serta 

untuk tujuan-tujuan yang mendukung kebaikan dan keadilan. 

Dengan demikian, pengendalian egoisme dan keinginan 

berlebihan dalam Islam bukan hanya sebagai pengendalian 

diri, tetapi juga sebagai bagian dari upaya untuk mencapai 

kesucian hati dan mendekatkan diri kepada Allah SWT 

melalui penggunaan harta yang benar dan bermanfaat bagi 

semua pihak. 
 

 

j) Menghadirkan Keseimbangan 

Dalam Islam, konsep menghadirkan keseimbangan 

mencerminkan nilai-nilai moderat dan tengah yang sangat 

dihargai. Prinsip ini mengajarkan umat Islam untuk menjaga 

keseimbangan dalam segala aspek kehidupan, termasuk 

dalam kepemilikan dan pengelolaan harta benda. Islam 

mengajarkan umatnya untuk tidak melampaui batas dalam 

mengumpulkan harta, namun juga tidak menolak kekayaan 

atau hidup dalam kemiskinan yang ekstrim.  

Menghadirkan keseimbangan juga berarti mengelola 

harta dengan adil dan sesuai dengan ajaran Islam, tanpa 
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merugikan diri sendiri maupun orang lain. Prinsip ini 

menekankan perlunya menjaga keadilan dalam distribusi 

kekayaan, tidak hanya di antara individu tetapi juga dalam 

skala sosial yang lebih luas. Dengan mempraktikkan nilai al-

wasatiyyah ini, umat Islam diharapkan dapat menciptakan 

masyarakat yang seimbang dan harmonis, di mana setiap 

individu dapat hidup dalam kesejahteraan dan saling 

mendukung dalam mencapai tujuan hidup yang mulia secara 

spiritual dan materi. 
 

Dengan demikian, kepemilikan dalam Islam bukan sekadar 

tentang memiliki harta benda, tetapi juga tentang bagaimana 

harta tersebut diperoleh, dikelola, dan digunakan sesuai dengan 

ajaran agama untuk mencapai keseimbangan dan keadilan dalam 

masyarakat. 

 

d. Jenis-Jenis Kepemilikan dalam Islam 

Dalam Islam, terdapat beberapa jenis kepemilikan yang 

diakui dan diatur sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut 

adalah beberapa jenis kepemilikan dalam Islam: 
 

a) Milik Pribadi (Al-Milk Al-Fardiyyah) 

Milik pribadi dalam Islam merujuk pada kepemilikan 

individu atas harta benda yang dimilikinya secara sah dan 

halal. Konsep ini mendasarkan hak kepemilikan pada prinsip 

bahwa individu memiliki hak eksklusif terhadap harta yang 

diperoleh dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama.  

Dalam Islam, milik pribadi dilihat sebagai sarana untuk 

mencapai kesejahteraan pribadi, keluarga, dan masyarakat, 

dengan tanggung jawab moral untuk mengelola dan 

menggunakan harta tersebut sesuai dengan nilai-nilai syariah 

yang mengatur keadilan, kejujuran, dan kedermawanan. Hak 

milik pribadi dalam Islam meliputi berbagai jenis aset, mulai 

dari properti seperti tanah dan bangunan hingga barang-

barang pribadi seperti kendaraan dan perhiasan. Pentingnya 
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milik pribadi tidak hanya terletak pada kepentingan material, 

tetapi juga sebagai bentuk amanah dari Allah SWT yang 

harus dijaga dan dimanfaatkan dengan bijaksana.  

Islam mengajarkan agar pemilik harta mempergunakan 

kekayaan mereka untuk mencari ridha Allah, memenuhi 

kebutuhan pribadi dan keluarga, serta memberikan 

kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan 

demikian, kepemilikan pribadi dalam Islam tidak hanya 

menjadi hak individual tetapi juga mempunyai tanggung 

jawab etis yang kuat terhadap cara pengelolaannya. 
 

b) Milik Bersama (Al-Milk Al-Musharakah) 

Milik bersama dalam Islam merujuk pada situasi di 

mana dua atau lebih individu memiliki hak yang sama 

terhadap suatu properti atau aset tertentu. Konsep ini 

menekankan kerjasama dan pembagian kepemilikan antara 

pihak-pihak yang terlibat, sering kali dalam konteks properti 

seperti tanah atau aset komersial.  

Dalam hukum Islam, kepemilikan bersama harus 

didasarkan pada kesepakatan yang jelas dan adil antara para 

pemilik, serta mengikuti prinsip-prinsip keadilan dalam 

distribusi manfaat dan tanggung jawab terkait. Pemilikan 

bersama memberikan peluang untuk memanfaatkan sumber 

daya secara kolektif dan membagi risiko di antara pemilik. 

Hal ini juga mendorong kerjasama dan solidaritas di antara 

individu atau kelompok, dengan tujuan untuk mencapai 

keuntungan yang saling menguntungkan dan menjaga 

keharmonisan dalam interaksi sosial dan ekonomi.  

Dalam konteks kepemilikan bersama, Islam 

mengajarkan untuk menghindari perselisihan dan konflik, 

serta memastikan bahwa pembagian manfaat dan beban 

dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan syariah. 

Dengan demikian, pemilikan bersama tidak hanya menjadi 

sarana untuk mengelola harta secara efisien, tetapi juga 
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mempromosikan nilai-nilai kerjasama dan keadilan dalam 

masyarakat Muslim. 
 

c) Milik Umum (Al-Milk Al-Amah) 

Milik umum dalam Islam merujuk kepada kepemilikan 

bersama atau kolektif atas suatu properti atau sumber daya 

yang dimiliki oleh seluruh masyarakat atau komunitas. 

Konsep ini mengakui bahwa ada aset atau sumber daya yang 

tidak dimiliki secara individu oleh siapapun, tetapi menjadi 

milik bersama yang dikelola dan dimanfaatkan untuk 

kepentingan umum. Contoh dari milik umum dapat 

mencakup air sungai, lahan-lahan publik seperti taman, 

jalanan, serta berbagai fasilitas atau infrastruktur yang 

digunakan oleh seluruh masyarakat tanpa kepemilikan 

individu yang jelas. 

Dalam Islam, prinsip milik umum mengandung nilai-

nilai solidaritas sosial dan tanggung jawab bersama untuk 

menjaga dan memanfaatkan sumber daya ini dengan cara 

yang adil dan berkelanjutan. Konsep ini mempromosikan 

keadilan distributif di mana kekayaan alam atau fasilitas 

umum tidak dimonopoli oleh individu atau kelompok 

tertentu, tetapi tersedia untuk kepentingan bersama.  

Pemeliharaan dan pengelolaan milik umum dalam Islam 

diatur oleh prinsip-prinsip hukum syariah yang mendorong 

untuk menghindari eksploitasi dan memastikan bahwa 

manfaat dari sumber daya ini tersebar secara merata di antara 

seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian, konsep milik 

umum tidak hanya menjadi bagian dari struktur sosial dan 

ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kesetaraan 

dan keadilan yang diperjuangkan dalam Islam. 
 

d) Milik Wakaf (Al-Milk Al-Waqf) 

Milik wakaf dalam Islam merujuk pada kepemilikan 

yang diperuntukkan bagi kepentingan umum atau kegiatan 

amal yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. 
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Konsep ini didasarkan pada pengalihan hak kepemilikan 

harta atau properti dari individu kepada umum atau institusi 

yang bertujuan untuk kebaikan sosial atau agama.  

Properti yang diwakafkan tidak bisa dijual, ditransfer, 

atau diwariskan, melainkan penghasilannya digunakan untuk 

tujuan yang telah ditentukan dalam akad wakaf. Contoh 

properti yang dapat diwakafkan meliputi tanah, bangunan, 

uang, atau aset lainnya yang disumbangkan untuk 

mendukung pendidikan, kesehatan, masjid, atau bantuan 

sosial kepada yang membutuhkan. Pentingnya milik wakaf 

dalam Islam tidak hanya sebagai bentuk amal jariyah yang 

memberikan manfaat berkelanjutan kepada masyarakat, 

tetapi juga sebagai cara untuk menguatkan solidaritas dan 

kepedulian sosial dalam umat Muslim.  

Kontribusi melalui wakaf dianggap sebagai investasi 

spiritual yang membawa pahala yang berkelanjutan di sisi 

Allah SWT. Praktik wakaf juga menunjukkan komitmen 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 

pemanfaatan harta benda dengan cara yang berkelanjutan 

dan adil. Dengan demikian, milik wakaf tidak hanya 

memiliki dimensi ekonomi dan sosial, tetapi juga mendalam 

sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab moral bagi umat 

Islam dalam membangun kebaikan dan kemanfaatan 

bersama. 

 

e) Milik Negara (Al-Milk Al-Dawlah) 

Milik negara dalam Islam merujuk kepada kepemilikan 

atas sumber daya alam, infrastruktur, dan aset penting 

lainnya yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah untuk 

kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat. Konsep ini 

mengakui bahwa ada beberapa aset yang sebaiknya dimiliki 

secara kolektif atau publik untuk memastikan 

pemanfaatannya secara adil dan efisien, serta untuk 

memenuhi kebutuhan bersama masyarakat. Contoh milik 
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negara dapat mencakup jalan raya, sumber daya alam seperti 

air dan hutan, serta berbagai fasilitas umum seperti rumah 

sakit, sekolah, dan infrastruktur transportasi yang strategis. 

Dalam Islam, milik negara dilihat sebagai sarana untuk 

menyediakan pelayanan publik yang merata dan untuk 

memastikan distribusi yang adil dari sumber daya alam dan 

fasilitas krusial kepada seluruh rakyat. Prinsip ini 

mengandung nilai-nilai keadilan sosial dan kepentingan 

bersama yang sesuai dengan ajaran Islam, di mana negara 

bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan rakyat 

dan memastikan bahwa hak-hak dasar seperti akses terhadap 

fasilitas kesehatan dan pendidikan terpenuhi secara merata.  

Dengan demikian, milik negara dalam Islam bukan 

hanya tentang kepemilikan materi, tetapi juga tentang 

peneguhan nilai-nilai moral dan etika dalam pengelolaan 

sumber daya untuk kesejahteraan dan keadilan sosial yang 

lebih besar. Setiap jenis kepemilikan dalam Islam memiliki 

aturan-aturan khusus yang mengatur pengelolaan, 

penggunaan, dan pewarisan, sesuai dengan prinsip-prinsip 

hukum Islam yang melindungi hak-hak individu, 

masyarakat, dan kepentingan umum secara adil dan 

berkeadilan. 

 

e. Prinsip Etika Kepemilikan dalam Islam 

Dalam Islam, terdapat beberapa prinsip utama yang 

mengatur kepemilikan, yang didasarkan pada ajaran agama dan 

praktek Rasulullah SAW. Berikut adalah beberapa prinsip-

prinsip kepemilikan dalam Islam: 
 

a) Kepemilikan sebagai Amanah 

Konsep kepemilikan sebagai amanah dalam Islam 

mencerminkan prinsip bahwa harta dan kekayaan yang 

dimiliki individu adalah titipan atau amanah dari Allah SWT. 

Ini berarti individu diberi tanggung jawab moral untuk 
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mengelola harta mereka dengan penuh kesadaran akan 

akuntabilitas kepada Allah. Dalam praktiknya, hal ini 

menuntut agar kepemilikan dan pengelolaan harta dilakukan 

dengan integritas, kejujuran, dan transparansi, serta dengan 

mematuhi ajaran agama yang melarang praktik-praktik tidak 

etis seperti riba atau penipuan. Rasulullah SAW mengajarkan 

umatnya untuk memperlakukan harta dengan cara yang 

bertanggung jawab, menggunakan kekayaan untuk 

memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, serta untuk 

memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat. 

Pemahaman tentang kepemilikan sebagai amanah juga 

mencakup aspek distribusi yang adil dan kesadaran akan hak-

hak orang lain. Islam mengajarkan pentingnya untuk tidak 

mengeksploitasi atau menindas orang lain dalam usaha untuk 

memperoleh dan mengelola harta. Sebagai amanah, 

kepemilikan harta juga menekankan pentingnya bersikap 

rendah hati, berbagi dengan mereka yang membutuhkan, 

serta menggunakan kekayaan sebagai sarana untuk mencari 

ridha Allah dan memperoleh pahala yang berkelanjutan di 

akhirat.  

Dengan demikian, konsep kepemilikan sebagai amanah 

tidak hanya menegaskan hak kepemilikan individu tetapi 

juga membawa tanggung jawab moral yang mendalam dalam 

memanfaatkan harta benda sesuai dengan nilai-nilai agama 

Islam. 
 

b) Keadilan dalam Distribusi 

Dalam Islam, prinsip keadilan dalam distribusi sangat 

penting dalam konteks kepemilikan. Prinsip ini menekankan 

bahwa kekayaan dan sumber daya harus didistribusikan 

secara adil di antara seluruh anggota masyarakat. Islam 

mengajarkan agar kekayaan tidak boleh terkonsentrasi hanya 

pada segelintir orang atau kelompok tertentu, melainkan 

harus dialokasikan secara merata untuk memenuhi 
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kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan seluruh 

masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam ajaran Islam tentang 

zakat, yang merupakan kewajiban untuk memberikan 

sebagian dari kekayaan kepada mereka yang membutuhkan, 

sehingga membantu mengurangi kesenjangan sosial dan 

ekonomi. 

Keadilan dalam distribusi juga berarti menanggapi 

kebutuhan dan hak-hak individu secara proporsional dan 

adil, tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan kekayaan. 

Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya perlakuan yang adil 

dalam segala aspek kepemilikan, termasuk dalam transaksi 

komersial, warisan, dan pengelolaan aset publik.  

Dengan menerapkan nilai-nilai keadilan ini, Islam 

berupaya untuk menciptakan masyarakat yang stabil dan 

harmonis, di mana setiap individu merasa dihargai dan 

memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang secara 

ekonomi serta sosial, sejalan dengan prinsip-prinsip yang 

diberikan dalam Al-Quran dan ajaran Rasulullah SAW. 
 

c) Larangan Kepemilikan yang Haram 

Dalam Islam, terdapat larangan yang tegas terhadap 

kepemilikan yang diharamkan atau yang melanggar prinsip-

prinsip syariah. Salah satu contoh utama adalah larangan 

terhadap riba, yang mencakup praktik memberi atau 

menerima bunga atau keuntungan tambahan atas pinjaman 

uang.  

Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan tidak adil 

terhadap orang lain, serta bertentangan dengan prinsip 

keadilan dalam Islam yang mengharuskan setiap transaksi 

dilakukan dengan kesepakatan dan keuntungan yang sama-

sama diuntungkan. Islam juga melarang kepemilikan atas 

barang haram seperti alkohol, babi, atau barang-barang lain 

yang dinyatakan sebagai najis atau tidak halal untuk 

dikonsumsi. 
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Selain itu, kepemilikan yang diharamkan juga 

mencakup praktik-praktik seperti perjudian, penipuan, dan 

segala bentuk transaksi atau bisnis yang tidak jujur atau 

merugikan orang lain. Islam mengajarkan umatnya untuk 

memperoleh kekayaan dengan cara yang halal, bermanfaat, 

dan sesuai dengan nilai-nilai moral serta etika agama.  

Dengan menghindari kepemilikan yang diharamkan, 

umat Islam diharapkan dapat menjaga kesucian dan 

keberkahan harta benda mereka, serta mendapatkan ridha 

Allah SWT dalam setiap aspek kehidupan mereka. 
 

d) Kepemilikan sebagai Sarana untuk Kebaikan 

Dalam Islam, kepemilikan dipandang sebagai sarana 

untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan bersama. Prinsip 

ini menekankan bahwa harta dan kekayaan yang dimiliki 

individu seharusnya digunakan dengan cara yang bermanfaat 

bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.  

Islam mengajarkan untuk menggunakan harta dengan 

bijaksana, menghindari pemborosan dan keserakahan, serta 

memprioritaskan kepentingan kolektif di atas kepentingan 

pribadi semata. Rasulullah SAW memberi contoh dalam 

praktiknya bahwa beliau menekankan pentingnya sedekah, 

infaq, dan zakat sebagai cara untuk mengalirkan kekayaan 

kepada mereka yang membutuhkan, serta untuk membangun 

kesejahteraan umum. 

Selain itu, kepemilikan sebagai sarana untuk kebaikan 

juga mencakup tanggung jawab sosial yang luas. Individu 

yang diberkati dengan kekayaan diharapkan untuk menjadi 

agen perubahan positif dalam masyarakat, memberikan 

peluang dan dukungan kepada mereka yang kurang 

beruntung, serta mempromosikan nilai-nilai keadilan dan 

kesetaraan dalam distribusi harta. Islam mengajarkan bahwa 

kekayaan bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan ujian dan 
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amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan penuh 

tanggung jawab dan ketaqwaan.  

Dengan menerapkan prinsip ini, umat Islam diharapkan 

dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, harmonis, 

dan berempati, di mana individu hidup dalam kesejahteraan 

spiritual dan material yang seimbang. 
 

e) Penghargaan terhadap Hak Individu 

Penghargaan terhadap hak individu dalam Islam 

menunjukkan pentingnya mengakui dan melindungi hak-hak 

pribadi setiap individu terhadap kepemilikan. Islam 

mengajarkan bahwa setiap orang memiliki hak eksklusif 

terhadap harta yang sah dan halal yang mereka miliki, serta 

memiliki kebebasan untuk mengelolanya sesuai dengan 

kehendak mereka sendiri. Prinsip ini mendorong adanya 

perlindungan hukum yang kuat terhadap hak milik individu, 

yang meliputi hak untuk membeli, menjual, atau mewariskan 

harta tanpa campur tangan atau penyalahgunaan dari pihak 

lain. 

Selain itu, Islam juga menekankan tanggung jawab 

moral individu terhadap cara penggunaan harta mereka. 

Meskipun hak-hak individu diakui, Islam juga mendorong 

agar pengelolaan harta dilakukan dengan memperhatikan 

kepentingan bersama dan nilai-nilai sosial. Artinya, 

meskipun seseorang memiliki hak untuk memiliki dan 

menggunakan harta mereka, mereka juga memiliki 

kewajiban etis untuk memastikan bahwa penggunaan 

kekayaan mereka tidak merugikan orang lain atau merugikan 

masyarakat secara keseluruhan.  

Dalam konteks ini, Islam mengimbangi penghargaan 

terhadap hak individu dengan tanggung jawab moral yang kuat 

untuk bertindak dengan adil dan mempergunakan harta dengan 

cara yang membawa manfaat bagi diri sendiri serta lingkungan 

sosial sekitar. 
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B. Distribusi Kekayaan Dalam Islam 

a. Definisi Distribusi Kekayaan dalam Islam 

Distribusi kekayaan dalam Islam mengacu pada prinsip-

prinsip yang mengatur bagaimana harta benda harus diperoleh, 

dikelola, dan didistribusikan di antara individu-individu dalam 

masyarakat Muslim. Konsep ini didasarkan pada nilai-nilai 

keadilan, solidaritas sosial, dan tanggung jawab moral. Islam 

menuntut agar kekayaan diperoleh secara halal, yaitu melalui 

usaha yang jujur dan bebas dari penipuan serta eksploitasi. 

Konsep ini tidak hanya mengatur hubungan ekonomi antara 

individu tetapi juga menetapkan landasan bagi pembangunan 

ekonomi yang berkelanjutan serta kehidupan sosial yang 

seimbang dan adil dalam masyarakat Muslim. 

Distribusi kekayaan dalam Islam menggambarkan sebuah 

konsep yang kaya akan nilai-nilai moral, sosial, dan ekonomi. 

Islam sebagai agama yang menyeluruh tidak hanya mengatur 

hubungan manusia dengan Sang Pencipta tetapi juga hubungan 

antar-manusia, termasuk dalam hal kepemilikan dan pengelolaan 

kekayaan. Konsep ini tidak hanya bersifat teoritis tetapi terwujud 

dalam praktik sehari-hari umat Muslim di seluruh dunia. 

Dalam Islam, distribusi kekayaan bukanlah sekadar masalah 

ekonomi belaka; ia mencerminkan tujuan lebih besar untuk 

menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Konsep ini 

tertanam dalam ajaran Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, 

yang memberikan panduan tentang cara memperoleh, 

menggunakan, dan mendistribusikan kekayaan dengan adil dan 

bertanggung jawab. Keadilan menjadi pusat dari prinsip 

distribusi kekayaan dalam Islam. Setiap individu diberikan hak 

yang sama untuk mendapatkan kekayaan sesuai dengan upaya 

dan kontribusinya dalam masyarakat. Islam mengecam segala 

bentuk eksploitasi, penindasan, dan ketidakadilan dalam 

pengelolaan kekayaan. 
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Zakat, sebagai kewajiban sosial, memainkan peran penting 

dalam redistribusi kekayaan dalam masyarakat Muslim. Ini tidak 

hanya berfungsi sebagai bentuk amal, tetapi juga sebagai 

instrumen untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, 

serta memperkuat jaringan solidaritas di antara umat Muslim. 

Selain zakat, infak (sumbangan sukarela) juga ditekankan dalam 

Islam sebagai cara untuk membantu mereka yang membutuhkan 

dan memperkuat ikatan sosial di antara komunitas Muslim. Ini 

menunjukkan bahwa distribusi kekayaan dalam Islam tidak 

hanya bersifat individualis tetapi juga kollektif. 

Distribusi kekayaan dalam Islam juga melibatkan tanggung 

jawab moral yang kuat terhadap cara memperoleh dan 

menggunakan kekayaan. Islam mengajarkan agar kekayaan 

diperoleh secara halal dan dikelola dengan penuh kehati-hatian 

serta kepedulian terhadap kesejahteraan umum. 

Secara keseluruhan, distribusi kekayaan dalam Islam 

mencerminkan visi holistik tentang keadilan sosial, keberdayaan 

ekonomi, dan keseimbangan antara kepentingan individu dengan 

kepentingan masyarakat. Dengan prinsip-prinsip ini, Islam tidak 

hanya menawarkan pandangan tentang bagaimana masyarakat 

seharusnya berinteraksi secara ekonomi tetapi juga mengajarkan 

nilai-nilai moral yang mendalam dalam pengelolaan kekayaan. 
 

b. Landasan Hukum Distribusi Kekayaan dalam Islam 

a) Al-Quran 

1. Al-Baqarah (2): 177 
 

كِنَّ ٱلْبرَِّ مَنْ ءَامَنَ  لَّيْسَ ٱلْبرَِّ أنَ توَُل وا  وُجُوهَكُمْ قِبلََ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰ

ِۦنَ وَءَاتىَ ٱلْمَالَ عَلىَٰ حُب هِۦِ ذوَِى  بِ وَٱلنَّبيِ 
ئِكَةِ وَٱلْكِتَٰ

ٓ ِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰ بِٱللَّّ

قَابِ وَأقََامَ  ائٓلِِينَ وَفىِ ٱلر ِ بِيلِ وَٱلسَّ كِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّ مَىٰ وَٱلْمَسَٰ ٱلْقرُْبىَٰ وَٱلْيَتَٰ

برِِينَ  فىِ ٱلْبَأسَْاءِٓ  هَدوُا  ۖ وَٱلصَّٰ كَوٰةَ وَٱلْمُوفوُنَ بِعَهْدِهِمْ إذِاَ عَٰ لَوٰةَ وَءَاتىَ ٱلزَّ ٱلصَّ

ئكَِ همُُ ٱلْمُتَّقوُنَ 
ٓ لَٰ ئكَِ ٱلَّذِينَ صَدقَوُا  ۖ وَأوُ 

ٓ لَٰ اءِٓ وَحِينَ ٱلْبَأسِْ ۗ أوُ  رَّ  وَٱلضَّ

Artinya: "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah 

timur dan barat itu suatu kebajikan, tetapi sesungguhnya 
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kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, Hari 

Kemudian, Malaikat-malaikat, Kitab-kitab, Nabi-nabi, 

dan memberikan harta yang dicintainya kepada 

kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, 

musafir, dan orang-orang yang meminta-minta, serta 

(memerdekakan) hamba sahaya." 

Ayat ini menjelaskan bahwa salah satu bentuk 

kebajikan adalah memberikan harta kepada yang 

membutuhkan, seperti kerabat, anak yatim, orang miskin, 

dan lainnya. Ini menunjukkan pentingnya zakat dan infak 

dalam distribusi kekayaan yang diterapkan secara adil. 
 

2. Al-Baqarah (2): 215 
 

نْ  أنَفقَْتمُ مَآ  قلُْ   ۖينُفِقوُنَ  مَاذاَ يَسْـَٔلوُنكََ  لِديَْنِ  خَيْر   م ِ مَىٰ  وَٱلْْقَْرَبِينَ  فلَِلْوَٰ  وَٱلْيَتَٰ

كِينِ  بِيلِ  وَٱبْنِ  وَٱلْمَسَٰ َ  فَإنَِّ  خَيْر   مِنْ  تفَْعلَوُا   وَمَا  ۗٱلسَّ عَلِيم   بهِۦِ ٱللَّّ  

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang 

mereka nafkahkan. Katakanlah: 'Apa yang kamu 

nafkahkan dari harta benda, hendaklah untuk ibu-bapak, 

kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan 

musafir. Dan apa yang kamu perbuat dari kebajikan, 

maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.'" 

Ayat ini menggarisbawahi pentingnya mengarahkan 

nafkah dari harta kekayaan kepada yang berhak 

menerimanya seperti keluarga dekat, anak yatim, orang 

miskin, dan musafir. 
 

3. Al-Baqarah (2): 267 
 

ٓأيَ هَا تِ  مِن أنَفِقوُا   ءَامَنوُٓا   ٱلَّذِينَ  يَٰ آ  كَسَبْتمُْ  مَا طَي ِبَٰ نَ  لَكُم أخَْرَجْنَا وَمِمَّ   ۖٱلْْرَْضِ  م ِ

مُوا   وَلَ  َٔاخِذِيهِ  وَلَسْتمُ تنُفِقوُنَ  مِنْهُ  ٱلْخَبِيثَ  تيَمََّ ٓ  بـِ  وَٱعْلَمُوٓا    ۚفِيهِ  تغُمِْضُوا   أنَ إِلَّ

َ  أنََّ  حَمِيد   غَنىٌِّ  ٱللَّّ  

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, 

nafkahkanlah sebahagian dari hasil usahamu yang baik-

baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari 
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bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang 

buruk-buruk untuk dinafkahkan sedangkan kamu sendiri 

tidak mau menerimanya melainkan dengan memejamkan 

matamu terhadapnya. Ketahuilah bahwasanya Allah 

Maha Kaya lagi Maha Terpuji." 

Ayat ini menekankan pentingnya mengeluarkan 

sebagian dari kekayaan yang diperoleh dari hasil usaha 

yang baik untuk kebaikan umum dan menjauhi perilaku 

kikir atau memilih yang buruk-buruk dalam beramal. 

4. Ali Imran (3): 92 
 

ا تنُفِقوُا   حَتَّىٰ  ٱلْبرَِّ  تنََالوُا   لَن َ  فَإنَِّ  شَىْء   مِن تنُفِقوُا   وَمَا  ۚتحُِب ونَ  مِمَّ  بهِۦِ ٱللَّّ

 عَلِيم  

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak akan mencapai 

kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan 

sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang 

kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah 

mengetahuinya." 

Ayat ini menekankan bahwa kebaikan dan 

kesempurnaan iman tidak akan tercapai kecuali dengan 

melakukan pengeluaran dari harta yang kita cintai 

sebagai tanda pengabdian kepada Allah SWT. 
 

5. Ali Imran (3): 134 
 

ظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ  اءِٓ وَٱلْكَٰ رَّ اءِٓ وَٱلضَّ ٱلَّذِينَ ينُفِقوُنَ فىِ ٱلسَّرَّ

ُ يحُِب  ٱلْمُحْسِنِينَ   ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّّ

Artinya: "Mereka itulah yang menafkahkan (hartanya), 

baik di waktu lapang maupun sempit, dan menahan 

amarah, dan memaafkan (kesalahan) orang. Dan Allah 

menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." Ayat ini 

menggambarkan sifat-sifat orang-orang yang berinfak 

dengan ikhlas dan tulus serta bersikap sabar dan pemaaf, 

yang dicintai Allah SWT. 
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6. Al-Ma'idah (5): 32 
 

لِكَ  أجَْلِ  مِنْ  ءِيلَ  بَنىِٓ  عَلىَٰ  كَتبَْنَا ذَٰ ٓ ا قَتلََ  مَن أنََّهُۥ إِسْرَٰ  فَسَاد   أوَْ  نَفْس   بغِيَْرِ  نفَْس  

  ۚجَمِيع ا ٱلنَّاسَ  أحَْيَا فكََأنََّمَآ  أحَْيَاهَا وَمَنْ  جَمِيع ا ٱلنَّاسَ  قَتلََ  فَكَأنََّمَا ٱلْْرَْضِ  فىِ

تِ  رُسُلنَُا جَاءَٓتهُْمْ  وَلَقدَْ  ا إِنَّ  ثمَُّ  بِٱلْبيَ ِنَٰ نْهُم كَثِير  لِكَ  بَعْدَ  م ِ لَمُسْرِفوُنَ  ٱلْْرَْضِ  فىِ ذَٰ  

Artinya: "Disebabkan itu Kami tetapkan (suatu hukum) 

bagi Bani Israil: barangsiapa yang membunuh seorang 

manusia, bukan karena orang itu (memang) telah 

membunuh (orang) lain atau bukan karena membuat 

kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah 

membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang 

memelihara kehidupan seorang, maka seolah-olah dia 

telah memelihara kehidupan manusia semuanya." 

Ayat ini menetapkan hukum untuk menjaga 

kehidupan dan menghormati martabat manusia, yang 

juga mencakup dalam konteks distribusi kekayaan yang 

memastikan keadilan dan kesejahteraan umum. 
 

b) Hadits  

1. Hadis Riwayat Muslim  

Rasulullah SAW bersabda, "Tidak berkah dalam harta 

yang tidak ada zakatnya di dalamnya." Hadis ini 

menekankan pentingnya membayar zakat sebagai bagian 

dari distribusi kekayaan untuk membersihkan harta dari 

dosa dan mendapatkan berkah dari Allah SWT. 
 

2. Hadis Riwayat Bukhari  

Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan sempurna iman 

seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai 

saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri." 

Hadis ini menyoroti pentingnya sikap saling mencintai 

dan peduli dalam distribusi kekayaan, di mana seseorang 

harus bersedia memberikan yang terbaik untuk kebaikan 

saudara-saudaranya. 
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3. Hadis Riwayat Muslim  

Rasulullah SAW bersabda, "Seorang mukmin terhadap 

mukmin yang lain seperti bangunan yang saling 

menguatkan satu sama lain, sambil mengaitkan jari-jari 

tangan yang satu dengan yang lain." Hadis ini 

menunjukkan bahwa umat Islam harus saling 

mendukung dan berbagi dalam distribusi kekayaan untuk 

memperkuat ikatan sosial dan solidaritas di antara 

mereka. 
 

4. Hadis Riwayat Muslim  

Rasulullah SAW bersabda, "Orang-orang mukmin dalam 

kasih sayang, kasih sayang dan belas kasihan seolah-

olah satu tubuh. Ketika satu bagian dari tubuh itu sakit, 

seluruh tubuh merasa sakit." Hadis ini menekankan 

kesatuan umat Muslim dalam kasih sayang dan belas 

kasihan, yang juga mencakup dalam distribusi kekayaan 

untuk mengurangi penderitaan dan meningkatkan 

kesejahteraan bersama. 
 

c. Manfaat Distribusi Kekayaan dalam Islam 

Distribusi kekayaan dalam Islam memiliki beberapa 

manfaat penting yang tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga 

sosial, moral, dan spiritual. Berikut adalah beberapa manfaat 

distribusi kekayaan dalam Islam: 
 

a) Pemberdayaan Ekonomi 

Pemberdayaan ekonomi dalam konteks Islam mengacu 

pada upaya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi 

individu dan komunitas, dengan memanfaatkan prinsip-

prinsip Islam yang mencakup zakat, infak, dan nilai-nilai 

bisnis yang beretika. Salah satu instrumen utama dalam 

pemberdayaan ekonomi Islam adalah zakat, yang tidak hanya 

berfungsi sebagai amal kebajikan tetapi juga sebagai alat 

untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dalam 
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masyarakat. Dengan membayar zakat, individu-Muslim 

mengembangkan kesadaran akan tanggung jawab sosial 

mereka terhadap yang kurang mampu, sambil juga 

menyucikan harta mereka dari sifat-sifat buruk seperti 

keserakahan dan ketamakan. 

Selain zakat, konsep pemberdayaan ekonomi dalam 

Islam juga meliputi dorongan untuk berusaha dan bekerja 

keras untuk mencapai kesejahteraan, serta berinvestasi 

secara bijaksana dalam usaha yang memberikan manfaat 

bagi masyarakat. Islam mengajarkan nilai-nilai seperti 

kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam segala aspek 

kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Ini 

mendorong praktik bisnis yang beretika dan berkelanjutan, 

yang tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial tetapi 

juga memberikan manfaat sosial yang luas.  

Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi dalam Islam 

bukan hanya tentang mencapai keberhasilan materi, tetapi 

juga tentang membangun fondasi yang kokoh untuk 

keberkahan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. 
 

b) Pengentasan Kemiskinan 

Dalam Islam, pengentasan kemiskinan ditekankan 

melalui kewajiban zakat yang merupakan salah satu dari lima 

rukun Islam. Zakat bukan sekadar sumbangan sukarela, 

tetapi merupakan kewajiban sosial yang diberikan kepada 

mereka yang memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti fakir 

miskin, orang-orang yang membutuhkan, dan pekerjaan 

amal lainnya.  

Distribusi kekayaan ini tidak hanya membantu mereka 

yang kurang mampu secara langsung dengan memberikan 

bantuan keuangan, tetapi juga secara sistematis membantu 

membangun keberdayaan ekonomi mereka, sehingga mereka 

dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dengan cara yang 

bermartabat dan berkelanjutan. 
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Dengan melaksanakan zakat, umat Muslim juga belajar 

tentang pentingnya solidaritas sosial dan keadilan ekonomi. 

Ini menciptakan kesadaran kolektif dalam masyarakat untuk 

merespons dan menanggulangi ketimpangan ekonomi yang 

ada. Melalui praktik zakat, Islam tidak hanya mengajarkan 

pengentasan kemiskinan secara material, tetapi juga 

mengajarkan nilai-nilai moral tentang kepedulian, saling 

berbagi, dan menghargai nikmat kekayaan yang diberikan 

oleh Allah SWT.  

Dengan demikian, distribusi kekayaan dalam Islam 

bukan hanya menawarkan solusi untuk masalah ekonomi, 

tetapi juga membangun fondasi masyarakat yang berkeadilan 

dan berdaya, di mana setiap individu merasakan peran dan 

tanggung jawabnya dalam menciptakan kesejahteraan 

bersama. 
 

c) Solidaritas Sosial 

Dalam Islam, distribusi kekayaan memiliki peran yang 

sangat penting dalam membangun solidaritas sosial di antara 

umatnya. Melalui institusi zakat, umat Muslim diajarkan 

untuk secara aktif berpartisipasi dalam membantu sesama 

yang membutuhkan. Zakat bukan hanya sekadar kewajiban 

keagamaan, tetapi juga merupakan mekanisme praktis untuk 

mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di dalam 

masyarakat. Dengan membayar zakat, individu tidak hanya 

memenuhi hak fakir miskin dan orang-orang yang kurang 

mampu, tetapi juga memperkuat ikatan sosial antara mereka, 

sehingga menciptakan lingkungan yang saling peduli dan 

mendukung. 

Selain itu, distribusi kekayaan dalam Islam juga 

bertujuan untuk mencapai keadilan ekonomi yang seimbang. 

Islam menekankan bahwa kekayaan yang dimiliki oleh 

individu seharusnya tidak hanya untuk kepentingan pribadi 

semata, tetapi juga untuk kebaikan umum. Hal ini tercermin 
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dalam konsep zakat yang mengatur bahwa sebagian dari 

kekayaan harus diberikan kepada mereka yang kurang 

beruntung.  

Dengan demikian, Islam mengajarkan agar kekayaan 

digunakan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan 

bersama dan memastikan bahwa semua anggota masyarakat 

merasakan manfaatnya, sehingga tercipta masyarakat yang 

adil dan berkeadilan secara ekonomi dan sosial. 
 

d) Keadilan Sosial 

Dalam konteks Islam, keadilan sosial adalah prinsip 

yang sangat penting yang mencakup distribusi kekayaan 

yang adil dan merata di antara semua anggota masyarakat. 

Prinsip ini ditegaskan dalam ajaran Islam untuk memastikan 

bahwa tidak ada yang terpinggirkan atau menderita akibat 

ketidakadilan ekonomi.  

Zakat, sebagai salah satu pilar Islam, tidak hanya 

mengatur kewajiban umat Muslim untuk memberikan 

sebagian dari kekayaan mereka kepada yang membutuhkan, 

tetapi juga sebagai instrumen yang memastikan adanya 

redistribusi kekayaan yang seimbang. Hal ini membantu 

menyeimbangkan kesenjangan ekonomi dan memberikan 

kesempatan yang lebih adil bagi setiap individu untuk 

menikmati kehidupan yang layak dan bermartabat. 

Selain itu, konsep keadilan sosial dalam Islam juga 

mencakup tanggung jawab kolektif untuk memastikan 

bahwa kekayaan dan sumber daya alam digunakan secara 

bijaksana dan berkelanjutan. Ini tidak hanya mencakup aspek 

ekonomi, tetapi juga lingkungan dan sosial. Dengan 

menerapkan prinsip keadilan sosial, umat Muslim diajarkan 

untuk menghormati hak-hak individu dan kelompok dalam 

masyarakat, serta berkontribusi secara aktif dalam 

menciptakan lingkungan sosial yang seimbang dan 

berkeadilan. Ini memberikan landasan moral yang kuat bagi 
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masyarakat Islam untuk membangun hubungan yang 

harmonis dan saling mendukung di dalam kehidupan 

bermasyarakat. 
 

e) Membangun Masyarakat yang Berkeadilan 

Membangun masyarakat yang berkeadilan dalam 

konteks Islam melibatkan implementasi prinsip-prinsip yang 

mencakup distribusi kekayaan yang adil, perlakuan yang 

setara di antara individu, dan perlindungan terhadap hak-hak 

semua anggota masyarakat. Islam mengajarkan bahwa setiap 

individu memiliki hak-hak yang sama dalam hal ekonomi, 

sosial, dan keadilan.  

Distribusi kekayaan yang adil, yang ditegakkan melalui 

zakat dan infak, memastikan bahwa kekayaan tidak hanya 

berkumpul di tangan segelintir orang, tetapi didistribusikan 

dengan cara yang memungkinkan semua orang mendapatkan 

kebutuhan dasar mereka dan hidup dengan martabat. Selain 

itu, Islam mendorong untuk mengatasi ketimpangan 

ekonomi dan sosial melalui praktik keadilan yang berbasis 

pada hukum dan nilai-nilai agama. Ini termasuk penegakan 

hak-hak individu dan kelompok, perlindungan terhadap 

eksploitasi ekonomi, dan pemberdayaan yang 

memungkinkan semua anggota masyarakat untuk 

berkontribusi secara bermakna dalam pembangunan 

ekonomi dan sosial.  

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Islam tidak 

hanya menciptakan masyarakat yang lebih adil secara 

ekonomi, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk 

perdamaian, harmoni, dan keberlanjutan dalam kehidupan 

bermasyarakat. 
 

f) Mendorong Kesejahteraan Komunal 

Dalam Islam, mendorong kesejahteraan komunal 

merupakan prinsip yang sangat penting dalam praktik 

distribusi kekayaan. Konsep ini mencakup upaya untuk 



262 
 

memastikan bahwa kekayaan tidak hanya beredar di antara 

segelintir orang atau kelompok tertentu, tetapi 

didistribusikan secara adil untuk meningkatkan 

kesejahteraan seluruh komunitas.  

Salah satu sarana utama untuk mencapai tujuan ini 

adalah melalui kewajiban zakat, yang merupakan pilar 

penting dalam sistem ekonomi Islam. Zakat tidak hanya 

berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan, tetapi juga 

sebagai instrumen untuk membangun kesejahteraan komunal 

dengan memberdayakan individu-individu yang 

membutuhkan bantuan. 

Selain zakat, nilai-nilai solidaritas dan saling berbagi 

dalam Islam juga memainkan peran kunci dalam mendorong 

kesejahteraan komunal. Islam mengajarkan umatnya untuk 

peduli terhadap kebutuhan sesama dan berkontribusi dalam 

memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara 

keseluruhan. Dengan demikian, praktik distribusi kekayaan 

dalam Islam tidak hanya tentang pemberian bantuan materi, 

tetapi juga tentang membangun fondasi yang kuat untuk 

kemandirian ekonomi dan kebersamaan dalam mencapai 

kesejahteraan bersama. Ini menciptakan lingkungan di mana 

setiap individu merasa terlibat dan berperan aktif dalam 

membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan bagi 

semua. 
 

g) Menghormati Amanah dan Tanggung Jawab 

Menghormati amanah dan tanggung jawab dalam Islam 

merujuk pada prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan 

dan distribusi kekayaan dengan penuh kejujuran, 

transparansi, serta kepedulian terhadap hak-hak individu dan 

masyarakat. Amanah mengandung makna bahwa kekayaan 

dan sumber daya yang dimiliki seseorang adalah amanah dari 

Allah SWT yang harus dijaga dan dikelola dengan baik. Ini 

berarti setiap individu memiliki tanggung jawab moral dan 

spiritual untuk menggunakan kekayaannya sesuai dengan 
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tuntunan agama, baik dalam memenuhi kebutuhan pribadi 

maupun dalam memberikan kontribusi positif bagi 

kepentingan bersama. 

Dalam konteks ekonomi, menghormati amanah dan 

tanggung jawab juga mencakup aspek-etika dalam bisnis dan 

keuangan. Islam menekankan pentingnya adil dalam setiap 

transaksi dan bisnis yang dilakukan, serta menuntut 

transparansi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya. 

Ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang berintegritas 

dan adil dalam masyarakat, tetapi juga membangun fondasi 

yang kokoh untuk pembangunan ekonomi yang 

berkelanjutan dan stabil.  

Dengan menginternalisasi nilai-nilai amanah dan 

tanggung jawab ini, umat Muslim diharapkan untuk menjadi 

pemimpin yang bertanggung jawab dalam membangun 

keadilan sosial dan ekonomi, serta menjaga kelestarian 

lingkungan hidup untuk generasi mendatang. 
 

h) Membersihkan Harta dan Jiwa 

Dalam Islam, konsep membersihkan harta dan jiwa 

melalui praktik zakat dan infak memiliki makna yang 

mendalam. Zakat adalah kewajiban yang diperintahkan 

Allah SWT kepada umat Muslim untuk membersihkan harta 

mereka dari sifat-sifat yang negatif, seperti kedekatan 

berlebihan terhadap kekayaan dan keserakahan.  

Dengan membayar zakat secara rutin, umat Muslim 

diajarkan untuk melepaskan diri dari ikatan duniawi yang 

berlebihan dan memprioritaskan kesejahteraan spiritual 

dengan menyucikan harta mereka sesuai dengan tuntunan 

agama. Secara lebih luas, zakat juga memiliki efek 

membersihkan jiwa individu dari sifat-sifat egois dan 

mengajarkan nilai-nilai seperti kemurahan hati, 

kedermawanan, dan rasa tanggung jawab sosial yang lebih 

luas. 
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Selain itu, praktik zakat juga berdampak positif pada 

masyarakat secara keseluruhan dengan memperkuat 

solidaritas sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi. 

Dengan menyebarkan kekayaan kepada yang membutuhkan, 

zakat membantu membangun masyarakat yang lebih inklusif 

dan adil. Ini tidak hanya berarti memberikan bantuan 

finansial, tetapi juga memberikan kesempatan bagi orang-

orang yang kurang mampu untuk memperbaiki kondisi 

ekonomi mereka sendiri dengan cara yang bermartabat.  

Dengan demikian, praktik membersihkan harta dan jiwa 

melalui zakat dan infak bukan hanya memperkaya aspek 

spiritual individu, tetapi juga membangun fondasi moral dan 

ekonomi yang kuat bagi masyarakat Islam secara 

keseluruhan. 

i) Pahala dan Keberkahan 

Dalam Islam, praktik distribusi kekayaan tidak hanya 

dipandang sebagai kewajiban sosial, tetapi juga sebagai 

kesempatan untuk mendapatkan pahala dan keberkahan dari 

Allah SWT. Ketika umat Muslim memenuhi kewajiban zakat 

dan berinfak dengan ikhlas, mereka tidak hanya 

membersihkan harta mereka dari sifat-sifat buruk seperti 

keserakahan dan kedekatan berlebihan terhadap dunia 

materi, tetapi juga mengharapkan pahala yang besar di sisi 

Allah.  

Konsep pahala dalam Islam tidak hanya berlaku dalam 

kehidupan akhirat, tetapi juga membawa berkah dalam 

kehidupan dunia, baik secara spiritual maupun material. 

Dengan berbagi kekayaan kepada yang membutuhkan, umat 

Muslim diyakinkan bahwa setiap amal kebaikan yang 

mereka lakukan akan dihitung oleh Allah dengan penuh 

kebaikan. 

Keberkahan juga merupakan hasil langsung dari praktik 

distribusi kekayaan dalam Islam. Dengan mengikuti ajaran 

agama dalam menangani kekayaan, umat Muslim diyakinkan 
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bahwa keberkahan akan mengalir dalam setiap aspek 

kehidupan mereka. Zakat, sebagai bentuk konkret dari 

distribusi kekayaan, diyakini sebagai sumber keberkahan 

yang membawa kemakmuran, perlindungan, dan rahmat dari 

Allah SWT. Keberkahan ini juga tercermin dalam kehidupan 

sosial dan ekonomi masyarakat Islam, di mana praktik-

praktik yang adil dan bermartabat memperkuat ikatan sosial, 

memperbaiki kondisi ekonomi, dan menciptakan lingkungan 

yang harmonis.  

Dengan demikian, pahala dan keberkahan yang 

diperoleh melalui distribusi kekayaan dalam Islam 

merupakan penunjuk jalan menuju kehidupan yang berarti 

dan bermanfaat bagi semua umat manusia. 
 

j) Penghindaran dari Sifat Kikir 

Dalam konteks Islam, penghindaran dari sifat kikir 

merupakan aspek penting dalam distribusi kekayaan. Sifat 

kikir atau bakhil merujuk pada sikap yang serakah dan 

enggan untuk berbagi kekayaan dengan orang lain. Islam 

mengajarkan umatnya untuk menghindari sifat kikir ini 

karena bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan dan keadilan 

yang ditegaskan dalam ajaran agama. Melalui kewajiban 

zakat dan dorongan untuk berinfak secara sukarela, umat 

Muslim diajarkan untuk melepaskan diri dari sifat bakhil 

yang bisa menghalangi pembangunan sosial dan ekonomi 

yang berkelanjutan. 

Praktik menghindari sifat kikir dalam Islam juga 

mencakup pengembangan sikap kedermawanan dan 

kemurahan hati. Hal ini tidak hanya berlaku dalam konteks 

kekayaan materi, tetapi juga dalam waktu, pengetahuan, dan 

pengalaman. Dengan menginternalisasi nilai-nilai ini, umat 

Muslim diharapkan untuk menjadi agen perubahan positif 

dalam masyarakat dengan memberikan kontribusi yang 
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berarti dan membangun hubungan yang lebih harmonis serta 

saling mendukung di antara sesama umat manusia. 
 

Dengan demikian, distribusi kekayaan dalam Islam bukan 

hanya sekadar aspek ekonomi, tetapi juga merupakan bagian 

integral dari sistem nilai yang mencakup keadilan sosial, 

solidaritas, dan pemberdayaan yang berkelanjutan. 

 

d. Prinsip Etika Distribusi Kekayaan dalam Islam 

Dalam Islam, terdapat beberapa prinsip etika yang penting 

dalam distribusi kekayaan, yang meliputi: 
 

a) Keadilan 

Dalam Islam, keadilan dalam distribusi kekayaan 

menjadi salah satu nilai utama yang dipegang teguh. Prinsip 

keadilan ini mencakup distribusi yang adil dan merata dari 

kekayaan di antara seluruh anggota masyarakat, tanpa 

membedakan suku, agama, atau status sosial. Islam 

menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama 

untuk memperoleh akses terhadap kekayaan dan sumber 

daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

mereka. Keadilan ekonomi ini tercermin dalam kewajiban 

zakat, di mana umat Muslim diharuskan memberikan 

sebagian dari harta mereka kepada yang membutuhkan, 

sehingga menciptakan keseimbangan sosial yang sehat dan 

mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. 

Selain itu, konsep keadilan dalam distribusi kekayaan 

juga mencakup perlakuan yang setara terhadap semua pihak 

dalam segala aspek ekonomi. Islam mengecam segala bentuk 

penindasan atau eksploitasi ekonomi yang merugikan pihak 

lain. Praktik bisnis dalam Islam didorong untuk berlandaskan 

kejujuran, transparansi, dan saling menguntungkan bagi 

semua pihak yang terlibat.  

Dengan menerapkan prinsip keadilan ini, umat Muslim 

diharapkan dapat membangun masyarakat yang berkeadilan, 
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di mana setiap individu merasa dihargai, dilindungi hak-

haknya, dan mampu berkontribusi secara adil dalam 

pembangunan ekonomi dan sosial secara keseluruhan. 
 

b) Kesederhanaan 

Dalam Islam, kesederhanaan dalam mengelola 

kekayaan merupakan nilai yang sangat ditekankan. Prinsip 

ini mengajarkan umat Muslim untuk hidup dengan 

keseimbangan antara kebutuhan materi dan spiritual. 

Kesederhanaan menuntut umat Muslim untuk tidak terjebak 

dalam gaya hidup yang mewah dan konsumtif yang dapat 

mengaburkan tujuan spiritual mereka. Sebaliknya, Islam 

mengajarkan agar individu menghargai nikmat-nikmat yang 

diberikan oleh Allah dengan bijaksana, menggunakan 

kekayaan mereka untuk kebaikan diri sendiri dan 

masyarakat, serta menghindari pemborosan dan penggunaan 

yang tidak bermanfaat. 

Praktik kesederhanaan juga mengajarkan pentingnya 

pengendalian diri dalam memperoleh dan menggunakan 

kekayaan. Dengan membatasi keinginan untuk memiliki 

barang-barang mewah dan fokus pada kepentingan yang 

lebih esensial, umat Muslim dapat menciptakan lingkungan 

sosial yang lebih seimbang dan adil. Kesederhanaan dalam 

distribusi kekayaan juga mencerminkan nilai-nilai moral 

Islam yang meliputi kesucian harta benda, di mana kekayaan 

dipandang sebagai anugerah Allah yang harus dikelola 

dengan penuh tanggung jawab dan diinvestasikan dalam cara 

yang membawa manfaat jangka panjang, baik secara 

individu maupun komunal. 
 

c) Kesucian Harta 

Dalam Islam, konsep kesucian harta (tazkiyah al-mal) 

adalah prinsip yang sangat penting dalam pengelolaan 

kekayaan dan harta benda. Prinsip ini mengajarkan umat 

Muslim untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang halal 
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dan menjaga agar harta mereka tidak dicaplok atau diperoleh 

secara tidak adil. Hal ini mencakup menghindari sumber-

sumber pendapatan yang bermasalah, seperti riba (bunga), 

penipuan, atau pencurian. Islam mengajarkan bahwa 

kekayaan yang diperoleh secara bersih dan jujur akan 

membawa berkah dan keberkahan dalam kehidupan 

seseorang. 

Selain itu, kesucian harta juga mencakup aspek spiritual 

di mana umat Muslim diyakinkan bahwa harta benda yang 

bersih dan halal akan mendatangkan kebaikan dalam 

kehidupan mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Zakat, 

sebagai wajib bagi umat Islam, tidak hanya berfungsi sebagai 

bentuk pembersihan harta dari sifat-sifat negatif seperti 

kedekatan berlebihan terhadap harta, tetapi juga sebagai 

sarana untuk menyucikan jiwa individu dan memperoleh 

keberkahan dari Allah SWT.  

Dengan menghormati prinsip kesucian harta, umat 

Muslim diharapkan untuk menjalani kehidupan yang 

berkelimpahan secara materi dan spiritual, serta membawa 

manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekitar mereka. 
 

d) Kesetaraan dan Solidaritas 

Dalam Islam, konsep kesetaraan dan solidaritas dalam 

distribusi kekayaan adalah landasan penting dalam 

membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan. 

Kesetaraan mengacu pada perlakuan yang sama terhadap 

semua individu dalam hal hak dan kewajiban, tanpa 

memandang suku, ras, atau status ekonomi.  

Dalam konteks distribusi kekayaan, kesetaraan berarti 

bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk 

mendapatkan akses terhadap kekayaan dan sumber daya 

yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. 

Ini tercermin dalam praktek zakat, di mana umat Muslim 

diharapkan untuk memberikan sebagian dari kekayaan 
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mereka kepada yang membutuhkan, sehingga menciptakan 

keseimbangan sosial yang sehat dan mengurangi 

ketimpangan ekonomi. 

Solidaritas, di sisi lain, menekankan pentingnya 

kerjasama dan saling mendukung di antara anggota 

masyarakat. Dalam Islam, umat Muslim diajarkan untuk 

berbagi dan mengatasi kesulitan bersama-sama, sehingga 

menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan erat di 

masyarakat. Praktik ini tidak hanya terbatas pada bantuan 

finansial, tetapi juga mencakup dukungan moral, emosional, 

dan sosial antarindividu dan kelompok.  

Dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan solidaritas 

dalam distribusi kekayaan, umat Muslim diharapkan untuk 

membangun masyarakat yang saling menghormati, saling 

mendukung, dan berkomitmen untuk menciptakan kondisi 

yang lebih adil dan berkeadilan bagi semua anggotanya. 

Dengan mengikuti prinsip-prinsip etika ini, umat 

Muslim diharapkan untuk membangun masyarakat yang 

berkeadilan, saling peduli, dan bermartabat dalam 

pengelolaan serta distribusi kekayaan. 
 

e. Tantangan Distribusi Kekayaan dalam Islam 

Dalam Islam, meskipun konsep distribusi kekayaan 

dirancang untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi, 

tetapi ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam 

menerapkan prinsip-prinsip ini secara efektif. Berikut beberapa 

tantangan dalam distribusi kekayaan dalam Islam beserta solusi 

yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut: 
 

a) Ketimpangan Ekonomi 

Ketimpangan ekonomi merupakan tantangan serius 

dalam distribusi kekayaan dalam Islam, yang sering kali 

mengakibatkan disparitas yang besar antara kelompok kaya 

dan miskin dalam masyarakat Muslim. Fenomena ini dapat 

disebabkan oleh berbagai faktor seperti akses yang tidak 
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merata terhadap pendidikan, kesempatan ekonomi yang 

terbatas, serta praktik-praktik ekonomi yang tidak adil.  

Solusi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi ini 

meliputi pendekatan yang holistik dan terkoordinasi. 

Pertama, pendidikan ekonomi yang lebih baik dan inklusif 

untuk memastikan bahwa semua individu memiliki 

kesempatan yang sama dalam mengakses pengetahuan dan 

keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi mereka. Selanjutnya, diperlukan 

kebijakan publik yang progresif, seperti bantuan sosial yang 

tepat sasaran dan pembangunan infrastruktur ekonomi 

lokal, untuk memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan 

ekonomi dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. 

Dalam konteks Islam, implementasi yang lebih baik 

dari prinsip-prinsip zakat dan infak juga merupakan bagian 

penting dari solusi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. 

Zakat bukan hanya sebagai kewajiban sosial, tetapi juga 

sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang efektif dalam 

mendorong pemerataan ekonomi. Peningkatan pemahaman 

dan kesadaran akan zakat di antara umat Muslim dapat 

meningkatkan pengumpulan dan distribusi yang lebih adil 

dari kekayaan, dengan memastikan bahwa orang-orang 

yang membutuhkan mendapatkan bantuan yang mereka 

perlukan untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka.  

Dengan mengintegrasikan pendidikan, kebijakan 

publik yang progresif, dan penerapan yang lebih efektif dari 

prinsip-prinsip Islam seperti zakat, dapat diharapkan bahwa 

ketimpangan ekonomi dalam masyarakat Muslim dapat 

dikurangi secara signifikan, menciptakan kondisi yang lebih 

berkeadilan dan stabil bagi semua anggota masyarakat. 
 

b) Korupsi dan Penyalahgunaan Kekayaan 

Korupsi dan penyalahgunaan kekayaan merupakan 

tantangan serius dalam distribusi kekayaan dalam Islam, 
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yang dapat menghambat tercapainya tujuan keadilan sosial 

dan ekonomi yang diinginkan. Praktik korupsi seperti 

penyuapan, manipulasi keuangan, dan penghindaran pajak 

tidak hanya merugikan keuangan publik dan menghambat 

pembangunan ekonomi yang adil, tetapi juga bertentangan 

dengan prinsip-prinsip etika Islam yang menekankan 

kejujuran, transparansi, dan penggunaan harta yang sah dan 

bermanfaat.  

Korupsi sering kali melibatkan pelanggaran terhadap 

hukum-hukum syariah yang mengatur pengelolaan harta 

benda, sehingga mengancam integritas dan stabilitas 

masyarakat secara keseluruhan. Solusi untuk mengatasi 

korupsi dan penyalahgunaan kekayaan melibatkan 

pendekatan yang komprehensif dan tegas. Pertama, 

diperlukan penguatan sistem hukum yang efektif dan 

penegakan hukum yang konsisten untuk menindak tegas 

pelaku korupsi. Hal ini mencakup pengembangan lembaga-

lembaga penegak hukum yang independen dan transparan, 

serta peningkatan kapasitas dalam investigasi dan 

pengadilan kasus korupsi.  

Selanjutnya, perlu ditingkatkan kesadaran akan nilai-

nilai etika Islam di antara masyarakat dan pemimpin, untuk 

membangun budaya yang tidak mentolerir praktik korupsi 

dan mengedepankan integritas dalam setiap aspek 

kehidupan. Pendidikan dan kampanye publik yang 

menyasar nilai-nilai moral dan sosial dalam Islam juga 

dapat membantu mengubah paradigma dan perilaku menuju 

tata kelola yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi 

masyarakat secara keseluruhan. 
 

c) Kurangnya Kesadaran akan Zakat 

Kurangnya kesadaran akan zakat menjadi tantangan 

utama dalam distribusi kekayaan dalam Islam. Zakat adalah 

kewajiban sosial yang memerintahkan umat Muslim untuk 
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menyumbangkan sebagian dari kekayaan mereka kepada 

yang membutuhkan. Namun, banyak umat Muslim yang 

kurang memahami atau mengabaikan kewajiban ini, yang 

mengakibatkan potensi zakat tidak terrealisasi sepenuhnya.  

Solusi untuk mengatasi masalah ini melibatkan 

beberapa pendekatan. Pertama, pendidikan yang lebih baik 

dan penyuluhan secara intensif tentang zakat di berbagai 

tingkat, baik di lembaga pendidikan formal maupun 

informasi yang disampaikan melalui media sosial dan 

platform digital. Ini akan membantu meningkatkan 

pemahaman umat Muslim tentang pentingnya zakat sebagai 

instrumen utama dalam mengurangi ketimpangan ekonomi 

dan sosial. 

Selain itu, penguatan institusi-institusi yang mengelola 

dan mendistribusikan zakat juga penting. Pemerintah, 

lembaga keagamaan, dan organisasi sosial perlu bekerja 

sama untuk memastikan bahwa dana zakat dikumpulkan 

dengan efisien dan dikelola dengan transparan serta tepat 

sasaran. Audit dan pengawasan yang ketat atas pengelolaan 

dana zakat juga diperlukan untuk membangun kepercayaan 

masyarakat terhadap sistem ini.  

Dengan mengoptimalkan potensi zakat melalui 

pendidikan dan penguatan infrastruktur pengelolaan, 

diharapkan umat Muslim dapat lebih aktif dalam 

menjalankan kewajiban zakat mereka, sehingga 

memberikan dampak positif yang lebih besar dalam 

memperbaiki distribusi kekayaan dan memperkuat 

kesejahteraan sosial dalam masyarakat. 
 

d) Implementasi yang Tidak Merata 

Implementasi yang tidak merata dari prinsip-prinsip 

distribusi kekayaan dalam Islam menjadi salah satu 

tantangan serius yang menghambat pencapaian keadilan 

ekonomi dan sosial. Hal ini terjadi ketika praktik zakat, 
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infak, dan prinsip distribusi kekayaan lainnya tidak 

dilaksanakan secara konsisten atau tidak tepat sasaran di 

seluruh lapisan masyarakat.  

Implikasinya adalah ketidakseimbangan dalam 

manfaat sosial dan ekonomi yang dihasilkan, dimana 

beberapa kelompok mungkin mendapatkan lebih banyak 

bantuan atau dukungan dibandingkan dengan yang lain, atau 

bahkan ada yang tidak terjangkau sama sekali. Solusi untuk 

mengatasi implementasi yang tidak merata ini meliputi 

beberapa langkah. Pertama, penting untuk meningkatkan 

pemahaman dan kesadaran umat Muslim tentang prinsip-

prinsip distribusi kekayaan dalam Islam, termasuk zakat, 

infak, dan sadaqah, melalui pendidikan dan penyuluhan 

yang lebih intensif. Ini dapat dilakukan melalui lembaga-

lembaga pendidikan, khutbah Jumat, dan media sosial untuk 

memastikan bahwa setiap individu memahami tanggung 

jawab mereka terhadap kekayaan yang mereka miliki.  

Selanjutnya, pemerintah dan lembaga sosial Islam 

perlu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan 

efisiensi dalam pengelolaan dan distribusi dana zakat. Hal 

ini mencakup penguatan infrastruktur pengumpulan zakat, 

audit terkait, dan sistem distribusi yang adil dan merata 

sehingga semua lapisan masyarakat yang membutuhkan 

dapat mendapatkan manfaat secara proporsional. Dengan 

pendekatan yang holistik ini, diharapkan implementasi 

prinsip-prinsip distribusi kekayaan dalam Islam dapat 

ditingkatkan secara signifikan, menciptakan masyarakat 

yang lebih adil dan berkeadilan bagi semua anggotanya. 

 

Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini secara 

komprehensif, diharapkan masyarakat Muslim dapat 

memperbaiki distribusi kekayaan yang lebih adil dan 

berkeadilan, serta menciptakan lingkungan sosial dan ekonomi 

yang lebih stabil dan berkelanjutan. 
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C. Sistem Ekonomi Dalam Islam 

a. Definisi Sistem Ekonomi dalam Islam 

Sistem ekonomi Islam adalah kerangka ekonomi yang 

mendasarkan segala aktivitas ekonomi pada prinsip-prinsip yang 

diturunkan dari ajaran Islam, terutama dari Al-Quran dan Hadis 

Nabi Muhammad SAW. Sistem ini menekankan pada keadilan, 

keseimbangan, keberkahan, dan kesejahteraan umat sebagai 

tujuan utama. Salah satu landasan utama dari sistem ini adalah 

konsep tauhid, yaitu keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari 

Allah SWT dan semua aktivitas manusia harus dilakukan dengan 

mempertimbangkan aspek spiritual dan moral. 

Di dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan properti 

diakui sebagai hak individual yang dilindungi, namun dengan 

tanggung jawab sosial untuk menggunakan kekayaan tersebut 

secara bertanggung jawab. Konsep ekonomi ini juga 

menempatkan nilai-nilai etika tinggi dalam setiap aspek kegiatan 

ekonomi, seperti kejujuran, transparansi, dan kepedulian 

terhadap kepentingan bersama. Pengelolaan sumber daya alam 

dan lingkungan hidup juga menjadi bagian integral dari sistem 

ekonomi Islam. Prinsip-prinsip konservasi dan penggunaan yang 

bertanggung jawab harus ditegakkan untuk menjaga 

keseimbangan ekologis dan memastikan bahwa kekayaan alam 

dapat dinikmati oleh generasi mendatang. 

Secara institusional, sistem ekonomi Islam mengakui 

pentingnya lembaga-lembaga seperti lembaga keuangan syariah, 

lembaga amil zakat, dan lembaga waqaf dalam mendukung 

implementasi nilai-nilai ekonomi Islam. Lembaga-lembaga ini 

tidak hanya berperan sebagai pengelola keuangan tetapi juga 

sebagai instrumen untuk memfasilitasi distribusi kekayaan yang 

adil dan berkelanjutan. Dalam konteks globalisasi dan integrasi 

ekonomi yang semakin kompleks, sistem ekonomi Islam 

menawarkan alternatif yang berbasis nilai untuk mengatasi 

tantangan-tantangan sosial dan ekonomi kontemporer. Dengan 
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memperhatikan nilai-nilai etika, keadilan, dan keseimbangan, 

sistem ini memiliki potensi untuk menjadi model inspiratif bagi 

perkembangan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan. 

 

 

 

b. Landasan Hukum Sistem Ekonomi dalam Islam 

a) Al-Quran 

1. Surah Al-Baqarah (2): 188 
 

لَكُم تأَكُْلوُٓا   وَلَ  طِلِ  بَيْنكَُم أمَْوَٰ امِ  إلِىَ بِهَآ  وَتدُلْوُا   بِٱلْبَٰ نْ  فرَِيق ا لِتأَكُْلوُا   ٱلْحُكَّ  م ِ

لِ  ثمِْ  ٱلنَّاسِ  أمَْوَٰ تعَْلَمُونَ  وَأنَتمُْ  بِٱلِْْ  

Artinya: "Dan janganlah kamu memakan harta kamu di 

antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah 

kamu membawa (urusan) itu kepada hakim supaya kamu 

dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan 

yang dosa."  

Ayat ini melarang praktik curang dalam transaksi 

ekonomi dan menekankan pentingnya kejujuran serta 

integritas dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam 

hal ekonomi. 
 

2. Surah Al-Isra (17): 26 
 

بِيلِ  وَٱبْنَ  وَٱلْمِسْكِينَ  حَقَّهُۥ ٱلْقرُْبىَٰ  ذاَ وَءَاتِ  رْ  وَلَ  ٱلسَّ ا تبُذَ ِ تبَذِْير   

Artinya: "Dan berilah haknya kepada orang miskin yang 

meminta-minta dan kepada orang yang dalam 

perjalanan (musafir), dan janganlah kamu menghambur-

hamburkan (hartamu) dengan boros."  

Ayat ini mengajarkan pengelolaan harta yang 

bijaksana dan tanggung jawab sosial untuk membantu 

mereka yang membutuhkan, dengan menjaga 

keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan kewajiban 

sosial. 
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3. Surah An-Nisa (4): 5 
 

فَهَاءَٓ  تؤُْتوُا   وَلَ  لَكُمُ  ٱلس  ُ  جَعلََ  ٱلَّتىِ أمَْوَٰ ا لَكُمْ  ٱللَّّ م   فِيهَا وَٱرْزُقُوهمُْ  قِيَٰ

عْرُوف ا قَوْل   لَهُمْ  وَقوُلوُا   وَٱكْسُوهمُْ  مَّ  

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-

orang yang belum sempurna akalnya harta yang 

dijadikan Allah menjadi pokok kehidupan mereka, tetapi 

berilah mereka penghidupan dan pakaian mereka 

dengan harta yang diberikan Allah kepada kamu."   

Ayat ini menekankan tanggung jawab sosial untuk 

memberikan bantuan kepada mereka yang 

membutuhkan, serta memperlakukan harta dengan penuh 

kebijaksanaan dan tanggung jawab. 
 

4. Surah Al-Maidah (5): 90 
 

ٓأيَ هَا مُ  وَٱلْْنَصَابُ  وَٱلْمَيْسِرُ  ٱلْخَمْرُ  إِنَّمَا ءَامَنوُٓا   ٱلَّذِينَ  يَٰ نْ  رِجْس   وَٱلْْزَْلَٰ  عَمَلِ  م ِ

نِ  يْطَٰ تفُْلِحُونَ  لَعلََّكُمْ  فَٱجْتنَبِوُهُ  ٱلشَّ  

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya 

meminum khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, 

mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji 

termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-

perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."  

Ayat ini melarang praktik maysir (judi) dan maisir 

(judi kecil), yang dianggap merugikan masyarakat dan 

bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi dalam 

Islam. 

 

5. Surah Al-Rum (30): 38 
 

بِيلِ  وَٱبْنَ  وَٱلْمِسْكِينَ  حَقَّهُۥ ٱلْقرُْبىَٰ  ذاَ فـََٔاتِ  لِكَ   ۚٱلسَّ لَّذِينَ  خَيْر   ذَٰ  يرُِيدوُنَ  ل ِ

ِ  وَجْهَ  ئكَِ   ۖٱللَّّ
ٓ لَٰ ٱلْمُفْلِحُونَ  همُُ  وَأوُ   

Artinya: "Dan berikanlah hak (zakat) kepada keluarga 

yang dekat, dan kepada orang miskin, dan kepada orang 

yang dalam perjalanan (musafir)." Ayat ini menegaskan 
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kewajiban memberikan zakat kepada yang berhak 

menerimanya, sebagai bagian dari redistribusi kekayaan 

yang adil dalam masyarakat. 

 
 

6. Surah Saba (34): 39 
 

زْقَ  يَبْسُطُ  رَب ىِ إِنَّ  قلُْ  ن أنَفَقْتمُ وَمَآ   ۚلَهُۥ وَيَقْدِرُ  عِبَادِهۦِ مِنْ  يَشَاءُٓ  لِمَن ٱلر ِ  شَىْء   م ِ

زِقِي خَيْرُ  وَهُوَ   ۖيخُْلِفهُُۥ فَهُوَ  ٱلرَّٰ  

Artinya: " Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku 

melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di 

antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi 

(siapa yang dikehendaki-Nya)". Dan barang apa saja 

yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya 

dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya." Ayat 

ini mengajarkan tentang keberkahan dalam berinfak dan 

bersedekah, serta keyakinan bahwa setiap harta yang 

dikeluarkan untuk kebaikan akan mendatangkan pahala 

dari Allah. Hal ini mendorong umat Islam untuk beramal 

dan berinfaq dengan ikhlas dan tanpa ragu. 
 

b) Hadits 

1. Hadis Riwayat Muslim   

Rasulullah SAW bersabda: Wahai anak Adam, jadilah 

adil dalam memenuhi ukuran dan timbangan, karena 

Allah lebih menyukai orang-orang yang adil. Hadis ini 

menegaskan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi 

ekonomi, termasuk dalam penggunaan ukuran dan 

timbangan, agar tidak terjadi penipuan atau pengurangan 

yang merugikan pihak lain. 
 

2. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim  

Rasulullah SAW bersabda: “Jauhilah tujuh dosa besar."  

Para sahabat bertanya, “Apa saja, wahai Rasulullah?” 

Beliau menjawab, “Menyekutukan Allah, sihir, 
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membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali 

dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan 

harta anak yatim, melarikan diri pada hari pertempuran, 

dan memfitnah wanita-wanita yang tidak bersalah."  

Hadis ini menegaskan larangan keras terhadap riba 

(bunga), yang dianggap sebagai dosa besar dalam Islam 

karena merugikan pihak yang lemah dan tidak adil. 
 

3. Hadis Ibnu Majah  

Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu 

tergantung pada persetujuan (kedua belah pihak). Hadis 

ini menunjukkan bahwa jual beli dalam Islam harus 

dilakukan dengan persetujuan dari kedua belah pihak 

secara jelas dan transparan, tanpa adanya unsur penipuan 

atau manipulasi. 

 

4. Hadis Bukhari  

Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang memakan 

harta orang lain dengan cara yang tidak halal, maka 

Allah akan mengharamkan syafaat-Nya atasnya pada 

hari kiamat. Hadis ini menegaskan larangan keras 

terhadap pencurian atau pengambilan hak milik orang 

lain secara tidak sah, yang merusak prinsip keadilan dan 

berpotensi mendatangkan siksaan di akhirat. 

 

c. Urgensi Sistem Ekonomi dalam Islam 

Sistem Ekonomi Islam memiliki urgensi yang signifikan di 

dalam konteks masa kini karena beberapa alasan yang mendasar, 

antara lain: 
 

a) Keadilan Sosial dan Ekonomi 

Sistem ekonomi Islam menekankan pada prinsip 

keadilan sosial dan ekonomi yang menyeluruh. Hal ini 

berarti distribusi kekayaan yang adil, perlindungan terhadap 

kaum dhuafa, dan pembagian hasil ekonomi yang lebih 
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merata. Di banyak negara, kesenjangan ekonomi menjadi 

masalah yang memprihatinkan, dan sistem ekonomi Islam 

menawarkan model alternatif yang dapat mengatasi 

ketimpangan ini. 

Sistem ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai 

keadilan sosial dan ekonomi dengan memastikan distribusi 

kekayaan yang adil dan merata di antara anggota masyarakat. 

Ini berarti tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi 

juga menekankan pentingnya keadilan dalam akses terhadap 

sumber daya, kesempatan ekonomi, dan perlindungan 

terhadap kelompok yang rentan.  

Prinsip-prinsip seperti zakat dan sedekah menjadi 

instrumen utama dalam mencapai tujuan ini, dengan 

memberikan mekanisme redistribusi yang sistematis untuk 

mendukung kesejahteraan seluruh anggota masyarakat, 

termasuk mereka yang kurang mampu. Melalui pendekatan 

ini, Sistem Ekonomi Islam berusaha untuk membangun 

fondasi yang kokoh bagi masyarakat yang inklusif dan 

harmonis, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang 

adil untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. 
 

b) Pencegahan Krisis Keuangan 

Sistem ekonomi Islam memiliki tujuan yang jelas dalam 

mencegah krisis keuangan dengan melarang praktik-praktik 

yang dianggap berisiko tinggi, seperti riba (bunga) dan 

spekulasi yang tidak bertanggung jawab. Larangan terhadap 

riba dalam segala bentuknya bertujuan untuk meminimalkan 

risiko ketidakstabilan ekonomi yang disebabkan oleh utang 

yang tidak terkendali dan beban bunga yang berlebihan.  

Sebagai gantinya, sistem ini mendorong transaksi 

ekonomi yang lebih berbasis pada keadilan dan tanggung 

jawab sosial, sehingga mendorong pembiayaan yang lebih 

stabil dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya melindungi 

individu dan lembaga dari risiko keuangan yang besar, tetapi 
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juga berpotensi untuk menciptakan lingkungan ekonomi 

yang lebih stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang. 

Selain itu, sistem ekonomi Islam juga bertujuan untuk 

membangun sistem keuangan yang lebih inklusif dan 

berkelanjutan. Lembaga keuangan syariah yang menjadi 

bagian integral dari sistem ini menyediakan akses keuangan 

kepada masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh 

sistem keuangan konvensional.  

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip moral dan 

etika Islam ke dalam aktivitas ekonomi, sistem ini tidak 

hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi 

juga keberlanjutan sosial dan lingkungan. Ini menciptakan 

fondasi yang lebih kuat untuk pembangunan ekonomi yang 

inklusif, yang memperhatikan kebutuhan semua lapisan 

masyarakat dan mempromosikan kesejahteraan yang 

berkelanjutan bagi generasi yang akan datang. 
 

c) Konsistensi dengan Nilai-nilai Moral 

Sistem ekonomi Islam menonjolkan konsistensi dengan 

nilai-nilai moral sebagai salah satu tujuannya yang utama. 

Hal ini mencakup integrasi nilai-nilai seperti kejujuran, 

integritas, dan tanggung jawab sosial ke dalam setiap aspek 

aktivitas ekonomi. Konsep ini tidak hanya mengatur 

transaksi finansial dan komersial tetapi juga menekankan 

pentingnya menghormati hak-hak individu dan kolektif 

dalam konteks ekonomi.  

Dengan menolak praktik-praktik yang dianggap 

merugikan, seperti riba dan spekulasi berlebihan, sistem ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi 

dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip 

keberkahan serta keadilan yang dicontohkan oleh ajaran 

Islam. Selain itu, konsistensi dengan nilai-nilai moral dalam 

sistem ekonomi Islam juga mencakup aspek pengelolaan 

lingkungan dan sumber daya alam yang bertanggung jawab. 
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Prinsip-prinsip ini mengajarkan untuk menjaga 

keseimbangan ekologis dan memperlakukan alam dengan 

penuh kehormatan serta kepedulian.  

Dalam konteks globalisasi dan tantangan ekonomi 

modern, pendekatan ini tidak hanya relevan sebagai bagian 

dari kewajiban sosial dan moral, tetapi juga sebagai landasan 

untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan dan 

harmonis. Dengan demikian, konsistensi dengan nilai-nilai 

moral bukan hanya memandu praktek ekonomi dalam sistem 

ekonomi Islam tetapi juga memperkuat inti dari 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi 

semua pihak yang terlibat.  
 

d) Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan 

Dalam konteks sistem ekonomi Islam, pengelolaan 

sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi sangat 

penting karena mencerminkan komitmen untuk 

memperlakukan alam dengan penuh kehormatan dan 

menjaga keseimbangan ekologis. Prinsip-prinsip ekonomi 

Islam menekankan bahwa manusia bertanggung jawab 

sebagai khalifah (pengelola) di bumi, yang harus menjaga 

kelestarian alam untuk generasi saat ini dan mendatang. Hal 

ini berarti tidak hanya memanfaatkan sumber daya alam 

secara bijak, tetapi juga menghindari praktik-praktik yang 

dapat merusak lingkungan, seperti polusi dan deforestasi. 

Sistem ekonomi Islam juga menawarkan pandangan 

holistik terhadap keberlanjutan, menghubungkan antara 

kesejahteraan manusia dengan keseimbangan alam. Melalui 

zakat dan sedekah, sistem ini mempromosikan investasi 

dalam proyek-proyek lingkungan dan pelestarian alam yang 

dapat bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.  

Dengan memadukan nilai-nilai moral dan praktik-

praktik ekonomi yang berkelanjutan, sistem ekonomi Islam 

menawarkan model yang berpotensi untuk mengatasi 
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tantangan lingkungan global dan membangun ekonomi yang 

lebih stabil dan lestari.  
 

e) Inklusi Finansial 

Dalam sistem ekonomi Islam, inklusi finansial memiliki 

arti yang mendalam karena mencakup aspek kesetaraan 

akses terhadap layanan keuangan bagi semua lapisan 

masyarakat. Prinsip-prinsip ekonomi Islam mendorong 

adanya lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan 

syariah, seperti bank syariah, yang menyediakan berbagai 

produk dan layanan tanpa menggunakan riba (bunga). Hal ini 

memungkinkan akses keuangan yang lebih mudah bagi 

individu dan bisnis yang sebelumnya tidak dapat diakses oleh 

sistem keuangan konvensional. Dengan demikian, inklusi 

finansial dalam konteks sistem ekonomi Islam bukan hanya 

tentang pemberian akses, tetapi juga tentang 

memberdayakan masyarakat untuk mengelola keuangan 

mereka dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan 

syariah. 

Lebih jauh lagi, inklusi finansial dalam sistem ekonomi 

Islam juga berperan dalam mempromosikan keadilan 

ekonomi. Dengan menyediakan solusi keuangan yang 

berkelanjutan dan adil, sistem ini membantu mengurangi 

kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelompok-kelompok 

dalam masyarakat. Ini sejalan dengan prinsip distribusi 

kekayaan yang lebih merata melalui zakat dan sedekah, yang 

tidak hanya memperkuat sistem ekonomi secara keseluruhan 

tetapi juga memberdayakan individu untuk berpartisipasi 

dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan 

berkelanjutan.  

Dengan demikian, inklusi finansial dalam sistem 

ekonomi Islam tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, 

tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya untuk 
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mencapai keadilan sosial dan ekonomi yang diamanahkan 

dalam ajaran Islam.  
 

f) Pemberdayaan Ekonomi Komunitas 

Dalam konteks sistem ekonomi Islam, pemberdayaan 

ekonomi komunitas menjadi prioritas utama karena 

mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan distribusi 

kekayaan yang merata. Sistem ini mendorong pembentukan 

komunitas yang lebih mandiri dan berdaya, di mana setiap 

individu dan kelompok memiliki akses dan kesempatan 

untuk berkontribusi dalam ekonomi lokal mereka.  

Prinsip-prinsip seperti zakat, sedekah, dan waqaf 

menjadi instrumen utama dalam membangun fondasi 

ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Zakat, misalnya, 

bukan hanya sebagai kewajiban keagamaan tetapi juga 

sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang bertujuan 

untuk mengangkat kaum dhuafa dan memastikan bahwa 

kekayaan umat didistribusikan dengan adil. 

Pemberdayaan ekonomi komunitas dalam sistem 

ekonomi Islam juga mempromosikan tanggung jawab sosial 

dan kepedulian terhadap sesama. Melalui partisipasi aktif 

dalam zakat dan sedekah, masyarakat tidak hanya mengatasi 

masalah kemiskinan tetapi juga membangun rasa solidaritas 

yang kuat di antara anggotanya. Pendekatan ini tidak hanya 

berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada dimensi 

sosial dan spiritual, menciptakan lingkungan di mana nilai-

nilai etika dan keadilan sosial tercermin dalam setiap 

interaksi dan keputusan ekonomi.  

Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi komunitas 

dalam sistem ekonomi Islam tidak hanya merupakan strategi 

pembangunan ekonomi, tetapi juga merupakan bagian 

integral dari upaya untuk menciptakan masyarakat yang 

lebih seimbang, inklusif, dan berkeadilan.  
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g) Pengembangan Model Ekonomi Alternatif 

Dalam konteks global yang terus berubah, 

pengembangan model ekonomi alternatif seperti sistem 

ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang berbeda dalam 

mengatasi tantangan ekonomi dan sosial yang kompleks. 

Model ini tidak hanya mengintegrasikan prinsip-prinsip 

keadilan ekonomi, tetapi juga memasukkan nilai-nilai moral 

dan etika Islam ke dalam semua aspek kegiatan ekonomi. Ini 

mencakup larangan terhadap riba dan praktik ekonomi 

spekulatif lainnya yang dapat menyebabkan ketidakstabilan 

ekonomi. Sebagai gantinya, sistem ini menekankan transaksi 

yang berbasis pada prinsip saling menguntungkan dan adil, 

yang mengarah pada pembangunan ekonomi yang lebih 

stabil dan berkelanjutan. 

Pengembangan model ekonomi alternatif seperti sistem 

ekonomi Islam juga berperan dalam merespons tantangan 

global seperti perubahan iklim dan kesenjangan ekonomi 

yang semakin melebar. Dengan mengedepankan distribusi 

kekayaan yang lebih merata melalui zakat dan sedekah, 

sistem ini tidak hanya menawarkan solusi praktis untuk 

mengurangi kemiskinan tetapi juga mempromosikan inklusi 

sosial dan ekonomi yang lebih luas. Hal ini menciptakan 

kerangka kerja yang lebih berkelanjutan dalam jangka 

panjang, di mana pertumbuhan ekonomi dipadukan dengan 

pemeliharaan nilai-nilai sosial dan lingkungan yang 

bermanfaat bagi seluruh masyarakat.  

Dengan demikian, urgensi sistem ekonomi Islam 

bukan hanya dalam konteks agama atau kepercayaan, tetapi 

juga dalam menciptakan kerangka ekonomi yang lebih adil, 

berkelanjutan, dan beretika untuk masa depan yang lebih 

baik bagi semua orang. 
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d. Prinsip Etika Sistem Ekonomi dalam Islam 

Prinsip etika dalam sistem ekonomi Islam mencakup nilai-

nilai moral dan sosial yang diatur oleh syariah Islam. Berikut 

adalah beberapa prinsip utama etika dalam sistem ekonomi 

Islam: 
 

a) Keadilan 

Keadilan merupakan landasan utama dalam sistem 

ekonomi Islam yang mencakup semua aspek kehidupan 

ekonomi. Dalam konteks ekonomi, keadilan berarti 

memperlakukan semua pihak dengan adil dan setara, tanpa 

diskriminasi atau penindasan. Prinsip ini mencakup 

distribusi kekayaan yang merata, perlindungan terhadap hak-

hak individu dan kelompok, serta ketepatan dalam memenuhi 

kewajiban keuangan.  

Islam mendorong agar setiap transaksi ekonomi 

dilakukan dengan keadilan, baik dalam perdagangan, 

kontrak, maupun dalam pengelolaan keuangan. Dengan 

menerapkan prinsip keadilan ini, masyarakat Islam 

diharapkan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan 

menciptakan lingkungan sosial yang stabil dan harmonis. 
 

b) Kepemilikan 

Prinsip kepemilikan dalam Islam mengakui hak individu 

untuk memiliki dan mengendalikan harta benda mereka 

sendiri. Namun demikian, kepemilikan dalam Islam 

bukanlah hak yang mutlak, tetapi juga merupakan amanah 

yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. 

Hal ini mengharuskan individu untuk menggunakan harta 

mereka dengan bijaksana, menjaga agar tidak melampaui 

batas-batas yang ditentukan syariah, serta memastikan 

bahwa harta tersebut memberikan manfaat maksimal bagi 

diri sendiri dan masyarakat.  

Islam menegaskan bahwa kepemilikan pribadi harus 

diimbangi dengan tanggung jawab sosial yang aktif, seperti 
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kewajiban membayar zakat dan berkontribusi dalam upaya 

mengentaskan kemiskinan dan penderitaan sosial di 

masyarakat. 
 

c) Transparansi 

Transparansi adalah prinsip yang sangat ditekankan 

dalam ekonomi Islam, yang menuntut agar semua transaksi 

dan kegiatan ekonomi dilakukan dengan jujur dan terbuka. 

Ini berarti bahwa setiap informasi yang relevan harus 

disampaikan dengan jelas kepada semua pihak yang terlibat 

dalam transaksi, tanpa menyembunyikan fakta atau 

melakukan manipulasi untuk memperoleh keuntungan yang 

tidak sah.  

Transparansi juga mencakup kewajiban untuk 

mengungkapkan risiko dan konsekuensi dari setiap 

keputusan ekonomi yang diambil, sehingga semua pihak 

dapat membuat keputusan yang informasional dan 

berdasarkan pengetahuan yang jelas. Dengan menerapkan 

prinsip transparansi ini, Islam berusaha untuk menciptakan 

lingkungan ekonomi yang adil dan stabil, serta mencegah 

praktik-praktik ekonomi yang merugikan dan tidak beretika. 
 

d) Tanggung Jawab Sosial 

Prinsip tanggung jawab sosial dalam sistem ekonomi 

Islam mengajarkan bahwa individu dan lembaga ekonomi 

memiliki kewajiban moral untuk berkontribusi positif 

terhadap kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat 

secara keseluruhan. Ini termasuk dalam bentuk zakat yang 

wajib, sadaqah, serta berbagai bentuk amal sosial lainnya 

yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan 

membantu mereka yang membutuhkan. 

Tanggung jawab sosial juga mencakup kepedulian 

terhadap lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat 

yang kurang mampu, serta partisipasi dalam pembangunan 

dan pengembangan infrastruktur sosial yang bermanfaat bagi 
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semua anggota masyarakat. Dengan menerapkan prinsip 

tanggung jawab sosial ini, Islam mengajarkan bahwa 

ekonomi harus berfungsi untuk memajukan kesejahteraan 

dan keadilan sosial, bukan hanya untuk kepentingan pribadi 

atau kelompok tertentu. 
 

e) Penghindaran Riba 

Riba diharamkan karena merugikan pihak yang lebih 

lemah dan memperburuk ketidakadilan ekonomi. Sebagai 

gantinya, Islam mendorong transaksi ekonomi yang 

berdasarkan prinsip bagi hasil atau investasi yang produktif 

untuk mencapai tujuan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.  

Prinsip ini menekankan bahwa keuntungan dari setiap 

transaksi harus berasal dari usaha dan risiko yang dilakukan 

bersama, bukan dari bunga atau keuntungan tetap yang tidak 

sesuai dengan prinsip keadilan. Dengan menghindari riba, 

masyarakat Islam diharapkan dapat menciptakan sistem 

keuangan yang lebih stabil, mengurangi spekulasi yang tidak 

sehat, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan. 
 

f) Kemurahan Hati dan Kedermawanan 

Kemurahan hati dan kedermawanan adalah prinsip 

penting dalam Islam yang mendorong umatnya untuk 

memberikan kepada mereka yang membutuhkan, baik dalam 

bentuk zakat yang wajib atau sadaqah yang sukarela. Islam 

mengajarkan bahwa memberikan kepada orang lain adalah 

bukan hanya tindakan sosial, tetapi juga ibadah yang 

mendatangkan pahala besar di sisi Allah SWT.  

Sikap kedermawanan ini tidak hanya membantu 

mengurangi penderitaan sosial, tetapi juga memperkuat 

ikatan solidaritas dan kepedulian di antara umat. Dengan 

menerapkan prinsip kemurahan hati dan kedermawanan ini, 

masyarakat Islam diharapkan dapat menciptakan lingkungan 
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sosial yang lebih adil dan berempati terhadap orang-orang 

yang membutuhkan bantuan. 
 

g) Pertanggungjawaban 

Pertanggungjawaban dalam ekonomi Islam 

menekankan bahwa setiap individu dan lembaga memiliki 

tanggung jawab moral dan syariah terhadap pengelolaan 

harta dan kekayaannya. Hal ini mencakup pengelolaan yang 

bijaksana, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah dalam setiap aspek kegiatan ekonomi.  

Islam mengajarkan bahwa setiap tindakan dan 

keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan di 

hadapan Allah, dengan memastikan harta dan kekayaan 

digunakan untuk kebaikan pribadi dan masyarakat secara 

luas. Dengan menerapkan prinsip pertanggungjawaban ini, 

masyarakat Islam diharapkan dapat menghindari praktik 

ekonomi yang tidak etis atau merugikan, serta memastikan 

bahwa semua aktivitas ekonomi dilakukan dengan integritas 

dan rasa tanggung jawab yang tinggi. 
 

h) Larangan Pencurian dan Pemerasan 

Islam secara tegas melarang segala bentuk pencurian 

dan pemerasan dalam ekonomi. Hal ini mencerminkan nilai-

nilai keadilan dan etika yang tinggi dalam menjaga 

keamanan dan ketertiban dalam kehidupan berkomunitas. 

Pencurian dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak 

individu yang harus dijaga dan dihormati oleh setiap anggota 

masyarakat.  

Larangan ini juga mencakup kewajiban untuk 

menghormati dan melindungi harta benda orang lain, serta 

menjaga kepercayaan dan rasa aman dalam setiap transaksi 

ekonomi. Dengan menghindari pencurian dan pemerasan, 

masyarakat Islam diharapkan dapat menciptakan lingkungan 

ekonomi yang stabil dan adil, di mana setiap individu merasa 

terlindungi dan dihormati atas hak-hak mereka. 
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i) Kerja Keras dan Produktivitas 

Prinsip ini mendorong umat Islam untuk bekerja keras 

dan produktif dalam mencari rezeki yang halal. Produktivitas 

dianggap sebagai ibadah yang penting dalam Islam, karena 

melalui usaha keras dan tekun, seseorang dapat mencapai 

kesejahteraan dan memperoleh berkah dari Allah SWT.  

Islam menekankan pentingnya kemandirian ekonomi 

dan pengembangan potensi individu dalam mencapai tujuan 

hidup yang mulia. Dengan menerapkan prinsip kerja keras 

dan produktivitas ini, masyarakat Islam diharapkan dapat 

membangun ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, serta 

mampu menghadapi tantangan ekonomi global dengan cara 

yang bijaksana dan bertanggung jawab. 
 

j) Pendidikan dan Pengetahuan 

Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan 

ekonomi dan keuangan yang berkualitas dalam memahami 

dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan 

benar. Pendidikan yang baik membantu individu untuk 

mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang 

prinsip-prinsip syariah yang mengatur ekonomi, serta 

mempersiapkan mereka untuk mengambil keputusan yang 

tepat dan bertanggung jawab dalam pengelolaan harta dan 

kekayaan.  

Islam mengajarkan bahwa pengetahuan adalah kunci 

untuk mencapai keberhasilan ekonomi yang berkelanjutan 

dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan menerapkan 

prinsip pendidikan dan pengetahuan ini, umat Islam 

diharapkan dapat menciptakan generasi yang terdidik dan 

terampil dalam mengelola ekonomi mereka sesuai dengan 

nilai-nilai agama, serta mampu memberikan kontribusi 

positif dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan 

adil secara ekonomi. 
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e. Tantangan Sistem Ekonom dalam Islam 

Berikut tantangan dan solusi dalam penerapan sistem 

ekonomi Islam secara lebih mendalam: 
 

a) Kompleksitas Globalisasi 

Globalisasi ekonomi telah membawa tantangan 

signifikan bagi sistem ekonomi Islam karena dominasi 

sistem keuangan konvensional yang kuat di pasar global. 

Sistem ekonomi Islam perlu bersaing dalam lingkungan yang 

semakin terhubung dan kompetitif ini.  

Solusi yang tepat adalah memperkuat lembaga 

keuangan syariah, seperti bank syariah, dan mengembangkan 

produk-produk keuangan syariah yang inovatif dan 

kompetitif. Ini termasuk meningkatkan kapasitas teknis dan 

manajerial lembaga keuangan syariah untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. 
 

b) Penerapan Hukum Syariah yang Konsisten 

Salah satu tantangan utama adalah konsistensi dalam 

penerapan hukum syariah di berbagai negara dan lembaga. 

Setiap negara memiliki interpretasi dan implementasi hukum 

syariah yang berbeda, yang dapat mempengaruhi kepastian 

hukum dan kepercayaan investor. Solusi untuk tantangan ini 

melibatkan memperkuat lembaga-lembaga hukum syariah 

yang independen dan berwenang, serta meningkatkan 

kerjasama regional dan internasional dalam pengembangan 

standar hukum syariah yang harmonis. 
 

c) Ketidakseimbangan Sosio-Ekonomi 

Ketimpangan ekonomi dan sosial yang luas dapat 

menghambat pencapaian tujuan distribusi kekayaan dan 

keadilan ekonomi dalam Islam. Hal ini mencakup 

kesenjangan yang luas antara kelompok-kelompok ekonomi 

yang berbeda, yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan 

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.  
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Solusi yang efektif termasuk penerapan zakat secara 

efisien dan adil, serta program-program redistribusi yang 

memperhatikan kebutuhan masyarakat yang kurang mampu. 

Peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan 

peluang ekonomi bagi kelompok rentan juga diperlukan 

untuk mengurangi ketimpangan sosio-ekonomi. 
 

d) Keterbatasan Pendidikan Ekonomi Islam 

Kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip 

ekonomi Islam di kalangan masyarakat dan pelaku ekonomi 

adalah tantangan serius. Kurangnya pemahaman yang 

mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah di 

kalangan masyarakat dan pelaku ekonomi dapat 

menghambat pertumbuhan dan pengembangan sistem ini 

secara optimal.  

Solusi untuk mengatasi hal ini adalah dengan 

meningkatkan pendidikan formal dan non-formal tentang 

ekonomi Islam, termasuk kurikulum yang mencakup prinsip-

prinsip ekonomi syariah di lembaga-lembaga pendidikan 

tinggi. Program pelatihan dan seminar juga dapat membantu 

meningkatkan pemahaman dan aplikasi praktis prinsip-

prinsip ekonomi Islam di lapangan. 
 

e) Tantangan Teknologi dan Inovasi 

Perkembangan teknologi dan inovasi di era digital 

memerlukan adaptasi sistem ekonomi Islam agar tetap 

relevan dan efektif. Perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi telah mengubah lanskap ekonomi global dengan 

cepat, mempengaruhi cara bisnis dan keuangan dilakukan. 

Solusi yang dapat diambil meliputi penerapan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam layanan keuangan syariah, 

serta pengembangan fintech syariah untuk meningkatkan 

aksesibilitas dan efisiensi layanan keuangan. Selain itu, 

promosi produk-produk keuangan syariah yang berbasis 
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teknologi dapat membantu memperluas cakupan pasar dan 

meningkatkan daya saing. 

 

f) Manajemen Risiko dan Pengawasan 

Tantangan dalam manajemen risiko dan pengawasan 

dapat mengancam stabilitas sistem keuangan syariah. 

Kehati-hatian dalam manajemen risiko diperlukan untuk 

memastikan stabilitas dan keamanan dalam operasional 

lembaga keuangan syariah. 

Solusi yang diperlukan adalah memperkuat tata kelola 

dan pengawasan yang efektif atas lembaga keuangan syariah. 

Ini termasuk meningkatkan transparansi dalam pelaporan 

keuangan, memperkuat regulasi dan kepatuhan terhadap 

standar syariah, serta meningkatkan kerjasama antara 

lembaga keuangan syariah dan otoritas pengawas di tingkat 

nasional dan internasional. 

 

g) Persepsi Negatif dan Stigma 

Persepsi negatif dan stigma terhadap produk dan 

lembaga keuangan syariah adalah tantangan yang signifikan 

dalam penerapan sistem ekonomi Islam. Stigma ini dapat 

berasal dari kurangnya pemahaman tentang prinsip ekonomi 

Islam di kalangan umum, serta persepsi bahwa produk 

keuangan syariah kurang kompetitif dibandingkan dengan 

produk konvensional. Solusinya adalah kampanye edukasi 

yang menyeluruh dan terstruktur untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat. Demonstrasi kinerja yang kompetitif 

dari produk-produk keuangan syariah juga penting untuk 

mereduksi skeptisisme dan membangun kepercayaan publik. 
 

Dengan mengidentifikasi tantangan dan 

mengimplementasikan solusi yang tepat, sistem ekonomi Islam 

dapat diperkuat untuk memberikan kontribusi yang signifikan 

dalam membangun masyarakat. Langkah ini tidak hanya 
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mendukung tujuan ekonomi Islam dalam perspektif keagamaan, 

tetapi juga membawa dampak positif dalam konteks ekonomi 

global yang semakin terhubung. 

 

D. Rangkuman 

Konsep kepemilikan, distribusi kekayaan, dan sistem 

ekonomi dalam Islam saling terkait erat dan membentuk dasar 

filosofis dari struktur ekonomi Islam secara keseluruhan. Pada 

dasarnya, Islam menekankan bahwa segala bentuk kepemilikan 

dan distribusi kekayaan harus diatur dan dilandaskan pada 

prinsip-prinsip yang adil dan berdasarkan syariah. 

Pertama, dalam Islam, kepemilikan dipandang sebagai 

amanah atau tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada 

manusia. Kekayaan tidak hanya dipandang sebagai hak pribadi, 

tetapi juga sebagai amanah yang harus dikelola dengan baik 

untuk kepentingan individu dan masyarakat secara keseluruhan. 

Konsep kepemilikan dalam Islam mempromosikan kepemilikan 

yang sah dan halal, serta mendorong individu untuk 

menggunakan kekayaan mereka untuk berinvestasi dalam 

kegiatan yang membawa manfaat sosial dan ekonomi. 

Kedua, distribusi kekayaan dalam Islam didasarkan pada 

prinsip keadilan sosial dan redistribusi yang adil. Prinsip utama 

yang mengatur distribusi kekayaan adalah zakat, yaitu kewajiban 

memberikan sebagian dari kekayaan kepada yang berhak 

menerimanya dalam masyarakat. Zakat tidak hanya berfungsi 

sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen 

untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan menyediakan 

bantuan kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan. 

Selain zakat, konsep lain seperti sadaqah (sumbangan sukarela) 

dan wakaf (sumbangan untuk kepentingan umum) juga 

memainkan peran penting dalam distribusi kekayaan yang adil 

dalam masyarakat Islam. 

Ketiga, sistem ekonomi dalam Islam didesain untuk 

menciptakan lingkungan ekonomi yang seimbang dan 
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berkelanjutan. Hal ini melibatkan pengaturan kegiatan ekonomi 

dan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, termasuk 

larangan terhadap riba (bunga) dan praktik-praktik spekulatif 

yang tidak produktif. Lembaga-lembaga keuangan seperti bank 

syariah mengoperasikan model bagi hasil (profit-sharing) dan 

prinsip berbagi risiko untuk menghindari riba dan 

mempromosikan investasi yang produktif dan berkelanjutan. 

Secara keseluruhan, keterkaitan antara konsep kepemilikan, 

distribusi kekayaan, dan sistem ekonomi dalam Islam 

menunjukkan pendekatan yang holistik dalam mengelola sumber 

daya ekonomi. Dengan memastikan bahwa kepemilikan 

dipandang sebagai amanah yang harus dikelola dengan keadilan, 

distribusi kekayaan dilakukan secara adil dengan melibatkan 

praktik zakat dan mekanisme redistribusi lainnya, serta 

menjalankan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah, sistem ekonomi Islam bertujuan untuk 

menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial dan ekonomi. 

 

E. Penilaian Formatif 

a. Pilihan Ganda 

1. Menurut Islam, kepemilikan harta dipandang sebagai? 

a) Tanggung jawab individu semata 

b) Amanah atau kepercayaan dari Allah 

c) Hak eksklusif untuk mencari kekayaan 

d) Hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam 

2. Larangan utama dalam kepemilikan dalam Islam 

termasuk? 

a) Berinovasi dalam bisnis 

b) Menjual produk halal 

c) Memperdagangkan riba 

d) Menyumbangkan kepada amal 

3. Salah satu aspek etika kepemilikan dalam Islam adalah 

tanggung jawab ekologis, yang mencakup? 

a) Menggunakan sumber daya alam tanpa batas 
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b) Mengelola sumber daya alam dengan bijaksana 

c) Membuang limbah secara sembarangan 

d) Meningkatkan polusi lingkungan 

4. Salah satu prinsip distribusi kekayaan dalam Islam 

adalah zakat. Zakat adalah? 

a) Kewajiban menabung sebagian dari penghasilan 

setiap tahun 

b) Kewajiban memberi sebagian dari harta kepada 

yang berhak setiap tahun 

c) Wajib menyumbangkan harta pada setiap liburan 

besar 

d) Wajib membayar pajak kepada negara setiap tahun 

5. Apa yang dimaksud dengan kesetaraan dalam distribusi 

kekayaan dalam Islam? 

a) Setiap individu memiliki hak yang sama untuk 

memperoleh kekayaan 

b) Hanya orang-orang yang kaya yang berhak 

mendapatkan kekayaan 

c) Kekayaan hanya boleh didistribusikan kepada 

keluarga dekat 

d) Kekayaan harus diwariskan kepada generasi 

berikutnya 

6. Salah satu tantangan dalam distribusi kekayaan dalam 

Islam adalah? 

a) Kurangnya kesadaran akan nilai-nilai etika 

b) Penerapan yang merata dari prinsip-prinsip zakat 

c) Keterbukaan dalam pengelolaan kekayaan 

d) Penguatan institusi keuangan Islam 

7. Apa solusi yang dapat mengatasi tantangan 

implementasi zakat yang tidak merata? 

a) Memperketat pengawasan terhadap pengelolaan 

dana zakat 

b) Mengurangi jumlah yang dikeluarkan untuk zakat 

c) Menghilangkan zakat sebagai kewajiban 
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d) Meningkatkan tarif zakat setiap tahun 

8. Apa yang menjadi prinsip utama dalam sistem ekonomi 

Islam? 

a) Bunga (riba) 

b) Keadilan dalam distribusi kekayaan 

c) Spekulasi finansial 

d) Monopoli ekonomi 

9. Mana yang merupakan instrumen utama dalam sistem 

keuangan syariah untuk menghindari riba? 

a) Pinjaman dengan bunga tetap 

b) Model bagi hasil 

c) Investasi saham konvensional 

d) Tabungan dengan bunga mengambang 

10. Apa yang menjadi tujuan utama dari sistem ekonomi 

Islam? 

a) Menghasilkan keuntungan maksimal 

b) Menciptakan keadilan sosial dan ekonomi 

c) Meningkatkan pengeluaran konsumen 

d) Menjaga monopoli pasar 

 

b. Benar/Salah 

1. (Benar/Salah) Menurut Islam, pengelolaan harta harus 

dilakukan dengan kebijaksanaan dan tanpa 

memperhitungkan aspek sosial. 

2. (Benar/Salah) Zakat merupakan kewajiban bagi umat 

Islam yang memiliki kelebihan harta. 

3. (Benar/Salah) Islam tidak mempermasalahkan 

bagaimana sumber kekayaan diperoleh, selama dapat 

memberikan manfaat bagi individu tersebut. 

4. (Benar/Salah) Salah satu prinsip distribusi kekayaan 

dalam Islam adalah kesetaraan mutlak dalam 

kepemilikan harta benda. 
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5. (Benar/Salah) Korupsi dan penyalahgunaan kekayaan 

tidak menjadi tantangan dalam distribusi kekayaan 

dalam Islam. 

6. (Benar/Salah) Pendidikan dan kesadaran yang lebih baik 

tentang nilai-nilai Islam dapat membantu mengatasi 

kurangnya kesadaran akan kewajiban zakat. 

7. (Benar/Salah) Prinsip utama dalam sistem ekonomi 

Islam adalah redistribusi kekayaan yang adil melalui 

zakat dan infaq.   

8. (Benar/Salah) Sistem ekonomi Islam mengizinkan 

praktik riba asalkan dalam jumlah yang kecil dan tidak 

signifikan.   

9. (Benar/Salah) Model bagi hasil adalah prinsip utama 

dalam lembaga keuangan syariah untuk menghindari 

riba.   

10. (Benar/Salah) Sistem ekonomi Islam tidak 

memperhatikan aspek sosial dan keadilan dalam 

distribusi kekayaan.   

 

c. Esai 

1. Jelaskan konsep kepemilikan sebagai amanah dalam 

Islam. Bagaimana konsep ini mempengaruhi cara 

individu mengelola harta mereka? 

2. Apa saja larangan utama dalam kepemilikan dalam 

Islam? Mengapa larangan-larangan ini penting dalam 

menjaga integritas ekonomi umat Islam? 

3. Bagaimana Islam mengatur prinsip keadilan dalam 

distribusi kekayaan? Jelaskan bagaimana prinsip ini 

diimplementasikan dalam praktik zakat dan infaq. 

4. Bagaimana prinsip-prinsip distribusi kekayaan dalam 

Islam seperti zakat dan infak dapat mempromosikan 

keadilan ekonomi dalam masyarakat? 

5. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam 

implementasi prinsip distribusi kekayaan dalam Islam? 
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Berikan analisis mendalam tentang salah satu tantangan 

tersebut. 

6. Bagaimana peran pendidikan dan kesadaran tentang 

nilai-nilai Islam dapat meningkatkan efektivitas 

distribusi kekayaan, khususnya dalam konteks 

kewajiban zakat? 

7. Jelaskan prinsip-prinsip utama dalam sistem ekonomi 

Islam dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut 

membedakannya dari sistem ekonomi konvensional. 

8. Tinjau peran zakat dalam sistem ekonomi Islam. 

Bagaimana zakat berkontribusi terhadap redistribusi 

kekayaan dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat? 

9. Analisis perbedaan antara riba dan sistem bagi hasil 

dalam konteks keuangan syariah. Apa implikasi 

ekonomi dan sosial dari larangan riba dalam ekonomi 

Islam? 

10. Jelaskan bagaimana sistem ekonomi Islam dapat 

mempromosikan inklusivitas sosial dan keadilan 

ekonomi. Apa tantangan utama dalam menerapkan 

prinsip-prinsip ini secara efektif dalam konteks global? 

 

d. Studi Kasus 

1. Anda adalah seorang pengusaha Muslim yang ingin 

membuka usaha baru. Bagaimana Anda akan 

menerapkan prinsip-prinsip etika kepemilikan dalam 

memulai dan mengelola bisnis Anda? 

2. Gambarkan sebuah skenario di mana Anda menghadapi 

dilema moral terkait kepemilikan dalam kehidupan 

sehari-hari Anda sebagai seorang Muslim. Bagaimana 

Anda akan menyelesaikan dilema tersebut dengan 

mempertimbangkan nilai-nilai agama? 

3. Anda adalah seorang penulis yang sedang menulis buku 

tentang etika kepemilikan dalam Islam. Bagaimana Anda 
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akan menyajikan materi ini secara menarik dan relevan 

bagi pembaca modern? 

4. Anda adalah seorang pengembang aplikasi teknologi 

yang ingin menciptakan platform digital untuk 

memudahkan pengumpulan dan distribusi zakat secara 

transparan dan efisien. Bagaimana Anda merancang 

fitur-fitur utama dalam aplikasi tersebut untuk 

memastikan partisipasi maksimal dari masyarakat 

Muslim? 

5. Anda adalah seorang aktivis sosial yang bekerja di daerah 

pedesaan yang mayoritas penduduknya Muslim. 

Bagaimana Anda merancang program pelatihan untuk 

memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan zakat 

dan infak secara mandiri untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi mereka? 

6. Anda adalah seorang pengajar di sebuah institusi 

pendidikan tinggi yang ingin menciptakan kursus online 

tentang ekonomi Islam, dengan fokus pada distribusi 

kekayaan. Bagaimana Anda merancang kurikulum dan 

materi pembelajaran yang menarik dan interaktif untuk 

menarik minat mahasiswa dan membantu mereka 

memahami konsep-konsep tersebut? 

7. Anda adalah seorang konsultan ekonomi yang 

ditugaskan untuk mengembangkan produk keuangan 

inovatif yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. 

Gambarkan produk tersebut beserta manfaatnya bagi 

masyarakat. 

8. Di sebuah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, 

pemerintah berencana untuk mengubah kebijakan 

ekonomi untuk lebih memperhatikan nilai-nilai Islam. 

Sampaikan rekomendasi Anda kepada pemerintah 

mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk 

mencapai tujuan ini. 
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9. Anda adalah seorang mahasiswa yang tertarik untuk 

mempelajari ekonomi Islam. Bagaimana Anda akan 

mendesain program pendidikan untuk meningkatkan 

pemahaman masyarakat tentang sistem ekonomi Islam? 

Sertakan strategi pendidikan dan komponen kurikulum 

yang Anda usulkan. 

10. Sebagai seorang aktivis sosial, Anda ingin membangun 

sebuah lembaga amal yang mengutamakan prinsip 

ekonomi Islam untuk membantu masyarakat yang kurang 

mampu. Gambarkan visi, misi, dan program-program 

utama yang akan Anda jalankan dalam lembaga amal 

tersebut untuk mencapai tujuan Anda. 
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